
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENDI ROCHAENDI 

AKHSANUL FUADI 

RIZAL FATHURROHMAN 

 

 

 

FILSAFAT 

PENDIDIKAN 

Fondasi Pemikiran 
Dalam Pendidikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FILSAFAT PENDIDIKAN 
Fondasi Pemikiran Dalam Pendidikan 

 
Endi Rochaendi 

Akhsanul Fuadi 
Rizal Fathurrohman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Institut Teknologi Sumatera (ITERA) 

Jl. Terusan Ryacudu, Way Hui Kec. Jati Agung 
Lampung Selatan 35365 

Email: press@itera.ac.id 



FILSAFAT PENDIDIKAN 
Fondasi Pemikiran Dalam Pendidikan 

Endi Rochaendi 

Akhsanul Fuadi 
Rizal Fathurrohman

ISBN 

978-634-7013-36-1
398 Hal: 15,5 x 23 cm 

Terbitan Pertama, Desember 2024 

Editor: 

Endi Rochaendi 

Desain Sampul dan Tata Letak 

Adhitama Ginongpratidina Noorrachman 

Kharizmma Phratamma Noorfathwa 

Penerbit 
ITERA Press 

Anggota IKAPI 

Redaksi 
Gedung Kuliah Umum (GKU) Lantai 1 
Institut Teknologi Sumatera (ITERA) 

Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung, 
Lampung Selatan 35365 

Telp/WhatsApp+6285768378398 
Email: press@itera.ac.id 

-------------------------------------------------------- 

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini 
tanpa izin tertulis dari penulis dan/penerbit.

mailto:press@itera.ac.id


 

i 
 

KATA PENGANTAR 
 

 

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang 

Maha Esa, kami bersyukur bahwa karya yang berjudul “Filsafat 

Pendidikan: Fondasi Pemikiran dalam Pendidikan” akhirnya 

dapat diselesaikan. Buku ini lahir dari kebutuhan yang semakin 

mendesak untuk menghadirkan suatu telaah yang mendalam dan 

komprehensif tentang filsafat pendidikan, yang merupakan pilar 

penting dalam membentuk arah dan tujuan pendidikan. Dalam 

konteks global yang dinamis, pemikiran filosofis tentang 

pendidikan memiliki peran sentral dalam memberikan landasan 

bagi kebijakan, teori, serta praktik pendidikan yang relevan 

dengan tantangan zaman. 

Latar belakang penulisan buku ini berakar pada refleksi 

terhadap berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi 

dalam dunia pendidikan saat ini. Berbagai perkembangan dalam 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial menuntut 

adanya landasan pemikiran yang kuat dan filosofis bagi 

pendidikan. Dengan demikian, buku ini berupaya memberikan 

sumbangsih pemikiran melalui kajian filsafat pendidikan, yang 

diharapkan mampu memperkaya diskursus akademik dan 

menjadi referensi penting bagi para mahasiswa, akademisi, 

pendidik, dan praktisi pendidikan. Dalam buku ini, filsafat 

pendidikan dibahas tidak hanya sebagai cabang pengetahuan, 

tetapi sebagai alat analisis kritis yang mampu mengeksplorasi 

nilai-nilai, tujuan, dan prinsip dasar yang mendasari setiap 

tindakan pendidikan. 



 

ii 
 

Tujuan penerbitan buku ini tidak hanya sekadar 

menyediakan referensi akademis bagi para pembaca, tetapi juga 

menawarkan perspektif yang mampu menantang pemikiran 

konvensional dan membuka wawasan baru dalam dunia 

pendidikan. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi 

mahasiswa pendidikan, calon guru, dan pendidik dalam 

memahami bagaimana filsafat dapat memberikan kerangka 

pemikiran yang kritis, reflektif, dan kontekstual terhadap proses 

pendidikan. Selain itu, buku ini juga dimaksudkan untuk 

memotivasi pembaca dalam mengembangkan kesadaran filosofis 

yang lebih mendalam tentang pendidikan, sehingga mampu 

memahami implikasi filosofis dari kebijakan, kurikulum, hingga 

praktik pembelajaran di kelas. 

Manfaat yang diharapkan dari penerbitan buku ini meliputi 

peningkatan kapasitas pembaca untuk berpikir kritis dan analitis 

terhadap berbagai konsep dan praktik pendidikan yang ada. Di 

tengah perubahan sosial yang semakin kompleks, filsafat 

pendidikan menyediakan landasan yang memungkinkan 

pendidik dan akademisi untuk merefleksikan kembali tujuan 

akhir dari pendidikan itu sendiri. Kami berharap, dengan 

membaca buku ini, para pembaca tidak hanya mendapatkan 

pengetahuan teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikan 

pemikiran filosofis ini dalam situasi-situasi konkret di dunia 

pendidikan. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat 

merangsang diskusi intelektual di kalangan akademisi dan 

praktisi pendidikan, sehingga tercipta ruang-ruang dialog yang 

konstruktif dalam mencari solusi atas berbagai persoalan 

pendidikan yang dihadapi. 



 

iii 
 

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada berbagai pihak 

yang telah memberikan dukungan selama proses penulisan buku 

ini. Kami berterima kasih kepada rekan-rekan akademisi yang 

telah berbagi gagasan dan memberikan masukan yang berharga, 

serta para praktisi pendidikan yang telah bersedia memberikan 

wawasan praktik lapangan yang kaya akan pengalaman nyata. 

Penghargaan juga kami sampaikan kepada mahasiswa yang 

dengan antusias mengikuti diskusi-diskusi akademis yang turut 

memperkaya materi buku ini. Kami juga berterima kasih kepada 

tim penerbit yang telah mendukung proses produksi buku ini 

hingga dapat diterbitkan dan diakses oleh khalayak luas. 

Akhirnya, kami mengajak para pembaca untuk 

memberikan kritik dan saran yang konstruktif, demi 

pengembangan lebih lanjut dalam edisi-edisi berikutnya. Semoga 

buku ini dapat menjadi sumbangsih positif bagi pengembangan 

ilmu pendidikan, serta memperkuat pondasi filosofis bagi 

pendidikan yang berorientasi pada kemanusiaan dan 

kesejahteraan sosial. 

 

Yogyakarta,    Desember 2024 
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BAB I 

FILSAFAT DAN  

PENGELOLAAN PENDIDIKAN 

 

Filsafat pendidikan memainkan peran yang sangat esensial 

dalam mengarahkan kebijakan pendidikan serta 

implementasinya pada berbagai tingkat. Mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan hingga evaluasi pendidikan, filsafat menjadi fondasi 

konseptual yang memandu seluruh proses pendidikan. Perannya 

yang normatif memberi arah dalam menetapkan nilai-nilai yang 

harus menjadi dasar dalam tujuan pendidikan, metode 

pengajaran, dan praktik manajemen pendidikan. Di sini, filsafat 

pendidikan berperan lebih dari sekadar disiplin akademis; ia 

berfungsi sebagai kerangka berpikir yang memengaruhi 

bagaimana kebijakan dirancang, bagaimana lembaga pendidikan 

dikelola, dan bagaimana pendidikan diimplementasikan di 

lapangan. 

Sebagai cabang filsafat, filsafat pendidikan berfokus pada 

nilai-nilai dasar yang harus menjadi landasan bagi setiap aspek 

pendidikan. Nilai-nilai ini mencakup etika, moral, keadilan, serta 

tujuan jangka panjang dari pendidikan itu sendiri. Sebuah sistem 

pendidikan yang baik tidak hanya diukur dari hasil kognitif yang 

dicapai peserta didik, seperti prestasi akademik, tetapi juga dari 

seberapa kokoh dasar filosofis yang menjadi fondasi 

pengelolaannya. Filsafat pendidikan mengingatkan kita bahwa 

pendidikan adalah sarana untuk membentuk manusia yang utuh, 

baik dalam aspek intelektual maupun moral. Oleh karena itu, 
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pendidikan tidak hanya harus berfokus pada pengembangan 

kemampuan akademik, tetapi juga harus memfasilitasi 

pengembangan karakter dan etika yang berkelanjutan. 

Dalam konteks pengelolaan pendidikan, filsafat 

memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan arah 

kebijakan. Idealisme, yang dikemukakan oleh Plato, 

menekankan bahwa pendidikan harus berorientasi pada 

pencapaian kebenaran yang absolut dan keindahan melalui 

pengembangan karakter moral peserta didik. Plato melihat 

pendidikan sebagai upaya untuk membawa manusia menuju 

pemahaman tentang dunia ide yang sempurna. Dalam 

implementasinya, perspektif ini memengaruhi kebijakan 

pendidikan yang fokus pada pembentukan manusia yang 

berlandaskan nilai-nilai moral universal, di mana pendidikan 

lebih dari sekadar penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi 

merupakan upaya untuk membentuk karakter yang mulia dan 

berwawasan luas (Plato, 2004). 

Sebaliknya, realisme yang dipelopori oleh Aristoteles 

menawarkan pandangan yang lebih pragmatis. Pendidikan, 

menurut Aristoteles, harus berakar pada pengalaman nyata dan 

berbasis pada fakta-fakta empiris. Pendidikan yang baik harus 

mampu mengembangkan akal budi dan kemampuan berpikir 

logis, sehingga peserta didik dapat memahami dunia sekitarnya 

secara rasional. Dalam konteks pengelolaan pendidikan, 

realisme mendorong pembelajaran yang praktis, berbasis pada 

pengalaman langsung, dan berorientasi pada kenyataan sosial 

yang ada (Aristotle, 2009). Pendekatan ini terlihat dalam 

kebijakan yang mendukung pembelajaran berbasis proyek, 
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penelitian lapangan, dan pengembangan keterampilan praktis 

yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

Selain idealisme dan realisme, pragmatisme yang 

dipelopori oleh John Dewey membawa dimensi baru dalam 

filsafat pendidikan. Pragmatisme menekankan pentingnya 

pendidikan sebagai proses yang aktif, di mana peserta didik tidak 

hanya menerima informasi secara pasif, tetapi harus berperan 

aktif dalam membangun pemahaman mereka sendiri melalui 

interaksi dengan lingkungan. Dewey berargumen bahwa 

pendidikan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari dan 

berorientasi pada tindakan nyata. Kebijakan pendidikan dalam 

kerangka pragmatisme harus bersifat fleksibel dan adaptif, 

merespons perubahan sosial dan teknologi yang dinamis. 

Pengelolaan pendidikan dalam konteks ini harus dirancang 

untuk menciptakan lingkungan belajar yang partisipatif dan 

kontekstual, di mana peserta didik dapat mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis dan reflektif (Dewey, 1916). 

Filsafat kritis, yang salah satu tokoh utamanya adalah 

Paulo Freire, menambah lapisan penting dalam pemahaman 

tentang pengelolaan pendidikan. Freire dalam bukunya Pedagogy 

of the Oppressed (2000) mengkritik sistem pendidikan tradisional 

yang bersifat "banking", di mana peserta didik dianggap sebagai 

objek pasif yang hanya menerima informasi tanpa interaksi kritis. 

Sebaliknya, Freire mengusulkan model pendidikan dialogis yang 

mendorong kesadaran kritis dan emansipasi sosial. Pendidikan, 

dalam pandangan Freire, harus menjadi alat untuk 

memberdayakan individu dalam menghadapi ketidakadilan 

sosial dan menjadi agen perubahan. Dalam konteks pengelolaan 
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pendidikan, pendekatan kritis ini menuntut kebijakan yang 

memastikan partisipasi aktif peserta didik dalam proses 

pembelajaran, serta mempromosikan keadilan sosial dan 

kesetaraan dalam akses pendidikan. 

Lebih kontemporer, konstruktivisme yang dikembangkan 

oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky menekankan pentingnya 

pengalaman pribadi dan interaksi sosial dalam pembelajaran. 

Konstruktivisme melihat peserta didik sebagai subjek aktif yang 

membangun pengetahuan melalui interaksi dengan 

lingkungannya. Vygotsky menekankan konsep zone of proximal 

development (ZPD), yang menunjukkan pentingnya dukungan 

atau scaffolding yang diberikan oleh pendidik untuk membantu 

peserta didik mencapai potensi penuh mereka. Pengelolaan 

pendidikan dalam kerangka konstruktivisme harus mendukung 

lingkungan belajar yang dinamis dan kolaboratif, di mana peserta 

didik didorong untuk berinteraksi dan bekerja sama dalam 

membangun pemahaman mereka sendiri (Vygotsky, 1978). 

Dalam perspektif yang lebih luas, filsafat pendidikan juga 

menuntut agar pengelolaan pendidikan memperhatikan aspek 

moral, sosial, dan politik. Pengelolaan pendidikan harus 

didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, inklusi, dan 

penghargaan terhadap keberagaman. Pendidikan dipandang 

sebagai hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara 

melalui kebijakan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. 

Hal ini mencakup perumusan kebijakan pendidikan yang 

menjamin akses yang setara bagi semua peserta didik, tanpa 

memandang latar belakang sosial ekonomi, serta memastikan 
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bahwa pendidikan berkontribusi pada pembangunan masyarakat 

yang lebih adil dan inklusif (Nussbaum, 2010). 

Secara keseluruhan, filsafat pendidikan memberikan 

kerangka berpikir yang komprehensif untuk pengelolaan 

pendidikan yang berorientasi pada tujuan jangka panjang yang 

melibatkan pembentukan karakter, keadilan sosial, serta 

pengembangan intelektual dan moral peserta didik. Integrasi 

berbagai perspektif filosofis ini memungkinkan terciptanya 

sistem pendidikan yang tidak hanya menghasilkan individu yang 

berprestasi secara akademis, tetapi juga individu yang memiliki 

tanggung jawab sosial, moralitas yang kuat, dan kemampuan 

berpikir kritis dalam menghadapi tantangan dunia modern. 
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BAB II 

HAKEKAT DASAR DAN RASIONALISASI 

FILSAFAT PENDIDIKAN 

 

A. Pengertian Filsafat 

Filsafat merupakan disiplin ilmu yang memiliki akar sangat 

mendalam dalam sejarah peradaban manusia, dianggap sebagai 

salah satu usaha tertua dalam memahami eksistensi manusia 

serta alam semesta di sekitarnya. Secara mendasar, filsafat 

berupaya menjawab berbagai pertanyaan yang berkenaan 

dengan kehidupan, realitas, pengetahuan, kebenaran, moralitas, 

hingga hakikat keberadaan manusia itu sendiri. Kata "filsafat" 

berasal dari bahasa Yunani philosophia, yang terdiri dari dua kata, 

philo yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. 

Dengan demikian, filsafat secara harfiah bermakna "cinta akan 

kebijaksanaan," yang mencerminkan usaha pencarian mendalam 

terhadap kebijaksanaan dan pemahaman tentang hal-hal yang 

paling dasar dalam kehidupan manusia. 

Makna ini memperlihatkan esensi filsafat, yaitu tidak 

hanya sebagai pencarian pengetahuan yang dangkal, melainkan 

upaya untuk menggali kebijaksanaan yang lebih mendalam 

mengenai dunia dan keberadaan manusia di dalamnya. Filsafat 

tidak terbatas pada satu perspektif tunggal dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebaliknya, ia menawarkan 

kerangka berpikir yang kritis, rasional, dan sistematis dalam 

mengeksplorasi berbagai pertanyaan mendasar. Hal ini 

menjadikan filsafat sebagai bidang kajian yang tidak hanya 
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berorientasi pada solusi, tetapi juga pada proses pencarian 

kebenaran itu sendiri. Proses refleksi dalam filsafat mendorong 

manusia untuk mempertanyakan asumsi-asumsi yang sudah 

mapan serta berupaya memahami dunia lebih mendalam 

daripada yang bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan empiris 

atau keyakinan sehari-hari. 

Filsafat pada dasarnya bersifat dialogis dan dinamis. Di 

dalam filsafat, tidak ada jawaban yang bersifat final atau mutlak. 

Setiap jawaban yang diberikan selalu membuka ruang untuk 

dipertanyakan kembali, dan inilah yang membedakan filsafat 

dengan disiplin ilmu lain yang sering kali berusaha mencapai 

jawaban tetap. Filsafat juga mengharuskan individu untuk 

berpikir kritis dan mempertanyakan asumsi dasar yang mungkin 

sudah diterima begitu saja dalam kehidupan sehari-hari atau 

dalam ilmu pengetahuan konvensional. Misalnya, pertanyaan 

seperti "Apa itu kebenaran?" atau "Apa yang membuat suatu 

tindakan menjadi benar atau salah?" adalah contoh pertanyaan 

filosofis yang membuka ruang untuk diskusi yang mendalam, 

yang sering kali tidak memiliki jawaban sederhana. 

Sebagai disiplin ilmu, filsafat memang memiliki definisi 

yang beragam tergantung pada perspektif para ahli teori dan 

praktisi. Keragaman ini tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan 

latar belakang budaya dan sejarah, tetapi juga oleh tujuan yang 

berbeda yang diusung oleh masing-masing filsuf dalam usahanya 

memahami hakikat realitas dan eksistensi manusia. Intinya, 

filsafat bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

mendasar mengenai kehidupan, keberadaan, pengetahuan, 

kebenaran, moralitas, hingga kebebasan individu. Meskipun 
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pemahaman tentang filsafat bervariasi, semua pendekatan 

berhubungan erat dengan eksplorasi prinsip-prinsip dasar yang 

mengatur kehidupan manusia serta alam semesta. 

Aristoteles, sebagai salah satu tokoh utama dalam filsafat 

Yunani kuno, memberikan kontribusi besar dalam membangun 

fondasi filsafat yang hingga saat ini masih relevan. Dalam 

karyanya Metafisika, Aristoteles menggambarkan filsafat sebagai 

upaya manusia untuk mencari "sebab-sebab pertama" dari segala 

sesuatu yang ada di dunia. Baginya, filsafat adalah sarana untuk 

memahami hakikat realitas, baik yang terlihat maupun yang 

tidak terlihat. Aristoteles percaya bahwa filsafat memberikan 

pemahaman mendalam tentang hal-hal esensial di balik 

fenomena dunia yang tidak selalu dapat dijelaskan hanya dengan 

pengalaman atau pengamatan indrawi. Ia melihat filsafat sebagai 

disiplin yang memungkinkan manusia untuk mengeksplorasi hal-

hal yang paling mendasar tentang alam semesta dan kehidupan 

manusia (Aristoteles, 2009). 

Sementara itu, Immanuel Kant memperluas pemahaman 

filsafat dengan memfokuskan perhatiannya pada keterbatasan 

pengetahuan manusia. Dalam Critique of Pure Reason, Kant 

berpendapat bahwa filsafat harus berfokus pada batas-batas 

rasionalitas manusia dalam memahami realitas. Bagi Kant, 

manusia tidak hanya perlu memahami dunia luar, tetapi juga 

harus memahami keterbatasan dirinya sendiri dalam menyerap 

pengetahuan. Ia menggarisbawahi bahwa filsafat adalah alat 

untuk menilai sejauh mana manusia dapat mengetahui 

kebenaran dan apa yang berada di luar jangkauan pengetahuan 

manusia. Kant juga menekankan bahwa filsafat harus menjawab 
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pertanyaan-pertanyaan terkait moralitas dan kebebasan individu, 

karena kedua aspek ini sangat fundamental bagi eksistensi 

manusia (Kant, 1998). 

Bertrand Russell, seorang filsuf modern abad ke-20, 

menekankan pentingnya pendekatan analitis dalam filsafat. 

Menurut Russell, filsafat harus berusaha mengkaji asumsi-

asumsi dasar secara kritis, karena sering kali hal tersebut tidak 

disadari dalam kehidupan sehari-hari. Russell berpendapat 

bahwa filsafat bertujuan menyusun keyakinan manusia dengan 

cara yang logis dan rasional. Dalam The Problems of Philosophy, ia 

menegaskan bahwa filsafat bukan tentang menemukan jawaban 

akhir, melainkan tentang proses berpikir kritis yang membantu 

menguraikan masalah-masalah konseptual. Russell melihat 

filsafat sebagai alat yang memungkinkan manusia untuk berpikir 

secara lebih jelas dan sistematis tentang dunia di sekelilingnya 

(Russell, 1912). 

Ludwig Wittgenstein, seorang filsuf abad ke-20 lainnya, 

mengubah arah filsafat dengan menekankan bahwa banyak 

masalah filsafat sebenarnya adalah hasil kebingungan terhadap 

bahasa. Dalam Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein 

berpendapat bahwa filsafat bertujuan untuk memperjelas bahasa 

yang digunakan manusia agar mereka dapat memahami dunia 

dan diri mereka sendiri dengan lebih akurat. Wittgenstein 

berargumen bahwa banyak persoalan filosofis muncul karena 

kesalahan dalam penggunaan bahasa. Oleh karena itu, filsafat 

menurutnya berfungsi membenahi kesalahpahaman ini agar kita 

bisa melihat kenyataan dengan lebih jernih (Wittgenstein, 1922). 
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Di sisi lain, Martin Heidegger mendefinisikan filsafat 

sebagai refleksi mendalam terhadap "hakikat keberadaan." 

Dalam karyanya Being and Time, Heidegger menekankan bahwa 

filsafat harus berfokus pada makna "ada" bagi manusia. 

Heidegger mengkritik filsafat tradisional yang terlalu terfokus 

pada teori abstrak dan mengabaikan pengalaman hidup sehari-

hari manusia. Ia berpendapat bahwa filsafat harus mengajak 

manusia untuk merenungkan makna eksistensi mereka dan 

memahami hubungan antara manusia dengan dunia nyata. 

Heidegger memperkenalkan konsep "dasein" untuk 

menggambarkan eksistensi manusia yang secara intrinsik terikat 

dengan dunia dan waktu (Heidegger, 1927). 

Dalam konteks pendidikan, Paulo Freire melihat filsafat 

sebagai alat pembebasan. Dalam Pedagogy of the Oppressed, Freire 

memperkenalkan konsep "kesadaran kritis," di mana pendidikan 

tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mentransfer 

pengetahuan, tetapi juga untuk membebaskan individu dari 

struktur sosial yang menindas. Menurut Freire, filsafat adalah 

bentuk praktik reflektif yang bertujuan memberdayakan peserta 

didik agar mereka mampu memahami kondisi sosial mereka 

serta terlibat dalam proses transformasi sosial. Filsafat, dalam 

pandangan Freire, tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga 

praktis, karena ia berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan 

perubahan sosial dan keadilan (Freire, 1970). 

Dengan demikian, filsafat bukan hanya disiplin akademis 

yang bersifat abstrak, tetapi juga memainkan peran signifikan 

dalam membentuk pemahaman manusia tentang realitas, 

eksistensi, moralitas, dan kehidupan sosial. Dari pemikiran 
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Aristoteles yang melihat filsafat sebagai studi tentang sebab-

sebab pertama, hingga konsep Freire yang melihat filsafat sebagai 

alat pembebasan sosial, filsafat menawarkan kerangka berpikir 

yang luas dan mendalam mengenai berbagai aspek kehidupan 

manusia. 

B. Pengertian Filsafat Pendidikan 

Filsafat pendidikan merupakan salah satu cabang filsafat 

yang bertujuan untuk mengkaji berbagai aspek fundamental 

pendidikan, termasuk nilai-nilai, prinsip, tujuan, serta peran 

pendidikan dalam pembentukan individu dan masyarakat. 

Sebagai fondasi teoretis, filsafat pendidikan berperan penting 

dalam menentukan arah dan tujuan jangka panjang pendidikan. 

Lebih dari sekadar proses pengajaran formal, filsafat pendidikan 

menyentuh aspek-aspek mendasar seperti pembentukan karakter, 

pengembangan moralitas, serta penanaman nilai-nilai sosial 

yang dianggap penting dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, 

filsafat pendidikan tidak hanya membahas "apa" yang diajarkan, 

tetapi juga "mengapa" dan "bagaimana" pendidikan harus 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan kemanusiaan dan sosial 

yang lebih luas. 

Dalam pandangan John Dewey, filsafat pendidikan 

merupakan jembatan antara teori dan praktik pendidikan dengan 

kehidupan sehari-hari. Dalam bukunya Democracy and Education, 

Dewey mengajukan gagasan bahwa pendidikan harus bersifat 

dinamis dan interaktif, di mana peserta didik dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui 

pengalaman langsung. Dewey menekankan bahwa pendidikan 

bukan hanya instrumen untuk mentransfer pengetahuan, tetapi 



 

13 
 

 

merupakan alat untuk mempersiapkan individu menjadi warga 

negara yang aktif dan berpartisipasi dalam kehidupan 

demokratis. Dengan demikian, pendidikan harus terkait erat 

dengan keterlibatan sosial dan pembelajaran kontekstual. Dewey 

percaya bahwa melalui pendidikan, individu akan mampu 

berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang lebih baik dan 

lebih demokratis (Dewey, 2007). 

Berbeda dengan Dewey yang menekankan aspek praktis 

dan sosial, Plato dalam The Republic menekankan pentingnya 

pendidikan dalam menciptakan masyarakat yang adil. Menurut 

Plato, pendidikan harus diarahkan pada pengembangan moral 

dan intelektual individu melalui pemahaman akan kebenaran 

dan keadilan. Plato melihat pendidikan sebagai alat untuk 

membentuk individu yang bermoral dan berpengetahuan, yang 

pada gilirannya akan menciptakan masyarakat yang harmonis. 

Dalam pandangan Plato, pendidikan bukan hanya tentang 

pengetahuan faktual, tetapi juga tentang pembentukan karakter 

dan kemampuan untuk mencapai kebenaran tertinggi. 

Pendidikan, bagi Plato, adalah proses untuk memandu jiwa 

manusia menuju kebenaran melalui latihan mental dan 

pengembangan moral yang ketat (Plato, 2004). 

Pandangan Paulo Freire membawa dimensi yang berbeda 

dalam filsafat pendidikan. Freire memperkenalkan konsep 

pedagogi kritis, yang bertujuan untuk membebaskan individu dari 

struktur sosial yang menindas. Dalam Pedagogy of the Oppressed, 

Freire menekankan bahwa pendidikan harus menjadi alat 

emansipasi, di mana peserta didik tidak hanya menjadi penerima 

pasif pengetahuan, tetapi juga subjek aktif yang mampu 
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menyadari kondisi sosial-politik mereka. Konsep conscientização 

atau kesadaran kritis, yang dikembangkan oleh Freire, mengajak 

peserta didik untuk memahami ketidakadilan yang ada dalam 

masyarakat dan mendorong mereka untuk bertindak sebagai 

agen perubahan sosial. Dalam hal ini, filsafat pendidikan Freire 

berfokus pada transformasi sosial melalui pendidikan yang 

partisipatif dan dialogis (Freire, 2000). 

Immanuel Kant memberikan kontribusi yang signifikan 

dalam filsafat pendidikan melalui pandangannya yang 

menekankan pentingnya moralitas dalam pendidikan. Dalam 

Critique of Pure Reason, Kant menekankan bahwa pendidikan 

tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan keterampilan 

praktis, tetapi juga untuk membentuk individu yang mampu 

bertindak secara etis. Kant berpendapat bahwa pendidikan harus 

mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemampuan 

rasionalitas mereka, sehingga mereka dapat bertindak 

berdasarkan prinsip-prinsip moral universal. Pendidikan, 

menurut Kant, adalah sarana untuk membentuk individu yang 

otonom dan bertanggung jawab, yang mampu bertindak sesuai 

dengan nilai-nilai etika yang diakui secara universal (Kant, 

1998). 

Sementara itu, Hegel menempatkan pendidikan dalam 

konteks proses dialektika, di mana individu berkembang melalui 

interaksi antara dirinya dengan masyarakat dan kebudayaan. 

Hegel melihat pendidikan sebagai alat untuk mengintegrasikan 

individu ke dalam tatanan sosial yang lebih besar. Pendidikan 

tidak hanya membantu individu mengembangkan kemampuan 

berpikir abstrak, tetapi juga membantu mereka memahami 
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tempat dan peran mereka dalam sejarah dan masyarakat. Bagi 

Hegel, pendidikan berperan penting dalam membantu individu 

menyadari potensi diri mereka sebagai bagian dari 

perkembangan sejarah umat manusia, di mana setiap individu 

memiliki peran dalam proses dialektis antara kebebasan individu 

dan kebutuhan sosial (Hegel, 1977). 

Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia, 

memberikan perspektif unik dalam filsafat pendidikan dengan 

menekankan bahwa pendidikan adalah upaya untuk 

memanusiakan manusia. Melalui konsep Taman Siswa, Ki Hajar 

Dewantara berpendapat bahwa pendidikan harus berfokus pada 

pembentukan karakter dan budaya, dengan memberikan 

kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi 

mereka secara mandiri. Ki Hajar mengajukan prinsip "ing ngarsa 

sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani" 

yang menggambarkan peran pendidik dalam mendampingi, 

membimbing, dan memberi kebebasan kepada peserta didik. 

Filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya 

bertumpu pada pengembangan intelektual, tetapi juga pada 

aspek moral dan budaya yang menjadi landasan bagi kehidupan 

bermasyarakat (Dewantara, 1977). 

Secara keseluruhan, filsafat pendidikan dari berbagai 

perspektif ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya 

proses transfer pengetahuan, tetapi juga alat untuk membentuk 

individu yang seimbang secara intelektual, moral, dan sosial. 

Pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis yang 

kuat dapat membantu individu mengembangkan kesadaran 

kritis, kemampuan berpikir rasional, serta komitmen terhadap 
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nilai-nilai etika dan sosial. Filsafat pendidikan, oleh karena itu, 

memainkan peran penting dalam menentukan arah dan tujuan 

pendidikan yang tidak hanya menghasilkan individu yang 

berpengetahuan luas, tetapi juga individu yang bertanggung 

jawab secara sosial, kritis, dan berkontribusi bagi kemajuan 

masyarakat. 

C. Tujuan Filsafat Pendidikan 

Filsafat pendidikan memiliki cakupan tujuan yang sangat 

luas dan multidimensional, yang mencakup tidak hanya aspek 

pengembangan intelektual, tetapi juga moral dan sosial. Sebagai 

cabang dari filsafat, filsafat pendidikan bertujuan untuk 

memberikan fondasi teoretis dan normatif bagi praktik 

pendidikan, dengan tujuan akhir untuk merumuskan nilai-nilai 

serta arah yang harus dicapai oleh pendidikan dalam konteks 

individu maupun masyarakat. Secara umum, tujuan filsafat 

pendidikan melampaui sekadar mentransmisikan pengetahuan; 

ia berperan dalam membentuk karakter, mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis, dan menumbuhkan tanggung jawab 

sosial yang penting dalam membangun masyarakat yang 

berkeadilan. 

Salah satu tujuan sentral dalam filsafat pendidikan adalah 

membentuk individu yang mampu berpikir kritis dan rasional. 

John Dewey, seorang filsuf pendidikan terkemuka, menekankan 

pentingnya pengalaman langsung dan refleksi dalam proses 

pendidikan. Dalam bukunya Democracy and Education, Dewey 

berpendapat bahwa pendidikan harus menjadi sarana bagi 

individu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang 

diperlukan untuk partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. 
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Dengan demikian, filsafat pendidikan dalam pandangan Dewey 

tidak hanya fokus pada mentransfer pengetahuan akademis, 

tetapi juga membangun kesadaran sosial dan tanggung jawab 

moral peserta didik dalam konteks yang lebih luas. Dewey 

percaya bahwa pendidikan harus mempersiapkan individu untuk 

menghadapi tantangan sosial, sehingga mereka dapat menjadi 

warga negara yang mampu berpikir reflektif dan bertindak dalam 

kepentingan umum (Dewey, 2007). 

Selain itu, filsafat pendidikan juga bertujuan untuk 

membentuk karakter moral yang kokoh. Immanuel Kant 

memberikan kontribusi penting dalam pemahaman ini melalui 

pandangannya bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi untuk 

mengembangkan keterampilan atau pengetahuan, tetapi juga 

sebagai sarana pembentukan moralitas. Kant berpendapat bahwa 

pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kapasitas 

rasional individu sehingga mereka mampu bertindak 

berdasarkan prinsip-prinsip moral universal. Tujuan pendidikan 

dalam pandangan Kant melibatkan pembentukan individu yang 

mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta 

bertindak secara etis dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan, 

dengan demikian, tidak hanya mendidik secara intelektual tetapi 

juga membangun otonomi moral yang memungkinkan individu 

untuk bertindak bertanggung jawab di dalam masyarakat (Kant, 

1998). 

Salah satu tujuan lain yang signifikan dalam filsafat 

pendidikan adalah menciptakan kesadaran kritis, sebagaimana 

diungkapkan oleh Paulo Freire dalam konsep pedagogi kritis-nya. 

Freire menekankan bahwa pendidikan harus membebaskan 
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individu dari penindasan melalui proses pembentukan kesadaran 

kritis (conscientização). Pendidikan dalam pandangan Freire tidak 

hanya berfungsi untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga 

memberdayakan peserta didik untuk memahami struktur sosial 

yang menindas dan mengambil peran aktif dalam mengubahnya. 

Freire melihat pendidikan sebagai alat transformasi sosial, yang 

memungkinkan individu untuk berkontribusi dalam 

menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Dengan 

demikian, filsafat pendidikan menurut Freire memiliki tujuan 

yang lebih luas dalam memberdayakan individu untuk menjadi 

agen perubahan sosial yang aktif (Freire, 2000). 

Di sisi lain, Plato melihat pendidikan sebagai jalan menuju 

pencapaian kebenaran dan keadilan. Dalam The Republic, Plato 

mengusulkan bahwa pendidikan harus berfokus pada 

pembentukan individu yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi 

juga bermoral, yang mampu memimpin dan menciptakan 

masyarakat yang adil. Bagi Plato, tujuan utama pendidikan 

adalah untuk memandu individu menuju pemahaman yang lebih 

mendalam tentang kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan. 

Pendidikan harus mempersiapkan individu untuk memainkan 

peran yang lebih tinggi dalam masyarakat dengan 

mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan etis yang 

diperlukan untuk memimpin dengan bijaksana dan adil (Plato, 

2004). Dalam konteks ini, filsafat pendidikan berperan penting 

dalam membentuk individu yang berkontribusi terhadap 

terciptanya tatanan sosial yang adil dan harmonis. 

Filsafat pendidikan juga memiliki dimensi sosial yang 

signifikan, di mana ia bertujuan untuk membangun masyarakat 
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yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Ki Hajar Dewantara, 

tokoh pendidikan Indonesia, menekankan bahwa pendidikan 

harus memanusiakan manusia dan membentuk individu yang 

tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga bertanggung 

jawab secara sosial dan berbudaya. Ki Hajar Dewantara 

menekankan pentingnya pendidikan yang berfokus pada 

pembentukan karakter, di mana peserta didik diberi kebebasan 

untuk mengembangkan potensi mereka secara mandiri, kreatif, 

dan bertanggung jawab. Dalam konsepnya, pendidikan berfungsi 

untuk mengembangkan individu yang memiliki kesadaran 

nasional, kemerdekaan berpikir, serta komitmen sosial yang 

tinggi untuk kemajuan bangsa dan masyarakat. Dengan 

demikian, tujuan filsafat pendidikan menurut Ki Hajar 

Dewantara sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai kebangsaan, 

kemerdekaan, dan tanggung jawab sosial (Dewantara, 1977). 

Secara keseluruhan, filsafat pendidikan memiliki tujuan 

yang kompleks dan beragam, mencakup aspek intelektual, 

moral, dan sosial dari kehidupan individu dan masyarakat. 

Filsafat pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian 

pengetahuan kognitif, tetapi juga bertujuan untuk membentuk 

individu yang memiliki integritas moral, kesadaran kritis, serta 

kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara 

aktif dan bertanggung jawab. Pendidikan yang berdasarkan 

filsafat memberikan arah yang jelas bagi pengembangan individu 

yang seimbang dalam kemampuan berpikir, bertindak etis, dan 

berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, 

demokratis, dan berkelanjutan. 
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D.  Sifat Filsafat Pendidikan 

Filsafat pendidikan memiliki sifat yang unik karena 

mencakup berbagai dimensi teoritis, normatif, dan praktis yang 

mendalam. Sebagai cabang filsafat, filsafat pendidikan tidak 

hanya berperan dalam menentukan apa yang diajarkan, tetapi 

juga bagaimana pendidikan seharusnya dilaksanakan, dengan 

mempertimbangkan tujuan jangka panjang yang mencakup 

pembentukan karakter, moralitas, dan tanggung jawab sosial. 

Filsafat pendidikan berfungsi sebagai landasan berpikir untuk 

merumuskan tujuan pendidikan, mengarahkan praktik-praktik 

pendidikan, dan menentukan nilai-nilai yang mendasarinya. 

Dengan karakteristik multidimensional ini, filsafat pendidikan 

memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pendidikan 

tidak hanya berfokus pada pengetahuan kognitif, tetapi juga pada 

aspek moral dan sosial yang lebih luas. 

Sifat pertama yang menonjol dari filsafat pendidikan 

adalah refleksif, yang berarti bahwa ia secara terus-menerus 

meninjau dan mempertanyakan asumsi-asumsi dasar yang 

menjadi fondasi pendidikan. John Dewey, seorang filsuf 

pendidikan terkemuka, berpendapat bahwa pendidikan harus 

terbuka terhadap perubahan dan penyesuaian berdasarkan 

pengalaman dan konteks sosial yang dinamis. Dalam Democracy 

and Education, Dewey menekankan bahwa pendidikan tidak 

boleh statis, melainkan harus beradaptasi dengan kebutuhan 

peserta didik dan masyarakat yang selalu berkembang. Sifat 

refleksif ini memastikan bahwa filsafat pendidikan selalu relevan 

dengan perubahan zaman dan menyesuaikan dengan 

perkembangan sosial dan teknologi yang mempengaruhi cara 



 

21 
 

 

belajar dan mengajar (Dewey, 2007). Dengan refleksi yang 

berkelanjutan, filsafat pendidikan menjadi alat penting dalam 

mengevaluasi dan memperbaiki praktik pendidikan, 

menjadikannya lebih relevan dan efektif dalam mempersiapkan 

peserta didik menghadapi tantangan masa depan. 

Selain refleksif, filsafat pendidikan juga memiliki sifat 

normatif, yang berarti ia berfungsi untuk menetapkan standar 

dan tujuan yang ideal untuk pendidikan. Immanuel Kant 

menekankan bahwa pendidikan harus tidak hanya membentuk 

individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga individu yang 

mampu bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral universal. 

Sifat normatif ini mencerminkan pandangan bahwa pendidikan 

tidak hanya mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga 

membentuk individu yang memiliki komitmen terhadap nilai-

nilai etis seperti keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab. 

Menurut Kant, pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang 

mampu mengembangkan otonomi moral peserta didik, sehingga 

mereka dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang 

universal, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan pribadi 

atau pragmatisme (Kant, 1998). Sifat normatif ini mengarahkan 

pendidikan untuk tidak hanya berfungsi sebagai alat pengajaran, 

tetapi juga sebagai sarana pengembangan moral yang mendalam. 

Sifat kritis juga merupakan elemen penting dari filsafat 

pendidikan, di mana ia menantang asumsi-asumsi yang 

mendasari sistem pendidikan yang ada dan berupaya menilai 

relevansi dan efektivitasnya. Paulo Freire dalam bukunya 

Pedagogy of the Oppressed menekankan bahwa pendidikan harus 

bersifat kritis terhadap struktur sosial yang menindas. Menurut 



 

22 
 

 

Freire, pendidikan harus mampu membebaskan peserta didik 

dari penindasan sosial dan politik dengan membantu mereka 

mengembangkan kesadaran kritis terhadap kondisi sosial 

mereka. Pendidikan tidak hanya harus memberikan 

keterampilan akademik, tetapi juga memberdayakan peserta 

didik untuk memahami dan melawan ketidakadilan sosial. 

Filsafat pendidikan yang kritis ini menantang status quo dan 

berupaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil 

dan inklusif (Freire, 2000). Dengan demikian, sifat kritis filsafat 

pendidikan berfungsi sebagai instrumen untuk transformasi 

sosial yang lebih luas. 

Selanjutnya, filsafat pendidikan memiliki sifat holistik, 

yang menekankan bahwa pendidikan harus mencakup seluruh 

aspek kehidupan individu. Plato, dalam dialog The Republic, 

menekankan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan untuk 

mengembangkan intelek, tetapi juga jiwa, moralitas, dan 

karakter individu secara keseluruhan. Pendekatan holistik ini 

berarti bahwa pendidikan harus memperhatikan berbagai 

dimensi perkembangan manusia, termasuk intelektual, 

emosional, moral, dan sosial. Plato percaya bahwa pendidikan 

yang ideal harus menghasilkan individu yang seimbang, yang 

mampu berpikir rasional dan bertindak etis, serta memiliki 

tanggung jawab sosial yang kuat (Plato, 2004). Dalam konteks 

ini, filsafat pendidikan holistik berusaha memastikan bahwa 

pendidikan tidak hanya mempersiapkan peserta didik untuk 

dunia kerja, tetapi juga untuk menjadi anggota masyarakat yang 

berkontribusi secara bermakna. 
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Sifat terakhir yang penting dalam filsafat pendidikan adalah 

kontekstual, yaitu bahwa pendidikan harus selalu disesuaikan 

dengan kondisi sosial, budaya, dan sejarah di mana ia 

diterapkan. Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia, 

menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis pada nilai-

nilai dan budaya lokal. Menurut Ki Hajar, pendidikan harus 

berfungsi untuk memanusiakan manusia, dengan 

memperhatikan konteks sosial dan budaya yang unik dari setiap 

individu dan masyarakat. Dalam konsep Taman Siswa, Ki Hajar 

menggarisbawahi bahwa pendidikan harus membebaskan 

peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka secara 

mandiri, sambil tetap menghormati nilai-nilai kebudayaan lokal 

dan mendorong pemahaman global (Dewantara, 1977). Sifat 

kontekstual ini memastikan bahwa pendidikan selalu relevan dan 

sesuai dengan kebutuhan spesifik individu dan masyarakat di 

berbagai waktu dan tempat. 

Dengan sifat-sifat refleksif, normatif, kritis, holistik, dan 

kontekstual, filsafat pendidikan berfungsi sebagai kerangka yang 

komprehensif untuk mengevaluasi dan mengarahkan praktik 

pendidikan. Filsafat pendidikan tidak hanya berfokus pada 

proses pengajaran atau transfer pengetahuan, tetapi juga pada 

pembentukan individu yang memiliki integritas moral, berpikir 

kritis, dan bertanggung jawab secara sosial. Sifat-sifat ini 

memastikan bahwa filsafat pendidikan selalu 

mempertimbangkan perkembangan individu dalam konteks 

yang lebih luas, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada 

terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. 
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E.  Ruang Lingkup Filsafat Pendidikan 

Filsafat pendidikan memiliki ruang lingkup yang sangat 

luas dan multidimensional, mencakup berbagai aspek 

intelektual, moral, sosial, dan budaya yang berperan dalam 

membentuk individu dan masyarakat. Sebagai cabang filsafat, 

filsafat pendidikan bertujuan untuk memberikan dasar pemikiran 

bagi praktik pendidikan, termasuk dalam menentukan arah, 

tujuan, metode, dan nilai-nilai pendidikan. Melalui kajian yang 

komprehensif, filsafat pendidikan tidak hanya menawarkan 

wawasan teoretis, tetapi juga panduan praktis yang dapat 

diterapkan dalam sistem pendidikan sehari-hari. Fokusnya tidak 

hanya pada hasil-hasil kognitif, tetapi juga pada pembentukan 

karakter, etika, serta tanggung jawab sosial individu dalam 

masyarakat. Dengan demikian, ruang lingkup filsafat pendidikan 

meliputi berbagai aspek yang berkaitan erat dengan tujuan, 

metode, kurikulum, etika, dan peran sosial pendidikan. 

Salah satu komponen kunci dalam ruang lingkup filsafat 

pendidikan adalah tujuan pendidikan. Pertanyaan mengenai 

tujuan pendidikan sering kali menjadi topik sentral dalam diskusi 

filosofis, karena tujuan ini akan menentukan arah dan 

pendekatan yang digunakan dalam pendidikan. John Dewey, 

seorang filsuf pendidikan terkemuka, berpendapat bahwa 

pendidikan harus mempersiapkan individu untuk menjadi warga 

negara yang aktif dan berperan dalam masyarakat demokratis. 

Dalam Democracy and Education, Dewey menekankan bahwa 

pendidikan harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, 

kreativitas, serta rasa tanggung jawab sosial. Menurut Dewey, 

pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk 
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mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk 

mempersiapkan peserta didik agar dapat berpartisipasi secara 

aktif dalam kehidupan sosial dan politik (Dewey, 2007). Dengan 

demikian, tujuan pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek 

akademis, tetapi juga mencakup dimensi moral dan sosial yang 

lebih luas. 

Komponen penting lainnya adalah metode pendidikan, 

yang mencakup pendekatan dan strategi yang digunakan untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan mempelajari 

berbagai metode pengajaran, termasuk metode tradisional dan 

progresif, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari 

masing-masing pendekatan. Paulo Freire, dalam Pedagogy of the 

Oppressed, mengkritik metode pengajaran tradisional yang 

dikenal dengan istilah banking concept of education, di mana peserta 

didik diperlakukan sebagai wadah pasif yang diisi dengan 

pengetahuan oleh pendidik. Sebagai alternatif, Freire 

mengajukan pendekatan pendidikan yang dialogis dan 

partisipatif, di mana peserta didik berperan aktif dalam proses 

pembelajaran dan didorong untuk mengembangkan kesadaran 

kritis. Freire percaya bahwa pendidikan harus memberdayakan 

peserta didik dan mendorong mereka untuk terlibat dalam 

perubahan sosial (Freire, 2000). Oleh karena itu, metode 

pendidikan menjadi bagian penting dari filsafat pendidikan 

karena metode yang dipilih akan sangat memengaruhi kualitas 

dan efektivitas proses pembelajaran. 

Selanjutnya, hakikat pengetahuan dan kurikulum 

merupakan salah satu aspek fundamental dalam ruang lingkup 

filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan berusaha untuk 
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menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah 

dan layak diajarkan, serta bagaimana pengetahuan tersebut harus 

disusun dalam kurikulum. Plato, dalam The Republic, 

berpendapat bahwa pendidikan harus membantu individu 

mencapai kebenaran yang lebih tinggi dan memahami prinsip-

prinsip moral yang mendasari kehidupan yang baik. Pendidikan, 

menurut Plato, harus mencakup pengetahuan yang luas, 

termasuk ilmu pengetahuan, filsafat, dan etika, untuk 

membentuk individu yang seimbang secara intelektual dan moral 

(Plato, 2004). Dalam konteks ini, filsafat pendidikan 

memfasilitasi diskusi tentang bagaimana kurikulum dapat diatur 

sedemikian rupa sehingga tidak hanya mengajarkan 

keterampilan teknis, tetapi juga mengembangkan kesadaran 

moral dan sosial yang mendalam. 

Ruang lingkup filsafat pendidikan juga mencakup etika 

pendidikan, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip moral yang 

seharusnya membimbing proses pendidikan. Immanuel Kant 

menekankan bahwa pendidikan harus lebih dari sekadar 

pengajaran keterampilan kognitif, melainkan juga harus 

berfungsi untuk membentuk individu yang memiliki integritas 

moral. Kant berpendapat bahwa pendidikan harus mengajarkan 

prinsip-prinsip moral universal, seperti keadilan dan kebebasan, 

yang menjadi dasar bagi tindakan manusia yang bermoral (Kant, 

1998). Diskusi tentang etika pendidikan ini mencakup 

pertanyaan-pertanyaan penting tentang bagaimana pendidik 

harus bersikap, bagaimana hubungan antara pendidik dan 

peserta didik seharusnya berlangsung, serta bagaimana nilai-nilai 
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moral dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam kurikulum 

dan proses pembelajaran. 

Peran sosial pendidikan juga menjadi fokus penting dalam 

filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan tidak hanya memandang 

pendidikan sebagai proses individual, tetapi juga sebagai proses 

sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat. Ki 

Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia, berpendapat 

bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia dan berfungsi 

sebagai alat untuk memajukan masyarakat. Dalam konsep 

Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya 

pendidikan yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal, sekaligus 

terbuka terhadap perkembangan global. Pendidikan, menurut 

Dewantara, harus membentuk individu yang memiliki karakter 

kuat, rasa tanggung jawab sosial, serta kemampuan untuk 

berkontribusi secara positif bagi kemajuan masyarakat dan 

bangsa (Dewantara, 1977). Dengan demikian, filsafat 

pendidikan juga mengkaji bagaimana pendidikan dapat menjadi 

sarana untuk mencapai keadilan sosial dan perubahan sosial 

yang lebih luas. 

Ruang lingkup filsafat pendidikan mengintegrasikan 

berbagai aspek yang saling terkait antara pemikiran teoretis dan 

praktik pendidikan. Filsafat pendidikan berfungsi untuk 

memberikan kerangka kerja konseptual yang dapat digunakan 

untuk mengevaluasi dan mengarahkan praktik pendidikan, 

sehingga pendidikan tidak hanya menjadi sarana untuk 

mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk 

membentuk individu yang bermoral, kritis, dan bertanggung 

jawab secara sosial. Dengan mencakup diskusi tentang tujuan, 
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metode, kurikulum, etika, dan peran sosial pendidikan, filsafat 

pendidikan memberikan panduan yang komprehensif bagi 

pengembangan sistem pendidikan yang tidak hanya efektif secara 

akademis, tetapi juga adil dan inklusif. 

F.  Objek dan Hubungan Filsafat dan Pendidikan: 

Kebijakan, Tujuan Pembelajaran, dan Etika Profesi 

Pendidik 

Filsafat dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat 

erat dan saling menguatkan, di mana filsafat memberikan 

landasan teoretis yang menentukan arah, tujuan, dan panduan 

bagi praktik pendidikan. Filsafat pendidikan bertindak sebagai 

kerangka dasar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan 

mendasar mengenai tujuan, nilai-nilai, metode, dan etika dalam 

pendidikan. Objek utama dari filsafat pendidikan mencakup 

kajian terhadap nilai-nilai moral, prinsip-prinsip etika, serta 

tujuan pendidikan yang lebih luas, yang kemudian diterapkan 

dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan, pada 

gilirannya, menerjemahkan prinsip-prinsip filosofis ini ke dalam 

tindakan konkret melalui kebijakan pendidikan, kurikulum, 

metode pengajaran, serta peran pendidik dalam membentuk 

karakter dan kemampuan peserta didik. 

Salah satu dimensi utama dari hubungan antara filsafat dan 

pendidikan adalah dalam perumusan kebijakan pendidikan. 

Kebijakan pendidikan didasarkan pada landasan filosofis yang 

menentukan arah dan tujuan pendidikan dalam jangka panjang. 

John Dewey, seorang filsuf pendidikan terkemuka, berpendapat 

bahwa kebijakan pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai 
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demokrasi dan bertujuan untuk mempersiapkan individu 

menjadi warga negara yang aktif dan berpikiran kritis. Dalam 

Democracy and Education, Dewey menyatakan bahwa pendidikan 

harus menjadi instrumen untuk mengembangkan kreativitas, 

kemampuan berpikir kritis, serta tanggung jawab sosial peserta 

didik (Dewey, 2007). Filsafat, dalam hal ini, berfungsi sebagai 

panduan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang tidak 

hanya berorientasi pada hasil akademik, tetapi juga 

memperhatikan kesejahteraan sosial dan moral individu. 

Kebijakan pendidikan yang baik tidak hanya bertujuan 

untuk mencetak peserta didik yang cerdas secara kognitif, tetapi 

juga mereka yang mampu berkontribusi pada masyarakat secara 

aktif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kebijakan 

pendidikan yang dipengaruhi oleh filsafat harus 

memperhitungkan aspek-aspek moral dan sosial yang lebih luas. 

Paulo Freire, dalam Pedagogy of the Oppressed, menekankan 

bahwa pendidikan harus memberdayakan individu dan 

memungkinkan mereka untuk memahami dan menantang 

ketidakadilan sosial (Freire, 2000). Dengan demikian, kebijakan 

pendidikan yang baik harus selalu mempertimbangkan nilai-nilai 

keadilan, kebebasan, dan kesetaraan, yang merupakan prinsip-

prinsip fundamental dalam filsafat pendidikan. 

Selain kebijakan pendidikan, tujuan pembelajaran 

merupakan salah satu objek utama yang dikaji dalam filsafat 

pendidikan. Tujuan pembelajaran sangat menentukan arah dan 

metode pendidikan yang digunakan dalam proses pengajaran. 

Plato, dalam The Republic, menegaskan bahwa pendidikan harus 

diarahkan pada pengembangan kemampuan berpikir rasional 
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dan etis, dengan tujuan untuk mencapai kebenaran, keadilan, 

dan kebijaksanaan (Plato, 2004). Filsafat memberikan landasan 

bagi pendidik dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang 

tidak hanya fokus pada pencapaian kognitif, tetapi juga 

mencakup pembentukan karakter moral dan tanggung jawab 

sosial. Dalam hal ini, filsafat pendidikan memainkan peran 

penting dalam memastikan bahwa tujuan pendidikan 

mencerminkan pengembangan individu secara menyeluruh, baik 

secara intelektual maupun moral. 

Etika profesi pendidik juga merupakan elemen kunci dalam 

hubungan antara filsafat dan pendidikan. Filsafat pendidikan 

tidak hanya memberikan panduan bagi apa yang harus diajarkan, 

tetapi juga menetapkan standar etika bagi pendidik dalam 

menjalankan perannya. Immanuel Kant, melalui pemikiran etika 

deontologisnya, menekankan pentingnya bertindak berdasarkan 

prinsip-prinsip moral universal, seperti keadilan, kebebasan, dan 

tanggung jawab (Kant, 1998). Dalam konteks pendidikan, 

pendidik memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk 

membimbing peserta didik tidak hanya dalam hal pengetahuan, 

tetapi juga dalam pembentukan karakter dan moralitas. Etika 

profesi pendidik mencakup integritas, tanggung jawab, dan 

keadilan, di mana pendidik harus memperlakukan setiap peserta 

didik dengan hormat dan memperhatikan perkembangan moral 

mereka. 

Di Indonesia, Ki Hajar Dewantara menawarkan 

pandangan penting tentang etika profesi pendidik melalui konsep 

Taman Siswa. Dalam konsep ini, Dewantara menekankan bahwa 

pendidik harus menjadi contoh moral yang baik bagi peserta 
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didik, dengan prinsip “Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya 

Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani” yang berarti bahwa 

pendidik harus mampu memberikan teladan, membimbing, dan 

mendorong peserta didik untuk berkembang secara mandiri 

(Dewantara, 1977). Prinsip ini menunjukkan bahwa filsafat 

pendidikan tidak hanya berperan dalam mengarahkan tujuan 

pembelajaran, tetapi juga dalam membentuk etika dan tanggung 

jawab pendidik sebagai pembimbing moral. 

Filsafat pendidikan juga memberikan kerangka berpikir 

dalam perumusan kebijakan dan standar profesional dalam 

pendidikan. Nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan 

kebebasan, yang berasal dari pemikiran filosofis, menjadi dasar 

dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang inklusif dan 

berorientasi pada keadilan sosial. Misalnya, kebijakan 

pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan akses 

pendidikan bagi semua kelompok sosial didasarkan pada prinsip 

keadilan distributif, di mana setiap individu harus memiliki 

kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang 

berkualitas. Filsafat membantu menjelaskan mengapa akses 

pendidikan yang merata adalah hak asasi, serta memberikan 

panduan kritis dalam menilai kebijakan yang ada dan bagaimana 

kebijakan tersebut dapat memajukan kesejahteraan sosial. 

Dengan demikian, filsafat pendidikan memiliki pengaruh 

yang luas dalam berbagai aspek pendidikan, termasuk kebijakan 

pendidikan, tujuan pembelajaran, dan etika profesi pendidik. 

Filsafat tidak hanya memberikan panduan teoretis, tetapi juga 

menawarkan landasan moral dan sosial yang diperlukan untuk 

membentuk pendidikan yang adil, inklusif, dan bermakna. 
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Hubungan yang erat antara filsafat dan pendidikan 

memungkinkan terciptanya sistem pendidikan yang tidak hanya 

berfokus pada pengembangan intelektual, tetapi juga pada 

pembentukan individu yang bermoral, kritis, dan bertanggung 

jawab secara sosial. Melalui integrasi antara pemikiran filosofis 

dan praktik pendidikan, filsafat pendidikan berperan dalam 

menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. 
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BAB III 

KESEJARAHAN FILSAFAT PENDIDIKAN 

 

A. Pemikiran Filsafat Pendidikan Sebelum Abad ke-20 

Pemikiran filsafat pendidikan sebelum abad ke-20 sangat 

dipengaruhi oleh perkembangan gagasan-gagasan para filsuf 

klasik dan pemikir dari berbagai periode sejarah yang 

menawarkan pendekatan yang berbeda-beda terhadap 

pendidikan. Namun, secara umum, pemikiran filsafat 

pendidikan pada masa itu cenderung menekankan pentingnya 

pengembangan intelektual dan moral sebagai bagian integral dari 

pembentukan individu yang ideal. Dalam konteks ini, 

pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga 

sarana untuk membentuk karakter, mengembangkan nilai-nilai 

moral, serta menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. 

Pemikiran para filsuf ini membentuk fondasi bagi teori-teori 

pendidikan modern yang terus berkembang hingga abad ke-20 

dan seterusnya. 

Plato (428/427–348/347 SM), seorang filsuf Yunani kuno, 

adalah salah satu tokoh utama dalam filsafat pendidikan. Dalam 

karyanya The Republic, Plato menegaskan bahwa pendidikan 

adalah alat utama untuk membentuk individu yang mampu 

memahami konsep-konsep abstrak seperti kebenaran, keadilan, 

dan keindahan. Bagi Plato, pendidikan memiliki tujuan yang 

lebih tinggi daripada sekadar pencapaian intelektual; ia berfungsi 

untuk membimbing individu menuju "dunia ide," di mana 

konsep-konsep kebenaran yang sempurna ada. Dalam 
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pandangan Plato, pendidikan bertujuan untuk menciptakan 

individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga 

berbudi luhur dan mampu memimpin masyarakat. Pendidikan 

juga dipandang sebagai proses berjenjang, di mana individu yang 

paling berbakat secara moral dan intelektual akan dipilih untuk 

menjadi pemimpin (para filsuf-rajanya) yang akan memimpin 

masyarakat berdasarkan prinsip keadilan (Plato, 2004). Gagasan 

Plato tentang pendidikan sebagai sarana untuk mencapai 

keadilan sosial dan moral tetap menjadi inspirasi dalam 

pemikiran pendidikan modern. 

Aristoteles (384–322 SM), murid Plato, menawarkan 

pendekatan yang lebih empiris dan praktis dalam pendidikan. 

Berbeda dengan gurunya, yang lebih menekankan dunia ide dan 

kebenaran yang ideal, Aristoteles berfokus pada pengalaman 

dunia nyata dan pentingnya observasi dalam proses pendidikan. 

Dalam Politics dan Nicomachean Ethics, Aristoteles berpendapat 

bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencapai eudaimonia, 

atau kebahagiaan sejati, yang dapat dicapai melalui 

pengembangan akal dan karakter moral (Aristotle, 2009). 

Aristoteles menekankan pentingnya pendidikan yang seimbang 

antara intelek, etika, dan kebugaran fisik. Pendidikan yang baik, 

menurutnya, harus mencakup pelatihan dalam sains, seni, etika, 

dan latihan fisik untuk membentuk individu yang harmonis. 

Aristoteles juga memperkenalkan konsep phronesis 

(kebijaksanaan praktis), yang menekankan pentingnya 

pendidikan dalam membantu individu mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis dan mengambil keputusan yang bijak 

dalam kehidupan nyata. Pemikiran Aristoteles ini masih relevan 
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dalam konteks pendidikan modern, terutama dalam pendekatan 

pendidikan yang menekankan keseimbangan antara teori dan 

praktik. 

Selama abad pertengahan, pemikiran filsafat pendidikan 

dipengaruhi oleh kombinasi antara ajaran filsafat klasik dan 

doktrin agama. Thomas Aquinas (1225–1274), seorang filsuf dan 

teolog Kristen, menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan 

teologi Kristen untuk menciptakan kerangka pendidikan yang 

menggabungkan pengetahuan rasional dan iman religius. Dalam 

Summa Theologica, Aquinas menekankan bahwa pendidikan 

adalah cara untuk mencapai kebenaran ilahi dan kesempurnaan 

manusia. Menurutnya, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk 

memahami dunia fisik, tetapi juga untuk mempersiapkan 

manusia memahami Tuhan dan moralitas (Aquinas, 1998). 

Aquinas berpendapat bahwa pendidikan yang ideal harus 

melibatkan pengembangan akal manusia untuk memahami 

hukum-hukum alam dan kebenaran agama, sehingga manusia 

dapat mencapai kebajikan tertinggi dan berhubungan dengan 

Tuhan. Pemikiran Aquinas mencerminkan pandangan abad 

pertengahan bahwa pendidikan sangat terkait dengan ajaran 

agama dan berfungsi sebagai sarana untuk membentuk 

masyarakat yang saleh dan berbudi luhur. 

Pada abad ke-18, Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) 

memberikan kontribusi penting terhadap pemikiran pendidikan, 

khususnya melalui bukunya Emile, or On Education. Rousseau 

mengkritik pendekatan pendidikan tradisional yang bersifat 

otoritatif dan terlalu berfokus pada hafalan dan disiplin. 

Sebaliknya, Rousseau berpendapat bahwa pendidikan harus 
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alami dan mengikuti perkembangan individu secara bertahap. 

Rousseau percaya bahwa anak-anak harus dididik dengan cara 

yang sesuai dengan perkembangan alami mereka, dan mereka 

harus diberi kebebasan untuk belajar dari pengalaman langsung. 

Rousseau menekankan pentingnya pendidikan yang membentuk 

individu yang bebas, mandiri, dan tidak dipengaruhi oleh 

tekanan sosial yang korup (Rousseau, 1979). Pendekatan 

Rousseau terhadap pendidikan ini menandai perubahan besar 

dalam pemikiran pendidikan, di mana pendidikan mulai 

dipandang sebagai sarana untuk mengembangkan individu yang 

unik, bukan hanya untuk memenuhi standar sosial tertentu. 

Immanuel Kant (1724–1804), seorang filsuf Jerman, 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap filsafat 

pendidikan dengan menekankan pentingnya kebebasan, 

otonomi, dan rasionalitas dalam pendidikan. Dalam esainya On 

Education, Kant berpendapat bahwa pendidikan harus membantu 

peserta didik mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara 

mandiri dan rasional. Pendidikan bukan hanya tentang 

mempelajari keterampilan atau pengetahuan praktis, tetapi juga 

tentang membangun karakter moral yang mampu bertindak 

berdasarkan prinsip-prinsip etika universal (Kant, 1998). Bagi 

Kant, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk individu yang 

mampu bertindak secara etis dan bertanggung jawab, tidak 

hanya terhadap diri mereka sendiri tetapi juga terhadap 

masyarakat secara keseluruhan. Pemikiran Kant ini menjadi 

landasan bagi banyak teori pendidikan modern yang 

menekankan pentingnya pendidikan moral dan etika. 
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Secara keseluruhan, filsafat pendidikan sebelum abad ke-20 

menekankan pentingnya keseimbangan antara pengembangan 

intelektual dan moral dalam pendidikan. Para filsuf seperti Plato, 

Aristoteles, Thomas Aquinas, Rousseau, dan Kant memberikan 

kontribusi besar terhadap pembentukan tujuan dan prinsip-

prinsip pendidikan yang holistik. Pendidikan dipandang bukan 

hanya sebagai sarana untuk mempersiapkan individu 

menghadapi dunia kerja atau kehidupan sehari-hari, tetapi juga 

sebagai proses yang membentuk karakter, moralitas, dan 

tanggung jawab sosial individu. Pemikiran-pemikiran ini 

menjadi landasan bagi perkembangan teori-teori pendidikan 

modern yang terus berkembang hingga abad ke-20 dan 

seterusnya. 

B. Pemikiran Filsafat Pendidikan Modern 

Pemikiran filsafat pendidikan modern ditandai oleh 

berkembangnya berbagai aliran pemikiran filosofis yang 

memengaruhi pendekatan dalam pendidikan. Filsafat 

pendidikan modern berusaha menjawab tantangan zaman 

kontemporer dengan memperluas pandangan filsafat klasik 

melalui analisis yang lebih mendalam terhadap masalah 

pendidikan, baik dari segi logika, etika, politik, maupun sosial. 

Aliran-aliran seperti filsafat analitik, filsafat kontinental, serta 

pendekatan seperti logika dan berpikir kritis, etika dan 

pendidikan moral, filsafat sosial-politik, epistemologi, dan 

feminisme memberikan landasan yang luas bagi berbagai 

pendekatan pendidikan saat ini. 

 



 

38 
 

 

1. Filsafat Analitik dan Pendidikan 

Filsafat analitik, yang berkembang pada awal abad ke-20, 

menjadi salah satu aliran utama dalam filsafat yang sangat 

berpengaruh, terutama dalam konteks pendidikan. Aliran ini 

muncul sebagai tanggapan terhadap masalah-masalah yang 

kompleks dalam filsafat tradisional, dengan menekankan 

pentingnya klarifikasi bahasa, argumen logis, dan analisis 

konsep-konsep filosofis. Fokusnya pada ketepatan dan kejelasan 

bahasa memberikan kontribusi besar terhadap cara kita 

memahami dan memecahkan berbagai masalah dalam 

pendidikan. Dalam pendidikan, filsafat analitik membantu untuk 

menyusun pandangan yang lebih jelas tentang apa yang 

seharusnya diajarkan dan bagaimana pendidikan harus 

dilakukan agar efektif dan bermakna. 

Salah satu tokoh terkemuka dalam filsafat analitik adalah 

Bertrand Russell, yang berpendapat bahwa banyak masalah 

filosofis dan pendidikan berasal dari penggunaan bahasa yang 

tidak tepat atau ambigu. Dalam karyanya The Problems of 

Philosophy (1912), Russell menekankan pentingnya analisis logis 

dalam proses pendidikan. Ia percaya bahwa pendidikan harus 

mengajarkan peserta didik untuk berpikir dengan cara yang logis 

dan rasional, sehingga mereka dapat menghindari kesalahan 

berpikir yang sering terjadi akibat penggunaan bahasa yang tidak 

jelas. Menurut Russell, pendidikan yang baik harus melatih 

peserta didik dalam seni berpikir kritis, bukan hanya dalam hal 

menghafal fakta-fakta, tetapi juga dalam memahami struktur 

argumen dan mengevaluasi informasi secara logis (Russell, 

1912). 
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Pemikiran Russell ini berakar pada keyakinannya bahwa 

logika dan bahasa adalah alat utama untuk menjelaskan dan 

memahami dunia. Pendidikan yang mengabaikan pentingnya 

logika dan bahasa yang jelas akan mengalami kesulitan dalam 

membantu peserta didik mencapai pemahaman yang mendalam 

tentang dunia. Oleh karena itu, Russell menekankan bahwa 

pengajaran logika dan klarifikasi bahasa harus menjadi bagian 

integral dari kurikulum pendidikan, terutama dalam upaya 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. 

Ludwig Wittgenstein, seorang filsuf lain yang sangat 

berpengaruh dalam filsafat analitik, juga memberikan kontribusi 

besar dalam memahami hubungan antara bahasa dan 

pendidikan. Dalam Philosophical Investigations (1953), 

Wittgenstein memperkenalkan gagasan bahwa bahasa tidak 

hanya berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan dunia, tetapi 

juga sebagai bentuk kehidupan yang memengaruhi cara kita 

berinteraksi dengan dunia dan memahami realitas. Menurut 

Wittgenstein, banyak masalah filosofis, termasuk dalam 

pendidikan, muncul karena kesalahpahaman terhadap fungsi 

bahasa. Ia berpendapat bahwa pendidikan yang baik harus 

memperjelas hubungan antara bahasa, pemikiran, dan dunia 

nyata (Wittgenstein, 1953). 

Wittgenstein menegaskan bahwa memahami konsep-

konsep melalui penggunaan bahasa yang tepat adalah inti dari 

proses pembelajaran. Dalam pendidikan, ini berarti bahwa 

pendidik harus membantu peserta didik memahami bagaimana 

bahasa digunakan dalam berbagai konteks, sehingga mereka 

dapat mengatasi kebingungan konseptual yang mungkin timbul 
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dari penggunaan istilah-istilah yang ambigu atau tidak tepat. 

Pendekatan ini tidak hanya melibatkan pengajaran tata bahasa 

atau retorika, tetapi juga mencakup pelatihan peserta didik untuk 

berpikir dengan cara yang lebih reflektif dan logis. Dengan cara 

ini, filsafat analitik menawarkan pendekatan pendidikan yang 

sangat berfokus pada pentingnya ketepatan dalam komunikasi 

dan berpikir. 

Lebih jauh lagi, filsafat analitik mengajak kita untuk 

melihat pendidikan sebagai arena di mana bahasa tidak hanya 

digunakan untuk mentransmisikan informasi, tetapi juga untuk 

membentuk cara kita memahami konsep-konsep yang kompleks. 

Dalam konteks ini, analisis konsep menjadi alat yang sangat 

penting dalam pendidikan. Analisis konsep adalah metode yang 

digunakan untuk memperjelas makna suatu istilah atau konsep 

dengan memisahkan komponen-komponennya yang berbeda. 

Misalnya, dalam pendidikan, istilah "pengetahuan" sering 

digunakan, tetapi jarang dipahami secara mendalam. Filsafat 

analitik akan mendorong pendidik untuk mengajarkan peserta 

didik tentang makna yang lebih rinci dari konsep "pengetahuan", 

seperti membedakan antara pengetahuan proposisional, 

pengetahuan prosedural, dan pengetahuan deklaratif. Dengan 

demikian, pendidikan yang dipengaruhi oleh filsafat analitik 

tidak hanya mentransfer informasi, tetapi juga memperjelas dan 

memperdalam pemahaman peserta didik tentang konsep-konsep 

yang diajarkan. 

Dalam konteks pendidikan modern, pentingnya berpikir 

kritis dan analisis logis yang ditawarkan oleh filsafat analitik 

sangat relevan. Pendidikan hari ini menghadapi tantangan dalam 
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mengembangkan peserta didik yang mampu menavigasi 

lingkungan informasi yang kompleks dan sering kali 

membingungkan. Pendidik diharapkan untuk tidak hanya 

mengajarkan fakta dan keterampilan, tetapi juga membantu 

peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang 

diperlukan untuk mengevaluasi informasi secara logis dan 

membangun argumen yang rasional. Filsafat analitik, dengan 

penekanan pada kejelasan dan struktur logis, menyediakan 

kerangka yang kuat untuk tujuan ini. 

Selain itu, pendekatan filsafat analitik dalam pendidikan 

mendorong pendidik untuk mempertanyakan asumsi-asumsi 

yang mendasari proses pengajaran. Misalnya, apa sebenarnya 

yang kita maksud dengan "berhasil dalam pendidikan"? 

Bagaimana kita mendefinisikan "pembelajaran" atau 

"kemajuan"? Pendekatan ini juga dapat diterapkan dalam 

merancang kurikulum yang lebih fokus pada keterampilan 

intelektual daripada sekadar pencapaian kognitif, dengan 

mendorong peserta didik untuk bertanya, berpikir, dan 

memahami konsep-konsep yang lebih dalam. 

Dalam pendidikan, filsafat analitik juga memengaruhi 

pendekatan terhadap penilaian dan evaluasi, dengan 

menekankan pentingnya kriteria yang jelas dan terukur. 

Pendekatan ini menuntut bahwa setiap penilaian harus 

didasarkan pada argumen yang kuat dan bukti yang jelas, dan 

bahwa peserta didik harus dinilai berdasarkan kemampuan 

mereka dalam menyusun argumen logis dan jelas. Dengan 

demikian, filsafat analitik tidak hanya memengaruhi bagaimana 
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kita berpikir tentang pendidikan, tetapi juga bagaimana kita 

menerapkan metode pengajaran, evaluasi, dan penilaian. 

Dengan semua ini, jelas bahwa filsafat analitik memberikan 

kontribusi yang signifikan dalam mengarahkan pendidikan ke 

arah yang lebih berorientasi pada pemikiran kritis, logika, dan 

klarifikasi konseptual. Ini adalah pendekatan yang tidak hanya 

berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses berpikir yang 

memungkinkan peserta didik untuk memahami dunia dengan 

lebih jelas dan rasional. 

2. Filsafat Kontinental dan Pendidikan 

Filsafat kontinental mencakup berbagai aliran pemikiran 

yang berkembang di Eropa, termasuk fenomenologi, 

eksistensialisme, strukturalisme, dan poststrukturalisme. 

Berbeda dengan filsafat analitik yang menekankan analisis 

bahasa dan logika, filsafat kontinental lebih tertarik pada isu-isu 

eksistensial, sosial, dan historis, serta dampak dari struktur-

struktur sosial terhadap kehidupan individu dan kelompok. 

Dalam konteks pendidikan, pemikiran filsafat kontinental 

menawarkan pandangan kritis yang mendalam tentang 

bagaimana pendidikan memengaruhi formasi individu dan 

masyarakat, serta bagaimana pendidikan dapat menjadi alat 

untuk membebaskan atau menekan. 

Salah satu pemikir terkemuka dalam filsafat kontinental 

adalah Jean-Paul Sartre, seorang filsuf eksistensialis yang 

menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu. Dalam 

filsafat eksistensialisnya, Sartre menekankan bahwa manusia 

dilahirkan tanpa esensi atau identitas yang telah ditetapkan 
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sebelumnya; individu sepenuhnya bebas untuk menciptakan diri 

mereka sendiri melalui pilihan-pilihan mereka (Sartre, 1946). 

Dalam konteks pendidikan, pandangan Sartre berarti bahwa 

pendidikan seharusnya tidak membentuk individu berdasarkan 

standar-standar sosial yang telah ditentukan, tetapi memberi 

ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan diri secara 

otonom dan membuat keputusan tentang hidup mereka sendiri. 

Sartre menentang pendidikan yang mengekang kebebasan 

individu dan menganggap bahwa pendidikan harus memberi 

peluang bagi peserta didik untuk bertanggung jawab atas pilihan-

pilihan mereka dan berpartisipasi dalam pembentukan makna 

hidup mereka. 

Pendidikan dalam pandangan eksistensialisme Sartre 

adalah sarana untuk membebaskan individu dari determinasi 

sosial dan memberikan mereka kebebasan untuk menjadi "diri 

sendiri." Sartre menekankan bahwa pendidikan harus 

menciptakan lingkungan di mana peserta didik dapat 

mengeksplorasi identitas mereka, tanpa dikekang oleh harapan-

harapan eksternal yang dipaksakan oleh norma-norma 

masyarakat. Ini berarti bahwa pendidikan tidak boleh bersifat 

dogmatis atau autoritatif, tetapi harus dialogis dan terbuka, 

memungkinkan peserta didik untuk memilih nilai-nilai dan jalan 

hidup mereka sendiri. Kritik Sartre terhadap pendidikan 

tradisional adalah bahwa ia cenderung memaksakan esensi dan 

identitas tertentu kepada peserta didik, sehingga menghilangkan 

kebebasan mereka untuk berinovasi dan mengeksplorasi identitas 

mereka secara mandiri. 
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Di sisi lain, Michel Foucault, dengan pendekatan 

poststrukturalismenya, menawarkan analisis yang lebih kritis 

terhadap hubungan antara pendidikan dan kekuasaan. Dalam 

Discipline and Punish (1977), Foucault menyoroti bagaimana 

pendidikan berfungsi sebagai salah satu instrumen kekuasaan 

untuk mengawasi, mengontrol, dan menormalisasi individu. 

Foucault berpendapat bahwa sistem pendidikan modern, dengan 

aturan-aturan ketat dan struktur institusionalnya, mirip dengan 

mekanisme disiplin yang diterapkan di penjara atau rumah sakit 

jiwa. Pendidikan, menurut Foucault, bukanlah sekadar alat 

untuk mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga berperan dalam 

menciptakan individu yang sesuai dengan norma-norma sosial 

yang diinginkan oleh negara atau lembaga-lembaga kekuasaan 

(Foucault, 1977). 

Foucault memperkenalkan konsep normalisasi, di mana 

pendidikan berfungsi untuk membentuk perilaku individu sesuai 

dengan standar dan norma yang telah ditetapkan oleh otoritas. 

Dalam proses ini, pendidikan berperan sebagai instrumen 

kekuasaan yang halus, di mana kontrol tidak dilakukan melalui 

paksaan fisik tetapi melalui pembentukan cara berpikir, 

bertindak, dan merasakan. Foucault mengungkapkan bahwa 

peserta didik sering kali tidak menyadari bahwa mereka berada 

di bawah pengaruh kekuasaan, karena sistem pendidikan 

modern merasionalisasi proses kontrol dan disiplin. Dengan kata 

lain, pendidikan menjadi sarana untuk melanggengkan struktur 

sosial yang ada, dan individu dibentuk agar patuh dan sesuai 

dengan harapan masyarakat yang mapan. 



 

45 
 

 

Dalam konteks ini, Foucault mengajak kita untuk melihat 

pendidikan dengan pandangan kritis, terutama terkait dengan 

bagaimana pendidikan dapat membatasi kebebasan dan otonomi 

individu. Pendidikan bukan hanya arena untuk mentransfer 

pengetahuan, tetapi juga ruang di mana kekuasaan dan kontrol 

diterapkan. Foucault mengajak pendidik dan peserta didik untuk 

menyadari peran pendidikan dalam mempertahankan kekuasaan 

dan untuk mencari cara-cara baru dalam mendekonstruksi 

struktur kekuasaan yang menekan kebebasan individu. 

Pendidikan yang membebaskan, menurut Foucault, adalah 

pendidikan yang mampu mengatasi mekanisme normalisasi ini 

dan memungkinkan individu untuk berpikir di luar kerangka-

kerangka sosial yang mengekang. 

Lebih jauh lagi, pemikiran kontinental juga melibatkan 

fenomenologi, yang dipelopori oleh Edmund Husserl dan Martin 

Heidegger. Fenomenologi berfokus pada pengalaman subjektif 

dan cara individu membentuk makna dari pengalaman mereka. 

Dalam konteks pendidikan, fenomenologi mengajak pendidik 

untuk lebih memperhatikan pengalaman belajar peserta didik, 

bukan hanya sebagai penerima pasif informasi tetapi sebagai 

subjek aktif yang menciptakan makna dari apa yang mereka 

pelajari. Heidegger, dalam karya utamanya Being and Time 

(1927), menyatakan bahwa pendidikan harus membantu 

individu memahami makna dari "ada" mereka sendiri dalam 

dunia, yang berarti bahwa pendidikan harus menempatkan 

eksistensi dan pengalaman peserta didik di pusat proses 

pembelajaran (Heidegger, 1927). 
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Strukturalisme dan poststrukturalisme, yang muncul di 

bawah pengaruh pemikir seperti Claude Lévi-Strauss dan 

Foucault, lebih jauh mengkaji bagaimana struktur sosial dan 

budaya memengaruhi pendidikan. Strukturalisme memandang 

pendidikan sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih besar, 

di mana institusi-institusi pendidikan mereproduksi struktur-

struktur tersebut melalui kurikulum, aturan, dan nilai-nilai yang 

diajarkan kepada peserta didik. Di sisi lain, poststrukturalisme, 

yang diwakili oleh Foucault dan Jacques Derrida, menekankan 

fluiditas dan dekonstruksi dari struktur-struktur tersebut. 

Poststrukturalisme menawarkan pandangan yang lebih dinamis 

terhadap pendidikan, di mana struktur-struktur sosial dapat 

dipertanyakan dan diubah melalui dekonstruksi makna dan 

norma-norma yang berlaku (Derrida, 1978). 

Secara keseluruhan, filsafat kontinental menawarkan 

pandangan kritis dan reflektif tentang peran pendidikan dalam 

masyarakat. Pemikiran Sartre, Foucault, dan fenomenologis 

lainnya memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana 

pendidikan dapat menjadi arena pembebasan individu atau, 

sebaliknya, alat penindasan yang halus. Dengan pemikiran ini, 

pendidikan bukan hanya dilihat sebagai institusi yang netral, 

tetapi sebagai ruang di mana kekuasaan, kebebasan, kontrol, dan 

pembentukan identitas saling berinteraksi. Pandangan filsafat 

kontinental ini sangat relevan dalam konteks pendidikan 

modern, di mana isu-isu terkait kebebasan individu, otoritas, dan 

kekuasaan menjadi perdebatan penting dalam pengembangan 

kebijakan dan praktik pendidikan. 
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3. Logika dan Berpikir Kritis dalam Pendidikan 

Logika dan berpikir kritis adalah pilar penting dalam 

filsafat pendidikan modern yang menekankan kemampuan 

peserta didik untuk berpikir secara sistematis, reflektif, dan 

rasional. Dalam pendidikan kontemporer, logika dan berpikir 

kritis bukan hanya sekadar keterampilan teknis untuk 

mengembangkan argumen yang kuat, tetapi juga merupakan alat 

fundamental untuk mendorong peserta didik agar menjadi 

individu yang mandiri, analitis, dan mampu menghadapi 

tantangan kehidupan secara rasional. Aspek ini tidak hanya 

berkaitan dengan kemampuan kognitif semata, melainkan juga 

dengan pengembangan karakter yang bertanggung jawab dalam 

berpikir dan bertindak. 

John Dewey adalah salah satu pemikir utama yang 

mengembangkan gagasan tentang pentingnya berpikir kritis 

dalam pendidikan. Dalam bukunya How We Think (1910), 

Dewey menyatakan bahwa pendidikan harus fokus pada 

pengembangan keterampilan berpikir reflektif, yaitu kemampuan 

untuk mempertimbangkan secara mendalam berbagai sudut 

pandang dan argumen sebelum membuat keputusan. Menurut 

Dewey, berpikir kritis melibatkan kemampuan untuk menyusun 

argumen yang koheren dan logis, mengevaluasi bukti secara 

objektif, serta menghindari jebakan kesalahan berpikir yang 

dapat mengganggu penilaian rasional. Ia percaya bahwa 

pendidikan tidak seharusnya terbatas pada penerimaan pasif 

terhadap pengetahuan, tetapi harus menekankan proses 

pembelajaran yang aktif di mana peserta didik secara kritis 

menguji informasi yang mereka terima (Dewey, 1910). 
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Pentingnya pengajaran logika dan berpikir kritis dalam 

pendidikan juga berkaitan erat dengan kemampuan peserta didik 

untuk menghadapi dunia yang semakin kompleks dan penuh 

dengan informasi yang kadang menyesatkan. Logika, sebagai 

ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang valid, 

memberikan alat yang sangat diperlukan untuk menyusun 

argumen yang benar dan menghindari kesalahan berpikir. 

Logika formal, misalnya, mengajarkan peserta didik cara 

mengevaluasi struktur argumen apakah argumen tersebut valid 

atau tidak berdasarkan aturan-aturan logis. Berpikir kritis, di sisi 

lain, memperluas cakupan logika dengan mendorong peserta 

didik untuk tidak hanya memeriksa validitas argumen, tetapi 

juga mempertanyakan asumsi, bias, dan konteks yang mendasari 

argumen tersebut. Ini penting dalam mengembangkan 

pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang berbagai 

masalah yang dihadapi peserta didik di dunia nyata. 

Dalam konteks pendidikan, keterampilan berpikir kritis 

melibatkan serangkaian kemampuan kognitif yang dapat 

dikembangkan melalui latihan sistematis, seperti 

mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi konsep, menyusun 

hipotesis, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, serta menarik 

kesimpulan berdasarkan logika yang valid. Richard Paul dan 

Linda Elder (2014), dalam karya mereka The Miniature Guide to 

Critical Thinking Concepts and Tools, menjelaskan bahwa berpikir 

kritis melibatkan pemikiran yang tidak hanya logis tetapi juga 

adil dan terbuka terhadap berbagai perspektif. Mereka 

menekankan bahwa berpikir kritis harus disertai dengan 

kesadaran akan bias pribadi, prasangka, dan asumsi yang 
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mungkin memengaruhi keputusan seseorang. Dalam konteks 

pendidikan, ini berarti peserta didik tidak hanya dilatih untuk 

memahami materi pelajaran secara mendalam, tetapi juga untuk 

mengevaluasi bagaimana mereka memproses informasi dan 

bagaimana keyakinan mereka dibentuk oleh lingkungan sosial 

dan budaya. 

Penerapan logika dan berpikir kritis dalam pendidikan juga 

menjadi landasan penting dalam menghadapi tantangan 

informasi digital dan media. Di era di mana informasi tersedia 

dengan mudah tetapi sering kali tidak akurat, kemampuan 

berpikir kritis menjadi lebih penting dari sebelumnya. 

Pendidikan yang menekankan berpikir kritis akan membantu 

peserta didik mengenali informasi yang bias, misinformasi, dan 

manipulasi media, serta membekali mereka dengan alat-alat 

untuk menganalisis sumber-sumber informasi secara mendalam. 

Howard Rheingold (2012) dalam bukunya Net Smart: How to 

Thrive Online menyoroti pentingnya berpikir kritis dalam era 

digital di mana informasi dapat dengan mudah dipalsukan atau 

disalahartikan. Rheingold menyatakan bahwa pendidikan 

modern harus mencakup pelatihan berpikir kritis sebagai sarana 

untuk melawan fenomena berita palsu dan propaganda di 

internet. 

Selain itu, pentingnya pengajaran logika dan berpikir kritis 

dalam pendidikan juga berkaitan dengan perkembangan 

metakognisi, yaitu kemampuan untuk menyadari dan 

memahami proses berpikir seseorang. Metakognisi 

memungkinkan peserta didik untuk merenungkan cara mereka 

berpikir, mengevaluasi pendekatan mereka terhadap masalah, 
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dan membuat perbaikan yang diperlukan untuk mencapai hasil 

yang lebih baik. Dalam konteks pendidikan, logika dan berpikir 

kritis mendukung perkembangan metakognisi dengan 

mengajarkan peserta didik untuk secara aktif meninjau kembali 

proses berpikir mereka dan mengidentifikasi kekurangan dalam 

cara mereka menyusun argumen atau menyelesaikan masalah. 

Ini sangat penting karena peserta didik yang memiliki 

keterampilan metakognitif yang kuat akan lebih mampu 

beradaptasi dengan situasi belajar yang berubah-ubah dan lebih 

siap untuk menghadapi tantangan di luar lingkungan akademis. 

Lebih jauh lagi, pengajaran logika dan berpikir kritis dalam 

pendidikan tidak hanya penting untuk mengembangkan 

keterampilan intelektual, tetapi juga untuk pembentukan 

karakter moral. Matthew Lipman, seorang filsuf pendidikan, 

berpendapat bahwa berpikir kritis harus mencakup dimensi etika, 

di mana peserta didik diajarkan untuk berpikir dengan cara yang 

tidak hanya rasional, tetapi juga mempertimbangkan dampak 

moral dari keputusan dan tindakan mereka (Lipman, 2003). 

Dalam pandangan ini, berpikir kritis berfungsi sebagai sarana 

untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara 

kognitif, tetapi juga mampu membuat keputusan yang 

bertanggung jawab secara moral. Ini relevan dengan kebutuhan 

pendidikan kontemporer untuk mencetak peserta didik yang 

tidak hanya memiliki keterampilan teknis dan intelektual, tetapi 

juga integritas moral dalam memecahkan masalah sosial dan 

lingkungan yang kompleks. 

Pendidikan yang menekankan logika dan berpikir kritis 

pada akhirnya berperan dalam menciptakan individu yang 
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mandiri, berdaya kritis, dan mampu berpikir secara reflektif serta 

analitis. Dengan menekankan pada pengajaran keterampilan ini, 

pendidikan modern berusaha untuk membentuk generasi yang 

tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga mampu 

menghadapi tantangan global dengan cara yang rasional, adil, 

dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, logika dan berpikir 

kritis tidak hanya dianggap sebagai keterampilan intelektual, 

tetapi juga sebagai keterampilan hidup yang esensial untuk 

keberhasilan pribadi dan sosial. 

4. Etika dan Pendidikan Moral 

Etika dan pendidikan moral terus menjadi elemen kunci 

dalam diskusi filsafat pendidikan modern karena mereka 

berperan dalam membentuk karakter peserta didik dan 

memberikan panduan moral yang akan membimbing tindakan 

mereka dalam masyarakat. Pendidikan moral tidak hanya fokus 

pada pengetahuan kognitif atau keterampilan teknis, tetapi juga 

pada pengembangan nilai-nilai etika yang penting untuk 

keberhasilan sosial dan pribadi. Melalui pendidikan moral, 

peserta didik diajarkan untuk menginternalisasi nilai-nilai 

universal seperti keadilan, tanggung jawab, kebebasan, dan 

kebaikan, yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat yang 

kompleks dan plural. 

Salah satu tokoh terkemuka dalam bidang pendidikan 

moral adalah Lawrence Kohlberg, yang mengembangkan teori 

perkembangan moral yang sangat berpengaruh. Dalam teorinya, 

Kohlberg berpendapat bahwa perkembangan moral individu 

mengikuti serangkaian tahap yang berurutan, dari tahap-tahap 

yang lebih rendah, di mana keputusan moral didasarkan pada 
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kepentingan pribadi atau ketakutan akan hukuman, hingga 

tahap-tahap yang lebih tinggi, di mana individu membuat 

keputusan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang universal dan 

etis (Kohlberg, 1981). Kohlberg membagi perkembangan moral 

ini ke dalam tiga tingkatan utama: prekonvensional, 

konvensional, dan postkonvensional. Pada tingkat 

prekonvensional, keputusan moral cenderung didasarkan pada 

kepentingan pribadi atau takut akan hukuman. Di tingkat 

konvensional, individu mulai menginternalisasi norma-norma 

sosial dan bertindak sesuai dengan harapan masyarakat. Pada 

tingkat postkonvensional, individu mulai bertindak berdasarkan 

prinsip-prinsip etika yang lebih abstrak dan universal, seperti 

keadilan dan hak asasi manusia. 

Teori Kohlberg ini memiliki implikasi signifikan bagi 

pendidikan moral. Pertama, pendidikan harus memberikan 

dukungan bagi peserta didik untuk berkembang secara moral 

melalui tahap-tahap yang lebih tinggi. Hal ini tidak berarti hanya 

menanamkan aturan-aturan sosial atau moral tertentu, tetapi 

juga memberikan ruang bagi peserta didik untuk merenungkan 

nilai-nilai moral mereka sendiri, sehingga mereka dapat 

mencapai pemahaman moral yang lebih matang dan prinsipil. 

Dalam pendidikan moral yang dipengaruhi oleh teori Kohlberg, 

penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang 

mendukung dialog dan refleksi moral, di mana peserta didik 

diajak untuk memikirkan konsekuensi etis dari tindakan mereka 

dan mempertimbangkan perspektif yang lebih luas daripada 

kepentingan pribadi. 
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Immanuel Kant juga memberikan kontribusi besar dalam 

pendidikan moral dengan pandangannya tentang etika 

deontologis, di mana ia menekankan bahwa tindakan moral 

harus didasarkan pada kewajiban dan prinsip-prinsip universal, 

bukan pada konsekuensi atau kepentingan pribadi. Kant 

berpendapat bahwa individu harus bertindak berdasarkan 

prinsip-prinsip moral yang dapat diterapkan secara universal, 

yang ia sebut sebagai imperatif kategoris (Kant, 1998). Dalam 

konteks pendidikan, pandangan Kant mengajarkan bahwa 

pendidikan moral harus mengembangkan individu yang mampu 

bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral yang benar, bukan 

karena takut akan hukuman atau untuk mendapatkan imbalan, 

tetapi karena tindakan tersebut adalah tindakan yang benar. 

Menurut Kant, pendidikan harus membentuk individu yang 

otonom secara moral, yang mampu membuat keputusan moral 

mereka sendiri berdasarkan prinsip-prinsip etika yang rasional. 

Pendidikan moral dalam pandangan Kant juga terkait erat 

dengan konsep kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan, 

dalam konteks etika Kantian, bukan berarti kebebasan untuk 

melakukan apa pun yang diinginkan, melainkan kebebasan 

untuk bertindak berdasarkan akal dan prinsip moral yang benar. 

Oleh karena itu, pendidikan moral harus membantu peserta didik 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan kritis 

agar mereka dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab 

secara etis. Pendidikan tidak hanya soal menanamkan aturan-

aturan moral, tetapi juga melibatkan pengembangan kapasitas 

peserta didik untuk berpikir secara rasional dan mengambil 

tanggung jawab penuh atas tindakan mereka. 
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Selain itu, pendidikan moral yang efektif harus 

mempertimbangkan konteks sosial dan budaya peserta didik. 

Paulo Freire, seorang praktisi pendidikan moral yang terkenal 

dengan konsep pendidikan emansipatoris, menekankan 

pentingnya pendidikan moral yang tidak hanya berfungsi untuk 

mentransmisikan nilai-nilai moral yang sudah mapan, tetapi juga 

untuk memberdayakan individu agar mereka dapat mengkritik 

dan mengubah struktur sosial yang tidak adil. Dalam Pedagogy of 

the Oppressed (2000), Freire berpendapat bahwa pendidikan moral 

harus menciptakan kesadaran kritis di antara peserta didik, 

sehingga mereka tidak hanya menginternalisasi nilai-nilai moral 

yang ada, tetapi juga mampu mempertanyakan ketidakadilan 

sosial dan memperjuangkan perubahan (Freire, 2000). Dalam 

konteks ini, pendidikan moral tidak hanya menciptakan individu 

yang patuh secara moral, tetapi juga individu yang kritis dan 

berani bertindak melawan ketidakadilan. 

Alasdair MacIntyre juga memberikan kontribusi penting 

dalam diskusi tentang pendidikan moral dengan pendekatan 

etika kebajikan. Berbeda dengan pendekatan deontologis Kant 

atau teori perkembangan Kohlberg, MacIntyre berpendapat 

bahwa moralitas adalah soal mengembangkan kebajikan-

kebajikan yang baik melalui latihan dan kebiasaan dalam 

kehidupan sehari-hari. Pendidikan moral, dalam pandangan ini, 

tidak hanya mengajarkan aturan atau prinsip-prinsip abstrak, 

tetapi juga membantu peserta didik mengembangkan karakter 

yang baik melalui praktik-praktik sosial yang berkelanjutan 

(MacIntyre, 1984). Menurut MacIntyre, kebajikan seperti 

kejujuran, keberanian, dan keadilan hanya dapat dikembangkan 
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melalui partisipasi aktif dalam komunitas moral yang 

mempromosikan kebajikan tersebut. 

Dalam konteks pendidikan kontemporer, etika dan 

pendidikan moral juga menghadapi tantangan dari pluralisme 

moral dan sosial. Etika diskursus, yang dikembangkan oleh 

Jürgen Habermas, menekankan pentingnya dialog dalam 

mencapai konsensus moral dalam masyarakat yang beragam. 

Dalam dunia yang semakin global dan plural, pendidikan moral 

harus menciptakan ruang untuk dialog etis di mana peserta didik 

dapat berpartisipasi dalam diskusi tentang nilai-nilai moral yang 

relevan dengan kehidupan mereka (Habermas, 1984). 

Pendidikan moral, dalam pandangan ini, tidak hanya soal 

menanamkan nilai-nilai yang sudah mapan, tetapi juga tentang 

memfasilitasi diskusi terbuka di mana peserta didik dapat 

berkontribusi dalam pembentukan konsensus moral yang adil 

dan inklusif. 

Dengan demikian, pendidikan moral dalam filsafat modern 

mencakup pendekatan yang luas dan multidimensional. Dari 

teori perkembangan moral Kohlberg hingga etika deontologis 

Kant dan etika kebajikan MacIntyre, pendidikan moral 

menekankan pentingnya pengembangan karakter dan kapasitas 

untuk bertindak secara moral. Di sisi lain, pemikiran seperti 

Freire dan Habermas menekankan pentingnya pendidikan moral 

sebagai alat untuk memberdayakan individu dalam mengkritik 

dan memperbaiki ketidakadilan sosial. Pendidikan moral yang 

efektif harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya 

peserta didik, serta menyediakan ruang bagi dialog dan refleksi 

kritis, sehingga peserta didik dapat berkembang menjadi individu 
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yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga bertanggung jawab 

secara moral. 

5. Filosofi Sosial dan Politik dalam Pendidikan 

Filosofi sosial dan politik dalam pendidikan memandang 

pendidikan sebagai instrumen yang tidak hanya berfungsi untuk 

mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk 

mencapai transformasi sosial dan menciptakan masyarakat yang 

lebih adil dan setara. Dalam konteks ini, pendidikan dipahami 

sebagai proses yang bersifat politis dan terlibat dalam hubungan 

kekuasaan yang membentuk individu serta masyarakat. 

Pendidikan yang berlandaskan filosofi sosial dan politik 

bertujuan untuk memberdayakan individu, mempromosikan 

keadilan sosial, dan memfasilitasi partisipasi aktif dalam 

kehidupan demokratis. Pemikir-pemikir dalam tradisi ini 

mengkritik pendidikan yang bersifat elitis dan hierarkis, serta 

berusaha menciptakan model pendidikan yang lebih egaliter, 

demokratis, dan emansipatoris. 

Paulo Freire, seorang tokoh sentral dalam filsafat 

pendidikan kritis, merupakan salah satu pemikir yang paling 

berpengaruh dalam merumuskan peran pendidikan sebagai alat 

untuk pembebasan sosial. Dalam karyanya yang terkenal 

Pedagogy of the Oppressed (2000), Freire berpendapat bahwa 

pendidikan harus berfungsi untuk membebaskan individu dari 

struktur sosial yang menindas dan memberikan mereka 

kesadaran kritis untuk mengubah keadaan hidup mereka. Freire 

memperkenalkan konsep "kesadaran kritis" (conscientização), 

yang mengacu pada proses di mana individu menyadari realitas 

sosial, politik, dan ekonomi yang membentuk kehidupan 
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mereka, serta berpartisipasi secara aktif dalam mengubah kondisi 

tersebut. Pendidikan, menurut Freire, bukan sekadar sarana 

untuk mentransmisikan pengetahuan dari pendidik kepada 

peserta didik, melainkan proses dialogis di mana peserta didik 

dan pendidik bersama-sama mengeksplorasi kondisi sosial yang 

ada, membangun pemahaman bersama, dan mengidentifikasi 

cara-cara untuk melawan penindasan. 

Pendekatan Freire ini mengkritik apa yang ia sebut sebagai 

model pendidikan "banking", di mana peserta didik dianggap 

sebagai wadah kosong yang harus diisi dengan pengetahuan oleh 

pendidik. Dalam model ini, peserta didik pasif dan tidak berdaya, 

sementara pendidik memegang otoritas penuh atas proses 

pendidikan. Freire menentang pendekatan ini dan mengajukan 

model pendidikan yang dialogis dan partisipatif, di mana 

pendidik dan peserta didik saling belajar dan berbagi 

pengalaman. Pendidikan dialogis ini memungkinkan peserta 

didik untuk mengembangkan kesadaran kritis tentang struktur 

sosial yang tidak adil, sehingga mereka dapat berpartisipasi 

dalam upaya untuk mengubah masyarakat dan mencapai 

keadilan sosial (Freire, 2000). 

Freire melihat bahwa pendidikan yang berorientasi pada 

transformasi sosial harus membantu peserta didik untuk 

memahami dan melawan ketidakadilan, eksploitasi, dan 

penindasan. Ia percaya bahwa pendidikan yang benar-benar 

bermakna adalah pendidikan yang membebaskan, yang tidak 

hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membangkitkan 

kesadaran moral dan politik peserta didik agar mereka mampu 

berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil. 
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Dalam konteks ini, pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk 

melawan hegemoni kekuasaan yang sering kali mengekang 

kebebasan dan kesetaraan individu. 

Jürgen Habermas, seorang filsuf sosial-politik 

kontemporer, juga memberikan kontribusi penting terhadap 

filosofi pendidikan melalui gagasannya tentang teori 

komunikasi. Habermas berpendapat bahwa pendidikan harus 

menciptakan ruang publik di mana individu dapat terlibat dalam 

diskursus rasional dan dialog yang terbuka untuk membangun 

konsensus tentang nilai-nilai dan norma-norma sosial. 

Pendidikan, dalam pandangan Habermas, tidak hanya bertujuan 

untuk menyampaikan pengetahuan faktual, tetapi juga untuk 

mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara kritis. 

Melalui pendidikan, individu harus belajar untuk berpartisipasi 

dalam diskusi demokratis yang rasional, di mana mereka dapat 

mengekspresikan pandangan mereka, mengevaluasi argumen 

orang lain, dan mencapai kesepakatan yang adil berdasarkan 

prinsip-prinsip etika yang rasional (Habermas, 1984). 

Pendidikan, dalam teori Habermas, harus difokuskan pada 

pengembangan kompetensi komunikatif, yang memungkinkan 

individu untuk terlibat dalam dialog yang rasional dan kritis 

tentang masalah-masalah sosial dan politik. Kompetensi ini 

mencakup kemampuan untuk mendengarkan dengan empati, 

mengemukakan argumen yang berbasis bukti, dan 

mempertimbangkan sudut pandang orang lain secara adil. 

Dalam hal ini, Habermas melihat pendidikan sebagai arena di 

mana demokrasi dapat dipraktikkan dan diperkuat, karena 

melalui pendidikan, individu belajar untuk menghargai pluralitas 
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pandangan, bekerja sama secara kolektif, dan berpartisipasi 

dalam pembuatan keputusan yang adil. 

Selain Habermas dan Freire, Antonio Gramsci, seorang 

pemikir politik dari tradisi Marxis, juga memberikan kontribusi 

penting terhadap filosofi sosial dan politik dalam pendidikan 

melalui konsepnya tentang hegemoni. Gramsci berpendapat 

bahwa sistem pendidikan berperan dalam memperkuat 

hegemoni budaya dan politik kelompok dominan, dengan cara 

mentransmisikan nilai-nilai dan ideologi yang melayani 

kepentingan kelas penguasa. Namun, Gramsci juga melihat 

bahwa pendidikan dapat menjadi alat untuk melawan hegemoni 

ini, jika pendidikan digunakan untuk membangkitkan kesadaran 

kritis peserta didik dan mempromosikan pemahaman tentang 

ketidakadilan struktural yang ada dalam masyarakat (Gramsci, 

1971). Pendidikan dalam pandangan Gramsci harus berfungsi 

untuk memberdayakan kelas tertindas agar mereka dapat 

mengorganisasi diri dan memperjuangkan perubahan sosial. 

Filsuf feminis seperti bell hooks juga berkontribusi dalam 

diskusi tentang pendidikan sosial dan politik dengan 

menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif dan 

transformatif. Dalam bukunya Teaching to Transgress (1994), 

hooks berpendapat bahwa pendidikan harus menjadi ruang 

untuk kebebasan dan resistensi terhadap segala bentuk 

penindasan, termasuk rasisme, seksisme, dan kapitalisme. 

Menurut hooks, pendidikan yang demokratis harus 

mempromosikan dialog yang inklusif, di mana setiap suara, 

terutama dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan, dapat 

didengar dan dihargai. Pendidikan yang berfokus pada keadilan 
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sosial harus membentuk peserta didik yang kritis terhadap 

sistem-sistem dominasi dan penindasan, serta berkomitmen 

untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif dan adil (hooks, 

1994). 

Dalam konteks pendidikan modern, filosofi sosial dan 

politik sangat relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan 

seperti ketidaksetaraan ekonomi, ketidakadilan sosial, 

diskriminasi, dan perubahan iklim. Pendidikan yang didasarkan 

pada filosofi sosial dan politik ini tidak hanya berperan dalam 

menyampaikan pengetahuan, tetapi juga dalam membentuk 

kesadaran kritis dan partisipasi aktif peserta didik dalam upaya 

mencapai transformasi sosial. Pendidikan menjadi ruang di 

mana individu dapat belajar untuk menantang struktur 

kekuasaan yang tidak adil, bekerja sama dalam mengembangkan 

solusi-solusi kolektif, dan mempromosikan demokrasi serta 

keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. 

Secara keseluruhan, filosofi sosial dan politik dalam 

pendidikan menekankan bahwa pendidikan tidak boleh netral 

atau apolitis. Sebaliknya, pendidikan harus menjadi alat untuk 

memperjuangkan keadilan sosial, membebaskan individu dari 

struktur penindasan, dan membentuk masyarakat yang lebih adil 

dan demokratis. Melalui pendidikan, peserta didik diajak untuk 

mengembangkan pemahaman yang lebih kritis tentang dunia di 

sekitar mereka dan untuk bertindak sebagai agen perubahan 

sosial yang berkomitmen pada prinsip-prinsip kesetaraan, 

kebebasan, dan solidaritas. 
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6. Epistemologi dan Pendidikan 

Epistemologi, atau teori pengetahuan, memainkan peran 

sentral dalam filsafat pendidikan modern karena ia meneliti asal-

usul, sifat, dan batasan pengetahuan. Pertanyaan-pertanyaan 

mendasar tentang apa itu pengetahuan, bagaimana pengetahuan 

diperoleh, serta kriteria validitas pengetahuan menjadi dasar 

dalam menentukan metode dan tujuan pendidikan. Dalam 

pendidikan, epistemologi mengarahkan bagaimana peserta didik 

memahami dunia, bagaimana pendidik menyampaikan 

pengetahuan, dan bagaimana institusi pendidikan menentukan 

apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah. Dengan 

demikian, epistemologi tidak hanya mencakup aspek teoretis 

tentang apa yang kita ketahui, tetapi juga aspek praktis yang 

membentuk proses pembelajaran dan pengajaran. 

Jean Piaget dan Lev Vygotsky adalah dua tokoh terkemuka 

yang memberikan sumbangan besar terhadap epistemologi 

pendidikan melalui pendekatan mereka yang dikenal sebagai 

konstruktivisme dan teori sosial-kultural. Konstruktivisme, yang 

dikembangkan oleh Piaget, dan pendekatan sosial-kultural yang 

diusung oleh Vygotsky, keduanya menekankan pentingnya 

interaksi antara individu dan lingkungan dalam proses konstruksi 

pengetahuan. Meskipun pendekatan mereka memiliki perbedaan 

signifikan, keduanya sepakat bahwa pengetahuan bukan sesuatu 

yang pasif diterima oleh peserta didik, melainkan sesuatu yang 

aktif dibangun melalui interaksi individu dengan dunia di 

sekitarnya. 

Jean Piaget (1952) berpendapat bahwa pengetahuan 

dibangun melalui proses konstruktif yang berlangsung sepanjang 
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perkembangan kognitif individu. Dalam teorinya tentang 

konstruktivisme kognitif, Piaget menjelaskan bahwa anak-anak 

melalui tahapan perkembangan kognitif yang berbeda-beda, di 

mana mereka secara aktif membangun pengetahuan berdasarkan 

pengalaman mereka sendiri. Menurut Piaget, anak-anak tidak 

hanya menyerap informasi secara pasif, tetapi mereka 

berpartisipasi dalam proses kognitif yang melibatkan asimilasi 

dan akomodasi informasi baru ke dalam struktur kognitif mereka 

yang sudah ada. Dalam proses asimilasi, anak-anak 

menambahkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada, 

sementara dalam akomodasi, mereka mengubah skema tersebut 

agar sesuai dengan informasi baru yang tidak dapat 

diintegrasikan dalam struktur yang sudah ada. 

Piaget melihat bahwa proses belajar bersifat individu dan 

otonom, di mana peserta didik secara aktif mencari pemahaman 

tentang dunia di sekitar mereka melalui eksperimen dan 

eksplorasi. Pendidikan yang berlandaskan konstruktivisme 

Piagetian menekankan pentingnya memberikan kesempatan bagi 

peserta didik untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan-

kegiatan yang merangsang perkembangan kognitif, seperti 

pemecahan masalah dan eksperimen ilmiah. Pendidikan, dalam 

pandangan ini, harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai 

dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik, sehingga 

mereka dapat membangun pengetahuan dengan cara yang 

bermakna dan sesuai dengan pengalaman mereka. 

Berbeda dengan pendekatan Piaget yang lebih 

individualistik, Lev Vygotsky (1978) mengembangkan 

pendekatan yang lebih menekankan peran interaksi sosial dalam 
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pembentukan pengetahuan. Vygotsky berpendapat bahwa 

pengetahuan dibangun tidak hanya melalui interaksi individu 

dengan lingkungan fisik, tetapi juga melalui interaksi sosial 

dengan orang lain, terutama dengan mereka yang lebih 

berpengalaman atau memiliki pengetahuan yang lebih luas. 

Vygotsky memperkenalkan konsep zone of proximal 

development (ZPD), yang menggambarkan jarak antara apa 

yang dapat dilakukan oleh peserta didik sendiri dan apa yang 

dapat mereka lakukan dengan bantuan atau dukungan dari orang 

lain, seperti pendidik atau teman sebaya. Dalam ZPD, peserta 

didik mampu mencapai tingkat pemahaman dan keterampilan 

yang lebih tinggi melalui proses scaffolding, di mana pendidik 

memberikan dukungan yang diperlukan untuk mendorong 

peserta didik melampaui kemampuan mereka saat ini (Vygotsky, 

1978). 

Kontribusi Vygotsky dalam epistemologi pendidikan 

menekankan bahwa pengetahuan bersifat sosial dan interaktif, 

dan bahwa belajar adalah proses kolaboratif yang melibatkan 

komunikasi, dialog, dan berbagi pengetahuan. Pendidikan yang 

didasarkan pada pendekatan Vygotskian mengakui pentingnya 

interaksi sosial dalam pembelajaran, di mana pendidik 

memainkan peran aktif dalam membimbing peserta didik 

menuju pemahaman yang lebih dalam. Penekanan Vygotsky 

pada pentingnya konteks sosial juga menyoroti peran bahasa 

sebagai alat utama dalam proses belajar. Menurut Vygotsky, 

bahasa tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi 

juga sebagai alat berpikir yang memungkinkan individu untuk 
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menginternalisasi pengetahuan dan membangun pemahaman 

yang lebih kompleks tentang dunia. 

Dari perspektif epistemologi konstruktivis, pendidikan 

harus dirancang untuk memfasilitasi proses konstruksi 

pengetahuan secara aktif dan kolaboratif. Ini berarti bahwa 

kurikulum pendidikan tidak boleh didasarkan pada metode 

pengajaran yang bersifat pasif, seperti ceramah atau hafalan, 

melainkan pada metode yang mendorong peserta didik untuk 

terlibat dalam kegiatan eksplorasi, investigasi, dan diskusi. 

Pendidikan yang konstruktivis menekankan bahwa peserta didik 

harus diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, 

mengembangkan hipotesis, menguji ide-ide mereka, dan 

merefleksikan hasil belajar mereka. Selain itu, proses belajar 

harus dilihat sebagai sesuatu yang berkesinambungan dan 

berkonteks, di mana peserta didik diajak untuk membangun 

hubungan antara konsep-konsep baru dan pengetahuan yang 

sudah mereka miliki. 

Epistemologi sosial, yang diusung oleh Vygotsky, juga 

memiliki implikasi penting bagi pendidikan modern yang 

semakin global dan kolaboratif. Di era digital dan teknologi ini, 

proses pembelajaran tidak lagi terbatas pada kelas fisik, tetapi 

melibatkan jaringan sosial dan komunitas belajar online yang 

memungkinkan peserta didik untuk belajar dari dan dengan 

orang lain di seluruh dunia. Pendekatan Vygotskian, dengan 

fokusnya pada kolaborasi dan interaksi sosial, memberikan 

kerangka yang kuat untuk memahami bagaimana pengetahuan 

dibentuk dalam konteks yang semakin terhubung dan global ini. 
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Lebih jauh lagi, diskusi epistemologi dalam pendidikan 

juga mencakup pertanyaan tentang validitas pengetahuan: Apa 

yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah dalam pendidikan? 

Siapa yang menentukan validitas pengetahuan tersebut? Michel 

Foucault (1977) menyoroti bagaimana pengetahuan selalu 

terkait dengan kekuasaan, dan bahwa sistem pendidikan sering 

kali mereproduksi pengetahuan yang mendukung struktur 

kekuasaan yang ada. Dalam konteks ini, epistemologi dalam 

pendidikan tidak hanya tentang bagaimana peserta didik 

membangun pengetahuan, tetapi juga tentang bagaimana 

pengetahuan dikendalikan, disahkan, dan didistribusikan dalam 

masyarakat. Pendidikan yang kritis harus mencakup refleksi 

tentang bagaimana pengetahuan dihasilkan dan dipertanyakan, 

serta mengakui bahwa pengetahuan tidak selalu netral atau bebas 

dari kepentingan politik dan ideologis. 

Dengan demikian, epistemologi dalam pendidikan modern 

mencakup pendekatan yang luas dan multidimensi. Dari 

konstruktivisme Piagetian yang menekankan pembelajaran 

melalui interaksi dengan lingkungan, hingga pendekatan sosial-

kultural Vygotskian yang menekankan pentingnya interaksi 

sosial dalam pembentukan pengetahuan, epistemologi 

memberikan landasan bagi proses pendidikan yang aktif, 

kolaboratif, dan kritis. Pendidikan yang didasarkan pada prinsip-

prinsip epistemologi ini tidak hanya bertujuan untuk 

mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk 

peserta didik yang mampu berpikir kritis, reflektif, dan kreatif 

dalam menghadapi tantangan dunia yang terus berubah. 
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7. Feminisme dan Filsafat Pendidikan 

Feminisme dalam filsafat pendidikan bertujuan untuk 

menyoroti bagaimana sistem pendidikan tradisional sering kali 

mereproduksi ketidaksetaraan gender dan memarginalkan 

perempuan serta kelompok minoritas. Feminisme dalam konteks 

ini berfungsi sebagai kritik terhadap struktur-struktur pendidikan 

yang tidak inklusif dan sering kali mengabaikan perspektif serta 

pengalaman perempuan dan kelompok yang kurang beruntung. 

Lebih jauh lagi, feminisme dalam filsafat pendidikan berfokus 

pada penciptaan sistem pendidikan yang lebih demokratis, 

inklusif, dan partisipatif, di mana semua individu, tanpa 

memandang gender, ras, atau kelas sosial, memiliki hak yang 

sama untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan dan 

berkontribusi pada pengembangan pengetahuan. 

bell hooks, seorang tokoh feminis terkemuka, memberikan 

kontribusi penting terhadap filsafat pendidikan melalui 

gagasannya tentang pendidikan yang emansipatoris dan inklusif. 

Dalam bukunya Teaching to Transgress (1994), hooks mengajukan 

kritik tajam terhadap sistem pendidikan tradisional yang sering 

kali mendukung struktur hierarkis dan menekan suara-suara 

yang terpinggirkan, termasuk perempuan dan kelompok 

minoritas. Ia menekankan pentingnya pendidikan dialogis, di 

mana pendidik dan peserta didik terlibat dalam interaksi yang 

setara, saling mendengarkan, dan menghormati pengalaman satu 

sama lain. Bagi hooks, pendidikan bukan sekadar transfer 

pengetahuan dari pendidik ke peserta didik, melainkan proses 

transformasi kesadaran yang melibatkan dialog dan partisipasi 

aktif dari semua pihak (hooks, 1994). 
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Hooks juga berpendapat bahwa pendidikan yang inklusif 

harus memberikan tempat yang layak bagi pengalaman hidup 

perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya. Dalam banyak 

kasus, kurikulum pendidikan tradisional cenderung 

merefleksikan perspektif laki-laki kulit putih yang dominan, 

sementara pengalaman perempuan, orang kulit berwarna, dan 

kelompok marginal lainnya dikesampingkan. Hal ini 

menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam representasi di 

mana banyak peserta didik tidak dapat melihat diri mereka atau 

pengalaman mereka tercermin dalam bahan ajar atau dalam 

pendekatan pengajaran. Hooks mengajak pendidik untuk secara 

aktif memasukkan perspektif yang lebih luas dan beragam ke 

dalam kurikulum, sehingga pendidikan menjadi sarana untuk 

membangun kesadaran sosial dan mengatasi penindasan yang 

bersifat struktural. 

Feminisme dalam filsafat pendidikan juga mencakup kritik 

terhadap struktur kekuasaan yang tidak adil dalam institusi 

pendidikan itu sendiri. Iris Marion Young, seorang filsuf feminis 

politik, mengkritik pendidikan yang sering kali memperkuat 

dominasi melalui praktik-praktik eksklusif yang membatasi akses 

kelompok-kelompok tertentu terhadap pendidikan berkualitas. 

Dalam karyanya Justice and the Politics of Difference (1990), Young 

menyatakan bahwa struktur pendidikan sering kali 

mencerminkan pembagian sosial yang mendalam, di mana 

individu yang berada di posisi dominan (baik berdasarkan 

gender, ras, atau kelas) memiliki akses yang lebih baik ke sumber 

daya pendidikan, sementara kelompok minoritas 

dikesampingkan atau direduksi menjadi sekadar objek kebijakan. 
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Young mendorong adanya reformasi pendidikan yang tidak 

hanya memperluas akses ke pendidikan bagi semua individu, 

tetapi juga memastikan bahwa suara dan pengalaman kelompok 

minoritas diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan 

pendidikan (Young, 1990). 

Feminisme dalam pendidikan juga berfokus pada cara-cara 

di mana gender dan kekuasaan terlibat dalam konstruksi 

identitas peserta didik. Pendidikan tradisional sering kali 

memperkuat stereotip gender, di mana perempuan diasosiasikan 

dengan peran-peran domestik dan keibuan, sementara laki-laki 

didorong untuk mengejar peran kepemimpinan dan karier yang 

lebih prestisius. Feminisme menolak pandangan ini dan 

menyerukan pendidikan yang mendekonstruksi stereotip 

tersebut, menciptakan ruang di mana peserta didik dapat 

mengeksplorasi identitas mereka tanpa harus tunduk pada 

norma-norma gender yang kaku. Hal ini penting karena 

pendidikan yang mendukung stereotip gender secara tidak 

langsung memperkuat struktur patriarki yang telah 

menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dalam 

masyarakat. 

Feminisme juga memperkenalkan konsep 

interseksionalitas dalam pendidikan, yang menekankan bahwa 

ketidakadilan gender tidak dapat dipahami tanpa 

memperhitungkan dimensi lain dari identitas sosial, seperti ras, 

kelas, dan orientasi seksual. Kimberlé Crenshaw, seorang tokoh 

utama dalam teori interseksionalitas, berpendapat bahwa 

perempuan kulit berwarna, misalnya, sering mengalami bentuk 

penindasan yang berbeda dari perempuan kulit putih karena 
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mereka menghadapi diskriminasi ganda—baik karena ras 

maupun gender mereka (Crenshaw, 1989). Dalam konteks 

pendidikan, pendekatan interseksional ini penting untuk 

memastikan bahwa kebijakan dan praktik pendidikan tidak 

hanya sensitif terhadap ketidaksetaraan gender, tetapi juga 

memperhitungkan bagaimana berbagai dimensi identitas sosial 

saling berkaitan dan mempengaruhi pengalaman peserta didik. 

Penerapan prinsip-prinsip feminis dalam pendidikan juga 

mengharuskan adanya pendekatan pedagogi yang lebih 

demokratis dan partisipatif, di mana pendidik tidak dianggap 

sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai 

fasilitator yang membantu peserta didik mengembangkan 

kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan mandiri. Dalam 

pedagogi feminis, dialog dan refleksi kritis menjadi bagian 

penting dari proses belajar-mengajar, di mana peserta didik 

didorong untuk mempertanyakan asumsi-asumsi sosial yang ada 

dan mengembangkan pemahaman yang lebih kritis tentang 

dunia di sekitar mereka. Sara Ahmed, seorang pemikir feminis 

kontemporer, berpendapat bahwa pendidikan yang demokratis 

harus memungkinkan peserta didik untuk merasa bahwa mereka 

memiliki hak atas pengetahuan dan bahwa mereka dapat 

berbicara serta didengarkan di ruang kelas (Ahmed, 2012). 

Pendidikan semacam ini tidak hanya mendorong keterlibatan 

intelektual, tetapi juga menciptakan ruang di mana peserta didik 

dari latar belakang yang berbeda dapat berbagi pengalaman dan 

perspektif mereka. 

Secara keseluruhan, feminisme dalam filsafat pendidikan 

menuntut adanya transformasi struktural dalam institusi 
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pendidikan agar lebih inklusif, demokratis, dan adil. Feminisme 

tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah ketidaksetaraan 

gender di ruang kelas, tetapi juga memperluas perdebatan 

tentang bagaimana kekuasaan dan pengetahuan didistribusikan 

dalam masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan yang 

berlandaskan prinsip-prinsip feminis harus mendukung 

terciptanya ruang yang lebih inklusif di mana semua peserta 

didik, tanpa memandang gender, ras, kelas, atau identitas sosial 

lainnya, dapat berkembang secara intelektual dan sosial. Dengan 

mendekonstruksi struktur patriarki yang ada, feminisme dalam 

filsafat pendidikan berfungsi untuk membangun sistem 

pendidikan yang lebih egaliter dan memberikan kesempatan 

yang setara bagi semua individu untuk mencapai potensi penuh 

mereka. 

Dengan demikian, filsafat pendidikan modern mencakup 

berbagai aliran dan pendekatan yang menjawab tantangan-

tantangan kontemporer. Filsafat analitik memberikan fokus pada 

klarifikasi konsep-konsep pendidikan dan bahasa, sementara 

filsafat kontinental lebih kritis terhadap struktur sosial dan 

kekuasaan. Logika dan berpikir kritis berperan penting dalam 

membentuk kemampuan peserta didik untuk berpikir mandiri, 

sedangkan etika dan pendidikan moral berfokus pada 

pembentukan karakter yang bertanggung jawab. Filosofi sosial 

dan politik menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat 

untuk mencapai keadilan sosial, sementara epistemologi dan 

feminisme terus mengevaluasi dan memperluas kerangka 

pendidikan agar lebih inklusif dan partisipatif. 
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C. Sumber Pengetahuan dalam Kerangka Filsafat 

Pendidikan 

Dalam filsafat pendidikan, pembahasan mengenai sumber 

pengetahuan adalah salah satu topik mendasar yang 

berhubungan erat dengan epistemologi, atau teori pengetahuan. 

Sumber-sumber pengetahuan ini merujuk pada cara-cara 

bagaimana manusia memperoleh dan membangun pengetahuan, 

yang kemudian memengaruhi metode pendidikan, kurikulum, 

dan proses pembelajaran. Lima sumber utama pengetahuan yang 

sering dibahas dalam filsafat pendidikan adalah intuisi, otoritas, 

penalaran rasional, empirisisme, dan aktivitas. Masing-masing 

sumber ini memberikan kerangka teoretis yang berbeda dalam 

memahami bagaimana pengetahuan dibangun dan dipraktikkan 

dalam dunia pendidikan. 

1. Intuisi sebagai Sumber Pengetahuan dalam Pendidikan 

Intuisi merupakan salah satu sumber pengetahuan yang 

penting namun kontroversial dalam konteks filsafat pendidikan. 

Pengetahuan intuitif mengacu pada pemahaman atau wawasan 

yang datang secara langsung, tanpa melalui proses penalaran 

yang panjang atau observasi empiris yang sistematis. Sumber 

pengetahuan ini sering kali muncul sebagai bentuk kesadaran 

instan yang memungkinkan seseorang menangkap makna atau 

esensi dari suatu situasi atau konsep secara mendalam dan cepat. 

Intuisi sering kali dihubungkan dengan pengalaman subjektif dan 

tidak disadari, namun dapat memiliki dampak signifikan dalam 

pengambilan keputusan dan proses belajar-mengajar. 
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Henri Bergson, seorang filsuf Prancis, memberikan 

sumbangan penting dalam memahami intuisi sebagai sumber 

pengetahuan. Bergson berpendapat bahwa intuisi 

memungkinkan kita untuk menangkap esensi dari fenomena 

secara langsung, tanpa perlu bergantung pada proses analitis atau 

logis yang rumit. Menurut Bergson, intuisi berbeda dengan 

pengetahuan ilmiah karena ia memberikan wawasan yang lebih 

mendalam tentang realitas, terutama dalam hal-hal yang bersifat 

kompleks dan abstrak, seperti kesadaran dan pengalaman 

manusia (Bergson, 1946). Dalam pendidikan, intuisi sering 

diidentifikasi sebagai bentuk pemahaman mendalam yang 

memungkinkan peserta didik atau pendidik untuk menangkap 

makna dari berbagai informasi secara langsung, tanpa harus 

melalui analisis langkah demi langkah. 

Dalam konteks pendidikan, intuisi bisa muncul dalam 

situasi di mana peserta didik atau pendidik tiba-tiba 

mendapatkan wawasan kreatif atau pemahaman cepat tentang 

suatu konsep atau masalah. Misalnya, seorang guru yang 

berpengalaman sering kali menggunakan intuisi untuk 

memahami kebutuhan peserta didik, memprediksi reaksi 

mereka, atau mengambil keputusan pengajaran secara cepat 

tanpa perlu melakukan analisis formal yang panjang. Dalam hal 

ini, intuisi memungkinkan pendidik untuk bertindak dengan 

efisiensi tinggi dan memberikan respon yang tepat sesuai dengan 

situasi pembelajaran yang dihadapi. Intuisi juga dapat dilihat 

dalam proses pemecahan masalah yang kompleks, di mana 

peserta didik tiba-tiba menemukan solusi setelah periode 

eksplorasi atau refleksi yang tidak disadari. 
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Namun, intuisi sebagai sumber pengetahuan sering dikritik 

karena bersifat subjektif dan sulit diverifikasi. Salah satu kritik 

utama terhadap intuisi adalah bahwa ia tidak memiliki dasar 

yang jelas dan cenderung sulit dibuktikan secara objektif. Intuisi 

sering kali bergantung pada pengalaman pribadi, dan oleh karena 

itu, dapat berbeda antara satu individu dengan individu lain. 

Dalam konteks pendidikan, ketergantungan yang berlebihan 

pada intuisi dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang 

tidak konsisten atau kurang dapat dipertanggungjawabkan. 

Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman, menekankan bahwa 

intuisi harus disertai dengan rasionalitas dan pengalaman 

empiris agar pengetahuan yang dihasilkan lebih dapat 

diandalkan dan terverifikasi (Kant, 1998). Menurut Kant, 

meskipun intuisi penting dalam memberikan wawasan awal, ia 

harus diimbangi dengan proses berpikir logis dan pembuktian 

empiris untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh 

benar-benar valid. 

Dalam pendidikan modern, meskipun intuisi tetap dihargai 

sebagai sumber wawasan dan inspirasi, pengetahuan intuitif 

umumnya dianggap perlu diintegrasikan dengan metode lain 

yang lebih sistematis dan objektif. Jean Piaget, dengan teori 

konstruktivismenya, menunjukkan bahwa intuisi sering kali 

merupakan tahap awal dari pembentukan pengetahuan yang 

lebih kompleks. Piaget berpendapat bahwa peserta didik 

membangun pengetahuan melalui interaksi aktif dengan 

lingkungan, di mana intuisi bisa menjadi langkah awal dalam 

proses pembelajaran, tetapi pengetahuan tersebut harus diuji dan 

dikembangkan melalui pengalaman lebih lanjut dan refleksi yang 
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sistematis (Piaget, 1952). Dalam hal ini, intuisi bisa dianggap 

sebagai titik awal yang memungkinkan peserta didik atau 

pendidik untuk mendapatkan wawasan cepat, namun harus 

diperkuat dengan pendekatan empiris dan logis agar menjadi 

pengetahuan yang lebih mapan. 

Selain itu, intuisi dalam pendidikan juga memiliki 

hubungan erat dengan pemikiran kreatif. Howard Gardner, 

dengan teori multiple intelligences-nya, menunjukkan bahwa 

intuisi dapat menjadi manifestasi dari kecerdasan interpersonal 

atau kecerdasan intrapersonal, di mana peserta didik atau 

pendidik dapat merasakan atau menangkap situasi sosial atau 

emosional dengan cepat. Intuisi ini sering kali membantu dalam 

memahami dinamika kelas atau suasana hati peserta didik, 

sehingga memungkinkan pendidik untuk memberikan respon 

yang tepat. Dalam konteks ini, intuisi dipandang sebagai 

kemampuan yang sangat berharga dalam mendukung kepekaan 

sosial dan pemahaman emosional yang mendalam (Gardner, 

1983). 

Namun, penting untuk dicatat bahwa intuisi sebagai 

sumber pengetahuan tidak selalu akurat atau dapat diandalkan 

sepenuhnya. Penelitian menunjukkan bahwa intuisi sering kali 

dibentuk oleh bias kognitif atau stereotip sosial yang dapat 

memengaruhi bagaimana seseorang menginterpretasikan situasi 

tertentu. Oleh karena itu, dalam pendidikan, intuisi harus 

diperlakukan dengan hati-hati dan selalu disandingkan dengan 

evaluasi kritis dan refleksi mendalam. Pendekatan yang 

seimbang antara intuisi, rasionalitas, dan empirisme dapat 

menciptakan lingkungan pendidikan yang kaya secara 
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intelektual dan mampu menghasilkan pengetahuan yang valid 

dan bermanfaat. 

Dalam rangka menciptakan pendidikan yang holistik, 

pendidik dan peserta didik harus menghargai intuisi sebagai 

salah satu sumber pengetahuan yang penting, tetapi juga harus 

mengintegrasikannya dengan pendekatan-pendekatan lain. 

Intuisi dapat memberikan wawasan mendalam yang tidak selalu 

mudah diperoleh melalui analisis logis atau observasi empiris, 

namun untuk memastikan keabsahan pengetahuan tersebut, 

intuisi perlu diuji melalui refleksi kritis dan pembuktian empiris. 

Dengan demikian, intuisi bukanlah pengganti untuk penalaran 

dan pengalaman, tetapi bagian dari proses pembelajaran yang 

lebih besar dan dinamis. 

2. Otoritas sebagai Sumber Pengetahuan dalam Pendidikan 

Otoritas sebagai sumber pengetahuan mengacu pada 

penerimaan informasi atau pengetahuan berdasarkan 

kepercayaan terhadap otoritas yang dianggap memiliki legitimasi 

atau keahlian di bidang tertentu. Dalam dunia pendidikan, 

otoritas ini bisa datang dari berbagai sumber, termasuk guru, 

buku teks, institusi pendidikan, dan tokoh-tokoh berpengaruh. 

Otoritas dalam pendidikan sering kali digunakan sebagai dasar 

bagi kurikulum dan bahan ajar, di mana peserta didik 

mempercayai bahwa pengetahuan yang disampaikan melalui 

sumber otoritatif ini memiliki akurasi dan validitas yang tinggi. 

Sistem pendidikan yang mengandalkan otoritas sebagai sumber 

pengetahuan memainkan peran penting dalam mentransmisikan 

pengetahuan yang dianggap sahih dan diakui oleh masyarakat 

luas. 
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Aristoteles (2009) menyoroti pentingnya otoritas dalam 

proses pendidikan, terutama pada tahap-tahap awal 

perkembangan peserta didik. Menurut Aristoteles, pada usia 

dini, peserta didik belum memiliki kapasitas intelektual yang 

cukup untuk secara mandiri membangun pengetahuan yang 

akurat tentang dunia di sekitar mereka. Oleh karena itu, mereka 

membutuhkan bimbingan dari pendidik yang lebih 

berpengetahuan dan berotoritas untuk memahami dunia dan 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Aristoteles 

berpendapat bahwa otoritas pendidik dalam hal ini sangat 

penting karena memungkinkan peserta didik untuk menerima 

pengetahuan yang sudah terbukti sebelum mereka dapat menguji 

atau menganalisisnya sendiri. 

Dalam pendidikan tradisional, konsep otoritas ini 

tercermin dalam penggunaan buku teks standar, kurikulum 

nasional, serta peran guru sebagai figur otoritas di ruang kelas. 

Buku teks dan bahan ajar yang disusun oleh pakar sering kali 

dianggap sebagai sumber pengetahuan yang otoritatif, yang 

isinya tidak perlu diragukan lagi oleh peserta didik. Di sini, 

peserta didik diharapkan untuk mempercayai informasi yang 

disampaikan oleh guru atau sumber otoritatif tanpa terlalu 

banyak mempertanyakan keabsahannya. Otoritas dalam 

pendidikan bertujuan untuk mengurangi kebingungan dalam 

proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat mengakses 

pengetahuan yang terstruktur dengan baik dan dianggap benar 

oleh komunitas akademis atau institusi. 

Namun, filsuf seperti John Stuart Mill mengingatkan 

bahwa menerima pengetahuan semata-mata berdasarkan 
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otoritas bisa menjadi bermasalah jika tidak disertai dengan sikap 

kritis. Dalam karyanya On Liberty, Mill memperingatkan bahaya 

dari sikap dogmatis yang hanya menerima pengetahuan dari 

otoritas tanpa melakukan evaluasi kritis terhadap validitas 

informasi tersebut (Mill, 1859). Mill berargumen bahwa 

pengetahuan yang diterima hanya berdasarkan otoritas tanpa 

pengujian mandiri dapat membatasi kebebasan berpikir dan 

menghambat inovasi intelektual. Ia menekankan bahwa 

meskipun otoritas penting, peserta didik harus diberi kesempatan 

untuk menggugat dan menguji pengetahuan yang diterima, 

sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis dan membangun pemahaman yang lebih dalam dan 

mandiri. 

Dalam konteks pendidikan modern, otoritas masih 

memainkan peran penting, namun dengan pergeseran paradigma 

yang lebih kritikal dan partisipatif. Peserta didik didorong untuk 

tidak hanya menerima informasi secara pasif dari sumber-sumber 

otoritatif, tetapi juga untuk mempertanyakan, menganalisis, dan 

menguji pengetahuan tersebut. Pendidikan abad ke-21, terutama 

dengan hadirnya akses luas terhadap informasi melalui teknologi 

digital, menuntut agar otoritas dilihat sebagai landasan awal bagi 

peserta didik untuk kemudian melakukan eksplorasi lebih lanjut. 

Guru, sebagai figur otoritas, lebih sering berperan sebagai 

fasilitator yang membantu peserta didik menemukan 

pengetahuan sendiri, bukan sebagai satu-satunya sumber 

kebenaran. 

Paulo Freire, dalam karyanya Pedagogy of the Oppressed, juga 

mengkritik otoritas yang diterapkan secara kaku dan hierarkis 
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dalam pendidikan. Freire menyebut model ini sebagai "banking 

concept of education", di mana guru dianggap sebagai sumber 

pengetahuan tunggal yang "menabung" informasi di benak 

peserta didik yang pasif (Freire, 2000). Menurut Freire, model 

pendidikan ini membatasi potensi kritis peserta didik karena 

mereka hanya menjadi penerima pasif pengetahuan yang 

dianggap benar oleh otoritas. Freire berpendapat bahwa 

pendidikan harus dialogis dan partisipatif, di mana peserta didik 

diberi ruang untuk berinteraksi, mempertanyakan, dan 

membangun pengetahuan secara kolaboratif dengan pendidik. 

Dalam pendidikan kritis ini, otoritas tidak dihilangkan, tetapi 

didefinisikan ulang sebagai kemitraan antara pendidik dan 

peserta didik dalam proses pencarian kebenaran. 

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi telah mengubah cara peserta didik mengakses 

pengetahuan, dengan otoritas tradisional, seperti buku teks dan 

guru, tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan yang 

dominan. Internet memungkinkan akses ke berbagai sumber 

informasi dari seluruh dunia, dan hal ini menantang konsep 

otoritas dalam pendidikan. Michel Foucault, dalam teorinya 

tentang kekuasaan dan pengetahuan, menunjukkan bahwa 

pengetahuan selalu terkait dengan kekuasaan dan otoritas 

(Foucault, 1977). Dalam konteks pendidikan, Foucault 

berpendapat bahwa otoritas sering kali digunakan untuk 

mengendalikan akses terhadap pengetahuan dan menentukan 

apa yang dianggap sebagai kebenaran. Oleh karena itu, 

pendidikan harus kritis terhadap struktur otoritas yang ada dan 

berupaya untuk mendemokratisasi akses terhadap pengetahuan, 
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sehingga peserta didik dapat mengembangkan kesadaran kritis 

dan tidak hanya menerima pengetahuan berdasarkan otoritas 

yang mapan. 

Pada saat yang sama, penting untuk diakui bahwa otoritas 

tetap memainkan peran konstruktif dalam pendidikan. Di bidang 

seperti ilmu pengetahuan, teknologi, atau hukum, di mana 

pengetahuan sering kali sangat teknis dan membutuhkan 

keahlian khusus, otoritas ahli masih menjadi panduan penting 

bagi peserta didik. Otoritas memungkinkan peserta didik untuk 

mendapatkan pengetahuan yang teruji dan diakui secara luas, 

yang dapat menjadi dasar bagi eksplorasi lebih lanjut. Namun, 

dalam pendidikan yang ideal, otoritas harus selalu diimbangi 

dengan pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran 

etis, sehingga peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan 

yang sudah ada, tetapi juga mampu menguji, mengkritik, dan 

memperbaharui pengetahuan tersebut. 

Dengan demikian, otoritas sebagai sumber pengetahuan 

dalam pendidikan memiliki dimensi ganda: di satu sisi, ia 

memberikan stabilitas dan struktur dalam proses pembelajaran, 

terutama pada tahap-tahap awal perkembangan intelektual 

peserta didik. Namun, di sisi lain, otoritas juga harus 

diperlakukan dengan kritik dan refleksi, di mana peserta didik 

tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi juga subjek aktif yang 

mampu menilai, mempertanyakan, dan memperdalam 

pengetahuan yang mereka peroleh dari sumber-sumber otoritatif. 

3. Penalaran Rasional sebagai Sumber Pengetahuan dalam 

Pendidikan 

Penalaran rasional adalah salah satu pilar utama dalam 

filsafat pendidikan, terutama dalam tradisi rasionalisme. 
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Rasionalisme menyatakan bahwa pengetahuan dapat diperoleh 

melalui penalaran logis, tanpa harus melalui pengalaman empiris 

langsung. Tokoh-tokoh besar dalam tradisi ini, seperti René 

Descartes, menekankan bahwa akal adalah alat utama untuk 

mencapai pengetahuan yang benar. Dalam pandangan 

Descartes, pengetahuan dapat dibangun melalui deduksi logis, 

yang berarti bahwa kesimpulan dapat ditarik secara rasional dari 

premis-premis yang sudah ada, tanpa perlu mengandalkan 

observasi empiris secara langsung (Descartes, 1641). Pendekatan 

ini sangat berpengaruh dalam pendidikan, di mana rasionalisme 

mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dan 

analitis. 

Descartes memulai filsafat rasionalnya dengan prinsip 

"cogito, ergo sum" ("Aku berpikir, maka aku ada"), yang 

menggambarkan pentingnya refleksi diri dan rasionalitas sebagai 

dasar dari pengetahuan yang pasti. Baginya, pengetahuan sejati 

harus didasarkan pada ide-ide yang jelas dan terpilah, yang dapat 

dipahami oleh akal secara logis, tanpa campur tangan dari 

pengalaman yang bisa saja bersifat menipu atau subjektif. Dalam 

pendidikan, pemikiran Descartes ini memberikan dasar untuk 

pendekatan yang mengutamakan pembentukan kemampuan 

berpikir logis dan kritis melalui pemahaman mendalam terhadap 

ide-ide dan prinsip-prinsip dasar. 

Penalaran deduktif, yang merupakan inti dari rasionalisme, 

memungkinkan peserta didik untuk menarik kesimpulan logis 

berdasarkan prinsip-prinsip umum yang sudah mereka ketahui. 

Dalam matematika dan sains, metode ini sangat berpengaruh, di 

mana hukum-hukum dan teori-teori dapat dibuktikan secara 
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logis dari serangkaian aksioma atau premis. Misalnya, dalam 

geometri, peserta didik belajar menarik kesimpulan logis dari 

aksioma-aksioma dasar tentang ruang dan bentuk. Penalaran ini 

tidak memerlukan pengalaman empiris secara langsung, tetapi 

lebih pada proses deduktif yang diatur oleh aturan-aturan logika. 

Dalam konteks pendidikan, rasionalisme menekankan 

bahwa peserta didik harus dilatih untuk menyusun argumen yang 

logis dan memecahkan masalah melalui analisis logis. John 

Dewey, meskipun sering dikaitkan dengan pragmatisme, juga 

menekankan pentingnya rasionalitas dalam pendidikan. Dalam 

karyanya How We Think (1910), Dewey berpendapat bahwa 

pendidikan harus membangun keterampilan berpikir reflektif, di 

mana peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif, 

tetapi juga mengembangkan kemampuan untuk mengevaluasi, 

menganalisis, dan menalar secara kritis terhadap informasi yang 

mereka terima. Ini berarti peserta didik harus mampu menguji 

konsistensi logis dari klaim-klaim yang mereka hadapi, dan tidak 

hanya menerima fakta-fakta secara apa adanya. 

Dalam pendidikan modern, metode rasionalisme 

memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pembelajaran di 

bidang-bidang seperti matematika, logika, dan ilmu pengetahuan 

alam. Di sini, penekanan diberikan pada struktur formal dari 

argumen dan bukti. Misalnya, dalam pembelajaran matematika, 

peserta didik diajarkan untuk mengikuti langkah-langkah logis 

dalam pemecahan masalah, di mana kesimpulan dicapai melalui 

proses deduktif dari premis-premis yang sudah diketahui. 

Kepastian matematis, seperti yang ditemukan dalam teori-teori 

geometri dan aljabar, memberikan contoh konkret bagaimana 
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penalaran rasional dapat menghasilkan kebenaran yang tidak 

perlu diuji melalui pengalaman empiris. 

Namun, pendekatan rasionalis ini juga mengandung 

tantangan dan kritik. Immanuel Kant, seorang filsuf yang juga 

menerima aspek rasionalisme, menekankan bahwa rasionalisme 

saja tidak cukup untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap 

tentang dunia. Dalam Critique of Pure Reason (Kant, 1998), ia 

menunjukkan bahwa akal tanpa pengalaman empiris dapat 

tersesat dalam spekulasi yang tidak berdasarkan realitas. Kant 

menggabungkan rasionalisme dengan empirisme dalam apa yang 

ia sebut sebagai sintesis transendental, di mana akal (rasio) dan 

pengalaman (empiris) harus bekerja bersama-sama untuk 

menghasilkan pengetahuan yang sahih. 

Dalam konteks pendidikan, pandangan Kant ini 

mengingatkan kita bahwa rasionalitas dan empirisme harus 

berjalan seiring. Meskipun penting untuk mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis dan logis, peserta didik juga harus 

berinteraksi dengan dunia nyata melalui pengamatan dan 

eksperimen untuk memperkuat pengetahuan mereka. Sebagai 

contoh, dalam sains, sementara teori-teori ilmiah sering kali 

dimulai dengan premis-premis rasional, mereka harus diuji 

melalui eksperimen dan observasi empiris untuk memastikan 

validitasnya. 

Meskipun demikian, dalam pendidikan berbasis 

rasionalisme, ada fokus yang kuat pada struktur logis dari 

pengetahuan. Peserta didik diajarkan untuk memeriksa apakah 

klaim-klaim yang mereka temui konsisten secara logis dan 

apakah argumen-argumen yang mereka susun berdasar pada 
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prinsip-prinsip penalaran yang valid. Misalnya, dalam debat atau 

diskusi akademik, peserta didik harus mampu mengidentifikasi 

kekeliruan logis (logical fallacies) yang mungkin digunakan oleh 

lawan bicara dan menyusun argumen yang valid secara logis 

untuk mendukung pandangan mereka. 

Rasionalisme juga memiliki peran penting dalam 

pembentukan etika pendidikan. Rasionalisme berargumen 

bahwa nilai-nilai moral harus didasarkan pada prinsip-prinsip 

rasional, yang dapat diterapkan secara universal dan independen 

dari pengalaman subjektif. Immanuel Kant menekankan 

pentingnya kewajiban moral dan prinsip-prinsip etika yang 

bersifat universal, yang harus dipatuhi oleh individu terlepas dari 

situasi atau pengalaman pribadi mereka. Dalam pendidikan, 

pendekatan ini diterjemahkan sebagai penekanan pada 

pengajaran etika yang berbasis pada prinsip-prinsip moral 

rasional, di mana peserta didik diajarkan untuk memahami dan 

menginternalisasi aturan-aturan moral yang dapat diterapkan 

secara universal. 

Pada saat yang sama, rasionalisme dalam pendidikan tidak 

hanya terbatas pada bidang logika dan matematika. Di bidang-

bidang seperti filsafat, hukum, dan etika, pendekatan rasionalis 

sangat penting dalam menyusun argumen-argumen yang 

koheren dan mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. 

Pendidikan berbasis rasionalisme mendorong peserta didik untuk 

mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasari pengetahuan 

mereka, mengevaluasi bukti secara kritis, dan mengembangkan 

kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang rumit melalui 

analisis logis. 
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Namun, pendidikan berbasis rasionalisme juga harus 

memperhitungkan keterbatasan penalaran rasional. David 

Hume, seorang filsuf empiris, menekankan bahwa banyak aspek 

kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan emosi dan 

moralitas, tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui 

rasionalitas. Hume berargumen bahwa penalaran rasional sering 

kali terbatas pada aspek-aspek logis dan tidak mampu 

menangkap kompleksitas dari pengalaman manusia yang lebih 

kaya. Dalam konteks pendidikan, ini berarti bahwa meskipun 

penalaran rasional penting, pendekatan ini harus diimbangi 

dengan pendekatan yang lebih humanis, yang mengakui peran 

emosi, intuisi, dan pengalaman dalam pembentukan 

pengetahuan. 

Secara keseluruhan, penalaran rasional sebagai sumber 

pengetahuan dalam pendidikan memberikan dasar yang kuat 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. 

Dalam pendekatan ini, peserta didik diajarkan untuk 

menggunakan logika dan deduksi untuk memahami konsep-

konsep, menyusun argumen, dan memecahkan masalah. 

Meskipun demikian, rasionalisme tidak boleh berdiri sendiri, 

tetapi harus diintegrasikan dengan pendekatan empiris dan 

pendekatan humanis agar peserta didik dapat memperoleh 

pengetahuan yang lebih lengkap dan holistik. Pendidikan yang 

berbasis pada rasionalisme mempersiapkan peserta didik untuk 

berpikir mandiri, mengevaluasi klaim secara kritis, dan 

menyusun argumen yang logis dan valid, yang merupakan 

keterampilan penting di dunia modern yang kompleks dan penuh 

tantangan. 
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4. Empirisme sebagai Sumber Pengetahuan dalam 

Pendidikan 

Empirisme merupakan salah satu aliran utama dalam 

filsafat yang menegaskan bahwa pengetahuan manusia diperoleh 

terutama melalui pengalaman indrawi dan observasi langsung. 

Tokoh-tokoh seperti John Locke dan David Hume memainkan 

peran kunci dalam mengembangkan teori empirisme, yang 

kemudian mempengaruhi berbagai bidang, termasuk 

pendidikan. Dalam pendekatan empiris, pengetahuan dianggap 

berasal dari interaksi aktif individu dengan dunia nyata, di mana 

pengalaman langsung memberikan dasar bagi pemahaman 

tentang alam semesta dan fenomena sosial. 

John Locke, dalam karyanya An Essay Concerning Human 

Understanding (1690), berpendapat bahwa pikiran manusia pada 

awalnya adalah tabula rasa, atau halaman kosong, yang 

kemudian diisi oleh pengalaman-pengalaman yang didapat 

sepanjang hidup. Locke menekankan bahwa semua gagasan dan 

pengetahuan yang kita miliki berasal dari pengalaman kita 

terhadap dunia, baik melalui indra maupun refleksi internal. 

Dalam konteks pendidikan, pandangan Locke ini menunjukkan 

pentingnya pengalaman langsung dan eksplorasi aktif dalam 

proses pembelajaran, di mana peserta didik tidak hanya 

menerima pengetahuan secara pasif, tetapi harus aktif 

berinteraksi dengan lingkungan mereka untuk memperoleh 

pemahaman yang mendalam. 

David Hume, seorang filsuf empiris lainnya, 

menambahkan bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui 
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pengalaman juga bersifat induktif, di mana peserta didik 

mengamati pola-pola dalam dunia nyata dan menarik 

kesimpulan dari pengalaman-pengalaman tersebut (Hume, 

1739). Dalam pendidikan, pendekatan induktif ini sangat 

berpengaruh, terutama dalam pembelajaran berbasis eksperimen 

di bidang sains dan ilmu sosial, di mana peserta didik diajak 

untuk melakukan observasi, eksperimen, dan menarik 

kesimpulan berdasarkan bukti empiris yang mereka kumpulkan. 

Dalam pendidikan yang berlandaskan empirisme, 

pembelajaran dipandang sebagai proses aktif yang menempatkan 

peserta didik sebagai pusat dari kegiatan belajar. Alih-alih hanya 

mendengarkan ceramah atau membaca buku teks, peserta didik 

terlibat dalam eksplorasi langsung terhadap dunia fisik melalui 

eksperimen, observasi, dan pengalaman nyata. Misalnya, dalam 

mata pelajaran sains, peserta didik mungkin melakukan 

eksperimen laboratorium untuk memahami prinsip-prinsip kimia 

atau fisika, sementara dalam ilmu sosial, mereka mungkin 

melakukan wawancara atau survei untuk memahami fenomena 

sosial. 

Pendekatan empiris dalam pendidikan juga sering kali 

dikaitkan dengan teori belajar aktif, yang menekankan 

pentingnya pengalaman langsung dalam membangun 

pemahaman. Inquiry-based learning dan problem-based learning 

adalah dua metode yang banyak digunakan dalam pendidikan 

modern yang didasarkan pada prinsip-prinsip empiris. Dalam 

inquiry-based learning, peserta didik diajak untuk mengajukan 

pertanyaan, melakukan investigasi, dan menemukan jawaban 

melalui eksperimen dan eksplorasi. Sementara dalam problem-
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based learning, peserta didik dihadapkan pada masalah nyata 

yang memerlukan solusi, dan mereka harus mengembangkan 

pengetahuan mereka melalui proses investigasi aktif. 

Selain Locke dan Hume, Lev Vygotsky juga menekankan 

pentingnya pengalaman dalam pembentukan pengetahuan, 

meskipun Vygotsky lebih menekankan pada interaksi sosial 

sebagai faktor kunci dalam pengembangan kognitif. Teori zone 

of proximal development (ZPD) dari Vygotsky menunjukkan 

bahwa peserta didik dapat belajar lebih efektif melalui interaksi 

dengan pendidik yang lebih berpengetahuan atau rekan sebaya 

yang lebih mahir. Meskipun pendekatan Vygotsky lebih fokus 

pada konteks sosial daripada empirisme murni, ia tetap 

menggarisbawahi bahwa pengetahuan terbentuk melalui 

pengalaman aktif dan kolaborasi dengan orang lain (Vygotsky, 

1978). Dengan demikian, pendidikan yang berlandaskan 

empirisme sering kali melibatkan konteks sosial yang 

mendukung pembelajaran berbasis pengalaman, di mana 

interaksi dengan orang lain membantu peserta didik membangun 

pengetahuan yang lebih kaya dan bermakna. 

Pendekatan empiris juga memberikan kontribusi penting 

dalam pembelajaran sains. Francis Bacon, salah satu pelopor 

empirisme, mengajukan bahwa sains harus didasarkan pada 

observasi sistematis dan eksperimen, dan bukannya spekulasi 

atau teori abstrak tanpa dasar bukti. Bacon memperkenalkan 

metode ilmiah yang mengutamakan pengujian hipotesis melalui 

eksperimen, yang kini menjadi inti dari pengajaran sains modern. 

Dalam pendidikan sains, peserta didik diajarkan untuk 

mengembangkan hipotesis, melakukan eksperimen untuk 
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menguji hipotesis tersebut, dan kemudian menarik kesimpulan 

berdasarkan data yang dikumpulkan. Proses ini memungkinkan 

peserta didik untuk belajar secara aktif melalui pengalaman 

langsung dan memahami bagaimana pengetahuan ilmiah 

berkembang berdasarkan bukti empiris. 

Empirisme juga memiliki pengaruh penting dalam 

pendidikan moral dan sosial. John Dewey, seorang filsuf 

pendidikan yang menggabungkan empirisme dengan 

pragmatisme, berpendapat bahwa pendidikan harus 

berlandaskan pengalaman langsung dan partisipasi sosial. 

Dewey mengkritik pendidikan tradisional yang terlalu berfokus 

pada hafalan dan teori, dan menganjurkan pendidikan berbasis 

pengalaman (experiential learning) yang memungkinkan peserta 

didik untuk belajar melalui tindakan nyata dan interaksi dengan 

dunia sosial mereka (Dewey, 1938). Menurut Dewey, 

pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari pengalaman, dan 

pendidikan yang baik harus memungkinkan peserta didik untuk 

belajar melalui kegiatan praktis yang relevan dengan kehidupan 

sehari-hari. 

Meskipun empirisme memiliki banyak kelebihan, 

pendekatan ini juga mendapat kritik. Salah satu kritik utama 

adalah bahwa empirisme terkadang terlalu membatasi pada 

pengalaman indrawi dan observasi langsung, yang dapat 

mengabaikan aspek-aspek penting lainnya dalam pembentukan 

pengetahuan, seperti intuisi atau pemikiran teoretis yang tidak 

selalu dapat diobservasi secara langsung. Immanuel Kant, 

seorang filsuf Jerman, mengkritik empirisme dengan 

menunjukkan bahwa meskipun pengalaman penting, 
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pengetahuan manusia juga memerlukan struktur apriori dari akal 

budi untuk memahami dunia. Menurut Kant, pengalaman 

empiris saja tidak cukup untuk menghasilkan pengetahuan yang 

mendalam tanpa adanya kerangka rasional yang mengatur cara 

kita memahami informasi yang diperoleh melalui indra (Kant, 

1998). 

Selain itu, dalam pendidikan, beberapa aspek 

pembelajaran, seperti pengembangan konsep abstrak atau etika, 

mungkin memerlukan lebih dari sekadar pengalaman langsung. 

Konsep-konsep abstrak seperti matematika tingkat lanjut atau 

teori moral sering kali membutuhkan refleksi teoretis dan 

penalaran logis yang melampaui pengalaman indrawi. Dalam 

konteks ini, meskipun empirisme memberikan kontribusi besar 

dalam pendidikan berbasis pengalaman, pendekatan ini perlu 

diimbangi dengan metode lain, seperti rasionalisme dan 

pragmatisme, yang memungkinkan peserta didik untuk 

memperoleh pengetahuan yang lebih komprehensif. 

Namun, pendidikan modern umumnya menggabungkan 

prinsip-prinsip empiris dengan pendekatan-pendekatan lain 

untuk menciptakan lingkungan belajar yang holistik dan 

seimbang. Pendekatan empiris sangat berguna untuk bidang-

bidang yang membutuhkan pengalaman langsung, seperti sains, 

teknologi, teknik, dan matematika, sementara bidang-bidang 

lain, seperti humaniora dan filsafat, mungkin memerlukan lebih 

banyak refleksi rasional dan teoretis. Dengan menggabungkan 

empirisme dengan pendekatan lainnya, pendidikan dapat 

menciptakan proses belajar yang kaya dan beragam, yang 
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mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi berbagai 

tantangan dalam dunia nyata. 

5. Aktivitas sebagai Sumber Pengetahuan dalam 

Pendidikan 

Pendekatan aktivitas sebagai sumber pengetahuan dalam 

pendidikan menekankan pentingnya tindakan langsung sebagai 

sarana untuk memperoleh dan membangun pengetahuan. 

Dalam kerangka ini, proses pembelajaran dianggap sebagai 

pengalaman dinamis di mana peserta didik memperoleh 

pemahaman melalui aktivitas praktis dan keterlibatan langsung 

dengan dunia nyata. Pendekatan ini terutama dipengaruhi oleh 

aliran pragmatisme, yang dipelopori oleh John Dewey. Dewey 

menekankan bahwa pengetahuan tidak boleh dipandang sebagai 

sesuatu yang statis atau terlepas dari konteks kehidupan sehari-

hari, melainkan sebagai sesuatu yang berkembang secara aktif 

melalui interaksi antara individu dan lingkungan mereka 

(Dewey, 1938). 

Dalam filsafat pendidikan pragmatisme, Dewey 

berpendapat bahwa pengetahuan yang berguna dan bermakna 

adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman aktif. 

Learning by doing, atau belajar melalui pengalaman, adalah 

prinsip inti yang mendasari pendekatan ini. Dewey meyakini 

bahwa peserta didik harus berperan aktif dalam proses 

pembelajaran mereka sendiri dan terlibat dalam kegiatan yang 

relevan secara kontekstual. Menurut Dewey, pembelajaran yang 

pasif, di mana peserta didik hanya mendengarkan ceramah atau 

membaca buku tanpa pengalaman langsung, sering kali gagal 

menghasilkan pengetahuan yang mendalam dan bermakna bagi 
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peserta didik (Dewey, 1938). Oleh karena itu, pendidikan yang 

berlandaskan pada aktivitas menekankan bahwa pengetahuan 

harus dilakukan dan dialami secara langsung untuk dapat 

dipahami dan diinternalisasi secara efektif. 

Dalam pendekatan ini, aktivitas bukan hanya sekadar 

tindakan fisik, tetapi juga melibatkan pemikiran kritis dan 

refleksi. Dewey mengajukan bahwa setiap aktivitas dalam 

pendidikan harus melibatkan peserta didik dalam proses 

pemecahan masalah dan eksperimen, di mana mereka dapat 

menguji gagasan-gagasan mereka melalui tindakan langsung. 

Misalnya, dalam laboratorium sains, peserta didik melakukan 

eksperimen yang memungkinkan mereka untuk mengalami 

secara langsung bagaimana konsep-konsep ilmiah bekerja di 

dunia nyata. Proses ini melibatkan pengamatan, hipotesis, 

eksperimen, dan refleksi—seluruh rangkaian aktivitas yang 

mendorong peserta didik untuk berinteraksi secara kritis dengan 

pengetahuan yang mereka pelajari. 

Lebih jauh, Dewey berpendapat bahwa aktivitas dalam 

pendidikan harus bermakna dan relevan bagi peserta didik, serta 

harus terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ini berarti 

bahwa pendidikan harus diarahkan pada pembelajaran yang 

kontekstual, di mana peserta didik dapat melihat keterkaitan 

langsung antara apa yang mereka pelajari di ruang kelas dan 

bagaimana pengetahuan itu dapat diterapkan dalam situasi dunia 

nyata. Contoh nyata dari pendekatan ini adalah pendidikan 

berbasis proyek (project-based learning), di mana peserta didik 

bekerja pada proyek yang memerlukan pemecahan masalah 

nyata di komunitas mereka atau dalam konteks kehidupan 
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sehari-hari. Dengan terlibat dalam proyek nyata, peserta didik 

tidak hanya mengembangkan pengetahuan, tetapi juga 

keterampilan praktis seperti kerjasama, komunikasi, dan berpikir 

kritis. 

Jean Piaget, seorang psikolog perkembangan, juga 

mendukung pentingnya aktivitas dalam proses pembelajaran, 

meskipun melalui pendekatan yang berbeda. Piaget berpendapat 

bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi aktif dengan 

lingkungan, di mana peserta didik secara bertahap 

mengembangkan skema kognitif mereka melalui asimilasi dan 

akomodasi. Dalam pandangan Piaget, peserta didik tidak pasif 

menerima informasi, melainkan mereka membangun 

pengetahuan secara aktif melalui pengalaman langsung dan 

aktivitas eksploratif (Piaget, 1952). Dengan demikian, 

pendekatan aktivitas tidak hanya relevan dalam pragmatisme, 

tetapi juga dalam psikologi perkembangan, yang menekankan 

peran aktif peserta didik dalam pembentukan pengetahuan. 

Selain dalam konteks pembelajaran di kelas, pendekatan 

aktivitas juga relevan dalam pendidikan berbasis pengalaman 

kerja dan pelatihan kejuruan. Dalam model-model pendidikan 

ini, peserta didik memperoleh pengetahuan melalui partisipasi 

langsung dalam aktivitas profesional atau teknis. Contoh dari 

pendekatan ini adalah magang atau program co-op, di mana 

peserta didik terlibat langsung dalam aktivitas profesional dan 

belajar melalui praktik sehari-hari di tempat kerja. Di sini, 

aktivitas bukan hanya sarana untuk belajar, tetapi juga konteks 

nyata di mana pengetahuan diterapkan dan dikembangkan. 

David Kolb, seorang ahli teori pembelajaran pengalaman, 
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menekankan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman 

memungkinkan peserta didik untuk menginternalisasi 

pengetahuan secara lebih mendalam melalui siklus belajar yang 

mencakup pengalaman konkret, refleksi, pemahaman abstrak, 

dan penerapan aktif (Kolb, 1984). 

Lev Vygotsky, meskipun lebih menekankan pada interaksi 

sosial dalam proses pembelajaran, juga menyoroti pentingnya 

aktivitas sosial dalam pembentukan pengetahuan. Vygotsky 

mengemukakan bahwa aktivitas tidak hanya bersifat individual, 

tetapi juga melibatkan interaksi dengan orang lain. Dalam 

konsep zone of proximal development (ZPD), Vygotsky 

menunjukkan bahwa peserta didik dapat mencapai tingkat 

pemahaman yang lebih tinggi melalui aktivitas kolaboratif 

dengan orang yang lebih berpengetahuan atau dengan rekan 

sebaya (Vygotsky, 1978). Dalam pandangan ini, aktivitas tidak 

hanya mencakup tindakan fisik, tetapi juga aktivitas sosial dan 

kognitif yang memungkinkan peserta didik untuk 

mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui 

interaksi dengan lingkungan sosial. 

Selain itu, pendekatan aktivitas dalam pendidikan juga 

terkait dengan prinsip-prinsip konstruktivisme, di mana 

pengetahuan dianggap dibangun oleh peserta didik melalui 

pengalaman langsung dan interaksi aktif dengan dunia. Jerome 

Bruner, seorang tokoh penting dalam teori pembelajaran 

konstruktivis, menekankan bahwa peserta didik harus 

berpartisipasi aktif dalam konstruksi pengetahuan mereka sendiri 

melalui eksplorasi, manipulasi, dan eksperimen. Bruner 

menegaskan bahwa pendidikan harus memberi kesempatan 
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kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan dalam 

situasi nyata, yang akan membantu mereka membentuk 

pemahaman yang lebih mendalam dan fleksibel (Bruner, 1966). 

Meskipun pendekatan aktivitas dalam pendidikan memiliki 

banyak kelebihan, seperti mendorong keterlibatan peserta didik 

dan pembelajaran kontekstual, pendekatan ini juga memiliki 

tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana 

mengintegrasikan aktivitas dengan teori dan pengetahuan 

abstrak. Meskipun aktivitas dapat membantu peserta didik 

memahami konsep-konsep praktis, beberapa konsep abstrak 

mungkin memerlukan lebih banyak refleksi dan pembelajaran 

teoretis yang tidak selalu melibatkan aktivitas langsung. Dalam 

hal ini, keseimbangan antara aktivitas praktis dan pendekatan 

teoretis sangat penting untuk memastikan bahwa peserta didik 

tidak hanya mengembangkan keterampilan praktis, tetapi juga 

pemahaman konseptual yang lebih dalam. 

Aktivitas sebagai sumber pengetahuan dalam pendidikan 

menekankan peran tindakan langsung dalam proses 

pembelajaran, di mana peserta didik memperoleh pengetahuan 

melalui pengalaman nyata dan interaksi aktif dengan dunia 

sekitar. Pendekatan ini, yang dipengaruhi oleh pragmatisme 

Dewey, konstruktivisme Piaget, serta pemikiran Vygotsky dan 

Bruner, menekankan pentingnya keterlibatan aktif peserta didik 

dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Meskipun 

pendekatan ini sangat relevan untuk pembelajaran praktis dan 

kontekstual, pendidikan yang ideal memerlukan keseimbangan 

antara aktivitas praktis dan teori abstrak, untuk memastikan 
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peserta didik memperoleh pemahaman yang komprehensif dan 

mendalam tentang materi yang dipelajari. 

Secara keseluruhan, epistemologi pendidikan mengakui 

bahwa pengetahuan dapat diperoleh dari berbagai sumber: 

intuisi, otoritas, penalaran rasional, pengalaman empiris, dan 

aktivitas. Setiap sumber pengetahuan ini memberikan perspektif 

yang berbeda tentang bagaimana pendidikan seharusnya 

dijalankan, dan pendidikan modern sering kali menggabungkan 

pendekatan-pendekatan ini untuk menciptakan pengalaman 

belajar yang lebih kaya dan holistik. Dengan memahami 

berbagai sumber pengetahuan ini, pendidik dapat merancang 

kurikulum dan metode pengajaran yang tidak hanya 

mengajarkan fakta, tetapi juga mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis, reflektif, dan mandiri. 
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BAB IV 

LANDASAN FILSAFAT PENDIDIKAN 

 

A. Epistemologi dan Pendidikan 

Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari 

hakikat, sumber, dan batasan pengetahuan. Dalam konteks 

pendidikan, epistemologi memainkan peran penting dalam 

memahami bagaimana pengetahuan diperoleh, bagaimana 

peserta didik dapat membangun pengetahuan, serta apa yang 

dianggap sebagai pengetahuan yang valid. Pertanyaan-

pertanyaan utama dalam epistemologi meliputi: Apa itu 

pengetahuan? Bagaimana kita mengetahuinya? Dan apa yang 

membuat suatu pengetahuan dianggap benar atau sahih? 

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini memiliki dampak 

langsung pada pendekatan dan metode yang digunakan dalam 

pendidikan. 

Menurut John Locke, seorang filsuf empiris, pengetahuan 

diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan indrawi. Dalam 

karyanya An Essay Concerning Human Understanding (1690), Locke 

mengajukan gagasan bahwa pikiran manusia adalah tabula rasa, 

yang berarti bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman 

yang diterima melalui indra. Dalam pendidikan, pandangan ini 

tercermin dalam pendekatan empiris, di mana peserta didik 

belajar melalui pengalaman langsung, eksperimen, dan 

observasi. Pendekatan empiris ini sangat umum diterapkan 

dalam pembelajaran sains dan ilmu pengetahuan sosial, di mana 
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peserta didik diharapkan untuk memperoleh pengetahuan 

melalui pengamatan dan interaksi langsung dengan dunia nyata. 

Di sisi lain, filsafat rasionalisme menekankan bahwa 

pengetahuan dapat diperoleh melalui penalaran logis tanpa harus 

melalui pengalaman empiris. René Descartes, salah satu tokoh 

utama dalam aliran ini, berpendapat bahwa pengetahuan yang 

sahih berasal dari pemikiran yang jelas dan terpilah, yang dicapai 

melalui deduksi logis (Descartes, 1641). Dalam pendidikan, 

rasionalisme menekankan pentingnya pemikiran kritis dan 

analitis, di mana peserta didik diajarkan untuk menggunakan 

logika dan penalaran dalam menyelesaikan masalah dan 

menyusun argumen. Pendekatan ini sangat relevan dalam 

pembelajaran matematika, filsafat, dan ilmu-ilmu formal 

lainnya, di mana penekanan diberikan pada struktur logis dan 

konsistensi penalaran. 

Jean Piaget, seorang psikolog perkembangan, 

mengembangkan teori konstruktivisme yang juga memberikan 

kontribusi besar terhadap epistemologi pendidikan. Piaget 

berpendapat bahwa pengetahuan tidak diterima secara pasif, 

melainkan dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui 

interaksi dengan lingkungan mereka (Piaget, 1952). Piaget 

mengajukan konsep asimilasi dan akomodasi, di mana peserta 

didik menggunakan pengalaman baru untuk memperbarui 

skema kognitif mereka yang ada. Dalam konteks pendidikan, 

pendekatan konstruktivis ini diterjemahkan ke dalam metode 

pembelajaran yang menekankan pada partisipasi aktif peserta 

didik, di mana mereka diharapkan untuk membangun 

pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi dan eksperimen. 
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Pembelajaran berbasis proyek atau inquiry-based learning sering 

kali digunakan sebagai metode pembelajaran konstruktivis yang 

mendorong peserta didik untuk terlibat secara langsung dalam 

proses penemuan pengetahuan. 

Lev Vygotsky, seorang tokoh lain yang berpengaruh dalam 

epistemologi pendidikan, berpendapat bahwa pengetahuan juga 

dibentuk melalui interaksi sosial. Dalam teorinya tentang zone 

of proximal development (ZPD), Vygotsky menunjukkan bahwa 

peserta didik dapat mencapai tingkat pemahaman yang lebih 

tinggi melalui dukungan dari pendidik atau rekan sebaya yang 

lebih berpengetahuan (Vygotsky, 1978). Pendidikan, dalam 

pandangan Vygotsky, adalah proses kolaboratif, di mana 

pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui pengalaman 

individual, tetapi juga melalui dialog dan interaksi sosial. 

Dengan demikian, epistemologi Vygotsky menunjukkan bahwa 

konteks sosial sangat penting dalam pembentukan pengetahuan, 

dan bahwa pembelajaran harus melibatkan kerjasama dan 

diskusi untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam. 

Dalam pendidikan modern, perdebatan epistemologis 

antara empirisme dan rasionalisme telah memunculkan 

pendekatan yang lebih holistik, yang menggabungkan 

pengalaman langsung dengan penalaran kritis. Misalnya, dalam 

pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering, and 

Mathematics), peserta didik diajarkan untuk menggunakan 

metode ilmiah yang melibatkan pengamatan empiris, 

eksperimen, dan pengujian hipotesis. Namun, mereka juga 

diajarkan untuk berpikir logis dan analitis, di mana mereka harus 



 

100 
 

 

menganalisis data, menyusun argumen, dan menarik kesimpulan 

yang berdasarkan bukti. 

Selain itu, epistemologi juga membahas pertanyaan tentang 

kebenaran dan validitas pengetahuan. Dalam pendidikan, 

penting untuk mempertimbangkan apa yang dianggap sebagai 

pengetahuan yang valid dan bagaimana pengetahuan tersebut 

diverifikasi. Dalam tradisi empiris, pengetahuan dianggap valid 

jika dapat dibuktikan melalui observasi dan eksperimen yang 

dapat diulang. Namun, dalam tradisi rasionalis, pengetahuan 

dianggap benar jika konsisten secara logis dan tidak mengandung 

kontradiksi internal. Dalam konteks ini, peserta didik harus 

diajarkan untuk mengevaluasi bukti, mengidentifikasi kesalahan 

logis, dan mengkritisi asumsi yang mendasari klaim 

pengetahuan. 

Epistemologi kritis, yang diperkenalkan oleh para filsuf 

seperti Paulo Freire, juga memberikan sumbangan penting dalam 

filsafat pendidikan. Freire berpendapat bahwa pendidikan harus 

mendorong peserta didik untuk mengembangkan kesadaran 

kritis terhadap struktur sosial yang mempengaruhi pengetahuan. 

Dalam Pedagogy of the Oppressed, Freire menekankan bahwa 

pendidikan tidak hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi 

juga tentang membangun kesadaran kritis yang memungkinkan 

peserta didik untuk mempertanyakan ketidakadilan sosial dan 

mengubah realitas sosial mereka (Freire, 2000). Dalam 

epistemologi kritis ini, pendidikan tidak hanya dilihat sebagai 

proses akademik, tetapi juga sebagai alat untuk transformasi 

sosial, di mana pengetahuan digunakan untuk menciptakan 

perubahan dalam masyarakat. 



 

101 
 

 

Dengan demikian, epistemologi memberikan landasan 

teoretis yang penting bagi pendidikan, baik dari segi metode 

pembelajaran, validasi pengetahuan, maupun tujuan akhir 

pendidikan itu sendiri. Pendekatan empiris, rasionalis, 

konstruktivis, dan kritis semuanya menawarkan pandangan yang 

berbeda tentang bagaimana pengetahuan diperoleh dan 

bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung. Dalam 

pendidikan modern, penggabungan dari berbagai perspektif 

epistemologis ini membantu menciptakan pendekatan 

pembelajaran yang beragam dan inklusif, yang mempersiapkan 

peserta didik untuk menghadapi kompleksitas dunia nyata 

dengan keterampilan berpikir kritis dan reflektif yang kuat. 

Diskusi Epistemologis dalam Filsafat Pendidikan: Empirisme 

dan Rasionalisme 

Dalam filsafat pendidikan, diskusi epistemologis 

memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana 

pengetahuan diperoleh, divalidasi, dan diajarkan. Dua aliran 

utama dalam epistemologi, empirisme dan rasionalisme, telah 

lama menjadi pusat perdebatan mengenai sumber utama 

pengetahuan dan cara terbaik untuk menyampaikan 

pengetahuan kepada peserta didik. Empirisme berpendapat 

bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi, sementara 

rasionalisme menyatakan bahwa pengetahuan dapat diperoleh 

melalui pemikiran logis dan deduksi. Kedua pendekatan ini 

menawarkan wawasan yang berbeda tentang bagaimana 

manusia belajar dan membangun pengetahuan, dan keduanya 

memiliki implikasi penting bagi proses belajar mengajar dalam 

pendidikan modern. 
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Empirisme, yang dipelopori oleh John Locke dan David 

Hume, menekankan bahwa semua pengetahuan berasal dari 

pengalaman, baik melalui pengamatan langsung terhadap dunia 

maupun interaksi dengan lingkungan fisik. Locke, dalam 

karyanya An Essay Concerning Human Understanding (1690), 

menyatakan bahwa pikiran manusia adalah tabula rasa (halaman 

kosong) yang diisi oleh pengalaman melalui indra. Dalam 

konteks pendidikan, pandangan ini mendukung metode 

pembelajaran berbasis pengalaman, di mana peserta didik 

memperoleh pengetahuan melalui pengamatan langsung, 

eksperimen, dan interaksi aktif dengan dunia. Misalnya, dalam 

pembelajaran sains, peserta didik mungkin melakukan 

eksperimen laboratorium untuk memahami konsep-konsep 

ilmiah melalui bukti empiris. 

David Hume, seorang empiris lainnya, memperluas 

gagasan Locke dengan menekankan proses induksi dalam 

memperoleh pengetahuan. Hume berpendapat bahwa individu 

membangun pengetahuan melalui pengamatan berulang dan 

generalisasi dari pengalaman mereka. Dalam pendidikan, 

pendekatan ini dapat diterapkan dalam metode inquiry-based 

learning, di mana peserta didik diajak untuk mengumpulkan 

data, mengamati pola, dan menarik kesimpulan dari hasil-hasil 

tersebut. Pengajaran yang berfokus pada empirisme mendorong 

peserta didik untuk terlibat aktif dalam penelitian dan eksplorasi, 

yang menempatkan pengalaman sebagai sumber utama 

pengetahuan (Hume, 1739). 

Di sisi lain, rasionalisme menekankan bahwa pengetahuan 

dapat diperoleh melalui pemikiran logis dan deduktif, tanpa 
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harus melalui pengalaman empiris. René Descartes, seorang 

tokoh utama dalam rasionalisme, berpendapat bahwa kebenaran 

dapat ditemukan melalui refleksi kritis dan deduksi logis. Dalam 

karya terkenalnya Meditations on First Philosophy (1641), 

Descartes mengemukakan bahwa pengetahuan yang sejati harus 

didasarkan pada pemikiran yang jelas dan terpilah, serta bebas 

dari keraguan. Dalam pendidikan, pendekatan rasionalis ini 

mendukung pentingnya pemikiran kritis, logika, dan penalaran 

deduktif dalam proses belajar. Rasionalisme menekankan bahwa 

peserta didik harus diajarkan untuk berpikir secara logis dan 

menganalisis argumen, serta mampu menyelesaikan masalah 

melalui deduksi rasional daripada hanya mengandalkan 

observasi empiris. 

Immanuel Kant, meskipun bukan seorang empiris atau 

rasionalis murni, berusaha untuk mensintesiskan kedua 

pendekatan ini dalam karya Critique of Pure Reason (1781). Kant 

berargumen bahwa pengetahuan memerlukan kombinasi antara 

pengalaman empiris dan struktur rasional. Ia menyatakan bahwa 

meskipun pengetahuan dimulai dengan pengalaman, akal 

manusia memberikan kategori a priori yang memungkinkan kita 

untuk memahami dan mengatur pengalaman tersebut. Dalam 

konteks pendidikan, pandangan ini menyarankan bahwa peserta 

didik perlu menggabungkan pengalaman langsung dengan 

pemikiran logis untuk mencapai pemahaman yang mendalam. 

Pendidikan yang efektif, menurut pandangan Kant, harus 

mencakup pengalaman langsung yang memungkinkan peserta 

didik untuk berinteraksi dengan dunia, serta penalaran rasional 
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yang membantu mereka memahami dan memproses 

pengalaman tersebut (Kant, 1998). 

Di dunia pendidikan modern, pendekatan campuran antara 

empirisme dan rasionalisme semakin banyak digunakan oleh 

para pendidik untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih 

seimbang dan kaya bagi peserta didik. Kedua pendekatan 

epistemologis ini, meskipun berasal dari tradisi yang berbeda, 

saling melengkapi dalam membantu peserta didik membangun 

pemahaman yang mendalam tentang berbagai konsep dan 

keterampilan. Empirisme menekankan pentingnya pengalaman 

indrawi dan observasi langsung, sementara rasionalisme 

menekankan pemikiran logis dan deduksi sebagai dasar 

pengetahuan. Dengan menggabungkan keduanya, pendidik 

dapat menciptakan lingkungan belajar yang memperkaya peserta 

didik secara intelektual dan memungkinkan mereka untuk 

menggabungkan pengalaman nyata dengan penalaran abstrak. 

Sebagai contoh, dalam mata pelajaran matematika, 

pendekatan rasionalisme memainkan peran sentral. Matematika 

sering kali bergantung pada logika deduktif dan kemampuan 

untuk menggunakan abstraksi untuk memecahkan masalah-

masalah teoretis. Peserta didik diajarkan untuk menggunakan 

aturan logika yang kaku dan pasti, seperti premis-premis logis 

dan penalaran deduktif, untuk sampai pada kesimpulan yang 

benar. Rasionalisme dalam matematika tidak hanya 

mengajarkan peserta didik untuk menyelesaikan soal-soal 

melalui formula yang sudah ada, tetapi juga untuk berpikir kritis 

tentang hubungan antara konsep-konsep matematika dan 

bagaimana mereka dapat digunakan untuk memecahkan 
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masalah yang lebih kompleks (Descartes, 1641). Pendidikan 

matematika yang baik mendorong peserta didik untuk 

mengembangkan kemampuan analisis logis, di mana 

pengetahuan dibangun melalui penalaran sistematis yang dapat 

diverifikasi. 

Namun, di sisi lain, dalam mata pelajaran sains, empirisme 

memainkan peran yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Pengetahuan ilmiah bergantung pada observasi 

langsung dan eksperimen yang memungkinkan peserta didik 

untuk memahami konsep-konsep ilmiah melalui pengalaman 

nyata. Dalam sains, peserta didik diajarkan untuk menggunakan 

metode ilmiah, yang mencakup pengamatan, perumusan 

hipotesis, eksperimen, dan analisis data untuk mencapai 

pengetahuan yang dapat diuji dan divalidasi secara empiris 

(Locke, 1690). Misalnya, dalam pembelajaran kimia atau fisika, 

peserta didik melakukan eksperimen laboratorium untuk melihat 

langsung bagaimana hukum-hukum ilmiah bekerja dalam 

praktik. Pengalaman empiris ini memberikan fondasi yang kuat 

bagi pemahaman peserta didik tentang keteraturan alam dan 

penyebab-penyebab fisik di balik fenomena yang mereka pelajari. 

Pendekatan holistik dan integratif yang menggabungkan 

empirisme dan rasionalisme diakui sebagai cara untuk 

membangun pemahaman yang mendalam dan kritis di kalangan 

peserta didik. Pendidikan yang hanya berfokus pada empirisme 

mungkin mengarah pada pemahaman praktis tanpa 

memperhatikan konseptualisasi teoretis, sementara pendidikan 

yang hanya berfokus pada rasionalisme mungkin terlalu abstrak 

dan terputus dari realitas. Dengan demikian, integrasi kedua 
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pendekatan ini menciptakan keseimbangan yang memungkinkan 

peserta didik untuk tidak hanya memahami konsep-konsep 

abstrak melalui pemikiran logis, tetapi juga untuk menguji dan 

mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam konteks nyata 

melalui pengalaman langsung (Hume, 1739; Piaget, 1952). 

Dalam praktiknya, pendekatan campuran ini terlihat dalam 

berbagai metode pembelajaran modern seperti pembelajaran 

berbasis proyek (project-based learning) dan pembelajaran 

berbasis masalah (problem-based learning). Dalam pendekatan 

ini, peserta didik tidak hanya diajak untuk memahami teori dan 

prinsip abstrak melalui pemikiran rasional, tetapi juga untuk 

menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata yang 

mereka alami sendiri. Misalnya, dalam proyek ilmiah, peserta 

didik tidak hanya belajar tentang teori fisika, tetapi juga diajak 

untuk melakukan eksperimen dan mengumpulkan data melalui 

pengalaman empiris yang relevan. Di sini, kedua pendekatan 

epistemologis berfungsi secara sinergis, di mana pemahaman 

teoretis dan pengalaman empiris bersama-sama membentuk 

fondasi pengetahuan yang lebih komprehensif. 

Selain itu, dalam pendidikan vokasional atau pelatihan 

kejuruan, pendekatan empirisme sangat penting karena peserta 

didik dilibatkan dalam aktivitas praktis yang berkaitan dengan 

keterampilan teknis atau profesional. Namun, pendekatan ini 

juga perlu dilengkapi dengan rasionalisme, di mana peserta didik 

belajar untuk memahami prinsip-prinsip teoretis di balik 

keterampilan praktis yang mereka pelajari. Sebagai contoh, 

dalam pelatihan teknis seperti mekanika atau teknologi 

informasi, pengalaman langsung dalam menangani mesin atau 
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perangkat keras menjadi penting, tetapi peserta didik juga harus 

mampu memahami teori fisika atau matematika yang mendasari 

operasi mesin tersebut. Penggabungan antara pengetahuan 

praktis dan pemikiran logis ini membantu menciptakan pekerja 

yang tidak hanya mahir dalam aspek teknis, tetapi juga memiliki 

kemampuan untuk berpikir kritis tentang bagaimana dan 

mengapa teknologi tersebut berfungsi. 

Selain itu, Lev Vygotsky memberikan kontribusi besar 

terhadap pandangan integratif ini dengan menekankan 

pentingnya interaksi sosial dalam pembentukan pengetahuan. 

Vygotsky percaya bahwa pengetahuan diperoleh melalui 

kolaborasi sosial dan dukungan dari pendidik yang lebih 

berpengetahuan. Pendekatan ini menggabungkan pengalaman 

langsung melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan 

pemikiran rasional melalui proses dialog dan diskusi dengan 

pendidik atau rekan sebaya (Vygotsky, 1978). Oleh karena itu, 

pendidikan yang efektif tidak hanya mengandalkan empirisme 

atau rasionalisme secara eksklusif, tetapi juga 

mempertimbangkan bagaimana pengetahuan dibangun melalui 

kolaborasi dan refleksi bersama. 

Secara keseluruhan, pendekatan campuran antara 

empirisme dan rasionalisme dalam pendidikan mencerminkan 

pengakuan bahwa tidak ada satu sumber pengetahuan yang lebih 

unggul dari yang lain. Pendidikan yang baik harus 

memungkinkan peserta didik untuk menggabungkan 

pengalaman empiris dengan pemikiran logis, sehingga mereka 

dapat memahami dan menguji pengetahuan mereka secara kritis 

dan holistik. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh 
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tantangan, pendekatan ini membantu membentuk peserta didik 

yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mampu 

menghadapi masalah nyata dengan berpikir kritis dan tindakan 

efektif. 

B. Metafisika dan Pendidikan 

Metafisika adalah cabang filsafat yang membahas hakikat 

realitas dan keberadaan. Dalam konteks pendidikan, metafisika 

mengajukan pertanyaan mendasar tentang apa yang ada dan apa 

yang dapat diketahui tentang dunia dan manusia. Meskipun 

sering kali dianggap sebagai disiplin yang sangat abstrak, 

metafisika memiliki implikasi penting bagi pendidikan, karena 

pandangan seseorang tentang realitas akan memengaruhi cara 

mereka memahami tujuan pendidikan, hakikat manusia, dan 

pendekatan pedagogis yang digunakan. Misalnya, pertanyaan 

metafisik seperti "Apa hakikat manusia?" atau "Apa yang 

dimaksud dengan keberadaan dan pengetahuan?" secara 

langsung berhubungan dengan bagaimana kita mendefinisikan 

peserta didik dan proses pembelajaran. 

Plato dan Aristoteles adalah dua tokoh yang memiliki 

pengaruh besar terhadap perkembangan metafisika dan 

pendidikan. Plato, dalam karyanya The Republic, berpendapat 

bahwa dunia fisik hanyalah bayangan dari realitas yang lebih 

tinggi, yaitu dunia ide atau bentuk-bentuk sempurna. Dalam 

pandangan ini, tujuan pendidikan adalah membawa peserta 

didik keluar dari dunia bayangan dan menuju pemahaman 

tentang ide-ide yang lebih tinggi, seperti keadilan, kebenaran, 

dan kebijaksanaan (Plato, 2004). Pendidikan, bagi Plato, adalah 

proses pembebasan intelektual di mana peserta didik diajarkan 
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untuk memahami realitas yang sesungguhnya melalui proses 

berpikir abstrak. Dengan demikian, metafisika Plato 

menekankan pentingnya pendidikan dalam membimbing peserta 

didik menuju kebenaran mutlak yang ada di luar dunia fisik. 

Sebaliknya, Aristoteles mengambil pendekatan yang lebih 

empiris dalam metafisikanya. Dalam Metaphysics, Aristoteles 

berpendapat bahwa realitas terdiri dari substansi-substansi fisik 

yang dapat dipelajari melalui pengalaman dan pengamatan. Ia 

tidak memisahkan dunia fisik dari dunia ide seperti Plato, 

melainkan melihat realitas sebagai satu kesatuan yang dapat 

dipahami melalui pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman 

(Aristotle, 2009). Dalam konteks pendidikan, pandangan 

Aristoteles ini mengarah pada pendekatan yang lebih praktis dan 

empiris, di mana peserta didik diajarkan untuk memahami dunia 

melalui observasi dan analisis ilmiah. Pendidikan dalam 

pandangan Aristoteles adalah upaya untuk mengembangkan 

akal budi melalui pembelajaran yang terlibat dengan dunia 

nyata, sehingga peserta didik dapat memahami hubungan antara 

bentuk-bentuk fisik dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. 

1. Metafisika dan Hakikat Manusia dalam Pendidikan 

Pertanyaan tentang hakikat manusia adalah salah satu 

masalah utama dalam metafisika yang memiliki pengaruh besar 

terhadap tujuan pendidikan dan metode pembelajaran. 

Bagaimana kita memahami apa itu manusia—apakah manusia 

merupakan makhluk yang bebas untuk berkembang, atau terikat 

oleh hukum-hukum alam yang deterministik—akan sangat 

memengaruhi cara kita mendesain dan mengimplementasikan 

pendidikan. Oleh karena itu, dalam filsafat pendidikan, 
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pandangan metafisik mengenai hakikat manusia menjadi dasar 

bagi penentuan bagaimana pendidikan seharusnya berfungsi dan 

berkembang. 

Metafisika Humanistik menawarkan pandangan bahwa 

manusia adalah makhluk dengan potensi besar untuk 

berkembang secara intelektual, moral, dan emosional. Dalam 

kerangka ini, manusia dilihat sebagai subjek yang bebas dan 

memiliki kemampuan untuk mencapai otonomi melalui 

pengalaman dan interaksi dengan dunia. Jean-Jacques 

Rousseau, seorang tokoh penting dalam humanisme pendidikan, 

menggambarkan manusia sebagai makhluk yang secara alami 

baik dan memiliki kapasitas bawaan untuk berkembang. Dalam 

karyanya Emile, or On Education (1979), Rousseau mengajukan 

ide bahwa pendidikan harus memungkinkan peserta didik untuk 

berkembang secara alami dan mandiri, tanpa terlalu banyak 

intervensi dari pendidik atau masyarakat. Rousseau percaya 

bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang 

memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk 

mengeksplorasi dunia di sekitar mereka, sehingga mereka dapat 

belajar melalui pengalaman langsung dan tumbuh sesuai dengan 

potensi unik mereka. 

Dalam pandangan ini, pendidikan dianggap sebagai sarana 

untuk memfasilitasi perkembangan individu, bukan untuk 

memaksa peserta didik mengikuti aturan atau norma-norma 

yang ditentukan oleh masyarakat. Peserta didik dilihat sebagai 

individu yang harus dibimbing secara personal, di mana 

kebebasan dan eksplorasi menjadi prinsip dasar dalam metode 

pembelajaran. Pendekatan ini menekankan pentingnya 
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memberikan ruang bagi peserta didik untuk berpikir secara kritis, 

mengembangkan kreativitas, dan membangun pemahaman 

moral mereka sendiri melalui pengalaman. Pendidikan, dengan 

demikian, tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan, 

tetapi juga pada pembentukan karakter, kepribadian, dan 

kepekaan moral. Pandangan Rousseau ini sangat relevan dengan 

konsep pendidikan progresif, yang mengutamakan pembelajaran 

berbasis proyek dan pendekatan konstruktivis, di mana peserta 

didik aktif terlibat dalam proses pembelajaran mereka sendiri. 

Sebaliknya, dalam pandangan metafisika mekanistik, 

manusia dilihat sebagai makhluk yang terikat oleh hukum-

hukum alam yang deterministik. Konsep ini berakar pada 

pandangan bahwa dunia, termasuk manusia, diatur oleh prinsip-

prinsip kausalitas yang tidak bisa dihindari. Dalam konteks 

pendidikan, pendekatan ini mengarah pada sistem yang lebih 

terstruktur dan terkontrol, di mana peserta didik dianggap 

sebagai entitas yang perlu diarahkan dan dikondisikan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. B.F. Skinner, seorang tokoh 

utama dalam behaviorisme, menawarkan pandangan bahwa 

perilaku manusia dapat diprogram atau dikondisikan melalui 

stimulus eksternal. Skinner menyatakan bahwa pendidikan 

adalah proses untuk mengondisikan respons perilaku melalui 

penguatan positif dan negatif, dengan tujuan mencapai perilaku 

yang dapat diprediksi dan diulang (Skinner, 1957). 

Dalam pandangan behavioristik ini, peserta didik bukanlah 

agen yang bebas untuk mengeksplorasi dunia atau menentukan 

jalur pembelajaran mereka sendiri. Sebaliknya, mereka dilihat 

sebagai produk lingkungan mereka, yang dibentuk dan 
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dipengaruhi oleh sistem penghargaan dan hukuman. Pendidikan 

dalam kerangka ini berfokus pada pengendalian perilaku, di 

mana pendidik bertindak sebagai manipulator lingkungan yang 

merancang kondisi-kondisi yang tepat untuk memunculkan 

perilaku yang diinginkan. Metode ini sering diterapkan dalam 

pendidikan yang berorientasi pada hasil, di mana keberhasilan 

pendidikan diukur berdasarkan kemampuan peserta didik untuk 

menunjukkan perilaku yang dapat diamati dan diukur secara 

kuantitatif. 

2. Pandangan Humanistik vs. Mekanistik dalam 

Pendidikan 

Perbedaan mendasar antara pandangan humanistik dan 

mekanistik mengenai hakikat manusia memberikan dua 

perspektif yang sangat berbeda tentang tujuan dan metode 

pendidikan. Pandangan humanistik, seperti yang diusulkan oleh 

Rousseau, menekankan pertumbuhan individu dan kebebasan 

dalam belajar, di mana peserta didik diberikan otonomi untuk 

mengeksplorasi dan menemukan potensi diri mereka. 

Pendidikan dalam kerangka humanistik ini bertujuan untuk 

membangun manusia seutuhnya yang mampu berpikir secara 

mandiri, bertindak secara moral, dan memahami posisi mereka 

dalam dunia. Pendidikan tidak dilihat hanya sebagai alat untuk 

mencapai kompetensi atau keterampilan teknis, tetapi sebagai 

proses personal yang mengarahkan individu menuju kesadaran 

diri dan kebijaksanaan. 

Sebaliknya, pandangan mekanistik, seperti yang dianut 

oleh Skinner, lebih mengarah pada pendidikan yang berorientasi 

pada efisiensi dan hasil. Pendidikan dalam kerangka ini 
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bertujuan untuk mengembangkan perilaku yang sesuai dengan 

tujuan sosial atau ekonomi, dan lebih menekankan pada 

kepatuhan terhadap standar dan pencapaian tujuan eksternal 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Peserta didik dilihat sebagai 

subjek yang dipengaruhi oleh rangsangan luar, dan pendidikan 

berfungsi sebagai alat untuk membentuk perilaku sesuai dengan 

standar yang diinginkan oleh masyarakat atau industri. 

3. Implikasi Metafisika bagi Metode Pembelajaran 

Implikasi metafisika humanistik dan mekanistik bagi 

metode pembelajaran juga sangat berbeda. Dalam pendekatan 

humanistik, metode pembelajaran lebih bersifat terbuka dan 

fleksibel, di mana peserta didik diberi kesempatan untuk 

mengonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman 

langsung, refleksi, dan dialog. Pendekatan ini mendorong 

pembelajaran yang kolaboratif dan berpusat pada peserta didik, 

di mana guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta 

didik mencapai potensi penuh mereka. Metode discovery 

learning, project-based learning, dan inquiry-based learning 

merupakan contoh dari pendekatan yang sesuai dengan 

metafisika humanistik. 

Di sisi lain, pendekatan mekanistik dalam pendidikan lebih 

berfokus pada struktur yang ketat dan kontrol lingkungan belajar. 

Peserta didik diperlakukan sebagai penerima pasif dari 

pengetahuan, yang diajarkan melalui pengulangan, drill, dan 

pengondisian perilaku. Metode seperti direct instruction dan 

reinforcement learning sering digunakan dalam pendekatan ini, 

di mana proses belajar dilihat sebagai hasil dari kontrol eksternal 

terhadap perilaku peserta didik. 
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Dengan demikian, pandangan metafisik tentang hakikat 

manusia sangat mempengaruhi bagaimana pendidikan 

dirancang, baik dari segi tujuan maupun metode pembelajaran. 

Pendekatan yang lebih humanistik memberikan kebebasan dan 

otonomi lebih besar kepada peserta didik, sementara pendekatan 

yang lebih mekanistik menekankan kontrol dan struktur dalam 

proses pembelajaran. Kedua pandangan ini terus mempengaruhi 

bagaimana pendidikan diimplementasikan di berbagai konteks 

global. 

4. Metafisika dan Tujuan Pendidikan 

Metafisika, sebagai cabang filsafat yang mempelajari 

hakikat realitas, memiliki pengaruh besar dalam merumuskan 

tujuan pendidikan. Pandangan metafisik seseorang mengenai 

realitas—apakah realitas hanya terdiri dari materi fisik atau 

melibatkan dimensi spiritual—akan menentukan orientasi 

pendidikan, baik dari segi tujuan maupun proses pembelajaran. 

Dalam hal ini, perbedaan pandangan metafisik antara 

materialisme dan spiritualisme menghasilkan perbedaan dalam 

tujuan pendidikan: apakah pendidikan harus fokus pada 

keterampilan praktis dan teknis atau pada pengembangan nilai-

nilai moral dan kebijaksanaan. 

Dalam kerangka materialisme, di mana realitas dipahami 

hanya sebagai entitas fisik, pendidikan cenderung berfokus pada 

penguasaan keterampilan teknis dan pengetahuan praktis yang 

berkaitan dengan dunia fisik. Pendidikan yang didasarkan pada 

pandangan ini melihat peserta didik sebagai agen praktis yang 

harus dibekali dengan kemampuan untuk berinteraksi dengan 

dunia melalui teknologi, sains, dan keterampilan profesional. 
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Dalam pendekatan ini, tujuan pendidikan adalah untuk 

menghasilkan individu yang kompeten secara teknis, yang 

mampu menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari dengan 

keterampilan yang dapat diterapkan secara langsung. Misalnya, 

dalam pendidikan kejuruan atau vokasional, tujuan utama 

adalah untuk mengembangkan keahlian yang diperlukan untuk 

memasuki dunia kerja dan berkontribusi secara produktif 

terhadap ekonomi dan kemajuan teknologi. Pendidikan 

berfungsi sebagai alat utilitarian yang berfokus pada hasil konkret 

yang dapat diukur melalui produktivitas, efisiensi, dan 

penguasaan keterampilan profesional. 

Namun, jika seseorang menganut pandangan metafisik 

yang lebih spiritual atau transendental, di mana realitas 

melibatkan aspek non-material, maka pendidikan diarahkan 

pada pengembangan moralitas, etika, dan kebijaksanaan yang 

melampaui materi fisik. Immanuel Kant memberikan pandangan 

penting dalam hal ini. Kant percaya bahwa tujuan pendidikan 

adalah untuk membangun karakter individu berdasarkan prinsip-

prinsip moral universal. Dalam Critique of Practical Reason (1998), 

Kant berpendapat bahwa manusia, sebagai makhluk rasional, 

harus dilatih untuk bertindak sesuai dengan imperatif kategoris, 

yaitu bertindak secara moral tanpa pamrih atau pertimbangan 

kepentingan pribadi. Pendidikan, menurut Kant, harus 

mengembangkan kapasitas rasional peserta didik sehingga 

mereka dapat berpikir secara mandiri dan berperilaku etis dalam 

kehidupan sosial. Pendidikan bukan hanya soal penguasaan 

keterampilan teknis, tetapi juga tentang pembentukan karakter 
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moral yang memungkinkan individu untuk bertanggung jawab 

secara sosial dan bertindak dengan kebajikan di masyarakat. 

Pandangan Kant ini sangat penting dalam pendidikan 

moral dan etika, karena ia menekankan pentingnya kemerdekaan 

berpikir dan kemampuan untuk bertindak secara otonom 

berdasarkan prinsip-prinsip etis. Pendidikan, dalam kerangka ini, 

berfungsi untuk mempersiapkan individu agar mampu membuat 

keputusan yang etis dan mengambil tanggung jawab terhadap 

tindakan mereka dalam kehidupan sosial. Metafisika Kant 

berfokus pada tujuan pendidikan yang bersifat transendental, di 

mana peserta didik tidak hanya diajarkan pengetahuan praktis 

tetapi juga didorong untuk membentuk kesadaran moral yang 

lebih tinggi. 

John Dewey, tokoh utama dalam pragmatisme, 

memberikan pandangan alternatif mengenai tujuan pendidikan 

yang lebih utilitarian dan praktis. Dewey melihat pendidikan 

sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan praktis yang 

relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam Experience and 

Education (1938), Dewey menekankan bahwa pendidikan harus 

diarahkan pada pengalaman nyata yang memungkinkan peserta 

didik untuk menghubungkan pengetahuan dengan aplikasi 

praktis dalam kehidupan mereka. Tujuan pendidikan, dalam 

pandangan Dewey, adalah untuk membekali peserta didik 

dengan keterampilan dan pengetahuan yang dapat mereka 

gunakan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat 

demokratis. 

Dewey juga berpendapat bahwa pendidikan harus 

mempromosikan partisipasi sosial dan keterlibatan dalam 
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kehidupan publik, di mana peserta didik diajarkan untuk berpikir 

kritis, berkolaborasi, dan mengambil keputusan yang berdampak 

pada masyarakat secara luas. Ini adalah bentuk pendidikan yang 

sangat kontekstual, di mana keterampilan praktis dan 

pengetahuan teoretis diintegrasikan untuk menghasilkan peserta 

didik yang kompeten dan berdaya guna dalam kehidupan sehari-

hari. Pendekatan pragmatis ini sering terlihat dalam 

pembelajaran berbasis masalah atau project-based learning, di 

mana peserta didik diajak untuk memecahkan masalah nyata 

yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari atau di 

lingkungan sosial mereka. 

5. Implikasi Metafisika dalam Perumusan Tujuan 

Pendidikan 

Perbedaan mendasar antara pandangan materialistik dan 

spiritualistik dalam metafisika menciptakan kerangka kerja yang 

berbeda untuk perumusan tujuan pendidikan. Dalam 

pendekatan materialistik, pendidikan sering dianggap sebagai 

sarana untuk meningkatkan kemampuan fungsional peserta 

didik, terutama dalam hal kompetensi teknis dan profesional. 

Hal ini tampak jelas dalam sistem pendidikan modern yang 

sangat berfokus pada pencapaian kompetensi di bidang sains, 

teknologi, matematika, dan teknik (STEM). Dalam sistem ini, 

peserta didik dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka untuk 

memecahkan masalah teknis, menguasai keterampilan yang 

spesifik, dan berkontribusi pada perkembangan teknologi. 

Sebaliknya, dalam pandangan metafisik yang lebih 

spiritual, tujuan pendidikan jauh lebih luas dan melibatkan 

pengembangan moral, kebijaksanaan, dan kesadaran diri. 
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Pendidikan dalam kerangka spiritual bertujuan untuk 

membimbing peserta didik menuju pemahaman yang lebih 

mendalam tentang makna hidup, keberadaan, dan tanggung 

jawab mereka terhadap diri sendiri dan orang lain. Ki Hajar 

Dewantara, misalnya, mengemukakan bahwa pendidikan harus 

"memanusiakan manusia" dengan membantu individu 

mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan 

mereka untuk hidup selaras dengan diri mereka sendiri, dengan 

masyarakat, dan dengan alam (Dewantara, 1977). Pendidikan, 

dalam pandangan ini, tidak hanya mengajarkan keterampilan 

teknis atau pengetahuan ilmiah, tetapi juga mengembangkan 

jiwa dan karakter individu agar mampu menjalani kehidupan 

yang penuh makna dan kebajikan. 

Dengan demikian, metafisika memiliki peran penting 

dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Pendidikan 

yang didasarkan pada pandangan metafisik materialistik 

mungkin lebih berfokus pada kemajuan teknologi dan 

pengembangan keterampilan praktis, sementara pendidikan yang 

didasarkan pada pandangan metafisik spiritual atau idealistik 

akan menekankan pengembangan moral, karakter, dan 

kesadaran diri. Kedua pendekatan ini sama-sama penting dan 

dapat saling melengkapi, tergantung pada konteks sosial dan 

tujuan pendidikan yang ingin dicapai. 

6. Metafisika dan Metode Pembelajaran 

Metafisika, yang menyelidiki hakikat realitas dan 

eksistensi, memiliki pengaruh signifikan terhadap metode 

pembelajaran dalam pendidikan. Pandangan metafisik tentang 

sifat realitas akan menentukan bagaimana proses pembelajaran 
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dirancang dan bagaimana peserta didik diharapkan untuk 

berinteraksi dengan pengetahuan. Secara umum, pandangan 

metafisik dapat dibagi menjadi dua kategori utama: pandangan 

statis yang melihat realitas sebagai sesuatu yang tetap, dan 

pandangan dinamis yang melihat realitas sebagai sesuatu yang 

berkembang. Kedua pandangan ini menciptakan pendekatan 

yang sangat berbeda dalam merumuskan metode pembelajaran. 

Dalam pandangan metafisika statis, di mana realitas 

dipandang sebagai sesuatu yang tetap dan tidak berubah, 

pendidikan cenderung mengikuti metode tradisional dan 

otoritatif. Pendekatan ini menekankan bahwa pengetahuan 

adalah sesuatu yang objektif dan berubah-ubah, serta 

ditransmisikan dari otoritas (guru, buku, institusi) kepada peserta 

didik secara langsung. Dalam pendekatan ini, guru bertindak 

sebagai otoritas pengetahuan, dan peran peserta didik adalah 

untuk menyerap informasi yang diberikan tanpa banyak 

mempertanyakannya. Sistem ini sering kali didukung oleh 

metode pengajaran ekspositori, di mana guru berperan sebagai 

pusat kontrol dan transfer informasi yang dominan. Pendidikan 

yang berorientasi pada menghafal dan pengulangan sering kali 

dikaitkan dengan pandangan metafisik ini. Sistem pendidikan 

yang berakar pada pandangan realistik tradisional, seperti yang 

diadopsi oleh Aristoteles, menekankan bahwa realitas terdiri dari 

dunia fisik yang dapat diamati, dan pengetahuan adalah 

cerminan dari hukum-hukum alam yang harus dipelajari dengan 

mengikuti aturan-aturan yang ada (Aristotle, 2009). 

Metode pembelajaran dalam konteks ini cenderung bersifat 

linear dan hierarkis, di mana peserta didik bergerak melalui 
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tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah ditentukan dengan 

sedikit ruang untuk inisiatif atau interpretasi kreatif. Pendidikan 

dianggap sebagai proses transmisi pengetahuan, bukan 

transformasi pengetahuan, dan peserta didik diharapkan untuk 

menguasai konten yang diberikan dengan mengikuti instruksi 

yang jelas dari pendidik. 

Sebaliknya, dalam pandangan metafisika dinamis, di mana 

realitas dianggap sebagai sesuatu yang berubah dan berkembang, 

pendidikan cenderung menggunakan metode konstruktivis yang 

lebih fleksibel dan partisipatif. Jean Piaget dan Lev Vygotsky, 

dua tokoh besar dalam perkembangan teori kognitif, menolak 

pandangan bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang dapat 

ditransmisikan secara pasif dari guru kepada peserta didik. 

Mereka berpendapat bahwa pengetahuan adalah hasil dari proses 

aktif, di mana peserta didik membangun pemahaman mereka 

sendiri melalui interaksi dengan dunia sekitar mereka (Piaget, 

1952; Vygotsky, 1978). 

Dalam pendekatan konstruktivisme ini, peserta didik tidak 

diperlakukan sebagai penerima pasif dari pengetahuan, 

melainkan sebagai agen aktif yang terlibat dalam proses 

eksplorasi, eksperimen, dan refleksi. Piaget, melalui teorinya 

tentang perkembangan kognitif, menekankan bahwa peserta 

didik secara bertahap membangun skema pengetahuan melalui 

pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan mereka. 

Pendidikan, dalam kerangka ini, harus memungkinkan peserta 

didik untuk menyusun dan menguji hipotesis mereka sendiri, 

melakukan eksperimen, dan merefleksikan hasil-hasilnya untuk 

memperkuat pemahaman mereka tentang realitas. Piaget 
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menekankan bahwa peserta didik berkembang melalui tahapan 

kognitif, dan pendidikan harus disesuaikan dengan 

perkembangan intelektual dan kognitif mereka (Piaget, 1952). 

Lev Vygotsky, sementara itu, memperkenalkan konsep 

zone of proximal development (ZPD), yang menyoroti 

pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Menurut 

Vygotsky, peserta didik membangun pengetahuan melalui 

kolaborasi dengan orang lain, termasuk guru dan rekan sebaya, 

yang membantu mereka mencapai pemahaman baru yang 

melampaui kemampuan mereka saat ini. Dalam pendekatan ini, 

guru tidak lagi dianggap sebagai sumber otoritatif tunggal, 

melainkan sebagai fasilitator yang memberikan dukungan yang 

diperlukan untuk membantu peserta didik mencapai 

pemahaman yang lebih tinggi (Vygotsky, 1978). Pendidikan 

konstruktivis cenderung lebih kolaboratif, di mana dialog dan 

interaksi menjadi elemen penting dalam proses pembelajaran. 

Dalam kelas yang menerapkan pendekatan ini, peserta didik 

didorong untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan 

menemukan solusi melalui diskusi dan kolaborasi, baik dengan 

rekan sejawat maupun dengan guru. 

7. Implikasi Metafisika dalam Praktik Pembelajaran 

Pengaruh pandangan metafisika dalam metode 

pembelajaran juga dapat dilihat dalam bagaimana kurikulum 

dan pendekatan pengajaran dirancang. Dalam sistem pendidikan 

yang lebih tradisional, penekanan diletakkan pada pengetahuan 

yang sudah mapan dan otoritas guru sebagai sumber utama 

informasi. Kurikulum yang digunakan dalam sistem ini 

cenderung menekankan pencapaian standar dan evaluasi 
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berbasis kinerja, di mana peserta didik dievaluasi berdasarkan 

kemampuan mereka untuk mengingat dan mengulangi informasi 

yang telah disampaikan. Metode pengajaran seperti ceramah 

atau kuliah adalah contoh utama dari pendekatan yang sejalan 

dengan pandangan metafisik yang statis, di mana peserta didik 

diharapkan untuk menerima pengetahuan yang sudah 

disistematisasi tanpa banyak mempertanyakan. 

Sebaliknya, dalam pendekatan yang lebih dinamis dan 

konstruktivis, kreativitas dan inovasi dalam belajar didorong, 

dan kurikulum lebih fleksibel untuk memungkinkan eksplorasi 

mandiri. Metode seperti inquiry-based learning, project-based 

learning, dan problem-solving adalah contoh dari pendekatan 

yang lebih dinamis, di mana peserta didik terlibat langsung 

dalam proses penemuan pengetahuan melalui eksplorasi aktif. 

Dalam pendekatan ini, pengetahuan tidak dianggap sebagai 

sesuatu yang tetap, tetapi sebagai sesuatu yang dapat diubah dan 

diperluas melalui pengalaman dan refleksi. Pembelajaran 

menjadi lebih berfokus pada pengembangan keterampilan 

berpikir kritis dan kolaboratif, di mana peserta didik belajar 

melalui proses pencarian jawaban dan pemecahan masalah. 

8. Konvergensi Metafisika dalam Metode Pembelajaran 

Modern 

Meskipun pandangan metafisika tentang hakikat realitas 

sering kali berlawanan, banyak sistem pendidikan modern 

berusaha untuk menggabungkan elemen-elemen terbaik dari 

pendekatan tradisional dan konstruktivis. Sementara 

pengetahuan yang mapan masih dianggap penting, sistem 

pendidikan yang baik juga memberikan ruang bagi peserta didik 
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untuk berinovasi dan bereksperimen. Dengan mengakui bahwa 

realitas bersifat kompleks dan terdiri dari aspek-aspek yang tetap 

dan dinamis, metode pembelajaran modern mencerminkan 

pendekatan yang lebih integratif. 

John Dewey, seorang pragmatis yang juga memadukan 

unsur metafisika dalam pandangan pendidikannya, menekankan 

pentingnya pengalaman langsung dalam pendidikan. Dewey 

berpendapat bahwa pembelajaran terbaik terjadi ketika peserta 

didik terlibat langsung dalam tindakan dan pengalaman nyata 

yang memungkinkan mereka untuk menghubungkan 

pengetahuan teoretis dengan aplikasi praktis. Dengan cara ini, 

Dewey menyatukan aspek tradisional dan konstruktivis, di mana 

pengetahuan dipahami sebagai dinamis tetapi tetap memiliki 

nilai-nilai dasar yang penting (Dewey, 1938). 

Dengan demikian, pengaruh metafisika terhadap metode 

pembelajaran terus membentuk cara kita memandang proses 

pendidikan. Pendekatan yang lebih tradisional masih memiliki 

tempat dalam pendidikan, terutama dalam bidang-bidang di 

mana stabilitas dan otoritas pengetahuan dianggap penting. 

Namun, pendekatan yang lebih dinamis dan konstruktivis 

semakin diakui sebagai metode yang efektif untuk 

mengembangkan pemahaman mendalam, berpikir kritis, dan 

kreativitas dalam pembelajaran. 

Metafisika memainkan peran penting dalam membentuk 

filosofi pendidikan, baik dari segi tujuan, metode pembelajaran, 

maupun pemahaman tentang hakikat manusia. Apakah 

pendidikan diarahkan untuk mencapai kebenaran absolut, 

seperti dalam pandangan Plato, atau untuk mengembangkan 
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keterampilan praktis, seperti dalam pandangan pragmatisme 

Dewey, sangat bergantung pada pandangan metafisik seseorang 

tentang realitas dan pengetahuan. Dengan demikian, diskusi 

metafisik tidak hanya relevan untuk filsafat secara umum, tetapi 

juga sangat penting dalam memahami dan merancang sistem 

pendidikan yang efektif dan bermakna. 

9. Pemikiran Metafisik tentang Hakikat Manusia dan Peran 

Pendidikan 

Metafisika, cabang filsafat yang mempelajari hakikat 

realitas, memberikan pandangan mendalam tentang hakikat 

manusia, peran pendidikan dalam kehidupan manusia, dan 

implikasinya terhadap kebebasan serta kesejahteraan individu. 

Dalam kerangka metafisika, pertanyaan tentang apa itu manusia 

dan apa tujuan hidup manusia menjadi inti kajian yang 

mendasari berbagai teori pendidikan. Bagaimana kita 

memahami hakikat manusia akan memengaruhi pandangan kita 

tentang pendidikan: apakah pendidikan bertujuan hanya untuk 

menghasilkan keterampilan praktis atau untuk membantu 

manusia mencapai kesadaran diri, kebijaksanaan moral, dan 

kebebasan individu. 

Dalam pandangan metafisika humanistik, manusia 

dianggap sebagai makhluk yang memiliki potensi bawaan untuk 

berkembang secara moral, intelektual, dan emosional. Jean-

Jacques Rousseau, misalnya, memandang manusia sebagai 

makhluk yang pada dasarnya baik dan memiliki potensi untuk 

berkembang melalui pendidikan yang sesuai dengan alam. 

Dalam karyanya Emile, or On Education (1979), Rousseau 

menekankan bahwa pendidikan harus mendukung 
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perkembangan alami manusia, di mana peserta didik diberikan 

kebebasan untuk mengeksplorasi dunia dan menemukan 

kebenaran melalui pengalaman langsung. Dalam pandangan ini, 

pendidikan berperan sebagai fasilitator bagi individu untuk 

mencapai kebebasan personal dan kesejahteraan melalui 

pertumbuhan moral dan intelektual. 

Hakikat manusia, menurut pandangan ini, adalah sebagai 

makhluk yang otonom, yang memiliki kebebasan untuk 

menentukan jalan hidup mereka sendiri. Oleh karena itu, 

pendidikan tidak boleh bersifat otoritatif dan memaksa, 

melainkan harus menghormati kebebasan individu dan 

membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Immanuel 

Kant juga mengembangkan konsep ini dalam Critique of Practical 

Reason (1998), di mana ia menekankan bahwa manusia adalah 

makhluk rasional yang memiliki kemampuan untuk bertindak 

secara otonom dan bertanggung jawab secara moral. Bagi Kant, 

pendidikan harus membantu manusia mencapai kemerdekaan 

moral, di mana mereka mampu membuat keputusan berdasarkan 

prinsip-prinsip moral universal. Pendidikan tidak hanya 

berfungsi sebagai transmisi pengetahuan, tetapi juga sebagai 

proses pembentukan karakter moral yang memungkinkan 

individu untuk hidup dengan kebebasan dan tanggung jawab etis. 

Sebaliknya, dalam pandangan metafisika deterministik, 

manusia sering kali dipandang sebagai makhluk yang 

dikendalikan oleh hukum-hukum alam atau kekuatan eksternal. 

Dalam konteks ini, pendidikan dilihat sebagai alat untuk 

mengondisikan individu agar sesuai dengan norma-norma sosial 

dan hukum-hukum yang mengatur perilaku manusia. B.F. 
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Skinner, seorang tokoh utama dalam behaviorisme, melihat 

pendidikan sebagai proses untuk mengontrol dan memodifikasi 

perilaku melalui sistem penguatan positif dan negatif. Dalam 

pandangan ini, kebebasan individu bukanlah tujuan utama 

pendidikan; sebaliknya, pendidikan berfungsi untuk 

mengondisikan perilaku agar peserta didik dapat berfungsi secara 

efektif dalam masyarakat (Skinner, 1957). Pendidikan 

berorientasi pada produktivitas dan kepatuhan, di mana 

kesejahteraan individu diukur berdasarkan sejauh mana mereka 

dapat memenuhi harapan sosial dan ekonomi. 

10. Peran Pendidikan dalam Membangun Kesejahteraan dan 

Kebebasan Individu 

Dari perspektif metafisik humanistik, pendidikan berfungsi 

sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan individu yang lebih 

holistik. Kesejahteraan di sini tidak hanya mencakup aspek fisik 

atau ekonomi, tetapi juga kesejahteraan moral, emosional, dan 

intelektual. Pendidikan yang baik dianggap sebagai alat untuk 

membantu manusia memahami diri mereka sendiri, membangun 

kebebasan, dan bertindak secara etis dalam kehidupan sehari-

hari. Dalam hal ini, pendidikan dipandang sebagai sarana untuk 

mencapai kesadaran diri yang lebih tinggi, di mana peserta didik 

dapat mengidentifikasi tujuan hidup mereka dan bertindak sesuai 

dengan prinsip-prinsip etis yang mereka yakini. 

Menurut Paulo Freire, pendidikan harus menjadi alat 

untuk membebaskan individu dari struktur sosial yang menindas. 

Dalam Pedagogy of the Oppressed (2000), Freire menekankan 

pentingnya kesadaran kritis, di mana peserta didik didorong 

untuk memahami kondisi sosial mereka dan berpartisipasi aktif 
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dalam proses perubahan sosial. Pendidikan dalam kerangka ini 

tidak hanya berfungsi untuk membangun keterampilan teknis 

atau pengetahuan praktis, tetapi juga untuk membebaskan 

pikiran dan membantu individu mencapai kebebasan sejati 

melalui partisipasi dalam demokrasi dan keadilan sosial. Dengan 

demikian, pendidikan bukan hanya proses transfer pengetahuan, 

tetapi juga transformasi kesadaran yang memungkinkan individu 

untuk mengatasi penindasan dan mencapai kesejahteraan moral 

dan sosial. 

Dalam pandangan metafisika yang lebih instrumental, 

pendidikan sering kali dipandang sebagai alat untuk mencapai 

tujuan-tujuan praktis, seperti kesuksesan ekonomi dan kemajuan 

teknologi. John Dewey, seorang pragmatis, berpendapat bahwa 

pendidikan harus membantu peserta didik mengembangkan 

keterampilan praktis yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam 

kehidupan sosial dan mencapai kesejahteraan ekonomi. 

Pendidikan, dalam pandangan pragmatis ini, harus relevan 

dengan kehidupan sehari-hari dan membantu peserta didik 

memecahkan masalah yang nyata melalui pengalaman langsung 

(Dewey, 1938). Dalam konteks ini, pendidikan dilihat sebagai 

sarana untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan 

melalui kemampuan teknis dan pengetahuan praktis. 

Namun, kritik terhadap pandangan pragmatis ini datang 

dari filsafat spiritualistik, yang melihat bahwa kesejahteraan 

manusia tidak dapat diukur hanya melalui kesuksesan materi 

atau ekonomi. Pendidikan, menurut pandangan ini, harus 

berfungsi untuk mengembangkan dimensi spiritual manusia, 

membantu individu menemukan makna hidup, dan bertindak 
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dengan kebijaksanaan. Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh 

pendidikan Indonesia, menekankan pentingnya pendidikan yang 

"memanusiakan manusia", di mana pendidikan harus 

memperhatikan dimensi spiritual dan moral peserta didik, bukan 

hanya aspek teknis atau ekonomis (Dewantara, 1977). 

Pendidikan harus membantu individu mencapai kesejahteraan 

holistik, di mana mereka hidup selaras dengan diri mereka 

sendiri, masyarakat, dan alam. 

11. Implikasi Metafisik terhadap Kebebasan Individu dalam 

Pendidikan 

Kebebasan individu dalam pendidikan adalah salah satu 

implikasi utama dari pandangan metafisik tentang hakikat 

manusia. Dalam pandangan humanistik, kebebasan adalah 

prinsip dasar dalam pendidikan, di mana peserta didik harus 

memiliki otonomi untuk mengeksplorasi, bereksperimen, dan 

membangun pengetahuan mereka sendiri. Metode pembelajaran 

yang berbasis pada konstruktivisme menekankan pentingnya 

kebebasan intelektual dan kreativitas, di mana peserta didik 

didorong untuk berpikir kritis dan mencari makna melalui 

pengalaman dan interaksi dengan dunia (Piaget, 1952; Vygotsky, 

1978). 

Sebaliknya, dalam pandangan behavioristik, kebebasan 

individu lebih dibatasi oleh struktur sosial dan kondisi eksternal. 

Pendidikan dalam kerangka ini lebih berorientasi pada 

pengendalian perilaku melalui penguatan positif dan negatif, di 

mana kebebasan peserta didik dikondisikan oleh lingkungan dan 

insentif eksternal. Pendidikan dilihat sebagai proses mengontrol 

perilaku agar sesuai dengan norma-norma sosial dan harapan-
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harapan yang ditetapkan oleh masyarakat atau sistem 

pendidikan (Skinner, 1957). 

Dengan demikian, pandangan metafisik tentang hakikat 

manusia memiliki dampak besar terhadap bagaimana kita 

memahami peran pendidikan dalam mencapai kesejahteraan dan 

kebebasan individu. Pendekatan yang lebih humanistik 

menekankan kebebasan, otonomi, dan pengembangan moral 

sebagai inti dari proses pendidikan, sementara pendekatan yang 

lebih deterministik menekankan kontrol, efisiensi, dan hasil yang 

terukur sebagai tujuan utama pendidikan. 

C. Aksiologi dan Pendidikan 

Aksiologi merupakan cabang filsafat yang berfokus pada 

nilai-nilai, terutama yang berkaitan dengan etika dan estetika. 

Dalam konteks pendidikan, aksiologi menyoroti pentingnya 

nilai-nilai dalam tujuan pendidikan, metode pengajaran, dan 

interaksi sosial antara pendidik dan peserta didik. Pendidikan 

tidak hanya tentang pengetahuan kognitif atau keterampilan 

teknis, tetapi juga mengenai penanaman nilai-nilai moral, sosial, 

dan kultural yang membentuk individu menjadi anggota 

masyarakat yang bertanggung jawab dan etis. 

1. Aksiologi dan Tujuan Pendidikan 

Aksiologi, cabang filsafat yang berfokus pada nilai-nilai, 

memainkan peran sentral dalam merumuskan tujuan 

pendidikan. Pendidikan tidak hanya ditujukan untuk 

mengembangkan pengetahuan kognitif dan keterampilan teknis, 

tetapi juga untuk membentuk karakter moral, membangun 

kesadaran sosial, serta menanamkan tanggung jawab etis dalam 
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diri peserta didik. Dalam kerangka aksiologi, nilai-nilai seperti 

keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan kebaikan bersama menjadi 

pilar yang harus diintegrasikan dalam sistem pendidikan, 

sehingga tujuan pendidikan tidak hanya bersifat utilitarian, tetapi 

juga mencakup aspek-aspek etika dan moralitas. 

2. Pengembangan Moralitas dan Kesadaran Sosial 

Salah satu prinsip utama aksiologi dalam pendidikan 

adalah pengembangan moralitas. Pendidikan yang berlandaskan 

nilai-nilai aksiologis harus memastikan bahwa peserta didik tidak 

hanya menjadi individu yang berpengetahuan, tetapi juga 

bermoral, dengan kesadaran etis yang kuat. John Dewey, 

seorang pragmatis yang berpengaruh dalam filsafat pendidikan, 

berpendapat bahwa pendidikan harus mempersiapkan peserta 

didik untuk berpikir kritis dan bertindak berdasarkan prinsip-

prinsip moral yang mempromosikan kebaikan bersama dalam 

masyarakat demokratis (Dewey, 1938). Menurut Dewey, 

pendidikan bukan hanya proses mentransmisikan pengetahuan, 

tetapi juga membangun kesadaran moral melalui pengalaman 

langsung dalam masyarakat. Ini berarti, pendidikan harus 

menciptakan kesempatan bagi peserta didik untuk memahami 

tanggung jawab sosial dan membentuk hubungan etis dengan 

komunitas mereka. 

Dalam pendidikan aksiologis, kesadaran sosial dan 

moralitas saling terkait erat. Pendidikan bukan hanya bertujuan 

untuk menciptakan individu yang cerdas secara akademis, tetapi 

juga bertanggung jawab secara sosial. Nilai-nilai seperti 

kesetaraan dan keadilan sosial harus menjadi bagian dari proses 

pembelajaran, di mana peserta didik diajarkan untuk memahami 
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implikasi moral dari tindakan mereka dalam masyarakat yang 

lebih luas. Paulo Freire, dalam Pedagogy of the Oppressed (2000), 

menekankan bahwa pendidikan harus mendorong peserta didik 

untuk mengembangkan kesadaran kritis, yaitu kemampuan 

untuk melihat ketidakadilan sosial dan bekerja untuk 

transformasi sosial yang lebih adil dan egaliter. 

3. Pendidikan sebagai Sarana Pembangunan Karakter 

Dalam pandangan aksiologi, pendidikan harus berfokus 

pada pembangunan karakter. Immanuel Kant, dalam karyanya 

Critique of Practical Reason (1998), menekankan bahwa pendidikan 

harus membentuk individu yang berpikir dan bertindak secara 

moral, berdasarkan prinsip-prinsip etika universal seperti 

keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab moral. Tujuan akhir 

dari pendidikan, menurut Kant, adalah menciptakan individu 

yang autonom, yaitu mereka yang mampu membuat keputusan 

etis berdasarkan prinsip-prinsip moral yang rasional, bukan 

hanya atas dasar aturan eksternal atau tekanan sosial. Kant 

berpendapat bahwa pendidikan harus membangun fondasi moral 

yang kuat, sehingga peserta didik tidak hanya mampu 

membedakan antara yang benar dan salah, tetapi juga memiliki 

integritas moral untuk memilih tindakan yang etis. 

Pendidikan yang berbasis aksiologi juga menekankan 

pendidikan karakter sebagai bagian dari tujuan pendidikan yang 

lebih luas. Pendidikan karakter tidak hanya mencakup 

pembentukan perilaku yang baik, tetapi juga penanaman nilai-

nilai etis seperti tanggung jawab, rasa hormat, kedisiplinan, dan 

kedermawanan. Nilai-nilai ini harus ditransmisikan melalui 

kurikulum, metode pembelajaran, dan interaksi sosial di dalam 
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lingkungan sekolah, sehingga peserta didik dapat 

menginternalisasi nilai-nilai moral tersebut dan menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Nilai Kebebasan dalam Pendidikan Aksiologis 

Dalam filsafat pendidikan, kebebasan menjadi salah satu 

nilai aksiologis yang sangat penting. Jean-Jacques Rousseau, 

dalam Emile (1979), berpendapat bahwa pendidikan harus 

memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk 

bereksplorasi, belajar dari pengalaman langsung, dan 

mengembangkan potensi alami mereka. Rousseau menekankan 

bahwa pendidikan harus menghormati kebebasan individu dan 

memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan otonomi 

dalam berpikir dan bertindak. Dalam pandangan ini, pendidikan 

tidak boleh bersifat otoriter, melainkan harus menghargai 

kebebasan peserta didik untuk membentuk pemahaman dan 

nilai-nilai mereka sendiri. 

Kebebasan dalam pendidikan juga memiliki dimensi sosial 

dan moral. John Stuart Mill, seorang filsuf utilitarian, 

menekankan bahwa kebebasan dalam pendidikan harus 

diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Mill berpendapat 

bahwa kebebasan individu harus digunakan untuk kebaikan 

bersama dan bahwa pendidikan harus mengajarkan peserta didik 

bagaimana memanfaatkan kebebasan mereka untuk 

berkontribusi terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan 

masyarakat (Mill, 1859). Dengan demikian, pendidikan yang 

berlandaskan aksiologi harus menggabungkan kebebasan 

individu dengan kesadaran moral, sehingga peserta didik tidak 
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hanya bebas secara intelektual, tetapi juga bertanggung jawab 

secara sosial. 

5. Integrasi Nilai-Nilai Etika dalam Kurikulum 

Aksiologi dalam pendidikan juga berimplikasi pada 

integrasi nilai-nilai etika ke dalam kurikulum. Pendidikan yang 

baik tidak hanya mengajarkan peserta didik tentang fakta-fakta 

ilmiah atau pengetahuan teknis, tetapi juga harus membangun 

kesadaran etis melalui pengajaran nilai-nilai moral. Nilai-nilai 

seperti keadilan, kejujuran, toleransi, dan empati harus 

diintegrasikan ke dalam semua aspek pembelajaran, dari bahasa, 

seni, hingga ilmu pengetahuan sosial dan matematika. 

Kurikulum yang berlandaskan aksiologi tidak hanya berfokus 

pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pengembangan 

karakter yang seimbang antara intelektual dan moralitas. 

Menurut Nel Noddings (2013), pendidikan moral dan etika 

harus menjadi bagian integral dari pendidikan keseharian. Ia 

menyatakan bahwa pendidikan harus mencakup pedagogi yang 

peduli, di mana pendidik tidak hanya berfokus pada hasil 

akademis, tetapi juga pada pengembangan nilai-nilai sosial dan 

kepedulian terhadap orang lain. Noddings menekankan bahwa 

pendidikan yang berlandaskan aksiologi harus mengajarkan 

peserta didik untuk berempati, menghormati keberagaman, dan 

menjaga keseimbangan sosial, sehingga mereka dapat menjadi 

warga negara yang bertanggung jawab dan beretika dalam 

masyarakat yang pluralistik. 

Aksiologi memberikan fondasi filosofis bagi tujuan 

pendidikan, yang tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan 
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kognitif, tetapi juga pada pengembangan moral, kesadaran 

sosial, dan tanggung jawab etis. Pendidikan yang baik harus 

mencakup pembentukan karakter, pembangunan kesadaran 

moral, dan pemberdayaan peserta didik untuk bertindak secara 

etis dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai aksiologis seperti 

keadilan, kebebasan, dan kesetaraan harus menjadi dasar dalam 

merumuskan tujuan pendidikan dan metode pembelajaran, 

sehingga peserta didik dapat tumbuh menjadi individu yang 

berintegritas, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi 

masyarakat. 

6. Aksiologi dan Metode Pengajaran 

Aksiologi, sebagai cabang filsafat yang mempelajari nilai-

nilai, memberikan landasan penting dalam menentukan metode 

pengajaran yang digunakan dalam pendidikan. Metode 

pengajaran yang bernilai aksiologis tidak hanya berfokus pada 

pengembangan pengetahuan akademis, tetapi juga pada 

penanaman nilai-nilai moral dan sosial kepada peserta didik. 

Dengan pendekatan ini, pendidikan menjadi instrumen penting 

untuk membentuk karakter, integritas, dan tanggung jawab 

sosial, selain dari pencapaian tujuan kognitif semata. Nilai-nilai 

etika seperti keadilan, empati, rasa hormat, dan tanggung jawab 

harus menjadi bagian integral dari proses pembelajaran, di mana 

peserta didik diajarkan untuk tidak hanya memahami konsep-

konsep teoritis, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai yang 

membantu mereka menjadi individu yang bermoral. 

Paulo Freire, dalam bukunya Pedagogy of the Oppressed 

(2000), mengkritik sistem pendidikan tradisional yang 

memandang peserta didik sebagai "wadah kosong" yang harus 
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diisi dengan pengetahuan oleh guru. Metode pengajaran seperti 

ini dianggap Freire sebagai proses pendidikan yang menindas 

karena tidak memberikan ruang bagi peserta didik untuk berpikir 

kritis atau terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sebaliknya, 

Freire mengusulkan pendekatan dialogis, di mana pendidik dan 

peserta didik terlibat dalam dialog yang setara, dengan peserta 

didik berperan aktif dalam proses belajar. Metode pengajaran 

aksiologis menurut Freire harus mendorong peserta didik untuk 

mempertanyakan realitas sosial mereka, mengembangkan 

kesadaran kritis, dan memahami nilai-nilai moral yang relevan 

dengan kehidupan mereka. Pendidikan tidak boleh bersifat 

otoritatif dan dogmatis, tetapi harus membuka ruang untuk 

eksplorasi nilai dan diskusi kritis. 

Pendekatan dialogis yang diusulkan Freire sejalan dengan 

prinsip-prinsip pendidikan partisipatif yang menekankan bahwa 

peserta didik harus menjadi subjek aktif dalam proses 

pembelajaran. Metode pengajaran aksiologis harus menciptakan 

lingkungan di mana interaksi sosial dan keterlibatan langsung 

menjadi sarana utama bagi peserta didik untuk menginternalisasi 

nilai-nilai etika. Diskusi kelompok, kolaborasi dalam proyek, 

dan aktivitas yang melibatkan pengambilan keputusan etis 

merupakan beberapa contoh bagaimana metode pengajaran 

dapat menanamkan nilai-nilai moral dan sosial. Tujuannya 

adalah agar peserta didik tidak hanya memahami materi 

pembelajaran secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan 

nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia, juga 

menyumbangkan pandangan aksiologis yang kuat terhadap 
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metode pengajaran. Dalam konsep Taman Siswa, Dewantara 

menekankan bahwa pendidikan harus mengutamakan 

kebebasan dan otonomi individu dalam proses belajar. 

Menurutnya, pendidik harus berperan sebagai pembimbing 

moral, yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan tetapi 

juga memberikan contoh nyata melalui perilaku yang 

mencerminkan nilai-nilai moral yang baik. Prinsip "Ing ngarsa 

sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani" (di 

depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di 

belakang memberikan dorongan) mencerminkan bagaimana 

seorang pendidik harus menjadi teladan moral bagi peserta didik 

(Dewantara, 1977). Pendidik tidak boleh bersikap otoritatif, 

melainkan harus membimbing peserta didik melalui contoh 

konkret tentang bagaimana bertindak secara etis dalam berbagai 

situasi kehidupan. 

Dalam kerangka ini, metode pengajaran yang berlandaskan 

aksiologi juga harus mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan 

budaya ke dalam proses pembelajaran. Pendidikan yang bersifat 

inklusif dan berkeadilan sosial harus mencerminkan 

keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan, baik dari segi 

latar belakang sosial, etnis, maupun budaya. Pendidikan 

multikultural merupakan contoh dari metode pengajaran 

aksiologis yang bertujuan untuk menanamkan rasa hormat 

terhadap perbedaan dan penghargaan terhadap keberagaman. 

Dalam pendekatan ini, peserta didik diajarkan untuk memahami 

bahwa nilai-nilai seperti toleransi, solidaritas, dan kebersamaan 

adalah bagian penting dari kehidupan bermasyarakat. 
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Metode pengajaran yang berlandaskan aksiologi tidak 

hanya berorientasi pada hasil akademis, tetapi juga pada proses 

di mana nilai-nilai moral dan sosial ditanamkan melalui 

pengalaman langsung. Pembelajaran berbasis proyek, di mana 

peserta didik bekerja sama untuk menyelesaikan masalah nyata 

dalam masyarakat, merupakan salah satu contoh penerapan 

metode pengajaran aksiologis. Melalui proyek ini, peserta didik 

tidak hanya mempelajari keterampilan teknis atau akademis, 

tetapi juga belajar tentang pentingnya kerjasama, rasa tanggung 

jawab, dan keterlibatan sosial dalam memecahkan masalah. 

Secara keseluruhan, metode pengajaran yang berlandaskan 

aksiologi menekankan bahwa pendidikan harus melibatkan 

pengembangan nilai-nilai moral dan etika sosial melalui interaksi 

yang penuh makna antara pendidik dan peserta didik. Pendidik 

harus berperan sebagai model moral yang dapat memberikan 

teladan tentang bagaimana nilai-nilai etis diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, serta mendorong peserta didik untuk 

menjadi individu yang kritis, bertanggung jawab, dan 

berintegritas. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya 

berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan 

karakter moral yang kuat, sehingga peserta didik dapat tumbuh 

menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab secara 

sosial dan etis. 

7. Pendidikan sebagai Sarana Pembangunan Karakter 

Dalam filsafat pendidikan yang berbasis aksiologi, 

pendidikan tidak hanya dipahami sebagai sarana untuk 

mengembangkan kemampuan kognitif dan keterampilan teknis, 

tetapi juga sebagai instrumen penting dalam pembentukan 
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karakter moral. Aksiologi, yang memfokuskan kajiannya pada 

nilai-nilai, memberikan fondasi bagi pendidikan untuk 

menanamkan prinsip-prinsip moral, tanggung jawab sosial, dan 

kesadaran etis kepada peserta didik. Pendidikan sebagai sarana 

pembangunan karakter bertujuan untuk menghasilkan individu 

yang berintegritas, bertanggung jawab, dan bermoral, sehingga 

mereka dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat. 

Immanuel Kant, dalam Critique of Practical Reason (1998), 

menegaskan bahwa pendidikan harus membentuk individu yang 

berpikir dan bertindak secara moral, berdasarkan prinsip-prinsip 

etika universal seperti keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab 

moral. Menurut Kant, pendidikan harus membantu peserta didik 

mengembangkan otonomi moral, yang berarti kemampuan 

untuk membuat keputusan etis yang didasarkan pada prinsip-

prinsip moral rasional, bukan hanya sekadar mengikuti aturan 

atau tekanan sosial eksternal. Dengan kata lain, pendidikan yang 

efektif harus membangun fondasi moral yang kuat dalam diri 

peserta didik, sehingga mereka mampu membedakan antara 

yang benar dan salah, serta memiliki integritas moral untuk 

memilih tindakan yang benar secara etis. Hal ini 

menggarisbawahi bahwa pendidikan yang berfokus pada 

pembangunan karakter tidak boleh hanya mendidik untuk 

kepatuhan, tetapi harus mendorong kemandirian etis dan 

kemampuan reflektif pada setiap individu. 

Pendidikan berbasis aksiologi menekankan bahwa 

pendidikan karakter adalah bagian penting dari tujuan 

pendidikan yang lebih luas. Pembangunan karakter bukan hanya 

soal pembentukan perilaku yang baik, tetapi juga soal 
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penanaman nilai-nilai etis seperti tanggung jawab, rasa hormat, 

kedisiplinan, dan kedermawanan. Nilai-nilai moral ini harus 

ditransmisikan secara efektif melalui kurikulum, metode 

pembelajaran, dan interaksi sosial di dalam lingkungan sekolah. 

Misalnya, kurikulum pendidikan karakter dapat mencakup 

diskusi etika, simulasi moral, dan proyek-proyek sosial, di mana 

peserta didik diajak untuk berpartisipasi aktif dalam aktivitas 

yang menanamkan nilai-nilai seperti keadilan, kerjasama, dan 

solidaritas. Melalui pembelajaran yang berbasis aksi dan 

partisipasi langsung, peserta didik tidak hanya memahami nilai-

nilai secara teoretis, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai 

moral tersebut dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. 

Lawrence Kohlberg, dalam teorinya tentang tahapan 

perkembangan moral, berpendapat bahwa pendidikan karakter 

harus membantu peserta didik berkembang dari moralitas yang 

bersifat egosentris menuju moralitas yang lebih etis dan prinsipil 

(Kohlberg, 1981). Tahapan-tahapan ini menunjukkan bahwa 

pendidikan karakter harus dirancang untuk memfasilitasi 

perkembangan moral peserta didik secara bertahap, dengan 

memberikan mereka pengalaman moral yang bermakna, yang 

memungkinkan mereka untuk membangun kapasitas untuk 

berpikir secara moral dan mengambil keputusan etis. Dalam 

konteks ini, pendidikan karakter tidak hanya mencakup 

pengajaran tentang nilai-nilai dasar, tetapi juga melibatkan 

pendidikan moral yang reflektif, di mana peserta didik didorong 

untuk mempertanyakan dan merenungkan keputusan moral 

mereka sendiri dalam konteks kehidupan sehari-hari. 
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Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia, juga 

menekankan bahwa pendidikan harus menekankan 

pembangunan karakter sebagai bagian integral dari proses 

pendidikan. Dalam konsep Taman Siswa, Dewantara 

menyatakan bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia 

dan membentuk karakter yang berlandaskan nilai-nilai moral 

dan budaya. Pendidikan, menurutnya, harus melibatkan 

pembimbingan moral di mana pendidik berperan sebagai contoh 

moral yang menunjukkan perilaku yang etis dan adil kepada 

peserta didik (Dewantara, 1977). Pendidikan yang baik, dalam 

pandangan Dewantara, adalah yang mampu menanamkan 

integritas moral melalui pembelajaran yang berbasis 

pengalaman, sehingga peserta didik dapat belajar untuk 

menghadapi tantangan moral dalam kehidupan nyata dengan 

kejujuran dan tanggung jawab. 

Dalam sistem pendidikan yang berbasis aksiologi, 

pendidikan karakter harus dilakukan secara menyeluruh, dengan 

melibatkan seluruh elemen sekolah, keluarga, dan masyarakat. 

Lingkungan pendidikan yang etis dan inklusif sangat penting 

untuk mendukung pengembangan karakter peserta didik. 

Pendidik harus berperan sebagai model moral dan menciptakan 

suasana yang mendorong pembelajaran yang berbasis nilai, di 

mana peserta didik merasa didorong untuk berpikir secara kritis 

dan bertindak secara etis. Metode pengajaran yang bersifat 

interaktif, partisipatif, dan dialogis dapat membantu peserta didik 

untuk lebih memahami dan menginternalisasi nilai-nilai moral 

dalam kehidupan mereka sehari-hari. 
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Pendidikan yang berbasis aksiologi menekankan bahwa 

pembangunan karakter merupakan tujuan pendidikan yang 

mendasar, yang tidak hanya berfokus pada pencapaian 

akademis, tetapi juga pada pengembangan moralitas dan 

integritas etis. Immanuel Kant menekankan bahwa pendidikan 

harus membantu individu menjadi autonom secara moral, 

mampu membuat keputusan etis berdasarkan prinsip-prinsip 

rasional dan nilai-nilai universal. Pendidikan karakter juga 

melibatkan penanaman nilai-nilai moral seperti tanggung jawab, 

rasa hormat, dan kedermawanan melalui kurikulum, metode 

pembelajaran, dan interaksi sosial. Dengan demikian, 

pendidikan yang berfokus pada aksiologi tidak hanya 

membentuk peserta didik yang cerdas secara akademis, tetapi 

juga berintegritas moral, mampu berpikir secara etis, dan 

berkontribusi secara positif dalam masyarakat. 

8. Nilai Kebebasan dalam Pendidikan Aksiologis 

Kebebasan merupakan salah satu nilai inti dalam 

pendidikan aksiologis yang berperan penting dalam 

pembentukan individu yang autonom, kritis, dan bertanggung 

jawab secara moral. Dalam konteks ini, kebebasan tidak hanya 

dipahami sebagai kebebasan intelektual untuk berpikir dan 

belajar, tetapi juga sebagai kebebasan dalam pengambilan 

keputusan etis dan partisipasi aktif dalam masyarakat. 

Pendidikan yang menekankan kebebasan harus menciptakan 

ruang bagi peserta didik untuk mengeksplorasi dunia, 

membangun pemahaman mereka sendiri, dan mengembangkan 

potensi alami mereka secara penuh. 
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Jean-Jacques Rousseau, dalam karyanya Emile (1979), 

memberikan landasan penting bagi gagasan kebebasan dalam 

pendidikan. Rousseau berpendapat bahwa pendidikan harus 

memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar dari 

pengalaman langsung dan mengembangkan potensi mereka 

tanpa tekanan atau paksaan dari otoritas eksternal. Bagi 

Rousseau, kebebasan adalah kunci dalam proses pendidikan, 

karena hanya melalui kebebasan individu dapat berkembang 

menjadi manusia yang otonom, mampu berpikir secara mandiri, 

dan bertindak sesuai dengan akal sehat dan nilai-nilai moral. 

Dalam model pendidikan ini, pendidik berperan sebagai 

fasilitator, memberikan bimbingan dan kesempatan bagi peserta 

didik untuk bereksperimen dan belajar dari kesalahan, tanpa 

intervensi yang berlebihan. Tujuannya adalah untuk 

membangun otonomi moral dan kemandirian intelektual, 

sehingga peserta didik tidak hanya menjadi subjek yang patuh, 

tetapi individu yang bebas dan bertanggung jawab. 

Pandangan Rousseau tentang kebebasan dalam pendidikan 

memiliki implikasi pedagogis yang signifikan. Pendidikan tidak 

boleh bersifat otoriter, di mana peserta didik hanya dipandang 

sebagai objek pasif yang harus menerima informasi dari otoritas 

tanpa banyak bertanya. Sebaliknya, pendidikan harus 

menghargai kebebasan individu dan memberikan ruang bagi 

peserta didik untuk berpikir kritis, membangun pengetahuan 

sendiri, dan menemukan nilai-nilai moral yang relevan bagi 

mereka. Konsep kebebasan yang diusung Rousseau menekankan 

bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang 

memungkinkan peserta didik menginternalisasi nilai-nilai moral 
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dan membangun identitas mereka secara mandiri, berdasarkan 

pengalaman hidup dan interaksi dengan dunia nyata. 

John Stuart Mill, seorang filsuf utilitarian, juga 

memberikan kontribusi penting terhadap gagasan kebebasan 

dalam pendidikan. Dalam On Liberty (1859), Mill menekankan 

bahwa kebebasan individu harus diimbangi dengan tanggung 

jawab sosial. Kebebasan, menurut Mill, bukan berarti kebebasan 

yang tanpa batas, tetapi harus digunakan untuk kebaikan 

bersama. Dalam konteks pendidikan, Mill berpendapat bahwa 

kebebasan individu harus digunakan dengan cara yang 

bertanggung jawab, yang berarti bahwa peserta didik perlu 

belajar bagaimana menggunakan kebebasan mereka untuk 

mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan kata lain, kebebasan dalam pendidikan tidak boleh 

hanya dimaknai sebagai hak untuk melakukan apa pun yang 

diinginkan, tetapi harus diintegrasikan dengan kesadaran moral 

dan tanggung jawab sosial. 

Kebebasan dalam pendidikan menurut Mill juga memiliki 

dimensi etika sosial, di mana peserta didik diajarkan untuk 

menggunakan kebebasan mereka dengan kesadaran penuh 

terhadap dampak tindakan mereka terhadap orang lain. 

Pendidikan yang berlandaskan aksiologi harus menekankan 

bahwa kebebasan individu harus selalu dipandu oleh prinsip-

prinsip moral, seperti keadilan, kesetaraan, dan solidaritas sosial. 

Dalam pendidikan, nilai-nilai kebebasan dan tanggung jawab 

sosial harus diajarkan secara seimbang, sehingga peserta didik 

tidak hanya memahami kebebasan sebagai hak pribadi, tetapi 
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juga sebagai tanggung jawab untuk berkontribusi kepada 

masyarakat. 

Pendidikan yang menghargai kebebasan harus 

mengintegrasikan pendekatan dialogis dan partisipatif dalam 

metode pengajarannya. Paulo Freire, dalam Pedagogy of the 

Oppressed (2000), mengajukan bahwa pendidikan harus 

melibatkan dialog yang setara antara pendidik dan peserta didik, 

di mana kebebasan intelektual peserta didik dihargai. Freire 

menekankan bahwa kebebasan dalam pendidikan harus 

memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kesadaran 

kritis, memahami struktur sosial yang menindas, dan terlibat 

aktif dalam proses pembebasan melalui pendidikan. Pendekatan 

Freirean ini menekankan pentingnya kebebasan dalam 

menciptakan pendidikan yang demokratis dan egaliter, di mana 

peserta didik diajarkan untuk memahami kebebasan mereka 

sendiri dan menggunakannya untuk mempromosikan perubahan 

sosial. 

Dalam pendidikan aksiologis, kebebasan juga harus 

diintegrasikan dengan nilai-nilai moral dan etika yang jelas. Ki 

Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia, dalam 

konsepnya Taman Siswa, menekankan pentingnya kebebasan 

dalam belajar di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk 

mengembangkan potensi alami mereka. Namun, Dewantara 

juga menekankan bahwa kebebasan harus dilaksanakan dengan 

rasa tanggung jawab moral. Dalam pendidikan yang baik, 

kebebasan bukanlah kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan 

yang dipandu oleh nilai-nilai moral, di mana peserta didik diajak 

untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan 
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bertindak dengan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan 

orang lain (Dewantara, 1977). 

Kebebasan dalam pendidikan aksiologis merupakan nilai 

fundamental yang mencakup otonomi intelektual, kebebasan 

moral, dan tanggung jawab sosial. Jean-Jacques Rousseau 

menekankan pentingnya memberikan ruang kebebasan kepada 

peserta didik untuk bereksplorasi dan mengembangkan potensi 

alami mereka secara mandiri, sementara John Stuart Mill 

menambahkan bahwa kebebasan tersebut harus selalu 

dipadukan dengan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. 

Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara turut memperkuat gagasan 

ini dengan menekankan pentingnya kebebasan dalam proses 

pendidikan dialogis yang mendukung pembebasan intelektual 

dan pengembangan karakter moral. Melalui pendekatan yang 

menghargai kebebasan namun diimbangi dengan tanggung 

jawab sosial, pendidikan dapat menjadi sarana yang efektif untuk 

menciptakan individu yang bebas secara intelektual dan 

bertanggung jawab secara moral, yang mampu berkontribusi 

positif dalam masyarakat. 

9. Integrasi Nilai-Nilai Etika dalam Kurikulum 

Penerapan aksiologi dalam pendidikan memberikan 

pandangan yang lebih komprehensif mengenai pentingnya 

integrasi nilai-nilai etika ke dalam kurikulum. Pendidikan tidak 

hanya berfungsi untuk menyampaikan pengetahuan faktual atau 

keterampilan teknis, tetapi juga sebagai sarana untuk 

membangun kesadaran etis dan karakter moral peserta didik. 

Kurikulum berbasis aksiologi bertujuan untuk menyeimbangkan 

pencapaian akademis dengan pembentukan karakter, sehingga 
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peserta didik tidak hanya menjadi individu yang cerdas secara 

intelektual, tetapi juga berintegritas secara moral. 

Dalam pandangan ini, nilai-nilai moral seperti keadilan, 

kejujuran, toleransi, dan empati tidak hanya diajarkan sebagai 

pelajaran tersendiri, tetapi harus diintegrasikan ke dalam setiap 

disiplin ilmu dan aktivitas pembelajaran. Misalnya, dalam mata 

pelajaran bahasa dan sastra, peserta didik dapat diajak untuk 

menggali nilai-nilai moral yang terkandung dalam karya sastra, 

memahami konteks sosial dan moralitas tokoh-tokoh dalam 

cerita, dan berdiskusi tentang dilema etis yang dihadapi oleh 

karakter fiksi. Dalam ilmu pengetahuan sosial, nilai-nilai seperti 

keadilan sosial, hak asasi manusia, dan demokrasi dapat 

diajarkan melalui studi kasus tentang peristiwa sejarah atau 

kondisi sosial saat ini, mendorong peserta didik untuk berpikir 

kritis tentang tanggung jawab etis mereka sebagai anggota 

masyarakat. Bahkan dalam matematika dan sains, integrasi nilai-

nilai etika bisa dilakukan melalui diskusi mengenai tanggung 

jawab ilmuwan dalam menerapkan penemuan ilmiah, misalnya 

dalam konteks etika lingkungan atau penggunaan teknologi 

secara etis. 

Nel Noddings, dalam karyanya Caring: A Relational 

Approach to Ethics and Moral Education (2013), menekankan 

bahwa pendidikan moral dan etika harus menjadi bagian integral 

dari kurikulum dan harus diajarkan dalam keseharian interaksi 

antara pendidik dan peserta didik. Menurut Noddings, 

pendidikan moral tidak dapat terbatas hanya pada pengajaran 

teori-teori etika atau nilai-nilai moral yang bersifat abstrak. 

Sebaliknya, nilai-nilai tersebut harus dihidupkan dalam praktik 
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sehari-hari, di mana pendidik memberikan contoh langsung 

tentang perilaku etis, empati, dan peduli terhadap peserta didik 

dan masyarakat di sekitarnya. Noddings mengusulkan bahwa 

pedagogi yang peduli harus menjadi kerangka dalam setiap 

pendekatan pembelajaran, di mana pendidik memperlakukan 

peserta didik dengan rasa hormat dan kepedulian yang tulus, 

sambil mendorong peserta didik untuk berempati dan menjaga 

hubungan sosial yang sehat. 

Dalam konteks pendidikan yang pluralistik, integrasi nilai-

nilai etika juga berarti mengajarkan peserta didik untuk 

menghormati keberagaman dan mengembangkan kesadaran 

sosial. Pendidikan moral tidak hanya bertujuan untuk 

membentuk individu yang mampu membuat keputusan etis 

dalam kehidupan pribadi, tetapi juga individu yang memiliki 

kesadaran sosial yang kuat dan berkomitmen untuk memajukan 

keadilan sosial dalam masyarakat. Hal ini sangat relevan di era 

modern, di mana peserta didik hidup dalam masyarakat yang 

multikultural dan kompleks, sehingga pendidikan harus 

menyiapkan mereka untuk menghormati perbedaan dan 

berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, 

pendidikan moral yang berlandaskan aksiologi harus mendorong 

peserta didik untuk mengembangkan rasa tanggung jawab 

terhadap orang lain, memperlakukan semua individu dengan 

adil, dan mempromosikan dialog yang inklusif dalam 

menghadapi perbedaan. 

Pengintegrasian nilai-nilai etika dalam kurikulum juga 

berdampak pada bagaimana pendidik memahami peran mereka 

dalam membentuk karakter peserta didik. Pendidik, dalam 



 

148 
 

 

konteks ini, bukan hanya bertindak sebagai pengajar 

pengetahuan akademis, tetapi juga sebagai model moral yang 

memberikan contoh nyata tentang bagaimana nilai-nilai etika 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ki Hajar Dewantara, 

dalam konsep pendidikan Taman Siswa, menekankan bahwa 

pendidik harus memberikan teladan moral yang baik dan 

menginspirasi peserta didik melalui tindakan nyata (Dewantara, 

1977). Dengan demikian, nilai-nilai etika harus menjadi bagian 

dari kehidupan sekolah sehari-hari, di mana pendidik dan peserta 

didik bersama-sama membangun budaya sekolah yang 

berlandaskan rasa hormat, tanggung jawab, dan solidaritas. 

Dalam tatanan global, integrasi nilai-nilai etika dalam 

kurikulum tidak hanya penting untuk pembentukan karakter 

individu, tetapi juga untuk mempersiapkan peserta didik 

menghadapi tantangan-tantangan moral yang lebih besar di masa 

depan, seperti keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan 

tanggung jawab global. Pendidikan berbasis aksiologi harus 

mengajarkan peserta didik untuk berpikir secara global dan 

bertindak secara lokal, dengan memadukan nilai-nilai moral ke 

dalam pengajaran mata pelajaran dan aktivitas pembelajaran 

yang relevan dengan tantangan dunia modern. Dengan cara ini, 

peserta didik akan tumbuh menjadi individu yang berintegritas, 

bermoral, dan bertanggung jawab, yang tidak hanya mampu 

mencapai kesuksesan pribadi, tetapi juga mampu membuat 

perbedaan positif dalam masyarakat dan dunia yang lebih luas. 

Integrasi nilai-nilai etika dalam kurikulum merupakan 

aspek penting dari pendidikan berbasis aksiologi. Dengan 

menggabungkan nilai-nilai moral seperti keadilan, kejujuran, 
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toleransi, dan empati ke dalam proses pembelajaran, pendidikan 

tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga 

pada pembentukan karakter yang seimbang antara intelektual 

dan moralitas. Menurut Nel Noddings, pendidikan harus 

mencakup pedagogi yang peduli, di mana peserta didik diajarkan 

untuk berempati, menghargai keberagaman, dan bertanggung 

jawab secara sosial. Dengan demikian, pendidikan yang 

berlandaskan aksiologi mempersiapkan peserta didik untuk 

menjadi warga negara yang bertanggung jawab, mampu berpikir 

secara kritis dan bertindak secara etis dalam masyarakat yang 

pluralistik dan multikultural. 

Aksiologi dalam pendidikan menekankan pentingnya nilai-

nilai dalam membentuk karakter moral, metode pembelajaran, 

dan etika profesi pendidik. Pendidikan yang baik harus 

membekali peserta didik dengan kemampuan untuk membuat 

keputusan moral yang bertanggung jawab dan mendasarkan 

tindakannya pada nilai-nilai etis yang kuat. Selain itu, aksiologi 

juga menuntut pendidik untuk bertindak sebagai teladan moral 

dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang adil, inklusif, 

dan bernilai bagi semua peserta didik, terutama dalam konteks 

pendidikan multikultural. Dengan demikian, pendidikan yang 

berlandaskan aksiologi tidak hanya berfokus pada pengetahuan 

kognitif, tetapi juga pada pengembangan karakter moral dan 

nilai-nilai sosial yang menjadi dasar bagi masyarakat yang adil 

dan berkelanjutan. 

10. Pertanyaan tentang Nilai-Nilai dalam Pendidikan: 

Moralitas, Keadilan, Kebebasan, dan Kejujuran 

Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan kognitif dan intelektual peserta didik, tetapi juga 
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untuk menanamkan nilai-nilai moral yang menjadi dasar 

perilaku manusia dalam masyarakat. Dalam filsafat pendidikan, 

pertanyaan tentang nilai-nilai apa yang harus diajarkan 

merupakan salah satu diskusi utama dalam upaya memahami 

peran pendidikan dalam membentuk individu yang bermoral dan 

bertanggung jawab secara sosial. Nilai-nilai seperti moralitas, 

keadilan, kebebasan, dan kejujuran dianggap sebagai pilar 

penting dalam pendidikan berbasis aksiologi, yang bertujuan 

untuk mengembangkan karakter serta membangun kesadaran 

etis peserta didik. 

Moralitas merupakan aspek fundamental dalam 

pendidikan, di mana nilai-nilai etika dan perilaku baik perlu 

diajarkan sejak dini untuk membentuk individu yang bermoral 

dan mampu membedakan antara yang benar dan salah. 

Immanuel Kant, dalam karyanya Critique of Practical Reason 

(1998), menekankan bahwa moralitas harus menjadi komponen 

inti dalam pendidikan. Menurut Kant, pendidikan tidak hanya 

tentang mengembangkan pengetahuan, tetapi juga tentang 

membentuk kemampuan berpikir dan bertindak secara etis. 

Tujuan pendidikan moral adalah menciptakan individu yang 

mampu membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip moral 

universal, seperti keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Moralitas 

dalam pendidikan harus diajarkan dengan cara yang mendorong 

refleksi mendalam dan pembentukan integritas peserta didik, di 

mana mereka tidak hanya memahami apa yang baik dan buruk, 

tetapi juga memiliki keinginan untuk bertindak secara etis dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Keadilan juga merupakan nilai kunci dalam pendidikan. 

Keadilan dalam pendidikan berarti memberikan kesempatan 
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yang setara kepada semua peserta didik, tanpa memandang latar 

belakang sosial, ekonomi, atau budaya. John Rawls dalam A 

Theory of Justice (1971) mengemukakan bahwa prinsip keadilan 

harus menjadi dasar dalam struktur sosial, termasuk dalam 

pendidikan. Rawls menekankan pentingnya keadilan distributif, 

di mana setiap individu memiliki akses yang adil terhadap 

sumber daya pendidikan yang berkualitas. Dalam konteks 

pendidikan, nilai keadilan tidak hanya diterapkan dalam 

pemberian akses yang setara, tetapi juga dalam membentuk sikap 

keadilan pada peserta didik. Pendidikan harus mengajarkan 

peserta didik untuk menghargai keadilan, baik dalam hubungan 

antarindividu maupun dalam struktur sosial yang lebih luas, serta 

untuk berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang adil dan 

sejahtera. 

Kebebasan juga harus diajarkan dalam pendidikan, karena 

kebebasan adalah elemen penting dalam membentuk individu 

yang berpikir kritis dan mandiri. Jean-Jacques Rousseau, dalam 

karyanya Emile (1979), berargumen bahwa pendidikan harus 

memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk 

mengeksplorasi dunia dan mengembangkan potensi alami 

mereka tanpa intervensi yang berlebihan. Kebebasan dalam 

pendidikan tidak hanya berarti kebebasan fisik atau kebebasan 

berpendapat, tetapi juga kebebasan untuk mengembangkan 

pemikiran mandiri dan membentuk prinsip-prinsip moral 

berdasarkan pengalaman dan refleksi. Pendidikan yang 

menghargai kebebasan memungkinkan peserta didik untuk 

menjadi individu yang otonom, yang tidak hanya mengikuti 
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peraturan, tetapi mampu membuat keputusan moral yang tepat 

berdasarkan pertimbangan rasional dan kesadaran etis. 

Kejujuran juga menjadi nilai penting yang harus diajarkan 

dalam pendidikan. Kejujuran berkaitan dengan integritas moral 

dan kebenaran dalam bertindak serta berinteraksi dengan orang 

lain. Dalam dunia pendidikan, kejujuran tidak hanya berarti 

tidak menyontek atau tidak berbohong, tetapi juga tentang 

memiliki keberanian untuk mengatakan yang benar dan 

bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Pendidikan yang 

menekankan kejujuran akan membentuk peserta didik yang 

berintegritas, yang mampu menghargai kebenaran dan bertindak 

berdasarkan prinsip-prinsip etika, baik di dalam lingkungan 

sekolah maupun di masyarakat luas. 

11. Etika dalam Profesi Pendidikan: Tanggung Jawab Guru 

Etika profesi dalam dunia pendidikan memiliki peran yang 

sangat signifikan, terutama dalam membentuk hubungan antara 

pendidik dan peserta didik serta dalam membangun landasan 

moral yang kuat di lingkungan sekolah. Guru, sebagai figur 

otoritas moral di dalam kelas, tidak hanya bertanggung jawab 

dalam menyampaikan pengetahuan akademis, tetapi juga dalam 

membimbing perkembangan moral dan etika peserta didik. 

Peran guru tidak sekadar sebagai fasilitator belajar, melainkan 

sebagai teladan moral yang memberi contoh bagaimana peserta 

didik dapat berperilaku etis, menghargai keberagaman, dan 

memiliki integritas dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Paulo Freire dalam karyanya Pedagogy of the 

Oppressed (2000), pendidik harus berperan sebagai agen 
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pembebasan yang tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi 

juga membantu peserta didik mengembangkan kesadaran kritis 

terhadap lingkungan sosial dan realitas kehidupan mereka. Freire 

percaya bahwa pendidikan harus bersifat dialogis dan 

partisipatif, di mana peserta didik diberi kesempatan untuk 

terlibat secara aktif dalam proses belajar. Pendidik yang baik, 

menurut Freire, tidak hanya mendidik secara akademis tetapi 

juga mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, 

mempertanyakan struktur sosial yang menindas, dan mencari 

kebenaran melalui refleksi moral dan etis. Oleh karena itu, guru 

memiliki tanggung jawab etis untuk memberikan ruang bagi 

kebebasan intelektual peserta didik, agar mereka dapat 

mengembangkan kesadaran moral yang akan mempengaruhi 

sikap dan perilaku mereka di masyarakat. 

Dalam konteks tanggung jawab moral guru, etika profesi 

juga mencakup kemampuan guru untuk menciptakan 

lingkungan belajar yang inklusif dan adil. Ini berarti bahwa guru 

harus menghormati martabat setiap peserta didik, terlepas dari 

latar belakang sosial, budaya, agama, atau ekonomi mereka. 

John Dewey, dalam Democracy and Education (1938), 

menekankan bahwa pendidikan demokratis harus mencakup 

kesetaraan kesempatan bagi semua peserta didik. Guru harus 

berperan sebagai pendukung keadilan sosial, di mana mereka 

mendukung keberagaman dan menjamin bahwa semua peserta 

didik memiliki akses yang sama terhadap pengetahuan dan 

pengalaman belajar. Guru memiliki kewajiban untuk 

menghindari diskriminasi dan memastikan bahwa pembelajaran 
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berlangsung dengan rasa hormat terhadap perbedaan-perbedaan 

yang ada di dalam kelas. 

Selain itu, guru juga harus menunjukkan kepedulian yang 

tulus terhadap perkembangan moral dan intelektual peserta 

didik. Nel Noddings (2013), dalam Caring: A Relational Approach 

to Ethics and Moral Education, menekankan pentingnya 

pendidikan yang berfokus pada hubungan antarindividu. 

Menurut Noddings, pendidikan yang efektif harus melibatkan 

kepedulian mendalam terhadap peserta didik, di mana guru 

bertindak sebagai pendamping moral yang memperlakukan 

peserta didik dengan empati dan rasa hormat. Guru harus peka 

terhadap kebutuhan emosional dan moral peserta didik, 

membantu mereka menghadapi tantangan-tantangan pribadi dan 

etis yang mereka temui dalam proses belajar. Kepedulian ini 

menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, di mana 

peserta didik merasa aman untuk belajar, bertanya, dan 

mengembangkan potensi mereka dengan dukungan moral yang 

kuat dari pendidik. 

Etika profesi pendidik juga melibatkan pengambilan 

keputusan moral yang mendukung perkembangan karakter 

peserta didik. Dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh 

pendidik, harus ada pertimbangan moral yang didasarkan pada 

prinsip-prinsip etika universal, seperti keadilan, kebebasan, dan 

kesetaraan. Immanuel Kant, dalam Critique of Practical Reason 

(1998), menekankan bahwa moralitas harus mendasari setiap 

tindakan yang dilakukan oleh individu, termasuk dalam konteks 

pendidikan. Guru, sebagai pemimpin moral, harus mampu 

mengajarkan peserta didik untuk membuat keputusan etis 
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berdasarkan pertimbangan rasional dan moral, serta membantu 

mereka untuk memahami dampak moral dari tindakan mereka 

terhadap orang lain. 

Dengan demikian, tanggung jawab etis guru mencakup 

lebih dari sekadar pengajaran akademis. Guru harus bertindak 

sebagai pendamping moral, teladan, dan pembimbing etis bagi 

peserta didik. Mereka harus menciptakan lingkungan pendidikan 

yang inklusif, adil, dan moral, di mana peserta didik didorong 

untuk berpikir kritis, memahami nilai-nilai etis, dan bertindak 

dengan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Etika profesi 

pendidikan menuntut agar guru terus mengevaluasi tindakan 

mereka dan mengarahkan peserta didik ke arah yang lebih baik, 

bukan hanya dalam pencapaian akademis tetapi juga dalam 

pembentukan karakter dan moralitas yang akan menjadi 

landasan hidup mereka di masa depan. 

Etika profesi pendidik berfokus pada tanggung jawab moral 

guru dalam membimbing peserta didik tidak hanya dalam aspek 

akademis, tetapi juga dalam perkembangan moral mereka. Paulo 

Freire menekankan bahwa guru harus menjadi agen pembebasan 

yang membantu peserta didik mengembangkan kesadaran kritis, 

sedangkan Nel Noddings menggarisbawahi pentingnya 

kepedulian dan empati dalam pendidikan. Tanggung jawab 

moral guru mencakup menciptakan lingkungan yang inklusif, 

menghormati martabat peserta didik, dan membangun karakter 

moral yang kokoh melalui teladan dan bimbingan etis. Guru 

sebagai pemimpin moral harus mampu mengintegrasikan nilai-

nilai etika dalam setiap aspek pengajaran dan pembelajaran, 

sehingga peserta didik dapat mengembangkan kesadaran moral 
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yang mendalam dan bertindak dengan integritas dalam 

kehidupan mereka. 
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BAB V 

ALIRAN FILSAFAT PENDIDIKAN 

 

A. Aliran Idealisme dalam Filsafat 

Idealisme merupakan salah satu aliran utama dalam filsafat 

yang menekankan bahwa realitas utama bersifat mental, ide, 

atau kesadaran, bukan bersifat material atau fisik. Aliran ini 

berpendapat bahwa dunia fisik yang kita alami hanyalah 

cerminan atau manifestasi dari realitas yang lebih fundamental, 

yang ada dalam bentuk ide atau konsep. Dalam filsafat 

pendidikan, idealisme menekankan pentingnya pendidikan 

moral, nilai-nilai, dan pengembangan karakter, dengan tujuan 

menciptakan individu yang berbudi luhur dan bertanggung 

jawab. 

Salah satu tokoh utama dalam aliran idealisme adalah 

Plato (428/427–348/347 SM), seorang filsuf Yunani kuno yang 

menyatakan bahwa realitas sejati terdapat dalam dunia ide yang 

lebih tinggi, yang dikenal sebagai "Dunia Ide". Menurut Plato, 

dunia fisik yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia ide yang 

sempurna, dan tugas manusia adalah mengenali dan memahami 

ide-ide yang ada di dunia tersebut. Dalam karyanya The Republic, 

Plato menekankan bahwa pendidikan harus diarahkan untuk 

membawa peserta didik menuju pengetahuan yang lebih tinggi 

dan memahami kebenaran melalui refleksi dan pemikiran. Bagi 

Plato, pendidikan bukan hanya soal mengajarkan keterampilan 

teknis, tetapi juga tentang pengembangan jiwa manusia agar 
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mampu mencapai kesempurnaan moral dan intelektual (Plato, 

2004). 

Selain Plato, Immanuel Kant (1724–1804), seorang filsuf 

Jerman, juga memainkan peran penting dalam mengembangkan 

pandangan idealisme. Kant menekankan bahwa akal manusia 

memiliki peran penting dalam membentuk pengalaman dan 

pengetahuan kita tentang dunia. Menurut Kant, kita tidak dapat 

mengetahui realitas "dalam dirinya" secara langsung, melainkan 

kita hanya dapat memahami dunia melalui kategori-kategori 

mental yang ada dalam pikiran kita. Dalam konteks pendidikan, 

Kant percaya bahwa tugas pendidikan adalah untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan 

mengajarkan prinsip-prinsip moral universal, seperti keadilan 

dan kebebasan (Kant, 1998). Dengan demikian, idealisme 

Kantian menekankan bahwa pendidikan harus membentuk 

individu yang mampu berpikir mandiri dan bertindak secara 

moral berdasarkan rasionalitas. 

Aliran idealisme juga sangat memengaruhi pandangan 

pendidikan di Barat. Pendidikan yang berlandaskan idealisme 

menekankan pentingnya pengembangan nilai-nilai moral, 

pengajaran kebenaran, dan kebijaksanaan melalui proses refleksi, 

pembelajaran filosofis, dan pengembangan karakter. Guru dalam 

sistem pendidikan idealis tidak hanya berperan sebagai pengajar 

ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembimbing moral, yang 

bertugas untuk membawa peserta didik menuju pemahaman 

yang lebih dalam tentang kebenaran dan nilai-nilai yang lebih 

tinggi. 
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Dalam filsafat pendidikan, idealisme juga mendorong 

pendekatan yang lebih holistik dalam pembelajaran. Idealis 

percaya bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek 

kognitif, tetapi juga mencakup pengembangan karakter, 

moralitas, dan spiritualitas peserta didik. Pendidikan idealis 

cenderung mendukung pembelajaran reflektif dan kritis, di mana 

peserta didik diajak untuk mencari kebenaran, mengembangkan 

pemikiran filosofis, dan membentuk pandangan hidup yang 

didasarkan pada nilai-nilai yang kuat. 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831), seorang filsuf 

Jerman lainnya, mengembangkan pandangan idealisme yang 

lebih komprehensif. Hegel percaya bahwa realitas adalah proses 

dialektis, di mana ide berkembang melalui konflik dan sintesis. 

Bagi Hegel, sejarah adalah manifestasi dari perkembangan Roh 

Absolut, dan pendidikan memainkan peran penting dalam 

membantu individu memahami posisi mereka dalam sejarah dan 

dunia. Dalam konteks pendidikan, Hegel menekankan 

pentingnya pembelajaran sejarah, filsafat, dan budaya sebagai 

cara untuk mengembangkan kesadaran individu tentang tempat 

mereka dalam proses perkembangan ide (Hegel, 1977). 

1. Idealisme dan Pendidikan 

Dalam filsafat pendidikan, idealisme memegang posisi 

yang sangat berpengaruh dengan menekankan pengembangan 

moral, etika, dan karakter sebagai tujuan utama pendidikan. 

Pandangan ini menekankan bahwa pendidikan tidak hanya 

berfungsi untuk memberikan keterampilan teknis atau informasi 

faktual, tetapi juga harus memfasilitasi pencarian kebenaran 

yang lebih mendalam, penghayatan keindahan, serta penanaman 
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nilai-nilai yang luhur seperti keadilan, kebajikan, dan 

kebijaksanaan. Idealisme memandang bahwa pendidikan harus 

diarahkan pada pengembangan diri secara holistik, yang 

mencakup aspek intelektual, moral, spiritual, dan estetis dari 

peserta didik. 

Menurut para filsuf idealis seperti Plato, pendidikan adalah 

jalan untuk membawa jiwa menuju pengetahuan yang lebih 

tinggi, yaitu dunia ide yang merupakan sumber kebenaran dan 

realitas sejati. Plato berpendapat bahwa dunia fisik hanyalah 

bayangan dari dunia ide yang sempurna. Oleh karena itu, 

pendidikan harus berusaha membimbing individu untuk 

mengenali dan memahami ide-ide abadi, seperti keindahan, 

kebenaran, dan kebaikan, yang melampaui pengalaman empiris 

semata (Plato, 2004). Pendidikan dalam kerangka idealisme ini 

lebih bersifat reflektif dan filosofis, di mana peserta didik diajak 

untuk merenungkan makna hidup, nilai-nilai moral, dan prinsip-

prinsip etika yang membentuk fondasi hidup bermasyarakat. 

Immanuel Kant, seorang filsuf idealis lainnya, juga 

menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk individu 

yang berpikir rasional dan bertindak berdasarkan prinsip moral 

yang universal. Bagi Kant, pendidikan tidak hanya bertujuan 

untuk memberikan keterampilan praktis, tetapi juga untuk 

mengembangkan karakter moral yang memungkinkan individu 

untuk berpikir dan bertindak secara mandiri sesuai dengan 

prinsip-prinsip etika yang rasional (Kant, 1998). Ini berarti 

pendidikan harus menanamkan kesadaran etis yang kuat dan 

membantu peserta didik memahami tanggung jawab mereka 

terhadap diri sendiri dan orang lain. 
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John Dewey, meskipun sering dikaitkan dengan 

pragmatisme, juga meminjam beberapa aspek idealisme dalam 

pandangannya tentang pendidikan. Ia menekankan bahwa 

pendidikan harus mempersiapkan individu untuk kehidupan 

demokratis melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis 

dan keterlibatan sosial. Meskipun Dewey lebih menekankan 

pada pengalaman langsung dan proses belajar yang interaktif, ia 

sependapat bahwa pendidikan harus memiliki tujuan moral dan 

etis yang tinggi, di mana peserta didik tidak hanya memperoleh 

pengetahuan, tetapi juga belajar untuk berperilaku secara moral 

dalam masyarakat (Dewey, 1938). 

2. Pembelajaran dalam Kerangka Idealisme 

Dalam konteks pembelajaran, idealisme menekankan 

proses refleksi dan diskusi filosofis sebagai metode utama untuk 

memahami nilai-nilai yang lebih tinggi. Pembelajaran tidak 

hanya terjadi melalui observasi langsung atau eksperimen 

empiris, tetapi lebih melalui kontemplasi dan analisis ide-ide 

besar. Pendidikan idealis cenderung menggunakan pendekatan 

dialogis yang melibatkan diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan 

mendalam mengenai kehidupan, moralitas, dan kebenaran. 

Misalnya, Socrates, melalui metode dialektika, mengajarkan 

kepada murid-muridnya untuk mengeksplorasi konsep-konsep 

etis dan mencari pemahaman yang lebih mendalam melalui 

tanya jawab yang kritis (Russell, 1912). 

Selain itu, idealisme juga menekankan peran guru sebagai 

pembimbing moral dan intelektual. Guru dalam pendekatan 

idealis tidak hanya bertugas untuk mentransfer informasi, tetapi 

juga untuk menginspirasi dan membentuk karakter moral peserta 
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didik. Guru dianggap sebagai teladan moral yang memberikan 

arahan bagi peserta didik dalam pencarian kebenaran dan 

pengembangan spiritualitas. Pendidikan idealis, oleh karena itu, 

mengakui pentingnya hubungan guru-murid sebagai sarana 

untuk mentransmisikan nilai-nilai luhur. 

3. Kritik terhadap Idealisme dalam Pendidikan 

Meskipun idealisme menawarkan kerangka filosofis yang 

mendalam dan berfokus pada pengembangan moral, pendekatan 

ini sering mendapatkan kritik karena dianggap terlalu abstrak 

dan kurang relevan dalam menghadapi realitas praktis kehidupan 

sehari-hari. Kritikus berpendapat bahwa idealisme terlalu 

menekankan pada nilai-nilai teoretis dan mengabaikan aspek 

praktis dari pendidikan yang diperlukan untuk menghadapi 

dunia modern yang semakin kompleks dan teknologis. Dalam 

konteks ini, idealisme dianggap kurang relevan dalam 

memberikan keterampilan praktis dan pengetahuan teknis yang 

diperlukan oleh peserta didik di era globalisasi dan 

perkembangan teknologi yang pesat. 

Selain itu, pendekatan idealis dalam pendidikan sering kali 

dianggap kurang memperhatikan perbedaan individu dan 

kebutuhan khusus peserta didik. Idealnya, pendidikan harus 

mampu menyesuaikan diri dengan beragam kebutuhan dan 

kemampuan peserta didik. Namun, pendekatan idealisme sering 

kali terlalu berfokus pada pencarian kebenaran universal yang 

mungkin tidak relevan atau tidak dapat diterapkan dalam setiap 

konteks sosial atau budaya yang berbeda. 
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4. Relevansi Idealisme dalam Pendidikan Kontemporer 

Meskipun demikian, idealisme tetap memberikan 

kontribusi penting dalam diskusi tentang tujuan pendidikan. 

Dalam dunia yang semakin terfragmentasi secara moral dan 

terfokus pada hasil praktis, idealisme mengingatkan kita akan 

pentingnya pengembangan karakter, pengajaran nilai-nilai luhur, 

dan pencarian makna hidup sebagai elemen penting dalam 

pendidikan. Fokus pada moralitas, etika, dan spiritualitas yang 

ditawarkan oleh idealisme dapat membantu menyeimbangkan 

pendidikan modern yang sering kali terlalu teknis atau terfokus 

pada aspek-aspek materialistik. 

Selain itu, pendekatan holistik dalam idealisme dapat 

membantu mempersiapkan peserta didik untuk tidak hanya 

menjadi pekerja yang produktif, tetapi juga warga negara yang 

bertanggung jawab, pemimpin yang bijaksana, dan manusia 

yang bermoral. Pendidikan idealis terus mendorong kita untuk 

mencari kebenaran, mempertanyakan keadilan, dan 

mengembangkan kebijaksanaan, yang pada akhirnya membantu 

menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadaban tinggi. 

Secara keseluruhan, aliran idealisme dalam filsafat 

menekankan bahwa realitas sejati bersifat mental atau ide dan 

bukan hanya material, idealisme dalam pendidikan menawarkan 

kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan moral, 

penanaman nilai-nilai luhur, dan pembentukan karakter peserta 

didik. Meskipun mendapat kritik karena dianggap kurang 

relevan dalam hal keterampilan praktis, idealisme tetap 

memainkan peran penting dalam membangun dasar-dasar etika 

dan nilai-nilai universal dalam pendidikan. Melalui refleksi 
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filosofis, diskusi mendalam, dan bimbingan moral dari guru, 

idealisme bertujuan untuk menciptakan individu yang 

berkarakter kuat, berpikir kritis, dan bertindak secara moral di 

masyarakat. Tokoh-tokoh seperti Plato, Kant, dan Hegel telah 

memberikan kontribusi penting dalam membentuk pandangan 

idealisme dalam pendidikan, yang hingga kini masih 

memengaruhi pendekatan pendidikan di seluruh dunia. 

B. Aliran Realisme dalam Filsafat 

Realisme adalah salah satu aliran utama dalam filsafat yang 

berpendapat bahwa realitas atau dunia luar ada secara 

independen dari pikiran, persepsi, atau kesadaran manusia. 

Dalam aliran ini, objek-objek di dunia nyata dianggap memiliki 

keberadaan yang objektif dan sifat-sifat tertentu, terlepas dari 

apakah seseorang sedang mengamati atau memikirkan mereka. 

Realisme berlawanan dengan idealisme, yang menyatakan 

bahwa realitas lebih terkait dengan pikiran atau ide. Dalam 

filsafat pendidikan, realisme menekankan pengalaman empiris, 

pengamatan langsung, dan fakta-fakta konkret sebagai dasar 

pengetahuan. 

Tokoh utama realisme dalam filsafat Barat adalah 

Aristoteles (384–322 SM). Sebagai murid Plato, Aristoteles 

berbeda pandangan dari gurunya, yang lebih menekankan ide-

ide abstrak. Aristoteles justru percaya bahwa realitas terdiri dari 

benda-benda fisik yang dapat kita amati dan alami melalui indera 

kita. Baginya, ilmu pengetahuan harus berlandaskan pada 

pengamatan langsung dan pengalaman empiris terhadap dunia 

fisik. Dalam karyanya Metaphysics, Aristoteles berpendapat 

bahwa hakikat segala sesuatu bisa ditemukan melalui 
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pengamatan terhadap bentuk dan substansi dari benda-benda 

fisik tersebut (Aristotle, 2009). Pandangan ini menggarisbawahi 

prinsip dasar realisme bahwa pengetahuan yang benar tentang 

dunia diperoleh melalui pengalaman langsung dan eksperimen, 

bukan melalui spekulasi ide-ide yang abstrak. 

1. Realisme dalam Pendidikan 

Dalam konteks pendidikan, realisme menekankan 

pentingnya pengajaran tentang dunia nyata yang berdasarkan 

fakta-fakta objektif dan pengetahuan ilmiah. Para pendukung 

realisme percaya bahwa pendidikan harus mempersiapkan 

peserta didik untuk menghadapi kenyataan hidup dan dunia 

yang konkret. Pengetahuan empiris, yang diperoleh melalui 

pengamatan, eksperimen, dan pembelajaran yang aktif, dianggap 

sebagai inti dari proses pendidikan. 

Johann Friedrich Herbart (1776–1841), seorang filsuf 

pendidikan yang dipengaruhi oleh realisme, menekankan bahwa 

pendidikan harus berdasarkan pada pengalaman nyata dan 

realitas objektif yang dapat diamati dan diuji. Herbart 

berpendapat bahwa pendidikan harus bertujuan untuk 

membantu peserta didik memahami hukum-hukum alam dan 

struktur realitas, dengan tujuan untuk mengembangkan individu 

yang mampu beradaptasi dengan dunia fisik dan sosial yang ada 

di sekitar mereka (Herbart, 1965). 

Francis Bacon, seorang filsuf dan ilmuwan Inggris, juga 

merupakan tokoh penting dalam aliran realisme, terutama dalam 

pendekatan ilmiah. Bacon menekankan pentingnya metode 

ilmiah sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar 
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tentang dunia. Ia berargumen bahwa pendidikan harus 

mengajarkan peserta didik bagaimana mengumpulkan data 

melalui observasi, melakukan eksperimen, dan menarik 

kesimpulan berdasarkan bukti (Bacon, 1620). Dalam pendidikan, 

pendekatan Bacon ini tercermin dalam pendidikan sains yang 

menekankan pengamatan empiris dan metode eksperimental 

sebagai cara untuk memahami hukum-hukum alam. 

2. Realisme dan Tujuan Pendidikan 

Dalam filsafat pendidikan, realisme berfokus pada 

pengembangan pengetahuan objektif dan keterampilan praktis 

yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Realisme 

menekankan bahwa tujuan pendidikan haruslah untuk 

membantu peserta didik mengembangkan pemahaman yang 

tepat tentang dunia fisik dan sosial di sekitar mereka. Pendidikan 

harus mengajarkan fakta-fakta ilmiah, hukum-hukum alam, serta 

prinsip-prinsip sosial dan ekonomi yang objektif dan dapat diuji 

melalui pengalaman nyata. 

John Locke (1632–1704), seorang filsuf empiris dan 

pendukung realisme, mengembangkan gagasan bahwa pikiran 

manusia pada saat lahir adalah tabula rasa, atau halaman 

kosong, yang diisi melalui pengalaman dan pembelajaran. 

Dalam karyanya An Essay Concerning Human Understanding, 

Locke menegaskan bahwa pengetahuan hanya dapat diperoleh 

melalui pengalaman empiris, bukan melalui spekulasi atau 

intuisi. Pendidikan, menurut Locke, harus memberikan 

pengalaman langsung yang membantu peserta didik 

mengumpulkan pengetahuan objektif yang relevan dengan 

kehidupan sehari-hari (Locke, 1690). 
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Dalam realisme, pendidikan dianggap memiliki tujuan 

yang praktis dan berorientasi pada dunia nyata. Pendidikan yang 

baik harus mempersiapkan individu untuk berinteraksi dengan 

dunia fisik dan memahami hukum-hukum alam yang mengatur 

kehidupan. Selain itu, pendidikan harus memberikan 

keterampilan yang berguna bagi kehidupan praktis dan sosial, 

termasuk dalam hal ekonomi, teknologi, dan masyarakat. 

3. Realisme dan Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran dalam realisme berfokus pada 

pengalaman langsung dan penggunaan akal sehat untuk 

memahami dunia. Dalam sistem pendidikan yang berlandaskan 

realisme, peserta didik tidak hanya diharapkan untuk menghafal 

fakta-fakta, tetapi juga untuk membangun pengetahuan melalui 

observasi, eksperimen, dan analisis logis. Pengajaran sering kali 

dilakukan melalui pendekatan empiris, di mana peserta didik 

diminta untuk mengamati fenomena alam, melakukan 

eksperimen, atau menyelesaikan masalah nyata. 

Charles Peirce, seorang filsuf pragmatis, juga mendukung 

pendekatan empiris dalam pendidikan yang menekankan metode 

ilmiah. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus menekankan 

pengujian hipotesis melalui pengamatan langsung dan penelitian 

eksperimental. Dalam pendidikan sains, misalnya, peserta didik 

diajak untuk mengembangkan teori, melakukan eksperimen, dan 

menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ditemukan. Hal ini 

sejalan dengan prinsip realisme yang percaya bahwa 

pengetahuan yang sah hanya dapat diperoleh melalui 

pengalaman dan pembuktian empiris (Peirce, 1878). 
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Selain itu, metode pembelajaran realistik juga melibatkan 

penggunaan alat bantu visual dan bahan konkret untuk 

membantu peserta didik memahami konsep-konsep yang 

diajarkan. Dalam pendidikan dasar, misalnya, realisme 

mendorong penggunaan alat bantu fisik seperti model, diagram, 

dan alat peraga untuk membantu peserta didik menghubungkan 

teori dengan dunia nyata. 

4. Kritik terhadap Realisme dalam Pendidikan 

Meskipun realisme menekankan pengalaman empiris dan 

pengetahuan objektif, pendekatan ini juga mendapat kritik. 

Beberapa kritikus berpendapat bahwa realisme terlalu fokus pada 

aspek material dan mengabaikan aspek spiritual, moral, atau 

subjektif dari kehidupan manusia. Pendidikan yang 

berlandaskan realisme sering kali dianggap terlalu teknis dan 

berorientasi pada fakta, tanpa mempertimbangkan kebutuhan 

pengembangan karakter dan nilai-nilai etis yang juga penting 

dalam membentuk individu yang utuh. 

Selain itu, pendekatan realisme dalam pendidikan sering 

dikritik karena mengabaikan peran kreativitas dan imajinasi 

dalam proses pembelajaran. Pendidikan yang terlalu terfokus 

pada pengalaman empiris dan pengetahuan objektif mungkin 

tidak memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, yang juga penting 

dalam kehidupan. 

Secara keseluruhan, realisme dalam filsafat menekankan 

bahwa realitas ada secara independen dari pikiran manusia dan 

bahwa pengetahuan harus didasarkan pada pengalaman 
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langsung dan pengamatan empiris. Dalam konteks pendidikan, 

realisme mendorong pengajaran tentang dunia nyata melalui 

metode ilmiah, pengamatan langsung, dan analisis logis. 

Pendidikan realis bertujuan untuk membantu peserta didik 

memahami dunia fisik dan sosial dengan lebih baik, serta 

memberikan keterampilan yang berguna untuk kehidupan 

praktis. 

Meskipun realisme sering dikritik karena dianggap terlalu 

materialistik dan mengabaikan aspek moral dan kreatif dalam 

pendidikan, aliran ini tetap memiliki pengaruh penting dalam 

pendidikan sains, teknologi, dan pembelajaran berbasis 

pengalaman yang terus relevan hingga saat ini. 

C. Aliran Pragmatisme dalam Filsafat 

Pragmatisme adalah salah satu aliran filsafat yang 

menekankan kepraktisan dan kegunaan sebagai kriteria utama 

dalam menilai kebenaran suatu ide atau teori. Aliran ini 

berpendapat bahwa kebenaran tidak bersifat mutlak dan final, 

tetapi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan pengalaman 

dan kebutuhan manusia. Dalam konteks filsafat pendidikan, 

pragmatisme menekankan bahwa pengetahuan harus 

bermanfaat dan relevan untuk kehidupan sehari-hari, serta harus 

mampu memecahkan masalah nyata yang dihadapi oleh peserta 

didik. 

John Dewey (1859–1952), seorang filsuf Amerika yang 

dikenal sebagai salah satu pelopor pragmatisme, berpendapat 

bahwa pendidikan harus berfokus pada pengalaman langsung 

dan partisipasi aktif dari peserta didik. Dalam bukunya 
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Democracy and Education (Dewey, 1938), Dewey menekankan 

bahwa pembelajaran yang efektif terjadi ketika peserta didik 

berinteraksi langsung dengan lingkungan mereka, dan melalui 

refleksi kritis, mereka dapat membangun pengetahuan yang 

relevan dengan kehidupan mereka. Dewey menolak pendidikan 

tradisional yang hanya menekankan hafalan dan pengetahuan 

teoritis. Sebaliknya, ia mengusulkan metode learning by doing, 

di mana peserta didik belajar melalui eksperimen, pengamatan, 

dan partisipasi dalam aktivitas yang nyata. 

1. Pragmatisme dan Pendidikan 

Dalam filsafat pendidikan, pragmatisme berfokus pada 

pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) dan 

pemecahan masalah (problem-solving). Pendidikan dianggap 

sebagai proses kreatif dan dinamis, di mana pengetahuan 

bukanlah sesuatu yang diterima secara pasif, melainkan 

dibangun melalui proses aktif peserta didik dalam memahami 

dunia sekitar. Metode ilmiah—yang melibatkan eksperimen, 

hipotesis, dan pengujian—dianggap sebagai pendekatan yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip pragmatisme karena 

mengharuskan peserta didik untuk mengobservasi dan menguji 

ide-ide mereka dalam konteks yang nyata. 

William James, seorang filsuf dan psikolog yang juga 

merupakan tokoh penting dalam pragmatisme, mendefinisikan 

kebenaran sebagai sesuatu yang “terbukti berguna” dan 

“berfungsi dalam kehidupan nyata” (James, 1907). James 

berpendapat bahwa ide-ide atau teori yang kita pegang harus 

dinilai berdasarkan apakah ide tersebut membantu kita 

memahami dan mengatasi masalah praktis. Dalam pendidikan, 
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hal ini berarti bahwa pengetahuan yang diajarkan harus relevan 

dengan tantangan yang dihadapi peserta didik dalam kehidupan 

sehari-hari dan membantu mereka berkembang dalam konteks 

sosial mereka. 

Pragmatisme juga berperan dalam pengembangan metode 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam 

pandangan pragmatis, peserta didik tidak hanya dilihat sebagai 

penerima pasif dari pengetahuan, tetapi sebagai agen aktif yang 

terlibat dalam proses penemuan dan konstruksi pengetahuan. 

Guru, dalam pandangan ini, bertindak sebagai fasilitator yang 

membantu peserta didik memecahkan masalah dan membangun 

pemahaman melalui eksplorasi dan refleksi. 

2. Pragmatisme dan Kurikulum Pendidikan 

Pragmatisme juga memiliki implikasi langsung pada 

pengembangan kurikulum pendidikan. Sebagai aliran yang 

menekankan fleksibilitas dan kegunaan praktis, pragmatisme 

mendukung kurikulum yang dinamis dan beradaptasi dengan 

perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi. Dewey berpendapat 

bahwa kurikulum harus dirancang untuk mencerminkan 

pengalaman hidup nyata dan kebutuhan peserta didik di dunia 

modern, bukan sekadar mengikuti standar atau tradisi yang 

sudah ketinggalan zaman. 

Dalam konteks pragmatisme, kurikulum harus bersifat 

interdisipliner dan terintegrasi, memungkinkan peserta didik 

untuk melihat bagaimana berbagai disiplin ilmu saling 

berhubungan dalam konteks kehidupan nyata. Belajar melalui 

proyek (project-based learning) adalah salah satu bentuk 
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pembelajaran pragmatis yang menekankan integrasi 

pengetahuan dari berbagai bidang seperti sains, matematika, dan 

seni, yang dipelajari dalam konteks pemecahan masalah nyata. 

3. Pragmatisme dan Pengajaran Kritis 

Pragmatisme juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Paulo 

Freire, seorang pendidik dan pemikir asal Brasil, menerapkan 

pendekatan pragmatisme dalam pendidikan kritis. Dalam 

bukunya Pedagogy of the Oppressed, Freire mengajukan gagasan 

bahwa pendidikan harus menjadi alat untuk membebaskan 

individu dari struktur sosial yang menindas. Pendidikan yang 

baik, dalam pandangan Freire, adalah pendidikan yang 

memberdayakan peserta didik untuk memahami dan mengubah 

kondisi sosial mereka melalui dialog kritis dan refleksi terhadap 

pengalaman hidup mereka (Freire, 2000). Pandangan Freire 

sejalan dengan pragmatisme karena ia menekankan bahwa 

pengetahuan harus digunakan untuk memecahkan masalah 

sosial dan membawa perubahan positif dalam masyarakat. 

4. Kritik terhadap Pragmatisme 

Meskipun pragmatisme banyak diterima dalam dunia 

pendidikan, aliran ini juga menghadapi sejumlah kritik. Salah 

satu kritik utama adalah bahwa pragmatisme dianggap terlalu 

fokus pada utilitas dan penggunaan praktis dari pengetahuan, 

sehingga mengabaikan nilai-nilai intrinsik dari pengetahuan atau 

pencarian kebenaran yang lebih dalam. Pendukung idealisme 

atau realisme mungkin berpendapat bahwa pendidikan tidak 

boleh semata-mata berorientasi pada kegunaan praktis, tetapi 
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juga harus melibatkan pencarian nilai-nilai moral dan 

pemahaman konseptual yang lebih mendalam. 

Kritik lainnya menyatakan bahwa pragmatisme cenderung 

relatif dalam hal kebenaran. Karena kebenaran dalam 

pragmatisme diukur dari kegunaannya dalam konteks tertentu, 

beberapa kritikus berpendapat bahwa pragmatisme gagal 

memberikan prinsip moral atau etika yang tetap dan universal. 

Hal ini dianggap bermasalah karena pendidikan juga harus 

mengajarkan nilai-nilai moral yang tidak hanya relevan dalam 

konteks sosial saat ini tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip 

universal seperti keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. 

5. Pragmatisme dalam Pendidikan Kontemporer 

Meskipun ada kritik, pragmatisme tetap menjadi 

pendekatan yang sangat berpengaruh dalam pendidikan 

kontemporer. Metode pembelajaran berbasis proyek dan 

pembelajaran aktif adalah beberapa contoh penerapan 

pragmatisme yang menekankan pengalaman langsung dan 

kegunaan praktis dari pengetahuan yang diajarkan. Selain itu, 

pragmatisme juga mendukung pendekatan pendidikan yang 

inklusif, di mana peserta didik dari berbagai latar belakang sosial 

dan budaya diajak untuk berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran dan memecahkan masalah nyata yang mereka 

hadapi dalam kehidupan mereka. 

Pendekatan pragmatis ini juga mendorong peserta didik 

untuk berkolaborasi, berkomunikasi, dan berpikir kritis, 

keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja modern 

yang semakin kompleks. Dengan demikian, pragmatisme tetap 
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relevan dalam konteks pendidikan abad ke-21, yang menuntut 

peserta didik untuk tidak hanya memahami pengetahuan teoretis 

tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi dunia 

nyata yang selalu berubah. 

Pragmatisme, sebagai aliran filsafat, menawarkan 

pendekatan yang fleksibel dan berorientasi pada pengalaman 

dalam dunia pendidikan. Dengan menekankan pengalaman 

langsung, pemecahan masalah, dan kegunaan praktis, 

pragmatisme membantu membentuk pendidikan yang dinamis 

dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Meskipun 

menghadapi kritik karena dianggap terlalu menekankan aspek 

praktis, pragmatisme tetap memberikan kontribusi penting 

dalam pengembangan kurikulum yang adaptif dan metode 

pembelajaran yang partisipatif, serta membentuk peserta didik 

yang siap menghadapi tantangan dunia modern. 

D. Aliran Perenialisme dalam Filsafat Pendidikan 

Perenialisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan 

yang menekankan pentingnya nilai-nilai yang bersifat universal 

dan abadi, yang tetap relevan sepanjang zaman. Perenialisme 

berargumen bahwa pendidikan harus berfokus pada prinsip-

prinsip dan pengetahuan yang telah teruji oleh waktu, bukan 

pada tren pendidikan yang bersifat sementara atau sesaat. Aliran 

ini percaya bahwa pendidikan ideal adalah pendidikan yang 

menanamkan kebijaksanaan, kebenaran, dan nilai-nilai moral 

yang tidak berubah. 

Perenialisme lahir dari pandangan para filsuf klasik seperti 

Plato dan Aristoteles, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut 
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oleh tokoh-tokoh pendidikan modern seperti Robert Maynard 

Hutchins dan Mortimer Adler. Hutchins dan Adler, misalnya, 

mengkritik pendidikan modern yang terlalu berfokus pada 

keterampilan praktis dan vokasional, serta yang terlalu 

menekankan pada spesialisasi. Mereka berpendapat bahwa 

pendidikan seharusnya berorientasi pada pembentukan karakter 

dan intelektualitas yang mendalam melalui studi tentang karya-

karya besar peradaban (Great Books) yang dianggap 

mengandung kebijaksanaan abadi. 

1. Prinsip-Prinsip Perenialisme 

Salah satu prinsip utama dalam perenialisme adalah 

keyakinan bahwa pendidikan harus bersifat teoretis dan filosofis, 

bukan sekadar praktis. Menurut perenialisme, tujuan utama 

pendidikan adalah mencapai kebijaksanaan melalui pemahaman 

tentang prinsip-prinsip universal yang mendasari kehidupan 

manusia dan dunia. Pengetahuan yang diajarkan dalam 

pendidikan perenialis harus memiliki sifat abadi dan universal, 

yang artinya pengetahuan ini relevan bagi semua orang di segala 

zaman. 

Robert M. Hutchins dalam bukunya The Higher Learning in 

America (1936) berpendapat bahwa pendidikan liberal, yang 

menekankan pada pemikiran kritis, penalaran logis, dan 

pengembangan moral, adalah jenis pendidikan yang seharusnya 

diprioritaskan. Hutchins menolak gagasan bahwa pendidikan 

harus disesuaikan dengan kebutuhan industri atau pasar kerja 

yang terus berubah. Menurutnya, pendidikan harus lebih 

berfokus pada hal-hal yang tidak berubah—yaitu kebenaran, 

keadilan, dan kebijaksanaan—yang dapat diperoleh melalui 
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studi mendalam tentang karya-karya besar para filsuf, sastrawan, 

dan ilmuwan klasik. 

2. Kurikulum Perenialis 

Dalam filsafat perenialisme, kurikulum pendidikan harus 

difokuskan pada studi klasik dan humaniora. Perenialis 

berpendapat bahwa karya-karya besar seperti tulisan Plato, 

Aristoteles, Dante, Shakespeare, dan Newton harus menjadi 

pusat dari pendidikan, karena karya-karya tersebut dianggap 

mengandung kebijaksanaan abadi yang membantu memahami 

hakikat manusia dan alam semesta. 

Mortimer Adler, seorang perenialis terkenal, 

mempromosikan pendidikan liberal yang mencakup pengajaran 

logika, etika, metafisika, dan sejarah intelektual manusia. Dalam 

bukunya How to Read a Book (1972), Adler menekankan 

pentingnya kemampuan membaca kritis dan penalaran logis 

dalam pendidikan. Ia percaya bahwa pendidikan harus 

mempersiapkan peserta didik untuk berpikir secara mendalam, 

memahami kebenaran universal, dan mengembangkan kapasitas 

intelektual serta moral yang memungkinkan mereka untuk 

menjadi warga negara yang bijaksana dan bertanggung jawab. 

3. Pandangan Perenialisme tentang Guru dan Peserta Didik 

Dalam pandangan perenialis, guru memiliki peran penting 

sebagai pembimbing intelektual dan model moral bagi peserta 

didik. Guru bertugas untuk membimbing peserta didik dalam 

pencarian pengetahuan yang lebih tinggi dan mengarahkan 

mereka untuk memahami nilai-nilai yang bersifat universal. 

Pendidik dalam konteks perenialisme dianggap sebagai sosok 
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yang otoritatif, karena mereka menguasai kebijaksanaan yang 

terkandung dalam karya-karya klasik yang diajarkan. 

Peserta didik, dalam filsafat perenialisme, dipandang 

sebagai pencari kebenaran yang harus berjuang untuk 

memahami prinsip-prinsip abadi. Perenialis menekankan bahwa 

peserta didik harus bersikap disiplin dan serius dalam proses 

belajar, karena pendidikan dipandang sebagai usaha panjang 

untuk memahami hal-hal yang penting bagi eksistensi manusia. 

Perenialis percaya bahwa peserta didik memiliki kapasitas 

bawaan untuk berpikir logis, mengembangkan etika, dan 

menghargai nilai-nilai keindahan yang ada dalam kehidupan. 

Pendidikan bukanlah tentang pembentukan keterampilan 

vokasional semata, tetapi tentang pembentukan karakter, 

intelektualitas, dan moralitas yang diperlukan untuk menghadapi 

berbagai tantangan dalam kehidupan. 

4. Kritik terhadap Perenialisme 

Meskipun perenialisme memiliki banyak pendukung, 

aliran ini juga menghadapi kritik. Beberapa kritikus berpendapat 

bahwa fokus perenialisme pada karya-karya klasik dan nilai-nilai 

universal mengabaikan relevansi kontekstual dalam pendidikan 

modern. Pendidikan yang hanya berfokus pada studi-studi klasik 

dianggap tidak memperhitungkan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial yang terus berubah. 

Selain itu, ada kritik bahwa perenialisme terlalu terpusat 

pada tradisi Barat, dengan penekanan pada karya-karya klasik 

dari Eropa dan Amerika. Kritikus menyatakan bahwa 

pendidikan seharusnya lebih inklusif dan memperhitungkan 
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berbagai pandangan budaya yang lebih luas dari seluruh dunia, 

serta mengintegrasikan pemikiran dan nilai-nilai dari berbagai 

tradisi selain Barat. 

Perenialisme sebagai aliran filsafat pendidikan tetap 

memiliki pengaruh penting dalam dunia pendidikan, terutama 

dalam pendidikan liberal yang menekankan pengembangan 

intelektual, moral, dan karakter peserta didik. Dengan 

mengedepankan nilai-nilai yang dianggap abadi dan universal, 

perenialisme menekankan pentingnya pengetahuan klasik, 

logika, etika, dan pemikiran kritis dalam membentuk individu 

yang bijaksana dan berwawasan luas. Namun, tantangan 

terbesar bagi aliran ini adalah relevansinya dalam konteks 

pendidikan modern yang semakin berfokus pada keterampilan 

praktis dan kebutuhan pasar kerja. 

E. Aliran Esensialisme dalam Filsafat Pendidikan 

Esensialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang 

menekankan pada pentingnya pengajaran pengetahuan dasar 

dan keterampilan yang esensial bagi peserta didik. Berbeda 

dengan aliran-aliran yang lebih progresif, esensialisme 

berpendapat bahwa pendidikan harus kembali pada nilai-nilai 

tradisional dan pengetahuan inti yang dibutuhkan untuk 

membentuk individu yang mampu berfungsi dengan baik dalam 

masyarakat. Aliran ini percaya bahwa pendidikan harus 

menekankan pembentukan disiplin, karakter, dan pemahaman 

mendalam tentang materi yang dianggap fundamental. 

1. Prinsip-Prinsip Utama Esensialisme 

Esensialisme berakar pada keyakinan bahwa ada sejumlah 

pengetahuan inti yang harus dipelajari oleh semua peserta didik. 



 

179 
 

 

Pengetahuan ini mencakup literasi, numerasi, sejarah, sains, dan 

humaniora. William C. Bagley (1874–1946), seorang tokoh 

penting dalam pengembangan esensialisme, berpendapat bahwa 

pendidikan harus berfokus pada pembentukan karakter, 

kedisiplinan, dan kemampuan berpikir kritis melalui pengajaran 

mata pelajaran inti yang mendasari perkembangan intelektual 

dan moral individu (Bagley, 1938). 

Esensialis berpendapat bahwa peserta didik harus 

menguasai pengetahuan dan keterampilan dasar yang esensial 

sebelum mereka diperkenankan mengeksplorasi bidang-bidang 

pengetahuan lainnya. Proses pembelajaran, dalam pandangan 

esensialis, harus terstruktur dan sistematis, di mana guru 

berperan sebagai otoritas yang memandu peserta didik melalui 

kurikulum yang ketat dan penuh disiplin. 

Esensialisme juga sangat menekankan pembentukan 

karakter melalui pendidikan. Aliran ini percaya bahwa peserta 

didik harus dilatih untuk menghargai tanggung jawab, 

ketekunan, dan etika kerja yang baik. Pendidikan, dalam 

kerangka esensialisme, tidak hanya bertujuan untuk 

mentransmisikan pengetahuan akademis tetapi juga untuk 

mengembangkan kualitas moral yang diperlukan bagi peserta 

didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung 

jawab dan produktif. 

2. Kurikulum dalam Esensialisme 

Dalam pandangan esensialisme, kurikulum harus 

difokuskan pada mata pelajaran inti yang tidak hanya mencakup 

keterampilan akademis dasar seperti membaca, menulis, dan 

berhitung, tetapi juga mata pelajaran yang mengajarkan prinsip-
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prinsip ilmiah dan sejarah yang dianggap penting untuk 

memahami dunia. Kurikulum esensialis biasanya tetap dan 

terstandar, dengan sedikit ruang untuk variasi atau pilihan 

peserta didik. 

E.D. Hirsch, seorang pendukung esensialisme modern, 

berpendapat bahwa semua peserta didik harus mempelajari 

pengetahuan dasar yang sama untuk memastikan kesetaraan 

dalam pendidikan. Hirsch memperkenalkan konsep Cultural 

Literacy, di mana peserta didik harus menguasai serangkaian 

pengetahuan umum yang memungkinkan mereka untuk 

berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat (Hirsch, 1987). 

Menurut Hirsch, pendidikan harus fokus pada pembelajaran 

fakta-fakta penting dan konsep-konsep dasar yang dianggap 

penting dalam tradisi intelektual Barat. 

3.  Peran Guru dalam Pendidikan Esensialis 

Dalam esensialisme, guru dianggap sebagai otoritas 

intelektual yang memimpin kelas dan memiliki tanggung jawab 

untuk menyampaikan pengetahuan dasar kepada peserta didik. 

Guru berperan sebagai pemimpin dan disiplinator, yang harus 

memastikan bahwa peserta didik belajar dengan cara yang 

terstruktur dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Dalam 

pandangan esensialis, guru memiliki tanggung jawab moral 

untuk memastikan bahwa peserta didik mendapatkan 

pendidikan yang tepat dan menguasai keterampilan dasar yang 

diperlukan. 

Esensialis menekankan bahwa peserta didik tidak selalu 

tahu apa yang terbaik untuk mereka, sehingga mereka 
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membutuhkan bimbingan yang tegas dari guru untuk 

memastikan bahwa mereka mempelajari hal-hal yang benar dan 

penting. Guru, dalam pandangan esensialisme, bukan hanya 

menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan 

karakter peserta didik melalui disiplin dan pengajaran nilai-nilai 

moral yang jelas. 

4.  Pandangan Esensialisme tentang Peserta Didik 

Peserta didik dalam kerangka esensialisme dipandang 

sebagai individu yang perlu diarahkan untuk memahami nilai-

nilai inti dari pengetahuan dan moralitas. Peserta didik harus 

melalui proses pembelajaran yang disiplin dan berfokus, di mana 

mereka diajarkan pengetahuan dasar sebelum diperbolehkan 

mengeksplorasi ide-ide yang lebih kompleks atau abstrak. 

Esensialis berpendapat bahwa kedisiplinan mental dan 

pembentukan kebiasaan belajar yang baik adalah kunci untuk 

keberhasilan pendidikan. 

Peserta didik, dalam kerangka ini, dipersiapkan untuk 

menjadi anggota masyarakat yang produktif, yang mampu 

berkontribusi pada kehidupan sosial dan ekonomi melalui 

pemahaman yang mendalam tentang mata pelajaran inti dan 

nilai-nilai moral yang universal. 

5. Kritik terhadap Esensialisme 

Meskipun esensialisme banyak dipuji karena 

penekanannya pada pendidikan yang terstruktur dan disiplin, 

aliran ini juga menghadapi sejumlah kritik. Salah satu kritik 

utama adalah bahwa esensialisme dianggap terlalu kaku dan 

tidak responsif terhadap kebutuhan individu peserta didik. 
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Kurikulum yang terlalu terstandar dan terpusat pada otoritas 

guru sering dianggap mengabaikan minat peserta didik dan 

potensi kreativitas mereka. 

Kritikus juga berpendapat bahwa pendekatan esensialis 

terlalu fokus pada tradisi Barat dan mengabaikan diversitas 

budaya dalam pendidikan. Dengan berfokus pada nilai-nilai dan 

pengetahuan yang dianggap universal, esensialisme seringkali 

mengabaikan realitas sosial dan budaya yang berbeda dari 

masyarakat kontemporer yang pluralistik. 

Selain itu, beberapa ahli pendidikan progresif berpendapat 

bahwa esensialisme gagal memperhitungkan perkembangan 

anak yang lebih holistik, termasuk aspek emosional dan sosial 

yang penting dalam proses belajar. Pendekatan yang terlalu 

berfokus pada penguasaan konten dianggap tidak 

memperhatikan kebutuhan peserta didik untuk belajar melalui 

eksplorasi, kerjasama, dan partisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran. 

Esensialisme tetap menjadi salah satu aliran filsafat 

pendidikan yang signifikan, terutama karena penekanannya 

pada pengetahuan dasar, disiplin, dan pembentukan karakter. 

Dengan fokus pada mata pelajaran inti yang dianggap penting 

untuk memahami dunia dan berpartisipasi dalam masyarakat, 

esensialisme menawarkan pendekatan pendidikan yang 

terstruktur dan berorientasi pada hasil. Meskipun begitu, kritik 

terhadap aliran ini juga menyoroti tantangan dalam menghadapi 

kebutuhan pendidikan yang semakin beragam dan dinamis di 

dunia modern. 
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F. Aliran Progresivisme dalam Filsafat Pendidikan 

Progresivisme adalah aliran filsafat pendidikan yang 

berfokus pada pembelajaran yang bersifat dinamis, kontekstual, 

dan berpusat pada peserta didik. Aliran ini berkembang sebagai 

respons terhadap pendekatan tradisional yang dianggap terlalu 

otoriter dan kaku, dengan penekanan yang lebih besar pada 

pendidikan yang berbasis pengalaman dan partisipasi aktif. 

Progresivisme sangat terpengaruh oleh ide-ide dari John Dewey, 

seorang filsuf Amerika yang percaya bahwa pendidikan harus 

mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan 

nyata dalam kehidupan dan menjadi warga negara yang aktif di 

masyarakat demokratis. 

1. Prinsip-Prinsip Progresivisme 

Progresivisme berangkat dari keyakinan bahwa pendidikan 

harus berfokus pada kebutuhan peserta didik dan pengalaman 

nyata yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 

bukunya Democracy and Education (Dewey, 1938), John Dewey 

mengajukan gagasan bahwa pendidikan harus dilihat sebagai 

proses interaksi aktif antara peserta didik dan lingkungannya. Ia 

berpendapat bahwa peserta didik tidak hanya menerima 

pengetahuan secara pasif dari guru, tetapi harus menjadi agen 

aktif dalam proses pembelajaran. 

Prinsip utama progresivisme adalah bahwa belajar harus 

bersifat praktis dan relevan dengan kehidupan nyata peserta 

didik. Progresivis percaya bahwa pendidikan harus fleksibel dan 

adaptif, mengikuti minat dan kebutuhan individu peserta didik. 

Metode pengajaran dalam progresivisme lebih menekankan pada 
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problem-solving dan inquiry-based learning, di mana peserta 

didik diajak untuk mengeksplorasi masalah-masalah nyata dan 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui 

eksperimen, proyek kolaboratif, dan diskusi terbuka. 

Progresivisme juga menekankan pengembangan sosial dan 

emosional peserta didik. Pendekatan ini menganggap bahwa 

pendidikan harus memperhatikan seluruh aspek perkembangan 

manusia, termasuk keterampilan sosial, emosional, moral, serta 

intelektual. Dalam pandangan progresivis, sekolah adalah 

miniatur masyarakat di mana peserta didik belajar untuk bekerja 

sama, berkomunikasi, dan memecahkan masalah secara kolektif. 

Oleh karena itu, pendidikan progresif sering kali mencakup 

pembelajaran kooperatif dan proyek kelompok yang mendorong 

peserta didik untuk belajar dari interaksi sosial. 

2. Peran Guru dalam Pendidikan Progresif 

Dalam konteks progresivisme, guru dipandang sebagai 

fasilitator atau pembimbing yang membantu peserta didik 

menemukan pengetahuan melalui pengalaman mereka sendiri. 

Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber otoritas dalam 

kelas, tetapi lebih berperan sebagai mentor yang mendukung 

peserta didik dalam proses penemuan diri dan pembelajaran 

mandiri. John Dewey menekankan pentingnya interaksi antara 

guru dan peserta didik yang didasarkan pada dialog dan rasa 

saling menghormati, di mana guru mendorong peserta didik 

untuk bertanya, bereksperimen, dan menganalisis sendiri. 

Menurut progresivisme, guru harus menciptakan 

lingkungan belajar yang kondusif dan fleksibel, di mana peserta 
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didik merasa bebas untuk mengekspresikan ide-ide mereka dan 

mengeksplorasi berbagai cara berpikir. Proses pembelajaran 

dalam pandangan progresivis sangat berorientasi pada 

pengalaman langsung dan penyelesaian masalah nyata, yang 

memungkinkan peserta didik untuk mempraktikkan apa yang 

mereka pelajari dalam konteks yang relevan dengan kehidupan 

mereka sendiri. 

3. Kurikulum Progresivisme 

Dalam pendidikan progresif, kurikulum tidak ditetapkan 

secara ketat oleh otoritas eksternal, tetapi dikembangkan 

berdasarkan minat dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum 

harus bersifat dinamis dan berubah sesuai dengan situasi sosial, 

ekonomi, dan budaya yang dihadapi peserta didik. Progresivis 

berpendapat bahwa peserta didik belajar dengan cara yang 

berbeda-beda, sehingga kurikulum harus adaptif dan personal, 

memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi berbagai bidang 

pengetahuan secara mandiri dan kreatif. 

Selain itu, pendidikan progresif menekankan pentingnya 

pendidikan berbasis proyek (project-based learning), di mana 

peserta didik dapat terlibat dalam proyek-proyek yang relevan 

dengan kehidupan nyata. Proyek-proyek ini sering kali 

melibatkan pemecahan masalah yang kompleks, kolaborasi antar 

peserta didik, serta pengembangan keterampilan seperti 

komunikasi, kreativitas, dan berpikir kritis. Kurikulum yang 

berbasis proyek ini bertujuan untuk memberikan peserta didik 

pengalaman belajar yang lebih kaya dan bermakna. 
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4. Progresivisme dan Pendidikan Demokratis 

Salah satu pilar utama progresivisme adalah pendidikan 

untuk demokrasi. John Dewey percaya bahwa pendidikan harus 

mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang 

aktif dalam masyarakat demokratis. Ia berpendapat bahwa 

peserta didik harus belajar melalui partisipasi aktif dalam proses 

pengambilan keputusan dan kolaborasi dalam lingkungan yang 

demokratis. Dewey mengusulkan bahwa pendidikan harus 

menjadi sarana untuk membangun kesadaran sosial dan 

tanggung jawab moral, sehingga peserta didik dapat 

berkontribusi secara positif terhadap masyarakat mereka. 

Pendidikan progresif juga mengajarkan bahwa peserta 

didik harus mengembangkan kesadaran kritis terhadap struktur 

sosial dan politik yang ada, serta berpartisipasi dalam perubahan 

sosial untuk mencapai keadilan dan kesetaraan. Paulo Freire, 

seorang filsuf pendidikan dari Brasil, mengembangkan konsep ini 

lebih lanjut dengan teori pedagogi kritis, di mana pendidikan 

tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk memperoleh 

pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk pemberdayaan sosial 

dan transformasi politik (Freire, 2000). Dalam pandangan Freire, 

peserta didik harus belajar untuk mengkritisi sistem yang ada dan 

mengambil peran aktif dalam perjuangan untuk keadilan sosial. 

5. Kritik terhadap Progresivisme 

Meskipun progresivisme telah memberikan dampak besar 

dalam pendidikan modern, aliran ini juga menghadapi sejumlah 

kritik. Salah satu kritik utama terhadap progresivisme adalah 

bahwa pendekatan ini terlalu fokus pada kebutuhan individu 
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peserta didik dan kurang memberikan perhatian pada 

pengetahuan dasar yang diperlukan untuk sukses di dunia 

akademis maupun profesional. Beberapa kritikus berpendapat 

bahwa progresivisme dapat menyebabkan kurangnya disiplin 

dan struktur dalam kelas, sehingga mengurangi efektivitas 

pendidikan dalam mengajarkan keterampilan dasar seperti 

membaca, menulis, dan matematika. 

Selain itu, beberapa pihak berpendapat bahwa pendidikan 

berbasis pengalaman sering kali sulit diterapkan dalam situasi di 

mana sumber daya terbatas, seperti di sekolah-sekolah dengan 

jumlah guru yang sedikit dan peserta didik yang banyak. 

Pendekatan ini dianggap memerlukan waktu, bimbingan 

individu, dan sumber daya yang cukup, yang tidak selalu tersedia 

di semua institusi pendidikan. 

Progresivisme dalam pendidikan memberikan perhatian 

besar pada pengalaman belajar peserta didik, interaksi sosial, dan 

konteks kehidupan nyata. Aliran ini menekankan bahwa 

pendidikan harus mempersiapkan peserta didik untuk 

menghadapi dunia yang berubah dengan cepat, dengan 

membangun keterampilan berpikir kritis, problem-solving, dan 

partisipasi sosial. Meskipun menghadapi kritik, progresivisme 

tetap menjadi salah satu aliran yang memengaruhi praktik 

pendidikan modern, terutama dalam pengembangan metode 

pembelajaran berbasis pengalaman dan pendidikan untuk 

demokrasi. 

G. Aliran Rekonstruksionisme dalam Filsafat Pendidikan 

Rekonstruksionisme adalah aliran filsafat pendidikan yang 

muncul pada abad ke-20, yang berfokus pada peran pendidikan 
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sebagai alat untuk perubahan sosial dan rekonstruksi 

masyarakat. Aliran ini berangkat dari pandangan bahwa 

pendidikan harus tidak hanya berfungsi untuk mentransmisikan 

pengetahuan, tetapi juga merekonstruksi tatanan sosial, politik, 

dan ekonomi guna menciptakan masyarakat yang lebih adil dan 

demokratis. Tokoh utama dalam aliran ini adalah George S. 

Counts dan Theodore Brameld, yang mengusulkan bahwa 

pendidikan harus menjadi sarana untuk menciptakan 

transformasi sosial. 

1. Prinsip-Prinsip Utama Rekonstruksionisme 

Rekonstruksionisme didasarkan pada keyakinan bahwa 

masyarakat modern sering kali dilanda berbagai krisis, seperti 

ketidakadilan sosial, kemiskinan, perang, dan eksploitasi sumber 

daya alam. Para rekonstruksionis percaya bahwa pendidikan 

memiliki tanggung jawab moral untuk membantu mengatasi 

krisis-krisis ini dengan mendidik peserta didik agar mereka dapat 

menjadi agen perubahan sosial. Dalam pandangan ini, 

pendidikan tidak bisa bersifat netral; sebaliknya, harus proaktif 

dalam menyadarkan peserta didik tentang masalah sosial yang 

ada dan mempersiapkan mereka untuk mengambil tindakan 

guna memperbaiki masyarakat. 

George S. Counts, salah satu tokoh utama dalam 

rekonstruksionisme, dalam esainya Dare the School Build a New 

Social Order? (1932), berpendapat bahwa pendidikan harus lebih 

dari sekadar penyampaian pengetahuan teknis; sekolah harus 

terlibat dalam penciptaan masyarakat yang lebih baik. Counts 

menekankan bahwa pendidikan memiliki kekuatan untuk 

membentuk pandangan dunia peserta didik dan membekali 
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mereka dengan keterampilan untuk mengubah tatanan sosial 

yang ada. Pendidikan, dalam pandangan rekonstruksionis, 

adalah alat yang ampuh untuk mempromosikan keadilan sosial, 

kesetaraan, dan demokrasi. 

Theodore Brameld, seorang tokoh penting lainnya dalam 

rekonstruksionisme, memperkuat pandangan ini dalam bukunya 

Patterns of Educational Philosophy: Divergence and Convergence in 

Culturological Perspective (1950), di mana ia menyatakan bahwa 

pendidikan harus bertujuan untuk menanggapi tantangan zaman 

modern. Brameld percaya bahwa transformasi sosial melalui 

pendidikan adalah kebutuhan mendesak untuk menciptakan 

masyarakat yang lebih adil, dan pendidikan harus menjadi 

bagian integral dari rekonstruksi nilai-nilai budaya dan politik. 

2. Pendidikan sebagai Alat Perubahan Sosial 

Rekonstruksionisme mengajarkan bahwa pendidikan tidak 

boleh hanya berfokus pada pengetahuan tradisional yang 

diajarkan di sekolah, tetapi juga harus membahas isu-isu sosial 

yang relevan dan mendesak, seperti keadilan sosial, kesetaraan 

gender, perubahan lingkungan, dan hak asasi manusia. 

Pendekatan ini mencakup pengajaran peserta didik tentang 

kondisi sosial yang ada, menganalisis struktur kekuasaan, dan 

memahami dinamika ketidakadilan yang ada di masyarakat. 

Rekonstruksionisme juga menekankan pentingnya 

kesadaran kritis dalam pendidikan, yang melibatkan peserta 

didik untuk memahami struktur sosial yang menindas dan 

mempertanyakan status quo. Hal ini selaras dengan pemikiran 

Paulo Freire, yang meskipun dikenal lebih dengan pedagogi 
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kritisnya, juga memengaruhi rekonstruksionisme. Dalam 

Pedagogy of the Oppressed (1970), Freire menekankan pentingnya 

pendidikan dalam membangkitkan kesadaran kritis dan 

pemberdayaan individu untuk melawan ketidakadilan sosial. 

3. Kurikulum dalam Rekonstruksionisme 

Kurikulum dalam pendidikan rekonstruksionis berfokus 

pada pembelajaran yang relevan dengan masalah sosial, 

ekonomi, dan politik yang dihadapi peserta didik. 

Rekonstruksionisme menolak kurikulum yang bersifat statis dan 

terlalu berfokus pada masa lalu, dan lebih memilih kurikulum 

yang dinamis dan berorientasi pada masa depan, yang dirancang 

untuk membekali peserta didik dengan keterampilan dan 

wawasan untuk menciptakan perubahan sosial yang nyata. 

Kurikulum rekonstruksionis sering kali mencakup isu-isu 

kontemporer, seperti perubahan iklim, ketidakadilan ekonomi, 

hak asasi manusia, demokrasi, dan globalisasi. Pembelajaran 

tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan akademis, 

tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, 

analisis sosial, dan aksi sosial. Proyek-proyek berbasis 

komunitas, penelitian aksi, dan keterlibatan dengan masalah-

masalah sosial yang nyata sering kali menjadi bagian dari 

pendekatan rekonstruksionis. 

Theodore Brameld berpendapat bahwa pendidikan harus 

berfokus pada masa depan dan harus membantu peserta didik 

mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang akan 

datang. Brameld berpendapat bahwa pendidikan harus menjadi 

platform untuk debat publik dan aksi politik, di mana peserta 
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didik belajar untuk menjadi warga negara yang aktif dan 

bertanggung jawab dalam menciptakan perubahan sosial. 

4. Peran Guru dalam Rekonstruksionisme 

Dalam rekonstruksionisme, guru dipandang sebagai agen 

perubahan sosial yang memiliki peran penting dalam 

membentuk kesadaran sosial peserta didik. Guru bukan hanya 

pengajar pengetahuan akademis, tetapi juga pembimbing moral 

yang membantu peserta didik memahami nilai-nilai keadilan, 

kebebasan, dan tanggung jawab sosial. Guru diharapkan 

mendorong peserta didik untuk menganalisis ketidakadilan 

sosial, mengembangkan empati, dan mengambil tindakan nyata 

untuk memperbaiki keadaan masyarakat. 

Menurut rekonstruksionisme, guru harus menjadi 

fasilitator dialog kritis di kelas, mendorong peserta didik untuk 

terlibat dalam diskusi tentang isu-isu sosial dan berpartisipasi 

dalam pemecahan masalah sosial. Pendidikan tidak hanya 

dianggap sebagai proses pembelajaran akademis, tetapi juga 

sebagai sarana untuk mengasah kemampuan peserta didik dalam 

memahami dan memecahkan masalah sosial yang kompleks. 

5. Kritik terhadap Rekonstruksionisme 

Meskipun rekonstruksionisme menawarkan visi 

pendidikan yang progresif dan berfokus pada perubahan sosial, 

aliran ini juga mendapat kritik. Salah satu kritik utama adalah 

bahwa rekonstruksionisme terlalu utopis dan idealistik, dengan 

pandangan bahwa pendidikan dapat dengan mudah mengubah 

masyarakat secara radikal. Kritikus berpendapat bahwa sistem 
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sosial yang kompleks dan struktur kekuasaan yang ada sering kali 

terlalu kuat untuk diubah hanya melalui pendidikan. 

Selain itu, rekonstruksionisme sering dianggap kurang 

menekankan pada keterampilan akademis dasar dan 

pengetahuan teknis, yang juga penting bagi peserta didik untuk 

berhasil di dunia kerja. Fokus yang berlebihan pada perubahan 

sosial dan isu-isu kontemporer dianggap oleh beberapa kritikus 

mengabaikan kebutuhan peserta didik untuk mempelajari fakta-

fakta akademis yang penting. 

Rekonstruksionisme adalah aliran filsafat pendidikan yang 

melihat pendidikan sebagai kekuatan utama untuk 

merekonstruksi masyarakat dan menciptakan perubahan sosial. 

Dengan menekankan pentingnya kesadaran kritis, tindakan 

sosial, dan kurikulum yang relevan dengan tantangan zaman 

modern, rekonstruksionisme berusaha untuk membekali peserta 

didik dengan keterampilan dan pengetahuan untuk menjadi agen 

perubahan yang mampu menciptakan masyarakat yang lebih adil 

dan demokratis. Meskipun menghadapi kritik, 

rekonstruksionisme tetap menjadi bagian penting dari wacana 

pendidikan progresif dan terus memengaruhi pandangan tentang 

peran sosial pendidikan di dunia kontemporer. 

H. Aliran Eksistensialisme dalam Filsafat Pendidikan 

Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menekankan 

kebebasan individu, keputusan moral, dan pengalaman personal 

sebagai elemen kunci dari kehidupan manusia. Dalam 

pendidikan, aliran ini menekankan pentingnya individualitas, 

pilihan bebas, dan tanggung jawab pribadi dalam proses 
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pembelajaran. Eksistensialisme muncul sebagai reaksi terhadap 

determinisme dan sistem nilai tradisional yang mengabaikan 

kebebasan serta kesadaran individu. Tokoh-tokoh utama dalam 

aliran ini mencakup Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, dan 

Søren Kierkegaard, yang memberikan kontribusi signifikan 

terhadap pemikiran eksistensialis. 

1. Prinsip-Prinsip Utama Eksistensialisme 

Eksistensialisme berakar pada gagasan bahwa manusia 

pada dasarnya adalah makhluk yang bebas, dan keberadaan 

manusia tidak ditentukan oleh faktor eksternal seperti takdir, 

Tuhan, atau norma sosial. Jean-Paul Sartre mengemukakan 

bahwa "eksistensi mendahului esensi", yang berarti bahwa 

manusia pertama-tama ada, dan melalui tindakan dan pilihan, ia 

menentukan dirinya sendiri (Sartre, 1946). Dalam konteks 

pendidikan, prinsip ini diterjemahkan ke dalam pengakuan 

bahwa setiap peserta didik adalah subjek otonom yang memiliki 

kebebasan untuk memilih arah hidup mereka sendiri. 

Sebagai bagian dari kebebasan ini, pendidikan dalam 

pandangan eksistensialisme harus memberikan ruang bagi 

peserta didik untuk mengeksplorasi pilihan mereka, bertanggung 

jawab atas keputusan mereka, dan menemukan makna dalam 

kehidupan mereka. Pendidikan bukan hanya soal mengajarkan 

keterampilan atau pengetahuan teknis, melainkan membantu 

peserta didik untuk memahami diri mereka sendiri, menentukan 

nilai-nilai personal, dan menghadapi tantangan eksistensial 

dalam kehidupan mereka. 
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2. Peran Pendidikan dalam Eksistensialisme 

Eksistensialisme melihat pendidikan sebagai proses 

pemberdayaan individu. Pendidikan yang eksistensial 

menghindari pendekatan yang menekankan pada standarisasi 

dan penyeragaman, karena pandangan ini bertentangan dengan 

gagasan kebebasan individu. Sebaliknya, pendidikan 

eksistensialis mendorong keaslian (authenticity) dan kebebasan 

memilih. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai 

otoritas mutlak yang mengarahkan peserta didik pada tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Peserta didik harus 

diberi kebebasan untuk mengembangkan identitas mereka 

sendiri dan menemukan makna dalam pengalaman belajar. 

Martin Heidegger berpendapat bahwa pendidikan harus 

mendorong peserta didik untuk memahami “hakikat 

keberadaan” atau Dasein mereka, yaitu bagaimana mereka ada 

di dunia ini dan apa makna keberadaan mereka. Dalam hal ini, 

pendidikan berfungsi sebagai ruang bagi peserta didik untuk 

merenungkan eksistensi mereka dan membuat keputusan 

berdasarkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka 

sendiri (Heidegger, 1927). 

Dalam pendidikan eksistensialis, terdapat penekanan yang 

kuat pada tanggung jawab individu. Setiap peserta didik harus 

bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka sendiri. 

Misalnya, peserta didik didorong untuk mengambil inisiatif 

dalam proses belajar mereka, menentukan apa yang mereka 

pelajari, dan memahami konsekuensi dari pilihan tersebut. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Sartre, dengan kebebasan 

datanglah tanggung jawab, dan peserta didik harus belajar untuk 
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menghadapi kebebasan mereka serta bertanggung jawab atas 

tindakan mereka (Sartre, 1946). 

3. Metode Pembelajaran dalam Eksistensialisme 

Dalam konteks metode pembelajaran, eksistensialisme 

menolak pendekatan dogmatis atau otoritatif. Pendidikan 

eksistensial menuntut pendekatan yang lebih personal dan 

dialogis, di mana peserta didik dan pendidik terlibat dalam 

percakapan yang kritis dan mendasar tentang kehidupan, nilai-

nilai, dan keberadaan. Søren Kierkegaard, salah satu pionir 

eksistensialisme, menekankan bahwa setiap individu harus 

mengalami krisis eksistensial untuk mencapai pemahaman yang 

lebih dalam tentang diri mereka dan dunia di sekitar mereka 

(Kierkegaard, 1985). Dalam pembelajaran, guru harus 

mendorong peserta didik untuk merenungkan pertanyaan-

pertanyaan eksistensial seperti makna hidup, kematian, 

kebebasan, dan pilihan moral. 

Pendidikan dalam perspektif eksistensialisme juga 

mengakui bahwa emosi dan pengalaman personal adalah bagian 

integral dari pembelajaran. Peserta didik tidak hanya belajar 

melalui informasi rasional, tetapi juga melalui pengalaman hidup 

yang penuh makna. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang 

eksistensial sering kali melibatkan refleksi pribadi, dialog 

terbuka, dan eksplorasi kreatif dari pemahaman peserta didik 

tentang dunia. 

4. Kritik terhadap Pendekatan Eksistensialisme dalam 

Pendidikan 

Meskipun eksistensialisme menawarkan pandangan yang 

kaya tentang kebebasan dan tanggung jawab dalam pendidikan, 
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pendekatan ini tidak luput dari kritik. Salah satu kritik utama 

adalah bahwa eksistensialisme dapat dianggap terlalu 

196ndividualistic dan subjektif, sehingga kurang memperhatikan 

struktur sosial dan norma kolektif yang juga penting dalam 

pendidikan. Para kritikus juga berpendapat bahwa pendidikan 

eksistensial bisa menjadi terlalu tidak terarah, terutama jika 

peserta didik terlalu bebas untuk menentukan sendiri jalur 

pendidikan mereka tanpa bimbingan yang memadai. 

Selain itu, pendekatan eksistensial dianggap kurang 

menekankan pada standar akademik dan tujuan sosial 

pendidikan, seperti mempersiapkan peserta didik untuk dunia 

kerja atau tanggung jawab sosial. Pendekatan yang terlalu fokus 

pada kebebasan individu mungkin tidak selalu cocok untuk 

pendidikan formal yang memiliki tujuan kolektif dan kebijakan 

standar. 

Eksistensialisme dalam pendidikan menekankan 

penghormatan terhadap kebebasan individu, tanggung jawab 

pribadi, dan pencarian makna hidup melalui pembelajaran. 

Aliran ini mendorong peserta didik untuk mengambil tanggung 

jawab atas pendidikan mereka sendiri dan menemukan makna 

eksistensial dalam pengalaman belajar mereka. Meskipun 

menghadapi kritik karena kecenderungannya yang 

196ndividualistic, pendekatan eksistensial tetap menawarkan 

wawasan penting tentang bagaimana pendidikan dapat 

membantu peserta didik menjadi individu yang otonom dan 

bermakna dalam masyarakat. 
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I. Karakter Khusus dari Berbagai Aliran Filsafat 

Pendidikan 

Filsafat pendidikan memiliki berbagai aliran yang 

membentuk pandangan tentang tujuan, metode, dan isi 

pendidikan. Setiap aliran filsafat pendidikan menawarkan 

perspektif unik tentang bagaimana proses belajar-mengajar 

seharusnya berlangsung, serta nilai-nilai apa yang harus 

dijadikan landasan dalam pendidikan. Berikut adalah penjelasan 

mengenai karakter khusus dari beberapa aliran utama dalam 

filsafat pendidikan: 

1. Idealisme 

Idealisme adalah aliran filsafat pendidikan yang berfokus 

pada pentingnya ide atau konsep yang mendasari realitas fisik. 

Menurut para pendukung idealisme seperti Plato, pengetahuan 

sejati diperoleh melalui pengenalan ide-ide yang lebih tinggi, 

bukan melalui pengalaman langsung. Dalam pendidikan, 

idealisme menekankan pengembangan intelektual dan moral 

melalui refleksi filosofis dan penanaman nilai-nilai luhur seperti 

kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan. Pendidikan idealis 

sering kali berpusat pada studi humaniora, filsafat, dan seni, di 

mana peserta didik diajak untuk berpikir secara mendalam 

tentang makna hidup dan realitas yang melampaui hal-hal fisik. 

Tokoh utama: Plato. 

2. Realisme 

Realisme adalah aliran yang berpendapat bahwa realitas 

bersifat objektif dan dapat diketahui melalui observasi dan 

pengalaman. Filsuf seperti Aristoteles adalah pendukung utama 
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realisme, yang menekankan bahwa pendidikan harus didasarkan 

pada dunia nyata dan pengetahuan yang diperoleh melalui 

indera dan pengalaman empiris. Dalam pendidikan, realisme 

mengutamakan penguasaan fakta-fakta ilmiah, penalaran logis, 

dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan dunia 

fisik. Pendidikan menurut realisme lebih praktis, dengan fokus 

pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam, matematika, dan 

bidang teknis lainnya yang membantu peserta didik memahami 

dan beradaptasi dengan realitas fisik. Tokoh utama: Aristoteles. 

3. Pragmatisme 

Pragmatisme, yang dipelopori oleh John Dewey, 

menekankan bahwa pengetahuan harus berguna dan relevan 

dengan kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan, pragmatisme 

mendorong pembelajaran yang aktif melalui pengalaman 

langsung dan pemecahan masalah. Dewey berpendapat bahwa 

pendidikan harus mempersiapkan peserta didik untuk 

berpartisipasi dalam masyarakat demokratis dengan 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan 

untuk beradaptasi dengan perubahan sosial. Metode learning by 

doing adalah inti dari pragmatisme, di mana pembelajaran 

dilakukan melalui tindakan, eksperimen, dan refleksi. Tokoh 

utama: John Dewey. 

4. Perennialisme 

Perennialisme berfokus pada pengajaran prinsip-prinsip 

abadi yang dianggap relevan di sepanjang masa. Para pendukung 

perennialisme seperti Mortimer Adler berpendapat bahwa tujuan 

utama pendidikan adalah untuk memperkenalkan peserta didik 
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kepada kebenaran universal yang ditemukan dalam karya-karya 

klasik filsafat, sastra, dan ilmu pengetahuan. Pendidikan 

menurut aliran ini bersifat konservatif, dengan fokus pada 

pengajaran nilai-nilai moral dan etika yang telah teruji oleh 

waktu. Pendidikan klasik, dengan penekanan pada logika, etika, 

dan retorika, adalah metode utama dalam pendekatan 

perennialisme. Tokoh utama: Mortimer Adler. 

5. Esensialisme 

Esensialisme menekankan pada pengajaran pengetahuan 

dasar dan keterampilan yang dianggap penting untuk setiap 

individu. Para esensialis seperti William Bagley berpendapat 

bahwa pendidikan harus berfokus pada inti pengetahuan yang 

diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung 

jawab. Ini mencakup literasi dasar, numerasi, sejarah, dan ilmu 

pengetahuan alam. Metode pengajaran esensialis cenderung 

lebih formal, dengan pengajaran langsung dan kurikulum yang 

terstruktur. Esensialisme berfokus pada pencapaian standar 

akademis yang tinggi dan pengembangan disiplin intelektual. 

Tokoh utama: William Bagley. 

6.  Progresivisme 

Progresivisme adalah aliran pendidikan yang menekankan 

pembelajaran aktif dan keterlibatan langsung peserta didik dalam 

proses pendidikan. Dipelopori oleh John Dewey, progresivisme 

berfokus pada pengalaman dan eksplorasi, di mana peserta didik 

didorong untuk belajar melalui kegiatan praktis, eksperimen, dan 

interaksi sosial. Pendidikan progresif berusaha untuk 

mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu dan 



 

200 
 

 

menyesuaikan kurikulum dengan minat dan kebutuhan peserta 

didik. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan peserta didik 

yang mampu berpikir kritis dan menjadi anggota masyarakat 

yang aktif. Tokoh utama: John Dewey. 

7.  Rekonstruktionisme 

Rekonstruktionisme adalah aliran pendidikan yang 

memandang pendidikan sebagai alat untuk perubahan sosial. 

Tokoh seperti Theodore Brameld berpendapat bahwa 

pendidikan harus mempersiapkan peserta didik untuk 

menghadapi masalah sosial dan membangun masyarakat yang 

lebih baik. Rekonstruktionisme berfokus pada pengembangan 

kesadaran kritis dan mendorong peserta didik untuk menjadi 

agen perubahan dalam memperbaiki ketidakadilan sosial. Dalam 

pendekatan ini, kurikulum sering kali menekankan pada isu-isu 

sosial kontemporer, seperti hak asasi manusia, lingkungan, dan 

kesetaraan. Tokoh utama: Theodore Brameld. 

8. Eksistensialisme 

Eksistensialisme dalam pendidikan menekankan 

kebebasan individu, pilihan, dan tanggung jawab pribadi. Jean-

Paul Sartre dan Søren Kierkegaard adalah tokoh utama dalam 

aliran ini, yang berpendapat bahwa manusia harus menentukan 

nasib mereka sendiri melalui keputusan yang bebas dan 

bertanggung jawab. Dalam pendidikan, eksistensialisme 

berfokus pada pengembangan individualitas dan otonomi. 

Peserta didik didorong untuk menemukan makna hidup mereka 

sendiri dan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai personal. 

Metode pembelajaran dalam eksistensialisme menekankan 
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dialog, refleksi kritis, dan pengalaman personal. Tokoh utama: 

Jean-Paul Sartre. 

Setiap aliran filsafat pendidikan memiliki karakteristik 

khusus yang membedakannya satu sama lain, tetapi semua 

berfokus pada pengembangan peserta didik sebagai individu 

yang cerdas, bermoral, dan bertanggung jawab. Idealisme 

menekankan pengembangan moral, realisme mengedepankan 

dunia fisik dan empiris, pragmatisme mengutamakan relevansi 

praktis, perennialisme menekankan nilai-nilai abadi, 

esensialisme berfokus pada keterampilan dasar, progresivisme 

menekankan pembelajaran aktif, rekonstruktionisme 

berorientasi pada perubahan sosial, dan eksistensialisme 

mengutamakan kebebasan individu. 
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BAB VI 

FUNGSI DAN PERAN FILSAFAT PENDIDIKAN 

 

A. Fungsi Filsafat Pendidikan 

Filsafat pendidikan memiliki beberapa fungsi penting 

dalam membentuk kerangka pendidikan yang efektif. Sebagai 

analistis, filsafat pendidikan berperan dalam mengkaji, 

mengevaluasi, dan mengklarifikasi konsep-konsep dan asumsi 

dasar pendidikan, seperti yang disoroti oleh Bertrand Russell, 

yang menekankan pentingnya klarifikasi bahasa dalam wacana 

pendidikan (Russell, 1912). Sebagai normatif, filsafat pendidikan 

menetapkan tujuan moral dan etika pendidikan, seperti yang 

dikemukakan oleh Immanuel Kant yang menekankan 

pendidikan untuk membentuk individu yang mampu berpikir 

dan bertindak berdasarkan prinsip moral universal (Kant, 1998). 

Dalam fungsi inspirasional, filsafat pendidikan berperan dalam 

menginspirasi pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan 

ideal pendidikan, sebagaimana dijelaskan oleh John Dewey, 

yang memandang pendidikan sebagai alat untuk 

mempromosikan demokrasi dan perubahan sosial (Dewey, 

1916). Sebagai preskriptif, filsafat pendidikan memberikan 

arahan praktis tentang bagaimana pendidikan seharusnya 

dijalankan, seperti yang ditunjukkan oleh Plato dalam The 

Republic, di mana pendidikan diatur untuk membentuk 

pemimpin yang bijaksana (Plato, 2004). Sebagai koordinatif, 

filsafat pendidikan berfungsi untuk menyelaraskan tujuan, 

metode, dan kebijakan pendidikan, seperti yang ditekankan oleh 
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John Dewey dalam konsep pengalaman belajar yang relevan 

dengan kehidupan nyata (Dewey, 1938). 

1. Filsafat Pendidikan dalam Fungsinya sebagai Analitis 

Filsafat pendidikan memainkan peran krusial dalam fungsi 

analitis, yaitu upaya untuk menguji, mengevaluasi, dan 

mengklarifikasi konsep-konsep serta asumsi-asumsi yang 

mendasari praktik pendidikan. Fungsi ini bersifat fundamental 

karena memungkinkan filsafat pendidikan untuk mengevaluasi 

keabsahan dan relevansi prinsip-prinsip pendidikan yang 

berlaku, khususnya dalam kaitannya dengan perubahan sosial 

dan perkembangan zaman. Secara umum, fungsi analitis filsafat 

pendidikan bertujuan untuk memberikan kerangka berpikir kritis 

yang menelaah secara mendalam berbagai aspek pendidikan, 

seperti tujuan, metode, kebijakan, dan nilai-nilai yang dianut. 

1.1. Klarifikasi Bahasa dalam Pendidikan 

Sebagai cabang dari filsafat analitis, filsafat pendidikan 

sering berfokus pada klarifikasi bahasa. Bertrand Russell, salah 

satu tokoh utama filsafat analitis, menekankan pentingnya 

bahasa yang jelas dan tepat dalam menyampaikan gagasan, 

terutama dalam bidang pendidikan (Russell, 1912). Banyak 

kesalahpahaman dan masalah dalam sistem pendidikan muncul 

karena istilah-istilah seperti "pengetahuan," "belajar," dan 

"pengajaran" digunakan secara ambigu atau tidak jelas. 

Klarifikasi istilah ini penting untuk menciptakan komunikasi 

yang lebih efektif antara pendidik, peserta didik, dan pembuat 

kebijakan. 
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Sebagai contoh, apa yang dimaksud dengan "pengetahuan" 

dalam konteks pendidikan? Apakah pengetahuan hanya sekadar 

informasi yang dihafal, ataukah pemahaman yang mendalam 

tentang suatu konsep? Filsafat pendidikan analitis berfungsi 

untuk mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan semacam ini 

sehingga tercipta landasan yang lebih kuat bagi penyusunan 

kurikulum dan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

1.2. Ujian Asumsi-Asumsi Dasar 

Selain klarifikasi bahasa, fungsi analitis dalam filsafat 

pendidikan juga berperan dalam menguji asumsi-asumsi dasar 

yang mendasari berbagai teori pendidikan. Setiap sistem 

pendidikan dibangun di atas asumsi-asumsi tertentu mengenai 

sifat manusia, tujuan pendidikan, dan hakikat pengetahuan. 

Filsafat pendidikan berfungsi untuk mempertanyakan asumsi-

asumsi ini dan menilai apakah asumsi tersebut relevan dan valid 

dalam konteks pendidikan modern. 

Misalnya, dalam tradisi pendidikan yang lebih tradisional, 

terdapat asumsi bahwa pengetahuan dapat ditransmisikan dari 

guru ke peserta didik secara linier. Namun, teori-teori 

konstruktivis, seperti yang dikembangkan oleh Jean Piaget dan 

Lev Vygotsky, mengasumsikan bahwa pengetahuan dibangun 

melalui pengalaman pribadi dan interaksi sosial. Melalui analisis 

terhadap asumsi-asumsi ini, filsafat pendidikan membantu 

menentukan pendekatan mana yang lebih sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik dalam dunia yang semakin kompleks 

dan dinamis (Peters, 1966). 



 

206 
 

 

1.3. Evaluasi Kebijakan Pendidikan 

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan bagian penting 

dari fungsi analitis filsafat pendidikan. Kebijakan pendidikan, 

seperti kurikulum nasional, metode penilaian, dan sistem 

pengajaran, sering kali diambil berdasarkan prinsip-prinsip yang 

tidak selalu jelas atau diperiksa secara kritis. Filsafat pendidikan 

sebagai pendekatan analitis berperan dalam mengevaluasi 

apakah kebijakan-kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan 

nilai-nilai moral, etika, dan pedagogis yang layak, ataukah hanya 

didasarkan pada efisiensi teknis semata. 

Sebagai contoh, kebijakan yang sangat mengutamakan 

standar tes dapat dilihat dari perspektif filsafat pendidikan 

sebagai kebijakan yang mungkin berlebihan dalam menekankan 

hafalan, sehingga mengabaikan aspek-aspek lain dari 

pembelajaran, seperti pemikiran kritis dan kreativitas. Nel 

Noddings menekankan bahwa pendidikan harus lebih berfokus 

pada pengembangan hubungan yang penuh perhatian dan rasa 

hormat, bukan hanya pada pencapaian akademis (Noddings, 

2013). Pendekatan ini dapat mengevaluasi apakah kebijakan 

pendidikan saat ini benar-benar mendukung pengembangan 

moral dan emosional peserta didik. 

1.4. Pengembangan Kritik terhadap Sistem Pendidikan 

Fungsi analitis filsafat pendidikan juga berfungsi untuk 

mengembangkan kritik terhadap sistem pendidikan yang ada. 

Paulo Freire, dalam karyanya Pedagogy of the Oppressed (2000), 

menggunakan pendekatan analitis untuk mengkritik sistem 

pendidikan tradisional yang menurutnya sering kali berfungsi 
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sebagai alat penindasan sosial. Dalam pandangannya, sistem 

pendidikan yang otoritatif dan tidak demokratis menghambat 

perkembangan kesadaran kritis peserta didik dan hanya berfungsi 

untuk memperkuat struktur sosial yang tidak adil. Freire 

mengusulkan pendekatan pendidikan yang lebih dialogis, di 

mana pendidik dan peserta didik bekerja sama untuk mencari 

kebenaran melalui refleksi dan dialog yang kritis. 

Filsafat pendidikan analitis membantu mengungkapkan 

berbagai aspek struktural dalam sistem pendidikan yang 

mungkin tidak terlihat oleh masyarakat umum. Dengan 

demikian, ia memungkinkan perubahan yang lebih mendalam 

dan bermakna dalam pendekatan pendidikan untuk menciptakan 

masyarakat yang lebih adil dan demokratis. 

1.5. Pentingnya Pendekatan Sistematis dan Kritis 

Secara keseluruhan, fungsi analitis filsafat pendidikan 

berperan dalam memberikan kerangka berpikir yang sistematis 

dan kritis bagi pendidikan. Dengan menguji konsep, asumsi, 

kebijakan, dan praktik pendidikan, filsafat pendidikan 

memberikan dasar yang kuat untuk refleksi dan perbaikan 

berkelanjutan dalam sistem pendidikan. Pendekatan ini 

memastikan bahwa pendidikan tidak hanya bergantung pada 

tradisi atau kebijakan yang tidak lagi relevan, tetapi selalu 

diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan individu dan 

masyarakat yang terus berubah. 

2. Filsafat Pendidikan dalam Fungsinya sebagai Normatif 

Filsafat pendidikan memiliki fungsi penting sebagai alat 

normatif, yaitu sebagai panduan dalam menetapkan nilai-nilai 
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moral, etika, dan tujuan pendidikan. Fungsi normatif ini 

bertujuan untuk menjelaskan dan menegaskan apa yang 

seharusnya menjadi dasar pendidikan, bukan hanya berdasarkan 

pada apa yang terjadi dalam praktik sehari-hari, tetapi 

berdasarkan prinsip-prinsip yang ideal dan diinginkan. Filsafat 

pendidikan normatif berfokus pada menentukan standar yang 

seharusnya dijalankan dalam pendidikan, seperti bagaimana 

pendidikan harus membantu dalam pembentukan karakter, 

pengembangan moral, dan penanaman nilai-nilai sosial yang 

penting. 

Sebagai panduan normatif, filsafat pendidikan berperan 

dalam menentukan tujuan pendidikan yang sesuai dengan nilai-

nilai tertentu. Immanuel Kant berpendapat bahwa pendidikan 

harus berfungsi untuk mengembangkan individu yang mampu 

berpikir secara rasional dan bertindak berdasarkan prinsip-

prinsip moral yang universal, seperti keadilan, kebebasan, dan 

tanggung jawab (Kant, 1998). Dalam konteks ini, filsafat 

pendidikan normatif menetapkan bahwa pendidikan bukan 

sekadar mentransfer pengetahuan atau keterampilan, tetapi juga 

bertujuan membentuk individu yang bertanggung jawab secara 

etis dalam masyarakat. 

2.1. Tujuan Moral dan Sosial Pendidikan 

Fungsi normatif dalam filsafat pendidikan juga mencakup 

penentuan tujuan moral dan sosial pendidikan. Pendidikan 

bukan hanya tentang pencapaian intelektual, tetapi juga 

pembentukan karakter dan pengembangan sikap moral. John 

Dewey, seorang filsuf pendidikan pragmatis, menekankan 

pentingnya pendidikan dalam membentuk warga negara yang 
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mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis 

(Dewey, 1938). Filsafat pendidikan normatif dalam pandangan 

Dewey menetapkan bahwa pendidikan harus berfokus pada 

pengembangan keterampilan berpikir kritis dan tanggung jawab 

sosial. Pendidikan harus mempersiapkan individu untuk menjadi 

anggota masyarakat yang berperan dalam menciptakan keadilan 

sosial dan kesejahteraan bersama. 

Selain itu, filsafat pendidikan normatif juga menegaskan 

pentingnya nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, dan 

kebijaksanaan dalam pendidikan. Pendidikan, dalam pandangan 

normatif, harus mengajarkan peserta didik untuk menghargai 

dan menginternalisasi nilai-nilai ini sebagai panduan dalam 

kehidupan sehari-hari. Misalnya, Plato, dalam The Republic, 

menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk 

individu yang mampu mencapai kebijaksanaan dan bertindak 

dengan moralitas yang tinggi dalam masyarakat yang adil (Plato, 

2004). Melalui fungsi normatif ini, filsafat pendidikan 

menetapkan bahwa pendidikan harus berkontribusi pada 

pembangunan moral peserta didik. 

2.2. Kurikulum yang Berbasis Nilai-Nilai 

Fungsi normatif filsafat pendidikan juga berperan dalam 

merumuskan kurikulum yang sesuai dengan nilai-nilai yang 

dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kurikulum yang berlandaskan 

filsafat pendidikan normatif harus mengintegrasikan nilai-nilai 

moral dan etika, seperti kejujuran, integritas, rasa hormat, dan 

tanggung jawab sosial. Nel Noddings berpendapat bahwa 

pendidikan harus berfokus tidak hanya pada hasil akademis, 

tetapi juga pada penanaman nilai-nilai yang membentuk 
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hubungan sosial yang peduli dan menghormati sesama 

(Noddings, 2013). Dalam konteks ini, filsafat pendidikan 

normatif menuntut agar kurikulum mencakup lebih dari sekadar 

ilmu pengetahuan teknis, tetapi juga aspek pengembangan moral 

dan spiritual peserta didik. 

2.3. Tanggung Jawab Sosial dan Etika Profesi Pendidik 

Fungsi normatif dalam filsafat pendidikan juga 

mengarahkan pada etika profesi pendidik. Guru dan pendidik 

memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing peserta 

didik menuju perkembangan intelektual dan moral yang 

seimbang. Filsafat pendidikan normatif menetapkan bahwa guru 

harus menjadi model bagi nilai-nilai yang ingin diajarkan kepada 

peserta didik. Sebagai agen moral, guru diharapkan untuk 

mempromosikan keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab 

sosial dalam proses pembelajaran. Paulo Freire mengajukan 

gagasan bahwa pendidik harus berperan sebagai agen 

pembebasan yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis 

dan bertindak secara etis (Freire, 2000). 

Selain itu, etika profesi pendidik juga mencakup kewajiban 

untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil. 

Pendidik harus mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan dan 

penghormatan terhadap keberagaman ke dalam proses 

pembelajaran, sehingga peserta didik dapat mengembangkan 

sikap empati dan penghargaan terhadap perbedaan. Dalam 

kerangka filsafat pendidikan normatif, pendidikan dianggap 

sebagai sarana untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dan 

menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. 
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2.4  Filsafat Pendidikan Normatif dalam Konteks Modern 

Dalam konteks pendidikan modern, filsafat pendidikan 

normatif terus berperan penting dalam menghadapi tantangan-

tantangan baru, seperti globalisasi, teknologi, dan perubahan 

sosial. Fungsi normatif filsafat pendidikan memberikan kerangka 

kerja yang kuat untuk mengevaluasi apakah kebijakan dan 

praktik pendidikan saat ini tetap sesuai dengan nilai-nilai moral 

dan etika yang lebih tinggi. Hal ini sangat relevan ketika 

mempertimbangkan dilema etis yang muncul dalam pendidikan, 

seperti kesenjangan sosial, ketidaksetaraan akses pendidikan, 

dan isu-isu keadilan sosial. 

Dengan demikian, filsafat pendidikan dalam fungsinya 

sebagai normatif bertujuan untuk menetapkan pedoman moral 

dan etika yang mengarahkan pendidikan dalam membentuk 

individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga 

bermoral dan berintegritas dalam kehidupan sosial mereka. 

Pendidikan yang baik harus berlandaskan pada nilai-nilai moral 

yang kokoh dan berfungsi untuk membangun masyarakat yang 

adil dan harmonis. 

3. Filsafat Pendidikan dalam Fungsinya sebagai 

Inspirasional 

Filsafat pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat 

analitis dan normatif dalam mengarahkan pendidikan, tetapi 

juga memiliki peran penting sebagai sumber inspirasi bagi 

pengembangan kurikulum, metode pengajaran, dan tujuan 

pendidikan. Fungsi inspirasional dari filsafat pendidikan ini 

bertujuan untuk memberikan visi, semangat, dan arah yang 
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memotivasi guru, siswa, dan seluruh komunitas pendidikan 

dalam menjalankan proses belajar mengajar. Melalui refleksi 

filosofis, para pendidik dapat menemukan inspirasi yang 

mendalam tentang bagaimana pendidikan dapat menciptakan 

perubahan positif dalam kehidupan individu dan masyarakat. 

Sebagai sumber inspirasi, filsafat pendidikan sering kali 

mendorong para pendidik untuk memikirkan pendidikan secara 

holistik, dengan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, 

tetapi juga pada pengembangan karakter, moralitas, dan 

kesadaran sosial. John Dewey, seorang filsuf pragmatis, 

menekankan bahwa pendidikan harus berfungsi untuk 

menciptakan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Menurut 

Dewey, pendidikan yang inspiratif adalah pendidikan yang 

menumbuhkan rasa ingin tahu, keterlibatan aktif, dan keinginan 

untuk belajar sepanjang hayat (Dewey, 1938). Dalam pandangan 

ini, inspirasi dalam pendidikan tidak hanya datang dari guru, 

tetapi juga dari interaksi siswa dengan lingkungan dan 

masyarakat. 

3.1. Inspirasi Melalui Pengembangan Nilai-Nilai 

Filsafat pendidikan juga menginspirasi pengembangan 

nilai-nilai dalam pendidikan. Jean-Jacques Rousseau, dalam 

karyanya Emile, memberikan pandangan yang inspiratif bahwa 

pendidikan harus menghormati kebebasan dan pengembangan 

alami peserta didik. Rousseau berpendapat bahwa pendidikan 

yang ideal adalah yang memberikan kebebasan kepada siswa 

untuk mengeksplorasi, bereksperimen, dan belajar dari 

pengalaman mereka sendiri. Pandangan ini telah menjadi 

inspirasi bagi banyak sistem pendidikan modern yang 
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menekankan pendekatan berbasis siswa dan pembelajaran yang 

bersifat konstruktif (Rousseau, 1979). 

Paulo Freire, seorang pemikir pendidikan kritis, juga 

memberikan inspirasi melalui gagasan tentang pendidikan 

sebagai proses pembebasan. Dalam bukunya Pedagogy of the 

Oppressed, Freire menekankan bahwa pendidikan yang inspiratif 

harus memberdayakan peserta didik untuk memahami kondisi 

sosial mereka dan bertindak untuk mengubahnya. Freire melihat 

pendidikan sebagai alat untuk mendorong kesadaran kritis dan 

memperjuangkan keadilan sosial (Freire, 2000). Melalui 

pandangannya, Freire menginspirasi para guru dan pendidik 

untuk melihat pendidikan bukan hanya sebagai transfer 

pengetahuan, tetapi sebagai proses yang membangun kesadaran 

dan tanggung jawab sosial. 

3.2. Pengembangan Kreativitas dan Kebebasan Intelektual 

Fungsi inspirasional filsafat pendidikan juga terlihat dalam 

penekanan pada kreativitas dan kebebasan intelektual. Maria 

Montessori, seorang pionir dalam pendidikan anak usia dini, 

menekankan bahwa pendidikan yang efektif adalah yang 

memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi 

dunia di sekitarnya melalui aktivitas yang bermakna. Montessori 

percaya bahwa dengan menciptakan lingkungan yang 

mendukung kreativitas dan kebebasan, anak-anak akan 

mengembangkan rasa otonomi dan kecintaan belajar yang 

mendalam (Montessori, 1964). Pandangan ini menginspirasi 

banyak pendidik untuk merancang metode pengajaran yang 

tidak membatasi potensi siswa, tetapi mendorong eksplorasi 

kreatif dan kebebasan dalam belajar. 
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3.3. Inspirasi dalam Metode Pembelajaran 

Dalam konteks metode pembelajaran, filsafat pendidikan 

juga menginspirasi berbagai pendekatan yang inovatif dan 

transformatif. Misalnya, teori konstruktivisme yang 

dikembangkan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky menekankan 

bahwa siswa tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi secara 

aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi 

dengan dunia. Pandangan ini menginspirasi pengembangan 

metode pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran 

kolaboratif, di mana siswa terlibat langsung dalam proses belajar, 

berdiskusi, dan bekerja sama untuk memecahkan masalah 

(Piaget, 1952; Vygotsky, 1978). 

Lebih jauh lagi, inspirasi juga muncul dari pendekatan 

pedagogi reflektif, di mana guru dan siswa bersama-sama terlibat 

dalam proses refleksi kritis terhadap pembelajaran mereka. 

Pendekatan ini diilhami oleh pemikiran Freire yang menekankan 

pentingnya dialog dan refleksi dalam membangun pemahaman 

yang mendalam tentang realitas sosial dan pendidikan. Proses 

refleksi ini tidak hanya memberikan inspirasi bagi siswa untuk 

berpikir secara kritis, tetapi juga membantu guru untuk terus 

memperbaiki dan menyesuaikan metode pembelajarannya sesuai 

dengan kebutuhan siswa. 

Dengan fungsi inspirasionalnya, filsafat pendidikan 

memberikan visi yang lebih luas dan mendalam tentang 

bagaimana pendidikan dapat membentuk masa depan individu 

dan masyarakat. Filsafat pendidikan tidak hanya memberikan 

panduan praktis tentang bagaimana pendidikan seharusnya 

dilakukan, tetapi juga menginspirasi para pendidik untuk terus 
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mencari cara-cara baru yang lebih kreatif, humanis, dan 

transformatif dalam mendidik generasi penerus. Dengan 

merujuk pada nilai-nilai moral, kebebasan intelektual, dan 

pemberdayaan sosial, filsafat pendidikan menginspirasi visi yang 

lebih kaya tentang pendidikan sebagai proses yang tidak hanya 

membentuk kecerdasan, tetapi juga membentuk karakter dan 

kesadaran sosial. 

4. Filsafat Pendidikan dalam Fungsinya sebagai Preskriptif 

Filsafat pendidikan memiliki berbagai fungsi, salah satunya 

adalah fungsi preskriptif, yang bertujuan untuk memberikan 

panduan atau arahan mengenai bagaimana pendidikan 

seharusnya dilaksanakan. Dalam konteks ini, filsafat pendidikan 

tidak hanya berperan dalam menganalisis dan mengevaluasi 

konsep-konsep pendidikan, tetapi juga dalam merumuskan 

rekomendasi atau prinsip-prinsip praktis yang harus diterapkan 

dalam kebijakan, kurikulum, metode pengajaran, dan interaksi 

antara pendidik dan peserta didik. Fungsi preskriptif filsafat 

pendidikan membantu memberikan kerangka acuan yang jelas 

bagi para pendidik dan pembuat kebijakan dalam mengarahkan 

tujuan dan praktik pendidikan yang ideal. 

Sebagai contoh, John Dewey, seorang filsuf pragmatis, 

menekankan bahwa pendidikan harus bersifat demokratis dan 

berorientasi pada pengalaman hidup nyata. Dalam bukunya 

Democracy and Education, Dewey mengusulkan bahwa 

pendidikan harus melibatkan peserta didik dalam proses belajar 

yang aktif, di mana mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan 

yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Filsafat pendidikan 

dalam fungsi preskriptif ini memberi arahan tentang bagaimana 
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pendidikan seharusnya mendorong peserta didik untuk berpikir 

kritis, kreatif, dan berperan aktif dalam masyarakat demokratis 

(Dewey, 1916). Pendekatan ini memberikan preskripsi konkret 

bahwa kurikulum dan metode pengajaran harus berbasis pada 

pengalaman peserta didik dan relevan dengan dunia nyata. 

Selain itu, fungsi preskriptif filsafat pendidikan juga dapat 

dilihat dalam pandangan Immanuel Kant mengenai pendidikan 

moral. Kant berpendapat bahwa pendidikan harus bertujuan 

untuk membentuk individu yang mampu bertindak berdasarkan 

prinsip-prinsip moral universal, seperti keadilan, kebebasan, dan 

tanggung jawab. Dalam Critique of Practical Reason, Kant 

menekankan bahwa pendidikan seharusnya mengajarkan peserta 

didik untuk berpikir dan bertindak secara etis, bukan hanya 

berdasarkan kepatuhan terhadap aturan, tetapi karena mereka 

memahami dan menghargai prinsip-prinsip moral yang 

mendasarinya (Kant, 1998). Dengan demikian, filsafat 

pendidikan memberikan panduan moral yang jelas tentang 

bagaimana pendidikan harus membangun karakter yang kuat 

dan etis pada diri peserta didik. 

4.1. Rekomendasi Nilai-Nilai dalam Kurikulum dan 

Pengajaran 

Fungsi preskriptif filsafat pendidikan juga berperan dalam 

merumuskan nilai-nilai yang harus diajarkan dalam pendidikan. 

Paulo Freire, dalam Pedagogy of the Oppressed, memberikan 

panduan preskriptif bahwa pendidikan seharusnya bersifat 

dialogis dan memberdayakan peserta didik untuk memahami 

kondisi sosial mereka. Freire berpendapat bahwa pendidikan 



 

217 
 

 

yang benar harus mengajarkan peserta didik untuk 

mengembangkan kesadaran kritis dan berpartisipasi dalam 

proses pembebasan dari struktur sosial yang menindas (Freire, 

2000). Pandangan ini memberikan arahan praktis bahwa 

pendidikan harus menggabungkan elemen-elemen yang 

mendorong dialog, partisipasi aktif, dan refleksi sosial dalam 

proses pembelajaran. 

Dalam pendidikan yang bersifat preskriptif, terdapat 

panduan mengenai pengembangan kurikulum yang tidak hanya 

berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan 

karakter dan pengembangan nilai-nilai moral. Nel Noddings, 

dalam bukunya Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral 

Education, mengusulkan bahwa pendidikan harus menekankan 

pada nilai-nilai seperti empati, kepedulian, dan hubungan 

interpersonal yang sehat. Noddings menekankan pentingnya 

memasukkan nilai-nilai peduli dan etika hubungan ke dalam 

kurikulum, yang bertujuan untuk membentuk peserta didik 

menjadi individu yang peduli terhadap kesejahteraan orang lain 

(Noddings, 2013). Dalam hal ini, fungsi preskriptif filsafat 

pendidikan memberikan panduan bagi pendidik untuk 

merancang kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai etika 

dan moral dalam pendidikan. 

4.2. Pedoman Praktis dalam Metode Pengajaran 

Fungsi preskriptif filsafat pendidikan juga terlihat dalam 

rekomendasi mengenai metode pengajaran yang seharusnya 

diterapkan dalam pendidikan. Maria Montessori, dalam 

pengembangannya terhadap metode Montessori, memberikan 

arahan praktis bahwa pendidikan harus berpusat pada anak dan 
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mendorong pembelajaran mandiri melalui eksplorasi. 

Montessori mengusulkan bahwa lingkungan belajar harus 

dirancang sedemikian rupa agar anak-anak dapat belajar secara 

mandiri dengan menggunakan material yang sesuai dengan 

perkembangan mereka (Montessori, 1964). Pandangan ini 

menunjukkan bagaimana filsafat pendidikan preskriptif dapat 

diterapkan dalam praktik pendidikan dengan merancang 

lingkungan belajar yang mendukung pengembangan mandiri 

peserta didik. 

Di samping itu, Lev Vygotsky juga memberikan panduan 

preskriptif dalam pendekatannya terhadap pendidikan, terutama 

melalui konsep zone of proximal development (ZPD). Vygotsky 

menekankan bahwa pengajaran yang baik harus 

memperhitungkan tingkat perkembangan anak dan memberikan 

scaffolding atau dukungan yang tepat agar peserta didik dapat 

mencapai potensi maksimal mereka (Vygotsky, 1978). Filsafat 

pendidikan dalam fungsi preskriptifnya di sini memberi panduan 

tentang bagaimana pendidik harus menyesuaikan metode 

pengajaran dengan kebutuhan dan kemampuan perkembangan 

peserta didik. 

Secara keseluruhan, fungsi preskriptif filsafat pendidikan 

berperan dalam memberikan arahan dan rekomendasi tentang 

bagaimana pendidikan seharusnya dilaksanakan, dari nilai-nilai 

yang harus diajarkan hingga metode pengajaran yang harus 

diterapkan. Melalui pemikiran tokoh-tokoh seperti John Dewey, 

Immanuel Kant, Paulo Freire, dan Maria Montessori, filsafat 

pendidikan menawarkan pedoman yang praktis dan konkret 

tentang bagaimana pendidikan dapat membentuk individu yang 
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berpikir kritis, beretika, dan mampu berkontribusi secara positif 

dalam masyarakat. Filsafat pendidikan preskriptif tidak hanya 

menganalisis dan mengklarifikasi konsep-konsep pendidikan, 

tetapi juga memberikan visi tentang bagaimana pendidikan dapat 

dijalankan untuk menciptakan individu dan masyarakat yang 

lebih baik. 

5. Filsafat Pendidikan dalam Fungsinya sebagai 

Koordinatif 

Filsafat pendidikan memiliki banyak fungsi strategis, salah 

satunya adalah fungsi koordinatif, yang bertujuan untuk 

menyelaraskan berbagai aspek dalam sistem pendidikan, mulai 

dari tujuan pendidikan, metode pengajaran, hingga kebijakan 

yang mendukung proses pendidikan itu sendiri. Fungsi 

koordinatif ini membantu memastikan bahwa setiap elemen 

dalam dunia pendidikan berjalan seiring dan selaras dengan visi, 

misi, serta nilai-nilai yang dianut oleh suatu lembaga atau 

masyarakat pendidikan. Dengan kata lain, filsafat pendidikan 

berperan dalam menyatukan berbagai komponen yang saling 

terkait agar tercipta sistem pendidikan yang holistik dan 

harmonis. 

5.1. Penyelarasan Tujuan Pendidikan 

Fungsi koordinatif filsafat pendidikan terlihat dalam 

kemampuannya menyatukan berbagai pandangan dan teori 

tentang tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan membantu dalam 

merumuskan dan mengoordinasikan tujuan pendidikan yang 

ideal, baik dari perspektif akademis, sosial, maupun moral. John 

Dewey, seorang pragmatis, menyatakan bahwa pendidikan 
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harus melayani perkembangan individu dan masyarakat secara 

bersamaan. Melalui pendekatan pragmatisnya, Dewey 

menekankan bahwa pendidikan harus mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis dan menyiapkan individu untuk 

hidup dalam masyarakat demokratis (Dewey, 1916). Di sinilah 

filsafat pendidikan berperan sebagai penghubung yang 

mengintegrasikan tujuan-tujuan individual dengan tujuan-tujuan 

sosial, sehingga pendidikan tidak hanya berorientasi pada hasil 

akademik, tetapi juga pada pembentukan warga negara yang 

bertanggung jawab. 

5.2. Koordinasi Metode Pengajaran 

Selain tujuan pendidikan, filsafat pendidikan juga berfungsi 

sebagai koordinator dalam merumuskan metode pengajaran 

yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. 

Misalnya, pendekatan konstruktivisme yang dipelopori oleh Jean 

Piaget dan Lev Vygotsky menekankan bahwa peserta didik harus 

membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman 

dan interaksi sosial (Piaget, 1952; Vygotsky, 1978). Di sisi lain, 

pendekatan behaviorisme, seperti yang dikembangkan oleh B.F. 

Skinner, berfokus pada penggunaan penguatan positif dan 

negatif dalam proses pembelajaran (Skinner, 1957). Filsafat 

pendidikan berfungsi sebagai jembatan untuk mengoordinasikan 

metode pengajaran yang beragam ini agar tercipta metode yang 

sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Dalam hal 

ini, filsafat pendidikan memastikan bahwa metode pengajaran 

yang diterapkan tidak saling bertentangan, tetapi justru 

mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang lebih luas. 
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5.3. Sinkronisasi Kebijakan dan Kurikulum 

Fungsi koordinatif filsafat pendidikan juga terlihat dalam 

kemampuannya untuk menyinkronkan kebijakan pendidikan 

dan kurikulum dengan nilai-nilai filosofis yang mendasari sistem 

pendidikan tersebut. Kebijakan pendidikan yang baik harus 

mencerminkan prinsip-prinsip filosofis tentang hakikat manusia, 

tujuan pendidikan, serta peran sosial pendidikan. Immanuel 

Kant, misalnya, menekankan bahwa pendidikan harus 

mengembangkan kemampuan moral dan rasional individu, 

dengan tujuan membentuk karakter yang kuat dan beretika 

(Kant, 1998). Pendekatan ini harus terkoordinasi dengan 

kebijakan pendidikan yang tidak hanya menekankan pencapaian 

akademik, tetapi juga memperhatikan pembentukan nilai-nilai 

moral dalam kurikulum. Filsafat pendidikan dalam fungsi 

koordinatif ini berperan penting dalam memastikan bahwa 

kebijakan pendidikan dan kurikulum tidak hanya bersifat 

instrumen teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan 

sosial yang lebih tinggi. 

5.4. Integrasi Aspek Sosial dan Budaya dalam Pendidikan 

Filsafat pendidikan juga membantu mengoordinasikan 

aspek sosial dan budaya dalam pendidikan. Pendidikan tidak 

berlangsung dalam ruang hampa, tetapi selalu terkait dengan 

konteks sosial dan budaya di mana pendidikan itu dilaksanakan. 

Paulo Freire, dalam Pedagogy of the Oppressed, menekankan 

bahwa pendidikan harus menyadari dan mengintegrasikan 

kondisi sosial peserta didik, serta mengajarkan mereka untuk 

memahami struktur kekuasaan dan ketidakadilan yang ada 

dalam masyarakat (Freire, 2000). Filsafat pendidikan dalam 
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fungsi koordinatifnya memastikan bahwa nilai-nilai sosial dan 

budaya tidak terpisah dari proses pendidikan, tetapi 

diintegrasikan dengan cara yang mendukung pembentukan 

kesadaran sosial dan kritis. 

5.5. Koordinasi Antara Pembuat Kebijakan, Pendidik, dan 

Peserta Didik 

Dalam fungsi koordinatifnya, filsafat pendidikan juga 

memediasi antara pembuat kebijakan, pendidik, dan peserta 

didik. Pembuat kebijakan pendidikan sering kali menetapkan 

standar, aturan, dan kebijakan tanpa mempertimbangkan 

kebutuhan konkret pendidik dan peserta didik. Filsafat 

pendidikan membantu mengoordinasikan kepentingan berbagai 

pihak dalam sistem pendidikan agar tercapai keseimbangan 

antara standar akademik dan kebutuhan peserta didik di 

lapangan. Nel Noddings, dalam Caring: A Feminine Approach to 

Ethics and Moral Education, menekankan pentingnya pendidikan 

yang peduli, di mana pendidik memberikan perhatian penuh 

pada perkembangan moral dan sosial peserta didik (Noddings, 

2013). Filsafat pendidikan yang berfungsi secara koordinatif 

memastikan bahwa kebijakan pendidikan mendukung 

terciptanya lingkungan belajar yang peduli dan inklusif, di mana 

semua pihak merasa terlibat dan dihargai. 

Fungsi koordinatif filsafat pendidikan sangat penting dalam 

menciptakan keselarasan antara berbagai elemen dalam sistem 

pendidikan, mulai dari tujuan pendidikan, metode pengajaran, 

hingga kebijakan yang diterapkan. Filsafat pendidikan berfungsi 

sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai pendekatan, 
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nilai, dan kepentingan dalam dunia pendidikan, sehingga 

tercipta sistem pendidikan yang holistik, terintegrasi, dan selaras 

dengan kebutuhan peserta didik serta masyarakat. Melalui 

pendekatan koordinatif ini, filsafat pendidikan memberikan 

landasan yang kokoh bagi pembentukan sistem pendidikan yang 

tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga 

pada pembentukan karakter, moralitas, dan kesadaran sosial 

peserta didik. 

B. Peran Filsafat Pendidikan 

Peran filsafat pendidikan mencakup berbagai aspek penting 

dalam sistem pendidikan. Pertama, filsafat membantu 

merumuskan tujuan pendidikan, di mana ia menetapkan arah 

yang ingin dicapai oleh pendidikan, baik dalam pengembangan 

intelektual maupun moral peserta didik, seperti yang 

dikemukakan oleh John Dewey yang melihat pendidikan sebagai 

sarana untuk membentuk masyarakat demokratis (Dewey, 

1916). Kedua, filsafat berperan dalam pengembangan kurikulum 

dan silabus, menentukan apa yang harus diajarkan dan 

bagaimana pengetahuan tersebut harus disusun, sebagaimana 

dicontohkan oleh Plato yang menekankan pengajaran tentang 

nilai-nilai kebenaran dan keadilan (Plato, 2004). Ketiga, filsafat 

mempengaruhi pandangan tentang peran pendidik, di mana 

pendidik dilihat sebagai pembimbing moral dan intelektual, 

sebagaimana diuraikan oleh Paulo Freire yang menekankan 

pentingnya peran pendidik dalam mengembangkan kesadaran 

kritis peserta didik (Freire, 2000). Keempat, filsafat membentuk 

pandangan tentang metode pembelajaran, di mana pendekatan 

seperti konstruktivisme menekankan bahwa peserta didik 
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membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman 

aktif (Piaget, 1952). Kelima, filsafat berperan dalam budaya dan 

lingkungan pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang 

sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya lokal, seperti yang 

ditunjukkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam konsep pendidikan 

yang menghargai kebudayaan nasional dan kebebasan individu 

(Dewantara, 1977). 

1. Filsafat Pendidikan dan Tujuan Pendidikan 

Peran filsafat pendidikan dalam merumuskan tujuan-

tujuan pendidikan merupakan inti yang sangat mendasar dalam 

pembentukan sistem pendidikan yang efektif dan bermakna. 

Filsafat berfungsi sebagai dasar konseptual yang menjelaskan 

dan memberikan justifikasi atas arah yang diambil oleh sebuah 

sistem pendidikan, baik dari segi pengembangan kognitif, moral, 

maupun sosial. Dalam filsafat pendidikan, pertanyaan-

pertanyaan mendasar seperti mengapa kita mendidik, siapa yang 

dididik, dan apa yang ingin kita capai melalui pendidikan menjadi 

landasan untuk merumuskan tujuan yang lebih spesifik dan 

terukur. Setiap aliran filsafat memberikan pandangan yang 

berbeda tentang tujuan pendidikan berdasarkan pandangan 

mereka terhadap hakikat manusia, masyarakat, dan realitas. 

Sebagai contoh, filsafat humanisme yang dianut oleh Jean-

Jacques Rousseau menekankan pentingnya pendidikan yang 

alami, di mana peserta didik diberi kebebasan untuk berkembang 

sesuai dengan potensi mereka tanpa banyak intervensi dari 

otoritas eksternal. Bagi Rousseau, pendidikan adalah sarana 

untuk mencapai kebebasan dan otonomi individu, serta 
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membantu mereka hidup sesuai dengan alam dan prinsip moral 

yang lebih tinggi (Rousseau, 1979). 

Selain itu, peran filsafat pendidikan juga penting dalam 

menentukan prioritas-prioritas pendidikan. John Dewey, 

seorang tokoh pragmatisme, memperluas pandangan tentang 

tujuan pendidikan sebagai lebih dari sekadar transfer 

pengetahuan. Dewey berpendapat bahwa pendidikan harus 

mempersiapkan individu untuk kehidupan yang nyata dan 

berpartisipasi dalam masyarakat demokratis. Melalui 

pandangannya, Dewey menekankan bahwa pendidikan tidak 

boleh statis tetapi harus dinamis dan menyesuaikan dengan 

perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Pendidikan harus 

berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, 

keterampilan problem solving, dan keterlibatan aktif dalam 

masyarakat, bukan hanya pada pencapaian akademis yang kaku 

(Dewey, 1916). Dengan demikian, filsafat pendidikan 

menawarkan pandangan holistik tentang bagaimana pendidikan 

harus berfungsi sebagai alat untuk menumbuhkan individu yang 

adaptif dan siap menghadapi tantangan zaman. 

Lebih jauh lagi, filsafat pendidikan memainkan peran 

penting dalam merumuskan tujuan moral dan etis. Dalam 

pandangan Immanuel Kant, pendidikan tidak hanya soal 

memberikan keterampilan teknis atau pengetahuan ilmiah, tetapi 

juga harus berfokus pada pembentukan karakter moral individu. 

Kant menekankan bahwa pendidikan harus mengarahkan 

individu untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan prinsip-

prinsip moral universal, seperti keadilan, kebebasan, dan 

kebaikan. Melalui Critique of Practical Reason, Kant 
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memperkenalkan konsep bahwa pendidikan harus membentuk 

manusia yang otonom, yaitu individu yang tidak hanya 

mengikuti aturan eksternal, tetapi mampu bertindak berdasarkan 

prinsip-prinsip moral yang rasional (Kant, 1998). Filsafat 

pendidikan dalam hal ini memberikan arah bagi tujuan 

pendidikan yang lebih luas, yaitu untuk membentuk manusia 

yang bermoral, rasional, dan etis. 

Lebih lanjut, peran filsafat pendidikan dalam 

mengontekstualisasikan tujuan pendidikan berdasarkan kondisi 

sosial-budaya sangat penting. Ki Hajar Dewantara, dalam 

konteks pendidikan Indonesia, menekankan pentingnya 

pendidikan yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal. Menurut 

Dewantara, pendidikan harus membentuk karakter yang kuat 

dan berakar pada identitas budaya bangsa, sembari tetap terbuka 

terhadap tantangan globalisasi. Filsafat pendidikan dalam hal ini 

bertindak sebagai panduan untuk menciptakan kurikulum yang 

tidak hanya berfokus pada kognisi, tetapi juga mencerminkan 

nilai-nilai budaya dan moral yang penting bagi masyarakat 

setempat (Dewantara, 1977). Dengan demikian, tujuan 

pendidikan menjadi lebih relevan dan bermakna karena 

disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya di mana 

pendidikan itu berlangsung. 

Dengan peran filsafat dalam merumuskan tujuan 

pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan tidak hanya 

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

peserta didik, tetapi juga untuk membentuk karakter moral, 

sosial, dan budaya mereka. Filsafat pendidikan memberikan 

kerangka teoritis yang memandu para pendidik dan pembuat 
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kebijakan dalam menentukan arah pendidikan yang sesuai 

dengan kebutuhan individu dan masyarakat secara keseluruhan. 

2. Filsafat Pendidikan dan Pengembangan Kurikulum dan 

Silabus Pendidikan 

Filsafat berperan penting dalam pengembangan kurikulum 

dan silabus karena filsafat memberikan landasan teoritis dan 

kerangka kerja konseptual yang menentukan arah, tujuan, dan 

prinsip yang mendasari proses pembelajaran. Filsafat pendidikan 

membantu dalam merumuskan apa yang seharusnya diajarkan, 

bagaimana pengajaran tersebut harus dilakukan, dan mengapa 

pengajaran itu penting. Dengan kata lain, filsafat berfungsi 

sebagai panduan dalam pengambilan keputusan mengenai isi, 

metode, dan pendekatan pengajaran yang digunakan dalam 

kurikulum dan silabus. Setiap aliran filsafat membawa perspektif 

yang berbeda mengenai pendidikan, yang pada akhirnya 

memengaruhi bagaimana kurikulum dan silabus dirancang dan 

diimplementasikan. 

Sebagai contoh, filsafat pragmatisme, yang dianut oleh 

tokoh seperti John Dewey, menekankan pentingnya relevansi 

dan keterkaitan pendidikan dengan kehidupan sehari-hari. 

Dalam pandangan pragmatisme, kurikulum harus disusun untuk 

mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan kehidupan 

nyata. Oleh karena itu, kurikulum berbasis pragmatisme sering 

kali menekankan pendekatan pembelajaran yang aktif dan 

berbasis proyek, di mana peserta didik terlibat dalam 

penyelesaian masalah dan aplikasi praktis dari konsep-konsep 

yang mereka pelajari (Dewey, 1916). Kurikulum yang dibangun 

atas dasar filsafat pragmatis ini akan mengutamakan fleksibilitas, 
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adaptasi terhadap perubahan sosial, dan pengembangan 

keterampilan berpikir kritis. 

Sementara itu, filsafat idealism memandang pendidikan 

sebagai sarana untuk mencapai kebenaran, keindahan, dan nilai-

nilai moral yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, kurikulum akan 

difokuskan pada mata pelajaran yang dianggap memiliki nilai 

intrinsik, seperti matematika, sains, seni, dan filsafat itu sendiri. 

Tujuan utama kurikulum yang berlandaskan idealisme adalah 

untuk membimbing peserta didik dalam mengembangkan 

pemikiran abstrak dan refleksi filosofis, sehingga mereka dapat 

memahami konsep-konsep universal yang melampaui 

pengalaman empiris. Dalam kerangka idealisme, kurikulum 

dirancang untuk memperkuat intelektualisme dan 

pengembangan moral peserta didik, sehingga mereka tidak 

hanya berpengetahuan, tetapi juga memiliki integritas moral 

yang kuat (Plato, 2004). 

Dalam aliran realisme, yang diwakili oleh Aristoteles, 

kurikulum dan silabus dirancang berdasarkan prinsip bahwa 

pengetahuan diperoleh melalui pengalaman nyata dan 

pengamatan empiris. Pendidikan dalam kerangka ini lebih 

berfokus pada pengajaran keterampilan praktis dan pengetahuan 

yang dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. 

Kurikulum yang berdasarkan realisme cenderung menekankan 

mata pelajaran yang konkret dan empiris seperti sains dan 

matematika, serta metode pembelajaran yang berbasis pada 

eksperimen dan observasi (Aristotle, 2009). Dengan demikian, 

realisme mendorong kurikulum yang pragmatis dan realistis 
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dalam membantu peserta didik memahami dunia nyata melalui 

pembelajaran berbasis fakta. 

Filsafat juga berperan dalam pengembangan silabus, yang 

merupakan rencana terperinci mengenai apa yang akan diajarkan 

di setiap mata pelajaran. Silabus harus mencerminkan 

pandangan filosofis mengenai hakikat pengetahuan dan 

bagaimana pengetahuan itu seharusnya diorganisir. Dalam 

pandangan esensialisme, misalnya, silabus difokuskan pada 

pengajaran dasar-dasar pengetahuan yang dianggap esensial dan 

tidak berubah, seperti literasi, aritmatika, dan sains. Aliran ini 

berpendapat bahwa ada pengetahuan dan keterampilan dasar 

yang harus dikuasai setiap individu untuk dapat berfungsi secara 

efektif dalam masyarakat (Bagley, 1938). Silabus yang berbasis 

esensialisme akan bersifat konservatif dan berpusat pada 

kurikulum inti, dengan sedikit penekanan pada kreativitas atau 

inovasi. 

Lebih jauh, filsafat rekonstruksionisme menawarkan 

perspektif yang berbeda, di mana kurikulum dan silabus 

diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi agen 

perubahan sosial. Rekonstruksionisme, yang dipengaruhi oleh 

pemikiran Theodore Brameld, berpendapat bahwa pendidikan 

harus berfungsi untuk mengatasi masalah sosial dan 

mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan masa 

depan. Oleh karena itu, kurikulum yang dikembangkan dalam 

kerangka ini akan berfokus pada isu-isu sosial, politik, dan 

ekonomi yang relevan dengan kehidupan masyarakat, serta 

mendorong peserta didik untuk berpikir kritis tentang peran 

mereka dalam menciptakan perubahan sosial (Brameld, 1956). 
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Dengan demikian, filsafat pendidikan memberikan fondasi 

konseptual yang kuat dalam pengembangan kurikulum dan 

silabus, memastikan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus 

pada aspek-aspek akademis, tetapi juga mencakup pembentukan 

karakter, pengembangan moral, dan pemahaman sosial. 

Berbagai aliran filsafat menawarkan pendekatan yang berbeda 

dalam merancang kurikulum, yang pada akhirnya membantu 

menciptakan sistem pendidikan yang lebih bermakna dan 

relevan bagi kebutuhan individu dan masyarakat. 

3. Peran Filsafat Pendidikan dan Pengaruh Peran Pendidik 

Peran filsafat pendidikan dalam membentuk dan 

mempengaruhi peran pendidik sangatlah signifikan karena 

pandangan filosofis yang mendasari pendidikan memengaruhi 

cara pendidik memahami tujuan, metode, dan tanggung jawab 

moral mereka. Filsafat pendidikan menyediakan kerangka 

teoritis yang kuat bagi pendidik untuk menavigasi kompleksitas 

dalam tugas mereka, terutama dalam hal membimbing peserta 

didik tidak hanya dalam aspek kognitif, tetapi juga dalam 

pengembangan moral dan etika. Setiap aliran filsafat 

memberikan perspektif yang berbeda tentang apa yang 

seharusnya menjadi tugas pendidik, bagaimana mereka 

seharusnya mengajar, dan apa yang harus diajarkan. 

Dalam idealisme, pendidik dianggap sebagai pengasuh 

intelektual dan moral yang bertugas membimbing peserta didik 

menuju pemahaman tentang kebenaran universal dan nilai-nilai 

seperti keadilan, kebaikan, dan kebijaksanaan. Pendidik 

berperan sebagai pembimbing dalam proses refleksi filosofis dan 

pengembangan karakter peserta didik. Plato, dalam The Republic, 
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menegaskan bahwa pendidikan harus membentuk individu 

menjadi pemimpin yang bijaksana, dan pendidik berfungsi 

sebagai mediator antara peserta didik dan pemahaman tentang 

kebenaran yang lebih tinggi (Plato, 2004). Dengan demikian, 

pendidik dalam pandangan idealis bukan sekadar pengajar, 

melainkan contoh moral yang membantu peserta didik dalam 

perjalanan mereka untuk menjadi individu yang berkarakter 

luhur. 

Sementara itu, pragmatisme, yang diwakili oleh John 

Dewey, melihat peran pendidik sebagai fasilitator dalam proses 

belajar yang dinamis dan berpusat pada pengalaman. Dewey 

menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk 

menghadapi perubahan sosial, dan peran pendidik adalah 

menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran 

partisipatif, di mana peserta didik didorong untuk berpikir kritis, 

berkolaborasi, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan 

nyata (Dewey, 1938). Dalam pandangan ini, pendidik bukanlah 

sosok yang mendikte pengetahuan, tetapi fasilitator yang 

membantu peserta didik menemukan jawaban mereka sendiri 

melalui pengalaman. 

Eksistensialisme, seperti yang diajarkan oleh Jean-Paul 

Sartre, menempatkan kebebasan dan otonomi individu sebagai 

nilai tertinggi dalam pendidikan. Dalam konteks ini, pendidik 

tidak boleh memaksakan nilai-nilai eksternal kepada peserta 

didik, melainkan membantu mereka menemukan makna dan 

tujuan hidup mereka sendiri. Sartre menekankan bahwa 

kebebasan peserta didik harus dihormati, dan peran pendidik 

adalah memberikan ruang bagi peserta didik untuk membuat 
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pilihan etis dan menemukan identitas mereka sendiri (Sartre, 

1946). Pendekatan eksistensialis menekankan tanggung jawab 

pribadi dan kebebasan dalam proses pendidikan, dengan 

pendidik sebagai fasilitator proses refleksi diri yang mendalam. 

Dalam rekonstruksionisme, filsafat pendidikan berfokus 

pada perubahan sosial, dan pendidik berperan sebagai agen 

perubahan. Theodore Brameld berpendapat bahwa pendidikan 

harus digunakan untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan 

mengubah struktur masyarakat yang ada (Brameld, 1956). 

Dalam pandangan ini, pendidik bertanggung jawab untuk 

membangkitkan kesadaran kritis peserta didik tentang masalah-

masalah sosial dan politik yang ada di sekitar mereka serta 

mempersiapkan mereka untuk berperan dalam menciptakan 

masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Oleh karena itu, 

peran pendidik dalam rekonstruksionisme bukan hanya 

mengajar keterampilan akademik, tetapi juga membekali peserta 

didik dengan kesadaran dan keterampilan yang diperlukan untuk 

berpartisipasi dalam transformasi sosial. 

Secara keseluruhan, filsafat pendidikan memberikan 

kerangka yang kaya untuk memahami peran pendidik dalam 

konteks yang lebih luas. Idealisme menekankan pada peran 

moral dan spiritual pendidik, pragmatisme menekankan 

pengalaman langsung dan relevansi praktis, eksistensialisme 

berfokus pada kebebasan dan otonomi individu, dan 

rekonstruksionisme melihat pendidikan sebagai alat untuk 

perubahan sosial. Dengan pendekatan-pendekatan ini, peran 

pendidik menjadi lebih kompleks dan multidimensional, tidak 

hanya sebagai pengajar pengetahuan, tetapi juga sebagai 
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pembentuk karakter, fasilitator kebebasan berpikir, dan agen 

perubahan sosial. 

4. Filsafat Pendidikan dan Metode Pembelajaran 

Filsafat pendidikan memiliki peran yang sangat penting 

dalam menentukan metode pembelajaran yang tidak hanya 

sesuai dengan tujuan pendidikan tetapi juga relevan dengan 

kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Setiap aliran filsafat 

menawarkan pendekatan unik dalam memahami proses 

pendidikan, dan ini memengaruhi bagaimana guru dan lembaga 

pendidikan merancang serta menerapkan metode pembelajaran. 

Filosofi yang mendasari pandangan tentang hakikat manusia, 

tujuan pendidikan, dan cara pengetahuan diperoleh memberikan 

kerangka kerja yang esensial dalam menentukan bagaimana 

pendidikan harus dijalankan secara efektif. 

Dalam filsafat idealisme, pendidikan dilihat sebagai sarana 

untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, seperti pencarian 

kebenaran, pengembangan moral, dan pemahaman tentang nilai-

nilai universal. Metode pembelajaran dalam kerangka idealisme 

lebih teoretis dan abstrak, menekankan refleksi filosofis, diskusi, 

dan dialog tentang konsep-konsep seperti keadilan, 

kebijaksanaan, dan kebajikan. Pendidik dalam filsafat ini 

berperan sebagai figur otoritas moral dan intelektual, yang 

membimbing peserta didik untuk merenungkan realitas yang 

lebih tinggi dan abstrak (Ozmon & Craver, 2008). Dalam 

lingkungan belajar idealis, siswa diharapkan untuk aktif dalam 

dialog dan introspeksi, sehingga mereka dapat mengembangkan 

karakter dan pemikiran yang lebih matang. 
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Sebaliknya, filsafat pragmatisme yang dipelopori oleh John 

Dewey menawarkan pendekatan yang lebih berfokus pada 

pengalaman nyata dan aplikasi praktis. Dewey berpendapat 

bahwa pendidikan harus berfungsi untuk mempersiapkan peserta 

didik menghadapi kehidupan sehari-hari dan dunia yang terus 

berubah (Dewey, 1938). Metode pembelajaran dalam 

pragmatisme berpusat pada pembelajaran aktif, di mana peserta 

didik tidak hanya menghafal atau menerima informasi pasif, 

tetapi terlibat langsung dalam proyek, eksperimen, dan 

penyelesaian masalah. Pendidik bertindak sebagai fasilitator 

yang mendorong eksplorasi dan pembelajaran berbasis 

pengalaman, memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan menerapkan 

pengetahuan yang diperoleh dalam situasi kehidupan nyata. 

Pendekatan pragmatisme mendorong peserta didik untuk 

menjadi pemikir mandiri yang mampu beradaptasi dengan 

situasi yang berbeda. 

Eksistensialisme, di sisi lain, menawarkan perspektif yang 

sangat individualistik dalam metode pembelajaran. Jean-Paul 

Sartre dan Soren Kierkegaard menekankan kebebasan individu 

dan otonomi sebagai nilai-nilai inti dalam pendidikan. Menurut 

eksistensialisme, pendidikan harus memberikan ruang bagi 

peserta didik untuk menemukan jati diri mereka sendiri, serta 

untuk menentukan tujuan hidup dan makna eksistensial mereka 

(Sartre, 1946). Metode pembelajaran dalam filsafat 

eksistensialisme cenderung reflektif dan personal, di mana 

pendidik memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk 

mengeksplorasi pengalaman mereka sendiri dan membuat 
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keputusan tentang kehidupan dan nilai-nilai mereka. Diskusi 

terbuka, refleksi pribadi, dan eksplorasi mandiri adalah metode 

yang sering digunakan untuk mendukung kebebasan intelektual 

peserta didik. 

Filsafat rekonstruksionisme memandang pendidikan 

sebagai alat perubahan sosial. Theodore Brameld mengusulkan 

bahwa pendidikan harus mempersiapkan peserta didik untuk 

menghadapi tantangan-tantangan sosial dan politik serta 

mendorong mereka untuk mengambil peran aktif dalam 

menciptakan masyarakat yang lebih adil (Brameld, 1956). Dalam 

kerangka ini, metode pembelajaran tidak hanya berfokus pada 

pengembangan kognitif peserta didik tetapi juga pada 

peningkatan kesadaran sosial mereka. Pendekatan ini 

mendorong penggunaan metode pembelajaran berbasis masalah 

(problem-based learning) dan analisis kritis tentang isu-isu sosial 

yang relevan. Pendidik bertindak sebagai agen perubahan yang 

membantu peserta didik mengembangkan kesadaran kritis dan 

keterampilan yang diperlukan untuk menjadi aktor dalam 

transformasi sosial. 

Secara keseluruhan, peran filsafat pendidikan dalam 

merancang metode pembelajaran sangat signifikan karena 

menentukan arah dan cara pendidikan dijalankan. Pendekatan 

idealisme mungkin menekankan aspek-aspek moral dan 

intelektual yang bersifat filosofis, sementara pragmatisme lebih 

berfokus pada pengalaman praktis dan penyelesaian masalah 

dalam konteks nyata. Eksistensialisme menawarkan kebebasan 

dan otonomi peserta didik, dan rekonstruksionisme 

mengarahkan pendidikan untuk perubahan sosial yang lebih adil. 
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Dengan demikian, filsafat pendidikan memberikan pedoman 

yang kaya bagi para pendidik dalam memilih pendekatan yang 

paling sesuai dengan tujuan pendidikan dan konteks sosial yang 

dihadapi. 

5. Peran Filsafat Pendidikan dan Budaya/Lingkungan 

Pendidikan 

Filsafat memiliki peran yang sangat penting dalam 

membentuk budaya dan lingkungan pendidikan, karena 

pandangan filosofis tentang hakikat manusia, pengetahuan, dan 

tujuan pendidikan akan memengaruhi bagaimana sistem 

pendidikan dikembangkan dan diimplementasikan. Filsafat 

memberikan dasar yang kuat bagi pendidikan dalam hal nilai-

nilai, norma-norma, dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh 

masyarakat, yang pada akhirnya akan menentukan karakter dari 

budaya dan lingkungan pendidikan. Melalui pandangan filosofis, 

sistem pendidikan diharapkan dapat membentuk lingkungan 

yang mendukung perkembangan intelektual, sosial, moral, dan 

emosional peserta didik. 

Salah satu kontribusi utama filsafat terhadap budaya 

pendidikan adalah penanaman nilai-nilai moral dan etika dalam 

lingkungan sekolah. Budaya pendidikan yang sehat tidak hanya 

berfokus pada prestasi akademis tetapi juga pada pembentukan 

karakter peserta didik. Filsafat humanisme, misalnya, 

menekankan pentingnya pendidikan yang memanusiakan 

manusia. Pandangan ini mengarahkan budaya pendidikan agar 

menghargai kebebasan, otonomi, dan potensi individu. Jean-

Jacques Rousseau, dalam karyanya Emile (1979), menekankan 

pentingnya kebebasan dalam pendidikan dan memberikan ruang 



 

237 
 

 

bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensi 

alaminya. Filosofi ini akan menciptakan budaya pendidikan 

yang menghargai kebebasan berekspresi dan kreativitas, serta 

mendukung suasana belajar yang inklusif. 

Lingkungan pendidikan yang dipengaruhi oleh filsafat 

pragmatisme, seperti yang dianjurkan oleh John Dewey, 

cenderung menekankan pengalaman praktis dan interaksi sosial. 

Dewey berargumen bahwa lingkungan belajar harus 

mencerminkan kehidupan nyata dan memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk belajar melalui pengalaman langsung 

(Dewey, 1938). Dalam konteks ini, budaya pendidikan akan 

mendorong kerja sama, keterlibatan sosial, dan pembelajaran 

berbasis proyek. Lingkungan pendidikan pragmatis akan 

menekankan pada pentingnya keterampilan hidup, partisipasi 

aktif, dan adaptasi terhadap perubahan sosial. Pendekatan ini 

akan menciptakan budaya pendidikan yang dinamis, di mana 

peserta didik didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam 

proses belajar dan terlibat dalam komunitas di sekitar mereka. 

Filsafat juga memengaruhi lingkungan fisik pendidikan. 

Pendekatan progresivisme dalam pendidikan, misalnya, 

menekankan bahwa lingkungan pendidikan harus kondusif bagi 

pembelajaran yang terbuka dan interaktif. Menurut Maria 

Montessori, yang terinspirasi oleh pemikiran progresivisme, 

lingkungan belajar harus disusun sedemikian rupa sehingga 

peserta didik dapat belajar dengan cara yang mandiri dan sesuai 

dengan ritme perkembangan mereka sendiri (Montessori, 1912). 

Hal ini berimplikasi pada pentingnya desain ruang kelas yang 

ramah peserta didik, di mana mereka dapat bebas 
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mengeksplorasi bahan ajar, berinteraksi dengan lingkungan, dan 

mengembangkan kreativitas tanpa dibatasi oleh struktur yang 

kaku. 

Selain itu, filsafat pendidikan juga memainkan peran 

penting dalam membentuk budaya yang menghargai 

keberagaman dan inklusivitas. Filsafat eksistensialisme, yang 

menekankan kebebasan individu dan tanggung jawab pribadi, 

mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang menghargai 

perbedaan pendapat, latar belakang, dan perspektif setiap 

individu (Sartre, 1946). Lingkungan pendidikan yang didasari 

oleh filsafat ini akan menumbuhkan budaya yang toleran, 

terbuka, dan menghargai kebebasan berfikir. Peserta didik akan 

didorong untuk mengeksplorasi identitas mereka sendiri dan 

belajar menerima serta menghargai perbedaan yang ada di antara 

mereka. 

Filsafat rekonstruksionisme menekankan pentingnya 

pendidikan dalam menciptakan perubahan sosial dan keadilan. 

Theodore Brameld berpendapat bahwa lingkungan pendidikan 

harus mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi 

tantangan-tantangan sosial dan membantu mereka 

mengembangkan kesadaran kritis terhadap masalah-masalah 

yang ada di masyarakat (Brameld, 1956). Dalam konteks ini, 

lingkungan pendidikan akan mendorong peserta didik untuk 

aktif berpartisipasi dalam diskusi tentang isu-isu sosial, politik, 

dan ekonomi, serta berperan dalam menciptakan solusi yang 

inovatif untuk mengatasi ketidakadilan. Hal ini akan membentuk 

budaya pendidikan yang mendorong partisipasi aktif dalam 

transformasi sosial dan pengembangan kesadaran kritis. 
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Dengan demikian, filsafat pendidikan memberikan 

kontribusi besar dalam membentuk budaya dan lingkungan 

pendidikan. Filsafat tidak hanya membantu menentukan nilai-

nilai dan prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam lingkungan 

pendidikan, tetapi juga memengaruhi metode pembelajaran, 

desain fisik ruang kelas, serta interaksi sosial di antara peserta 

didik dan pendidik. Pendekatan filosofis yang digunakan dalam 

sistem pendidikan akan memengaruhi bagaimana peserta didik 

belajar, bagaimana mereka berinteraksi dengan satu sama lain, 

dan bagaimana mereka mengembangkan identitas mereka di 

dalam lingkungan sekolah. 
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BAB VII 

KERANGKA IMPLEMENTASI FILSAFAT 

PENDIDIKAN 

 

A. Rasionalisasi Filsafat Pendidikan Berdasarkan 

Pemikiran Maria Montessori 

Filsafat pendidikan yang dikembangkan oleh Maria 

Montessori merupakan pendekatan yang inovatif dan 

transformatif dalam dunia pendidikan. Montessori merancang 

model pembelajaran yang berfokus pada pengembangan anak 

secara holistik, baik secara intelektual, fisik, maupun sosial, 

melalui eksplorasi bebas dan bimbingan pendidik. Konsep ini 

menekankan pentingnya lingkungan belajar yang mendukung 

kemandirian, kebebasan bereksplorasi, serta rasa hormat 

terhadap ritme perkembangan anak. Filsafat pendidikan 

Montessori didasarkan pada prinsip-prinsip utama yang 

mencakup kebebasan dalam batasan, pembelajaran yang 

berpusat pada anak, serta peran aktif lingkungan dalam proses 

pendidikan. 

1. Prinsip-Prinsip Utama Filsafat Pendidikan Montessori 

Filsafat Montessori dibangun di atas beberapa prinsip 

utama. Salah satu prinsip dasar adalah bahwa setiap anak 

memiliki potensi alami yang harus didukung oleh lingkungan 

yang tepat. Montessori percaya bahwa anak-anak adalah 

pembelajar aktif yang secara alami tertarik pada pengetahuan, 

dan tugas utama pendidikan adalah menyediakan lingkungan 

yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi dan 
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mengembangkan minat mereka. Prinsip ini mencerminkan 

pandangan Montessori bahwa pembelajaran tidak harus 

didasarkan pada instruksi langsung dari guru, melainkan melalui 

pengalaman langsung dan interaksi dengan materi pembelajaran 

yang sesuai dengan tahap perkembangan anak (Montessori, 

1912). 

Prinsip kedua dalam filosofi Montessori adalah pentingnya 

kebebasan dalam batasan. Montessori berpendapat bahwa anak-

anak harus diberi kebebasan untuk memilih kegiatan mereka 

sendiri dalam lingkungan yang terstruktur. Kebebasan ini tidak 

berarti tanpa batasan, tetapi diberikan dalam kerangka yang 

memungkinkan anak untuk belajar tanggung jawab dan disiplin 

diri. Montessori berargumen bahwa kebebasan yang terarah 

membantu anak-anak mengembangkan otonomi dan rasa 

tanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Selain 

itu, kebebasan ini juga memungkinkan anak untuk 

mengembangkan keterampilan sosial, di mana mereka belajar 

bekerja sama dengan orang lain dan menghormati aturan yang 

ada di lingkungan mereka. 

Prinsip ketiga adalah peran lingkungan yang disiapkan 

secara cermat. Montessori menekankan bahwa lingkungan 

belajar harus dirancang sedemikian rupa agar mendukung 

eksplorasi dan kemandirian anak. Lingkungan Montessori harus 

mengandung bahan-bahan yang menarik dan dirancang khusus 

untuk merangsang perkembangan fisik, intelektual, dan 

emosional anak. Guru bertindak sebagai fasilitator yang 

mempersiapkan lingkungan ini dan memberi bimbingan tanpa 

mendominasi proses belajar. Dalam konteks ini, Montessori 



 

243 
 

 

melihat lingkungan sebagai "guru kedua" yang memberikan 

pengalaman belajar secara alami dan memungkinkan anak untuk 

belajar melalui eksperimen dan pengalaman langsung. 

2. Fitur Metode Montessori 

Metode Montessori memiliki beberapa fitur yang unik, 

yang membedakannya dari pendekatan pendidikan tradisional. 

Salah satu fitur terpenting adalah penggunaan alat bantu belajar 

yang dirancang khusus, yang disebut Montessori materials. Alat-

alat ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan kognitif, 

motorik, dan sensorik anak melalui aktivitas yang konkret dan 

manipulatif. Montessori materials memungkinkan anak untuk 

belajar secara mandiri dan menemukan konsep-konsep abstrak 

melalui pengalaman langsung. Misalnya, materi-materi 

matematika Montessori dirancang untuk membantu anak 

memahami konsep-konsep seperti angka, jumlah, dan operasi 

aritmatika melalui manipulasi fisik yang konkret. 

Fitur lain dari metode Montessori adalah pengajaran multi-

usia dalam satu kelas. Montessori percaya bahwa anak-anak dari 

berbagai kelompok usia dapat belajar bersama dalam satu 

lingkungan. Anak-anak yang lebih tua dalam kelompok ini dapat 

berperan sebagai mentor bagi anak-anak yang lebih muda, 

sementara anak-anak yang lebih muda mendapat kesempatan 

untuk belajar dari rekan-rekan mereka yang lebih dewasa. 

Pengaturan ini mendukung dinamika sosial yang positif dan 

memperkuat keterampilan komunikasi, kerja sama, dan 

tanggung jawab sosial. 
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3. Implikasi Filsafat Montessori dalam Pendidikan Modern 

Filsafat pendidikan Montessori memiliki implikasi yang 

luas dalam praktik pendidikan modern. Salah satu implikasi yang 

paling signifikan adalah pergeseran dari pendekatan pengajaran 

yang berpusat pada guru menuju pendekatan yang berpusat pada 

peserta didik. Dalam pendekatan tradisional, guru sering kali 

dianggap sebagai sumber pengetahuan utama dan pusat dari 

proses pembelajaran. Namun, dalam sistem Montessori, peserta 

didik memainkan peran aktif dalam proses belajar mereka 

sendiri, dengan guru bertindak sebagai fasilitator dan 

pembimbing. Pendekatan ini mendorong anak untuk menjadi 

pembelajar yang mandiri, kreatif, dan memiliki inisiatif. 

Implikasi lain dari filosofi Montessori adalah pentingnya 

pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan 

individu. Montessori menekankan bahwa setiap anak 

berkembang dengan kecepatan yang berbeda, dan sistem 

pendidikan harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi 

perbedaan tersebut. Hal ini bertentangan dengan pendekatan 

tradisional yang cenderung seragam, di mana semua anak 

diharapkan mencapai standar yang sama dalam jangka waktu 

yang sama. Pendekatan Montessori, yang berfokus pada 

kebebasan dalam belajar, memungkinkan anak-anak untuk 

berkembang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka 

masing-masing. 

Selain itu, filosofi Montessori menekankan pentingnya 

pembelajaran sosial dan emosional, yang semakin relevan dalam 

pendidikan modern. Pendekatan ini mengajarkan anak-anak 

untuk bekerja sama, menghormati orang lain, dan 
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mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk 

berinteraksi dalam masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks 

globalisasi dan pluralisme budaya yang semakin meningkat, 

pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai sosial dan kolaborasi 

menjadi semakin penting untuk membantu peserta didik 

mempersiapkan diri menghadapi tantangan dunia modern. 

Filsafat pendidikan Montessori menawarkan pandangan 

yang holistik tentang pendidikan, yang menekankan kebebasan, 

kemandirian, dan peran lingkungan dalam mendukung 

perkembangan anak. Melalui prinsip-prinsip seperti kebebasan 

dalam batasan, peran lingkungan, dan pembelajaran multi-usia, 

Montessori memperkenalkan pendekatan pendidikan yang 

inovatif dan relevan untuk dunia modern. Implikasi dari filsafat 

ini meliputi pergeseran menuju pembelajaran yang berpusat pada 

peserta didik, pengajaran yang disesuaikan dengan 

perkembangan individu, serta penekanan pada keterampilan 

sosial dan emosional. Filsafat Montessori tetap menjadi landasan 

penting dalam diskusi pendidikan modern dan terus memberikan 

inspirasi bagi para pendidik di seluruh dunia. 

B. Rasionalisasi Filsafat Pendidikan Berdasarkan 

Pemikiran Friedrich Froebel 

Friedrich Froebel (1782–1852), seorang tokoh penting 

dalam sejarah pendidikan, dikenal sebagai pendiri pendidikan 

anak usia dini melalui pengembangan konsep "Kindergarten" 

atau taman kanak-kanak. Filsafat pendidikan Froebel didasarkan 

pada keyakinannya bahwa anak-anak adalah makhluk yang 

memiliki potensi alami dan bahwa pendidikan harus membantu 

mereka menumbuhkan potensi ini melalui kegiatan yang 
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terstruktur namun kreatif. Froebel memandang pendidikan 

sebagai proses holistik yang mencakup aspek fisik, intelektual, 

dan spiritual, di mana anak-anak didorong untuk belajar melalui 

permainan dan pengalaman langsung di lingkungan yang 

mendukung. 

1. Prinsip-Prinsip Pendidikan Friedrich Froebel 

Prinsip utama dalam filsafat pendidikan Froebel adalah 

konsep bahwa anak-anak adalah makhluk spiritual yang 

memiliki hubungan bawaan dengan alam semesta. Froebel 

percaya bahwa pendidikan harus membantu anak-anak 

memahami hubungan mereka dengan dunia alam dan spiritual. 

Ia berpendapat bahwa anak-anak memiliki kemampuan untuk 

belajar melalui pengalaman yang disediakan oleh lingkungan 

mereka, dan tugas utama pendidikan adalah menyediakan 

lingkungan yang memungkinkan perkembangan alami ini 

terjadi. Dengan demikian, pendidikan harus selaras dengan 

kebutuhan perkembangan anak dan memberikan kebebasan bagi 

mereka untuk bereksplorasi. 

Prinsip kedua dalam filsafat Froebel adalah pentingnya 

kegiatan yang dilakukan anak-anak dalam bentuk permainan 

sebagai cara untuk belajar. Froebel memperkenalkan konsep 

learning by playing atau belajar melalui permainan, yang 

mencerminkan pandangannya bahwa bermain adalah cara anak-

anak mengekspresikan diri mereka secara alami dan belajar 

tentang dunia di sekitar mereka. Permainan bukan hanya 

aktivitas rekreasi, tetapi merupakan sarana bagi anak untuk 

memahami konsep-konsep yang lebih kompleks, seperti 

keterampilan sosial, bahasa, matematika, dan kreativitas. 
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Dengan demikian, pendidikan harus dirancang untuk 

mendorong partisipasi aktif anak-anak melalui permainan dan 

kegiatan kreatif. 

Prinsip ketiga adalah hubungan antara pendidikan dan 

perkembangan spiritual. Froebel percaya bahwa pendidikan 

harus mencakup tidak hanya aspek intelektual dan fisik, tetapi 

juga dimensi spiritual. Dia berpendapat bahwa pendidikan 

spiritual adalah bagian penting dari pembentukan karakter anak, 

dan bahwa anak-anak harus diajarkan untuk menghargai 

keindahan alam serta memahami hubungan mereka dengan 

kekuatan yang lebih besar di alam semesta. Pendidikan bagi 

Froebel adalah sarana untuk membantu anak-anak mencapai 

kesadaran spiritual dan koneksi yang lebih dalam dengan dunia 

di sekitar mereka. 

2. Fitur Utama Metode Pendidikan Froebel 

Salah satu fitur utama dari metode pendidikan Froebel 

adalah pengenalan apa yang disebutnya sebagai "gifts" (hadiah) 

dan "occupations" (pekerjaan). Gifts adalah alat-alat pendidikan 

konkret, seperti balok-balok kayu, bola, dan bentuk-bentuk 

geometris, yang dirancang untuk membantu anak-anak 

memahami konsep-konsep dasar tentang bentuk, ukuran, dan 

hubungan. Sementara itu, occupations adalah kegiatan kreatif 

yang melibatkan penggunaan tangan, seperti menggambar, 

membangun, dan berkebun. Kedua konsep ini dirancang untuk 

mendorong perkembangan fisik, intelektual, dan spiritual anak 

melalui manipulasi dan eksperimen dengan objek-objek nyata di 

lingkungan mereka. 
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Fitur lain dari metode Froebel adalah penggunaan lagu, 

gerakan, dan aktivitas sosial dalam pendidikan. Froebel percaya 

bahwa pendidikan harus mencakup elemen-elemen yang 

menggabungkan kerja sama, komunikasi, dan kreativitas. 

Melalui aktivitas sosial seperti bernyanyi, menari, dan bekerja 

dalam kelompok, anak-anak belajar keterampilan sosial dan 

moral yang penting. Froebel juga memperkenalkan penggunaan 

lingkungan alam sebagai bagian penting dari pendidikan. Ia 

berpendapat bahwa anak-anak harus terhubung dengan alam 

sejak dini, dan bahwa pengalaman mereka di lingkungan alami 

membantu membentuk pemahaman mereka tentang dunia. 

3. Implikasi Filsafat Pendidikan Froebel 

Implikasi dari filsafat pendidikan Froebel sangat luas, 

terutama dalam pendidikan anak usia dini. Salah satu implikasi 

utama adalah bahwa pendidikan anak usia dini harus lebih dari 

sekadar pengajaran akademis; itu harus mencakup 

pengembangan keseluruhan anak, termasuk aspek fisik, 

intelektual, sosial, dan spiritual. Pandangan Froebel tentang 

pendidikan holistik ini mengarah pada pengakuan bahwa anak-

anak belajar dengan cara yang berbeda dan pada kecepatan yang 

berbeda, sehingga pendidikan harus disesuaikan dengan 

kebutuhan perkembangan individu setiap anak. 

Pendekatan Froebel juga mempengaruhi pentingnya 

permainan dalam pendidikan. Dalam banyak sistem pendidikan 

modern, permainan dianggap sebagai bagian integral dari 

kurikulum anak usia dini, bukan hanya sebagai cara untuk 

menghibur anak-anak, tetapi sebagai sarana yang kuat untuk 

mengajarkan keterampilan kognitif, sosial, dan motorik. 
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Pendidikan berbasis permainan yang diterapkan Froebel 

berfokus pada partisipasi aktif anak-anak dalam proses belajar, di 

mana mereka tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga 

mengembangkan keterampilan melalui pengalaman langsung. 

Selain itu, implikasi lain dari filsafat Froebel adalah 

pentingnya lingkungan yang mendukung untuk pembelajaran. 

Froebel percaya bahwa lingkungan fisik dan sosial di sekitar anak 

memiliki dampak besar pada perkembangan mereka. Oleh 

karena itu, guru dan pendidik harus berperan aktif dalam 

menciptakan lingkungan yang memfasilitasi eksplorasi, 

kreativitas, dan interaksi sosial positif. Dalam pandangan 

Froebel, guru bukanlah figur otoriter, tetapi fasilitator yang 

memandu anak-anak melalui proses pembelajaran dengan 

memberikan bimbingan dan dukungan. 

Filsafat pendidikan Froebel menawarkan pendekatan yang 

holistik dan kreatif terhadap pendidikan anak usia dini. Melalui 

prinsip-prinsip seperti belajar melalui permainan, penggunaan 

lingkungan yang mendukung, dan pentingnya perkembangan 

spiritual, Froebel memperkenalkan konsep pendidikan yang 

menekankan kebebasan, eksplorasi, dan pembelajaran yang 

dipersonalisasi. Fitur-fitur seperti penggunaan gifts dan 

occupations memberikan alat konkret bagi anak-anak untuk 

belajar tentang dunia di sekitar mereka melalui pengalaman 

langsung. Implikasi dari filsafat ini telah memengaruhi banyak 

pendekatan pendidikan modern, terutama dalam pentingnya 

lingkungan yang mendukung dan pembelajaran berbasis 

aktivitas dalam pendidikan anak usia dini. 
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C. Rasionalisasi Filsafat Pendidikan Berdasarkan 

Pemikiran Helen Parkhurst 

Helen Parkhurst (1886–1973) adalah seorang pendidik 

Amerika yang dikenal karena pengembangan metode pendidikan 

yang inovatif, yaitu Dalton Plan. Gagasannya dalam pendidikan 

sangat dipengaruhi oleh konsep kebebasan individu dan 

tanggung jawab peserta didik dalam proses belajar-mengajar. 

Parkhurst percaya bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan 

kebutuhan individu anak dan memberi mereka kebebasan untuk 

belajar secara mandiri dalam lingkungan yang terstruktur. 

Pemikirannya tentang pendidikan sangat berfokus pada 

pembangunan otonomi, kemandirian, dan kolaborasi antara 

guru dan peserta didik. 

1. Prinsip-Prinsip Filsafat Pendidikan Helen Parkhurst 

Prinsip utama dalam filsafat pendidikan Helen Parkhurst 

adalah kebebasan dan tanggung jawab. Parkhurst percaya bahwa 

peserta didik harus memiliki kebebasan untuk belajar sesuai 

dengan ritme dan minat mereka sendiri, tetapi pada saat yang 

sama, mereka harus bertanggung jawab atas kemajuan belajar 

mereka. Kebebasan ini tidak berarti kebebasan tanpa batas, 

melainkan kebebasan yang diatur oleh tanggung jawab individu 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Dalam konteks ini, peserta didik diberi ruang untuk 

merencanakan dan mengatur waktu mereka sendiri, dengan 

bimbingan guru sebagai fasilitator. 

Prinsip kedua adalah self-directed learning (belajar mandiri). 

Parkhurst percaya bahwa peserta didik harus dilibatkan secara 
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aktif dalam proses pendidikan mereka sendiri. Mereka harus 

diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang apa yang 

ingin mereka pelajari, bagaimana mereka ingin mempelajarinya, 

dan kapan mereka akan menyelesaikan tugas-tugas mereka. Hal 

ini bertujuan untuk mengembangkan rasa percaya diri, 

kemandirian, dan motivasi intrinsik peserta didik. Dalam hal ini, 

Parkhurst berupaya untuk mengurangi ketergantungan peserta 

didik pada arahan langsung dari guru dan memberikan mereka 

lebih banyak kebebasan dalam mengambil tanggung jawab atas 

pembelajaran mereka. 

Prinsip ketiga adalah kolaborasi antara guru dan peserta 

didik. Parkhurst menekankan pentingnya hubungan yang 

kooperatif antara guru dan siswa. Guru tidak dipandang sebagai 

otoritas tunggal yang memberikan pengetahuan, tetapi sebagai 

mitra dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, guru 

membantu peserta didik dengan memberikan panduan dan 

dukungan, tetapi pada akhirnya membiarkan peserta didik 

mengambil keputusan tentang cara belajar mereka. Kolaborasi 

ini memperkuat hubungan antara guru dan peserta didik, yang 

memungkinkan terjadinya pembelajaran yang lebih mendalam 

dan relevan. 

2. Fitur Utama Metode Pendidikan Helen Parkhurst: The 

Dalton Plan 

Dalton Plan adalah metode pendidikan yang dikembangkan 

oleh Helen Parkhurst, yang berfokus pada pembelajaran mandiri, 

tanggung jawab individu, dan fleksibilitas. Salah satu fitur utama 

dari Dalton Plan adalah sistem kontrak, di mana peserta didik 
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menyusun rencana belajar atau kontrak yang menjelaskan apa 

yang akan mereka pelajari dalam periode waktu tertentu. 

Kontrak ini disusun secara mandiri oleh peserta didik, dengan 

bimbingan dari guru, dan mencakup tugas-tugas dan tujuan yang 

harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. 

Dalam Dalton Plan, pembelajaran diorganisasi dalam 

bentuk "ruang kerja" atau laboratories, di mana peserta didik 

belajar berbagai mata pelajaran di ruang terpisah, tetapi tanpa 

batasan waktu yang kaku seperti di kelas tradisional. Peserta 

didik dapat memilih waktu yang mereka habiskan untuk setiap 

mata pelajaran, sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Hal 

ini memberi fleksibilitas kepada peserta didik untuk mengatur 

jadwal belajar mereka sendiri, sehingga mereka tidak harus 

mengikuti jadwal harian yang diatur oleh guru atau sekolah. 

Tujuan dari struktur ini adalah untuk mengembangkan otonomi 

dan tanggung jawab peserta didik dalam mengelola waktu dan 

sumber daya mereka. 

Fitur lain dari metode ini adalah evaluasi mandiri, di mana 

peserta didik diharapkan untuk mengevaluasi kemajuan belajar 

mereka secara teratur. Parkhurst percaya bahwa evaluasi diri 

membantu peserta didik memahami seberapa jauh mereka telah 

berkembang dan di mana mereka perlu melakukan perbaikan. Ini 

juga meningkatkan kesadaran peserta didik tentang proses 

belajar mereka sendiri, sehingga mereka dapat menjadi 

pembelajar yang lebih efektif dan reflektif. 

3. Implikasi Filsafat Pendidikan Helen Parkhurst 

Implikasi dari filsafat pendidikan Helen Parkhurst dalam 

praktik pendidikan sangat luas. Salah satu implikasi utama 

adalah bahwa peserta didik harus dipandang sebagai individu 
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yang memiliki kapasitas untuk mengambil tanggung jawab atas 

pembelajaran mereka sendiri. Dalam pendekatan ini, peserta 

didik diberi kebebasan untuk menentukan cara dan waktu 

mereka belajar, tetapi mereka juga harus bertanggung jawab atas 

hasil belajar mereka. Ini memerlukan pendekatan yang lebih 

fleksibel dan individual dalam pendidikan, di mana guru 

berperan sebagai fasilitator daripada instruktur yang otoriter. 

Implikasi lain adalah pentingnya kemandirian dan 

motivasi intrinsik dalam proses belajar. Metode Dalton Plan 

dirancang untuk membangun kemandirian peserta didik dengan 

memberi mereka kesempatan untuk merencanakan dan 

mengelola pembelajaran mereka sendiri. Ini mencerminkan 

keyakinan Parkhurst bahwa peserta didik belajar lebih baik 

ketika mereka termotivasi oleh minat mereka sendiri daripada 

didorong oleh instruksi eksternal. Oleh karena itu, salah satu 

tujuan pendidikan menurut Parkhurst adalah mengembangkan 

rasa tanggung jawab dan inisiatif peserta didik dalam 

menghadapi tantangan belajar. 

Pendekatan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi 

dan hubungan yang setara antara guru dan peserta didik. Dengan 

guru bertindak sebagai fasilitator daripada otoritas absolut, 

peserta didik merasa lebih didorong untuk mengambil inisiatif 

dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Hubungan 

yang lebih kooperatif ini menciptakan lingkungan belajar yang 

lebih inklusif dan memberdayakan, di mana peserta didik merasa 

didukung dalam mengembangkan keterampilan dan 

pengetahuan mereka. 
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Filsafat pendidikan Helen Parkhurst melalui Dalton Plan 

memberikan pandangan yang inovatif tentang bagaimana 

pendidikan harus berfokus pada pengembangan otonomi, 

tanggung jawab, dan kemandirian peserta didik. Dengan prinsip-

prinsip kebebasan, kolaborasi, dan belajar mandiri, metode ini 

memberikan alternatif yang fleksibel dan berpusat pada peserta 

didik, yang bertujuan untuk menciptakan individu yang 

bertanggung jawab secara sosial dan mandiri dalam proses 

belajar mereka. Implikasi dari pendekatan ini menekankan 

pentingnya lingkungan belajar yang memungkinkan peserta 

didik untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan mereka 

dan mengembangkan keterampilan yang relevan untuk 

kehidupan mereka di masa depan. 

D.  Rasionalisasi Filsafat Pendidikan Berdasarkan 

Pemikiran Paulo Freire 

Paulo Freire (1921–1997) adalah seorang filsuf pendidikan 

dan pemikir terkemuka yang dikenal dengan pendekatan 

pedagogi kritisnya. Pemikirannya, terutama yang terkandung 

dalam bukunya Pedagogy of the Oppressed (1970), membawa 

perubahan signifikan dalam dunia pendidikan dengan 

mengusulkan pendidikan yang bersifat emansipatoris, di mana 

tujuan utamanya adalah membebaskan peserta didik dari 

penindasan struktural yang ada di masyarakat. Filsafat 

pendidikan Freire berfokus pada pembangunan kesadaran kritis 

(conscientização) peserta didik dan mendorong mereka untuk aktif 

dalam proses pembelajaran dan perubahan sosial. 
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1. Prinsip-Prinsip Filsafat Pendidikan Paulo Freire 

Prinsip utama dalam filsafat pendidikan Freire adalah 

bahwa pendidikan tidak boleh bersifat pasif atau otoriter. 

Sebaliknya, pendidikan harus bersifat dialogis dan partisipatif. 

Menurut Freire, pendekatan tradisional yang ia sebut sebagai 

"banking concept of education" hanya melihat peserta didik 

sebagai wadah kosong yang diisi dengan pengetahuan oleh guru. 

Konsep ini, bagi Freire, menegaskan relasi kekuasaan yang 

menindas, di mana peserta didik tidak diberi ruang untuk berpikir 

secara mandiri atau kritis. Freire menentang konsep pendidikan 

semacam ini karena mengabaikan otonomi peserta didik dan 

memperkuat ketidakadilan sosial. 

Sebaliknya, Freire mengusulkan pendidikan dialogis yang 

berbasis pada hubungan kesetaraan antara guru dan peserta 

didik. Pendidikan harus menjadi ruang di mana peserta didik dan 

guru dapat belajar bersama melalui dialog yang terbuka, kritis, 

dan reflektif. Dalam proses ini, peserta didik dipandang sebagai 

subjek yang aktif, yang memiliki kemampuan untuk 

menganalisis dan mengubah realitas sosial di sekitar mereka. 

Prinsip pendidikan dialogis ini bertujuan untuk memfasilitasi 

conscientização, di mana peserta didik mulai menyadari kondisi 

sosial-politik mereka dan berupaya mengubah keadaan yang 

menindas. 

Prinsip lain yang mendasari filsafat pendidikan Freire 

adalah bahwa pendidikan harus berorientasi pada pembebasan. 

Bagi Freire, pendidikan bukan hanya sekadar alat untuk 

mentransfer pengetahuan, tetapi juga sarana untuk menciptakan 

kesadaran kritis dan membebaskan individu dari penindasan. 
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Pendidikan harus menjadi proses transformatif, di mana peserta 

didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga 

menyadari hak-hak mereka sebagai manusia, memahami 

struktur sosial yang tidak adil, dan terlibat aktif dalam perubahan 

sosial. 

2. Fitur Utama dari Pendidikan Paulo Freire 

Fitur utama dari pendekatan pendidikan Freire adalah 

fokus pada dialog dan kesetaraan antara pendidik dan peserta 

didik. Guru tidak lagi dianggap sebagai otoritas absolut yang 

memiliki semua pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator 

dalam proses belajar-mengajar. Freire menekankan bahwa 

proses pendidikan harus bersifat timbal balik, di mana guru 

belajar dari peserta didik, dan peserta didik belajar dari 

pengalaman mereka sendiri serta dari guru. Dialog yang egaliter 

ini memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan 

pemikiran kritis dan menyadari bahwa mereka memiliki 

kapasitas untuk mengubah dunia di sekitar mereka. 

Fitur penting lain dari pendekatan Freire adalah 

"pendidikan yang relevan." Freire mengkritik pendidikan yang 

terlalu abstrak dan tidak relevan dengan kehidupan peserta didik. 

Dalam pandangannya, pendidikan harus kontekstual dan terkait 

langsung dengan pengalaman hidup peserta didik. Oleh karena 

itu, kurikulum dan metode pembelajaran harus mencerminkan 

realitas sosial peserta didik dan memungkinkan mereka untuk 

menganalisis masalah-masalah yang mereka hadapi sehari-hari. 

Pendidikan yang relevan ini berfungsi untuk mempersiapkan 

peserta didik untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam 

masyarakat mereka. 
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Freire juga menekankan pentingnya kesadaran kritis 

(conscientização), yang merupakan inti dari filsafat pendidikan 

Freire. Melalui pendidikan dialogis dan refleksi kritis, peserta 

didik dapat mengembangkan kesadaran kritis tentang situasi 

sosial-politik mereka dan memahami struktur kekuasaan yang 

menindas. Kesadaran kritis ini tidak hanya memungkinkan 

peserta didik untuk memahami kondisi penindasan yang mereka 

alami, tetapi juga memotivasi mereka untuk mengambil tindakan 

dalam mengubah situasi tersebut. Pendidikan, bagi Freire, bukan 

sekadar transfer pengetahuan, tetapi sarana untuk mendorong 

partisipasi sosial dan politik yang aktif. 

3. Implikasi Filsafat Pendidikan Paulo Freire 

Implikasi dari filsafat pendidikan Paulo Freire sangat luas, 

terutama dalam hal reformasi pendidikan dan peran pendidik. 

Salah satu implikasi utama dari pendekatan Freire adalah 

perlunya reformasi dalam metode pengajaran. Freire 

menyerukan penghapusan pendekatan pendidikan yang bersifat 

hierarkis dan otoriter, serta menggantinya dengan pendekatan 

yang lebih partisipatif dan dialogis. Guru harus menciptakan 

ruang belajar di mana peserta didik dapat merasa bebas untuk 

bertanya, menantang, dan mendiskusikan ide-ide tanpa merasa 

terintimidasi. Hal ini menuntut perubahan dalam peran guru, 

dari sekadar pemberi pengetahuan menjadi fasilitator yang 

membantu peserta didik dalam proses berpikir kritis dan 

transformasi sosial. 

Implikasi lain adalah dalam pembentukan kurikulum. 

Dalam pandangan Freire, kurikulum harus relevan dengan 

kehidupan peserta didik dan mencerminkan kondisi sosial-politik 
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yang mereka alami. Pendidikan tidak bisa bersifat abstrak atau 

terpisah dari realitas sehari-hari. Kurikulum yang berlandaskan 

pada filsafat Freire akan menekankan pembelajaran berbasis 

masalah (problem-based learning) dan pengajaran yang 

kontekstual. Peserta didik diajak untuk menganalisis isu-isu 

sosial yang relevan dengan kehidupan mereka, seperti 

ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan diskriminasi, dan 

menemukan cara untuk menghadapi masalah-masalah tersebut 

melalui tindakan kolektif. 

Filsafat pendidikan Freire juga memiliki implikasi penting 

dalam pengembangan kesadaran sosial dan politik peserta didik. 

Pendidikan yang berbasis pada kesadaran kritis tidak hanya 

menghasilkan individu yang terdidik, tetapi juga warga negara 

yang sadar akan hak dan tanggung jawab sosial mereka. Dengan 

demikian, pendidikan dalam pandangan Freire tidak hanya 

berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga untuk 

mempersiapkan peserta didik menjadi agen perubahan yang 

mampu terlibat dalam transformasi sosial. 

Filsafat pendidikan Paulo Freire menawarkan pandangan 

yang transformatif tentang peran pendidikan dalam masyarakat. 

Dengan menekankan dialog, kesadaran kritis, dan partisipasi 

aktif, Freire percaya bahwa pendidikan harus berfungsi untuk 

membebaskan individu dari penindasan dan memberdayakan 

mereka untuk berperan aktif dalam menciptakan perubahan 

sosial. Implikasi dari filsafat ini sangat luas, mencakup metode 

pengajaran yang dialogis dan partisipatif, kurikulum yang 

relevan dengan kehidupan peserta didik, serta pengembangan 

kesadaran kritis sebagai fondasi bagi transformasi sosial. Filsafat 



 

259 
 

 

pendidikan Freire tetap menjadi landasan penting bagi teori-teori 

pendidikan yang berorientasi pada keadilan sosial dan 

emansipasi. 

E.  Rasionalisasi Filsafat Pendidikan Berdasarkan 

Pemikiran John Dewey 

John Dewey (1859–1952), seorang filsuf Amerika, adalah 

salah satu tokoh utama dalam filsafat pragmatisme dan filsafat 

pendidikan progresif. Pemikirannya yang revolusioner 

mengubah cara pandang pendidikan modern, dengan 

menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses 

pembelajaran dan menjadikan sekolah sebagai agen perubahan 

sosial. Dewey melihat pendidikan sebagai sarana yang tidak 

hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga 

untuk membentuk individu yang siap berpartisipasi aktif dalam 

masyarakat demokratis. 

1. Prinsip-Prinsip Filsafat Pendidikan John Dewey 

Prinsip utama dalam filsafat pendidikan Dewey adalah 

bahwa pendidikan harus bersifat experiential atau berbasis 

pengalaman. Bagi Dewey, pengalaman merupakan sumber 

utama dari pengetahuan, dan pendidikan harus memfasilitasi 

peserta didik untuk belajar melalui interaksi langsung dengan 

lingkungan mereka. Dalam bukunya Democracy and Education 

(1916), Dewey menekankan bahwa pendidikan bukan hanya 

tentang pembelajaran akademis, tetapi tentang persiapan peserta 

didik untuk kehidupan sosial yang aktif. Dengan demikian, 

sekolah harus menjadi tempat di mana peserta didik belajar 
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melalui tindakan, bukan sekadar mendengarkan ceramah atau 

membaca buku. 

Prinsip kedua adalah bahwa pendidikan harus bersifat 

demokratis. Dewey percaya bahwa pendidikan harus 

mencerminkan nilai-nilai demokrasi, di mana setiap peserta 

didik diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses 

belajar-mengajar. Sekolah, dalam pandangan Dewey, harus 

menjadi miniatur masyarakat demokratis, di mana peserta didik 

dilatih untuk berpikir kritis, menghormati perbedaan pendapat, 

dan bekerja sama untuk memecahkan masalah. Pendidikan 

dalam kerangka ini berfokus pada pengembangan kemampuan 

sosial peserta didik, agar mereka dapat berpartisipasi penuh 

dalam kehidupan masyarakat. 

Selain itu, Dewey menekankan pentingnya relevansi 

pendidikan dengan kehidupan nyata. Pendidikan, menurut 

Dewey, harus relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang 

dihadapi peserta didik di dunia nyata. Oleh karena itu, 

kurikulum harus dirancang sedemikian rupa agar terkait 

langsung dengan kehidupan peserta didik, baik dalam konteks 

lokal maupun global. Dewey mengkritik pendidikan tradisional 

yang menurutnya terlalu teoretis dan tidak relevan dengan 

pengalaman hidup sehari-hari. 

2. Fitur Utama dari Filsafat Pendidikan John Dewey 

Salah satu fitur utama dari filsafat pendidikan Dewey 

adalah konsep learning by doing atau pembelajaran melalui 

tindakan. Dewey menekankan bahwa peserta didik harus aktif 

dalam proses pembelajaran, bukan sebagai penerima pasif dari 
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informasi. Ia berargumen bahwa pengetahuan yang diperoleh 

melalui pengalaman langsung lebih bermakna dan tahan lama 

daripada pengetahuan yang hanya diterima melalui 

pembelajaran teoretis. Misalnya, dalam belajar sains, peserta 

didik tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga melakukan 

eksperimen langsung untuk memahami konsep-konsep ilmiah 

melalui pengalaman. 

Fitur lain dari filsafat pendidikan Dewey adalah 

pendekatan berbasis proyek (project-based learning). Dalam 

pendekatan ini, peserta didik diberi kesempatan untuk 

memecahkan masalah nyata dan bekerja dalam kelompok untuk 

mencapai tujuan tertentu. Metode ini dirancang untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan 

bekerja sama, serta membantu peserta didik memahami 

bagaimana pengetahuan diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. Proyek-proyek ini sering kali terkait dengan isu-isu sosial 

yang relevan, seperti lingkungan, kesehatan, atau teknologi, 

sehingga peserta didik dapat melihat hubungan antara 

pembelajaran mereka dengan dunia nyata. 

Dewey juga menekankan pentingnya refleksi dalam proses 

pembelajaran. Ia berpendapat bahwa peserta didik harus diberi 

kesempatan untuk merenungkan pengalaman mereka dan 

mengevaluasi apa yang telah mereka pelajari. Refleksi ini 

merupakan bagian integral dari proses pembelajaran, karena 

membantu peserta didik mengembangkan pemahaman yang 

lebih mendalam tentang konsep-konsep yang mereka pelajari, 

serta bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam 

berbagai situasi. 
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3. Implikasi Filsafat Pendidikan John Dewey 

Implikasi utama dari filsafat pendidikan Dewey adalah 

perlunya reformasi dalam metode pengajaran dan kurikulum. 

Dewey mengkritik pendekatan pendidikan tradisional yang 

menekankan hafalan dan penerimaan pasif terhadap informasi. 

Sebaliknya, ia menganjurkan pendekatan pendidikan yang lebih 

dinamis, di mana peserta didik terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Implikasi dari pandangan ini adalah bahwa 

pendidik harus merancang kurikulum yang berbasis pada 

pengalaman, serta menciptakan lingkungan belajar yang 

memungkinkan peserta didik untuk melakukan eksperimen, 

diskusi, dan refleksi. 

Selain itu, filsafat Dewey mengimplikasikan bahwa 

pendidikan harus bersifat inklusif dan demokratis. Dewey 

menolak pendekatan pendidikan yang elitis atau hierarkis, di 

mana hanya segelintir orang yang memiliki akses terhadap 

pengetahuan dan kekuasaan. Ia berpendapat bahwa pendidikan 

harus menjadi hak semua orang, dan bahwa setiap peserta didik 

memiliki potensi untuk berkontribusi pada masyarakat. Oleh 

karena itu, pendidikan harus diatur sedemikian rupa agar setiap 

peserta didik dapat mengembangkan potensi mereka secara 

maksimal, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi 

mereka. 

Implikasi lain dari filsafat pendidikan Dewey adalah 

pentingnya keterkaitan antara sekolah dan masyarakat. Dewey 

percaya bahwa sekolah harus berfungsi sebagai jembatan antara 

peserta didik dan dunia luar. Kurikulum harus mencakup isu-isu 

sosial yang relevan dan membantu peserta didik memahami 
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peran mereka dalam masyarakat yang lebih luas. Dalam hal ini, 

pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mencetak individu yang 

berpengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan 

perubahan sosial yang positif. 

Filsafat pendidikan John Dewey membawa perubahan 

signifikan dalam cara pandang pendidikan modern. Dengan 

menekankan pentingnya pengalaman langsung, pembelajaran 

aktif, dan relevansi pendidikan dengan kehidupan nyata, Dewey 

memberikan landasan yang kuat bagi pendidikan progresif. 

Prinsip-prinsip pragmatisme yang ia usung menekankan bahwa 

pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan teoritis, tetapi juga 

tentang persiapan peserta didik untuk menghadapi tantangan 

kehidupan nyata. Filsafat Dewey, dengan demikian, memiliki 

implikasi yang luas dalam hal metode pengajaran, kurikulum, 

dan peran sekolah sebagai agen perubahan sosial. 

F. Rasionalisasi Filsafat Pendidikan Berdasarkan 

Pemikiran Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam memiliki landasan filosofis yang 

mendalam dan komprehensif, yang berakar pada ajaran-ajaran 

Al-Qur'an dan Hadits. Filsafat pendidikan Islam menekankan 

pada pengembangan manusia yang utuh, baik dari segi 

intelektual, moral, spiritual, maupun fisik. Dengan demikian, 

pendidikan Islam bertujuan untuk mencapai keseimbangan 

antara aspek duniawi dan ukhrawi (akhirat), serta membentuk 

manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan berilmu 

pengetahuan. Pemikiran pendidikan Islam sangat menekankan 

pentingnya keterkaitan antara ilmu pengetahuan dengan nilai-

nilai moral dan agama. 
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1. Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam 

Salah satu prinsip utama dalam pendidikan Islam adalah 

tauhid, atau keyakinan pada keesaan Allah. Dalam konteks ini, 

pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk 

memperoleh pengetahuan duniawi, tetapi juga untuk 

mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan kewajiban 

sebagai hamba-Nya. Prinsip tauhid mengarahkan peserta didik 

untuk memahami bahwa segala ilmu berasal dari Allah, dan 

bahwa tujuan akhir dari pendidikan adalah pengabdian kepada-

Nya. Dengan demikian, pendidikan Islam mencakup 

pengembangan karakter moral dan spiritual yang didasarkan 

pada ajaran agama. 

Prinsip kedua yang penting dalam pendidikan Islam adalah 

tazkiyah atau penyucian jiwa. Pendidikan dalam Islam tidak 

hanya mengajarkan ilmu pengetahuan secara intelektual, tetapi 

juga bertujuan untuk membersihkan hati dan memperbaiki 

akhlak peserta didik. Proses penyucian jiwa ini mencakup 

pengembangan moralitas dan pengendalian diri, agar peserta 

didik dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran 

Islam. Pendidikan moral dan etika memiliki posisi yang sangat 

penting dalam pendidikan Islam, karena peserta didik 

diharapkan mampu menjadi pribadi yang bertanggung jawab 

secara sosial dan spiritual. 

Prinsip khilafah juga menjadi landasan penting dalam 

filsafat pendidikan Islam. Sebagai khalifah (wakil) Allah di bumi, 

manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam semesta 

dan menegakkan keadilan sosial. Dalam pendidikan Islam, 
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peserta didik diajarkan bahwa mereka memiliki tanggung jawab 

besar terhadap diri mereka sendiri, keluarga, masyarakat, dan 

lingkungan. Prinsip khilafah ini mendorong pendidikan untuk 

tidak hanya berfokus pada pengembangan individu, tetapi juga 

pada kontribusi sosial yang mereka berikan kepada masyarakat 

luas. 

2. Fitur Utama dalam Pendidikan Islam 

Salah satu fitur utama dalam pendidikan Islam adalah 

integrasi antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Pendidikan Islam 

tidak membedakan antara pengetahuan agama dan pengetahuan 

ilmiah; keduanya dianggap sebagai satu kesatuan yang saling 

melengkapi. Al-Qur'an sendiri mengandung banyak ayat yang 

mendorong umat Islam untuk mencari ilmu pengetahuan dan 

merenungkan fenomena alam sebagai tanda kebesaran Allah. 

Oleh karena itu, kurikulum dalam pendidikan Islam harus 

mencakup pengajaran agama dan juga ilmu pengetahuan umum, 

dengan tujuan untuk membentuk peserta didik yang 

berpengetahuan luas dan beriman kuat. 

Selain itu, pendidikan Islam sangat menekankan metode 

pembelajaran berbasis hikmah (kebijaksanaan). Proses 

pendidikan tidak hanya menekankan pada transfer pengetahuan 

secara pasif, tetapi juga pada pengembangan pemikiran kritis dan 

refleksi yang mendalam. Guru berperan sebagai pembimbing 

yang membantu peserta didik dalam memahami ilmu dengan 

cara yang bijaksana, bukan hanya dengan hafalan atau 

penerimaan informasi secara dogmatis. Metode ini mirip dengan 

konsep tadabbur, di mana peserta didik diajak untuk 
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merenungkan makna yang lebih dalam dari apa yang mereka 

pelajari. 

Fitur lain yang menonjol dalam pendidikan Islam adalah 

pendekatan tarbiyah, yaitu pendidikan yang melibatkan 

bimbingan menyeluruh dalam aspek-aspek kehidupan peserta 

didik. Tarbiyah mencakup pembinaan moral, spiritual, 

emosional, dan sosial yang bertujuan untuk membentuk karakter 

yang kuat dan berakhlak mulia. Proses pendidikan dalam Islam 

tidak hanya terbatas pada ruang kelas, tetapi juga melibatkan 

lingkungan keluarga, masyarakat, dan kehidupan sehari-hari. 

3. Implikasi Pendidikan Islam 

Implikasi utama dari filsafat pendidikan Islam adalah 

bahwa pendidikan harus mencakup pengembangan moral, 

spiritual, dan intelektual secara seimbang. Pendidikan Islam 

tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga 

pada pembentukan karakter peserta didik sebagai individu yang 

beriman, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Guru dalam 

pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi 

juga sebagai teladan moral yang membantu membentuk perilaku 

dan sikap peserta didik. 

Selain itu, pendidikan Islam memiliki implikasi penting 

terhadap kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan Islam harus 

dirancang sedemikian rupa sehingga mengintegrasikan 

pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Pengajaran 

agama tidak boleh dipisahkan dari pengajaran sains, 

matematika, dan disiplin ilmu lainnya, karena semua ilmu 

dianggap sebagai bagian dari pencarian kebenaran. Dalam hal 
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ini, pendidikan Islam menekankan pentingnya pendekatan 

holistik, di mana seluruh aspek kehidupan peserta didik 

diperhatikan. 

Filosofi pendidikan Islam juga berdampak pada tujuan 

akhir pendidikan. Tujuan akhir pendidikan Islam adalah 

mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, atau sa'adah. Ini 

berarti bahwa pendidikan harus mempersiapkan peserta didik 

untuk sukses dalam kehidupan duniawi, tetapi juga untuk 

menjalankan kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama agar 

dapat mencapai kebahagiaan spiritual di akhirat. Pendidikan 

dalam Islam harus mengarahkan peserta didik untuk menjalani 

kehidupan yang seimbang antara tanggung jawab duniawi dan 

persiapan spiritual. 

Filsafat pendidikan Islam menawarkan kerangka yang kaya 

dan komprehensif untuk memahami peran pendidikan dalam 

kehidupan individu dan masyarakat. Melalui prinsip-prinsip 

tauhid, tazkiyah, dan khilafah, pendidikan Islam menekankan 

integrasi antara ilmu pengetahuan dan agama, dengan tujuan 

akhir untuk membentuk individu yang beriman, berilmu, dan 

berakhlak mulia. Dengan fitur-fitur seperti pendekatan tarbiyah 

dan pembelajaran berbasis hikmah, pendidikan Islam berfokus 

pada pembentukan karakter yang utuh dan keseimbangan antara 

aspek spiritual dan intelektual. Implikasi dari filsafat ini terlihat 

dalam pentingnya integrasi kurikulum, peran guru sebagai 

teladan moral, dan tujuan pendidikan yang tidak hanya berfokus 

pada dunia, tetapi juga pada akhirat. 
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G. Rasionalisasi Filsafat Pendidikan Berdasarkan 

Pemikiran Ki Hajar Dewantara 

Ki Hajar Dewantara, sebagai pelopor pendidikan nasional 

Indonesia, menawarkan pandangan filsafat pendidikan yang 

mengakar pada nilai-nilai kebangsaan, kebudayaan, dan 

kemerdekaan. Filsafat pendidikan Dewantara bertumpu pada 

pengembangan karakter manusia yang utuh dan bermoral, serta 

menjunjung tinggi kebebasan individu dalam belajar. Gagasan-

gagasan beliau menekankan pentingnya pendidikan yang 

berpusat pada peserta didik dan disesuaikan dengan konteks 

kebudayaan Indonesia. Prinsip-prinsip utama pendidikan 

Dewantara adalah ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun 

karsa, tut wuri handayani, yang berarti seorang pendidik harus 

memberi contoh di depan, membangun semangat di tengah, dan 

memberikan dorongan di belakang. 

1. Prinsip-Prinsip Pendidikan Ki Hajar Dewantara 

Prinsip pertama dalam filsafat pendidikan Ki Hajar 

Dewantara adalah pendidikan untuk memanusiakan manusia. 

Menurut Dewantara, tujuan utama pendidikan adalah 

memanusiakan manusia melalui proses yang alami dan terarah, 

tanpa paksaan. Peserta didik harus diberikan kebebasan untuk 

berkembang sesuai dengan potensi alamiah mereka, sambil tetap 

dibimbing untuk membentuk karakter yang baik. Dewantara 

percaya bahwa pendidikan harus menghargai keunikan individu 

dan memungkinkan mereka untuk menjadi pribadi yang mandiri 

dan bertanggung jawab. 
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Prinsip kedua yang diusung oleh Dewantara adalah konsep 

pendidikan yang berakar pada nilai-nilai kebudayaan dan tradisi 

lokal. Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus bersifat 

nasional dan menghargai kearifan lokal Indonesia. Beliau 

meyakini bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang 

mampu mempertahankan identitas kebangsaan dan kebudayaan, 

sekaligus terbuka terhadap perkembangan dunia modern. Oleh 

karena itu, dalam pandangan Dewantara, pendidikan tidak boleh 

hanya berorientasi pada pengetahuan akademis, tetapi juga harus 

membentuk karakter yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan 

moral bangsa Indonesia. 

Prinsip ketiga dalam filsafat pendidikan Dewantara adalah 

pendidikan sebagai alat pembebasan. Dewantara melihat pendidikan 

sebagai sarana untuk membebaskan individu dari 

ketidakmampuan, ketidaktahuan, dan penindasan. Ia 

berpendapat bahwa pendidikan harus menciptakan manusia 

yang merdeka secara intelektual, moral, dan sosial. Pendidikan 

tidak boleh bersifat otoriter atau represif, melainkan harus 

memberikan ruang bagi peserta didik untuk berekspresi, berpikir 

kritis, dan menjadi agen perubahan sosial. 

2. Fitur Utama dalam Pendidikan Ki Hajar Dewantara 

Fitur utama dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara 

adalah metode among, yang didasarkan pada prinsip kebebasan 

dan pengasuhan. Dalam metode among, pendidik berperan 

sebagai pengasuh yang memberikan kebebasan kepada peserta 

didik untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensi 

mereka. Pendidik tidak bertindak sebagai otoritas yang 
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memaksakan kehendak, tetapi sebagai pembimbing yang 

mengarahkan dengan kasih sayang dan teladan moral. Dengan 

metode ini, Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan harus 

mendorong perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor 

peserta didik secara seimbang. 

Fitur lainnya adalah pendekatan pendidikan yang berpusat 

pada peserta didik. Dalam pandangan Dewantara, peserta didik 

bukanlah objek yang pasif dalam proses belajar, melainkan 

subjek yang aktif. Oleh karena itu, metode pembelajaran harus 

dirancang untuk memberdayakan peserta didik agar mereka 

dapat mengembangkan kemandirian dan inisiatif. Proses 

pendidikan tidak hanya mentransmisikan pengetahuan dari guru 

ke peserta didik, tetapi juga melibatkan interaksi, dialog, dan 

refleksi yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dari 

pengalaman mereka sendiri. 

Selain itu, Dewantara juga mengintegrasikan konsep 

pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ia menekankan 

bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi 

juga dalam keluarga dan lingkungan sosial. Sekolah hanyalah 

salah satu agen pendidikan, sementara keluarga dan masyarakat 

memiliki peran yang sama pentingnya dalam membentuk 

karakter dan moralitas peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan 

menurut Dewantara harus bersifat holistik dan melibatkan 

seluruh aspek kehidupan peserta didik. 

3. Implikasi Pendidikan Ki Hajar Dewantara 

Implikasi utama dari filsafat pendidikan Ki Hajar 

Dewantara adalah pentingnya pendidikan yang berpusat pada 
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peserta didik dan menghargai kebebasan individu. Dewantara 

menekankan bahwa peserta didik harus diberikan kebebasan 

untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi mereka, 

tanpa tekanan atau paksaan. Hal ini berdampak pada kurikulum 

yang harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan dan 

minat peserta didik, bukan sebaliknya. Pendidikan tidak boleh 

hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga harus 

memperhatikan aspek emosional, sosial, dan spiritual peserta 

didik. 

Implikasi lainnya adalah pentingnya integrasi antara 

pendidikan formal dan pendidikan informal. Dewantara percaya 

bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi 

juga di luar kelas, melalui interaksi dengan keluarga, teman 

sebaya, dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan harus 

melibatkan semua elemen sosial dalam membentuk kepribadian 

peserta didik yang utuh. Ini berarti bahwa pendidik, keluarga, 

dan masyarakat harus bekerja sama dalam memberikan 

bimbingan dan teladan yang baik bagi peserta didik. 

Selain itu, filsafat pendidikan Dewantara juga menekankan 

pentingnya pendidikan yang nasionalis dan berbasis 

kebudayaan. Pendidikan harus berfungsi untuk 

mempertahankan dan mempromosikan nilai-nilai budaya lokal, 

serta membentuk rasa cinta tanah air di kalangan peserta didik. 

Oleh karena itu, kurikulum pendidikan harus mencerminkan 

identitas nasional dan kebudayaan Indonesia, sambil tetap 

terbuka terhadap perkembangan global. Dewantara mengajarkan 

bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu 
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mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang 

berbudaya dan bertanggung jawab. 

Filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara memberikan 

landasan penting bagi pengembangan pendidikan yang berpusat 

pada peserta didik, menghargai kebebasan individu, dan berakar 

pada nilai-nilai kebudayaan lokal. Melalui prinsip-prinsip among, 

pendidikan untuk memanusiakan manusia, dan pendidikan sebagai 

alat pembebasan, Dewantara memberikan kerangka bagi pendidik 

untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung 

perkembangan intelektual, moral, dan sosial peserta didik. 

Dengan metode pembelajaran yang mengutamakan kebebasan 

dan dialog, serta pendekatan yang melibatkan keluarga dan 

masyarakat, pendidikan menurut Dewantara tidak hanya 

berfungsi untuk mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga untuk 

membentuk karakter dan moralitas peserta didik yang kuat. 

H. Rasionalisasi Humanisme sebagai Filsafat Pendidikan 

Humanisme sebagai filsafat pendidikan menekankan 

pengembangan potensi manusia secara utuh, dengan fokus pada 

kebebasan individu, kemandirian, tanggung jawab moral, serta 

penghargaan terhadap hak dan martabat setiap individu. Filsafat 

humanisme dalam pendidikan bertujuan untuk mempromosikan 

perkembangan karakter, moralitas, serta intelektual peserta 

didik, dengan cara menghargai pengalaman dan emosi manusia. 

Aliran ini melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki 

potensi untuk berkembang secara optimal, dan pendidikan 

berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi pencapaian potensi 

tersebut. 
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Humanisme pendidikan lahir sebagai reaksi terhadap 

pendekatan yang lebih otoriter dan mekanistik dalam 

pendidikan, di mana peserta didik dipandang sebagai objek pasif. 

Humanisme berusaha mengubah paradigma ini dengan 

menekankan pentingnya memperlakukan peserta didik sebagai 

subjek yang memiliki kebebasan dan otonomi. Tokoh-tokoh 

humanisme seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow 

memperkenalkan konsep bahwa pendidikan harus 

memperhatikan kebutuhan psikologis dan emosional peserta 

didik, serta mendorong mereka untuk mengejar self-actualization 

atau aktualisasi diri. 

1. Prinsip-Prinsip Humanisme dalam Pendidikan 

Humanisme dalam pendidikan berfokus pada beberapa 

prinsip utama. Pertama, humanisme menekankan pentingnya 

pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Pendekatan ini 

menekankan bahwa peserta didik bukanlah penerima pasif dari 

pengetahuan yang diberikan oleh guru, tetapi individu yang aktif 

membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dan 

pengalaman. Carl Rogers, dalam teorinya tentang pendidikan, 

berpendapat bahwa pendidikan yang efektif adalah yang 

berpusat pada peserta didik dan menghargai kebebasan mereka 

untuk belajar dan berkembang sesuai dengan minat dan 

kebutuhan mereka (Rogers, 1969). 

Prinsip kedua adalah pengembangan potensi manusia secara 

holistik. Humanisme percaya bahwa pendidikan harus 

memperhatikan semua aspek dari diri individu—emosi, 

moralitas, intelektual, dan spiritual—dalam proses 
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pembelajaran. Abraham Maslow, melalui teorinya tentang 

hierarki kebutuhan, menjelaskan bahwa individu harus 

memenuhi kebutuhan dasar mereka terlebih dahulu sebelum 

dapat mencapai tingkat aktualisasi diri yang tertinggi. Dalam 

konteks pendidikan, hal ini berarti bahwa lingkungan belajar 

harus mendukung perkembangan seluruh aspek kehidupan 

peserta didik (Maslow, 1943). 

Prinsip ketiga yang menjadi landasan dalam filsafat 

pendidikan humanisme adalah kebebasan dan tanggung jawab 

moral. Humanisme menekankan bahwa pendidikan harus 

membekali peserta didik dengan kemampuan untuk membuat 

keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam 

kehidupan mereka. Oleh karena itu, pendidikan harus 

memberikan ruang bagi kebebasan berpikir dan kebebasan dalam 

berekspresi, tetapi juga harus mengajarkan tanggung jawab 

moral terhadap diri sendiri dan orang lain. Hal ini sejalan dengan 

pandangan John Dewey yang menekankan bahwa pendidikan 

bukan hanya tentang penguasaan pengetahuan, tetapi juga 

tentang pembentukan sikap sosial dan moral (Dewey, 1916). 

2. Fitur-Fitur Pendidikan Humanisme 

Pendidikan humanisme memiliki beberapa fitur yang 

membedakannya dari aliran pendidikan lainnya. Salah satu fitur 

utama adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau 

student-centered learning. Dalam pendekatan ini, peserta didik 

dianggap memiliki kebutuhan dan minat yang berbeda-beda, dan 

kurikulum serta metode pengajaran harus disesuaikan dengan 

perbedaan tersebut. Guru dalam model pendidikan humanisme 
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berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik 

menemukan dan mengembangkan potensi mereka sendiri, bukan 

sebagai otoritas yang memaksakan pengetahuan kepada mereka. 

Fitur lainnya adalah penghargaan terhadap pengalaman dan 

refleksi pribadi. Pendidikan humanisme menekankan pentingnya 

peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran 

melalui pengalaman langsung dan refleksi. Pembelajaran tidak 

hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga melalui kegiatan 

di luar kelas yang memungkinkan peserta didik belajar dari 

kehidupan nyata. Pendekatan ini mendukung penggunaan 

metode pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, 

di mana peserta didik belajar melalui penelitian dan penyelesaian 

masalah nyata. 

Selain itu, pengembangan hubungan interpersonal yang positif 

antara guru dan peserta didik juga menjadi fitur utama dalam 

pendidikan humanisme. Carl Rogers menekankan pentingnya 

lingkungan yang aman secara psikologis, di mana peserta didik 

merasa diterima, didengarkan, dan dihargai. Hubungan yang 

mendukung dan empatik antara guru dan peserta didik 

menciptakan suasana belajar yang kondusif dan memungkinkan 

peserta didik untuk merasa bebas mengekspresikan ide-ide 

mereka (Rogers, 1969). 

3. Implikasi Humanisme dalam Pendidikan 

Implikasi utama dari penerapan filsafat pendidikan 

humanisme adalah pentingnya menciptakan lingkungan belajar 

yang menghargai kebebasan individu dan memungkinkan 

peserta didik untuk mengembangkan diri mereka secara optimal. 
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Kurikulum dalam pendidikan humanisme harus fleksibel dan 

beradaptasi dengan kebutuhan peserta didik, bukan sebaliknya. 

Selain itu, guru harus dilatih untuk berperan sebagai fasilitator 

yang memberikan dukungan emosional dan intelektual kepada 

peserta didik, bukan sebagai otoritas yang hanya menyampaikan 

informasi. 

Implikasi lainnya adalah pentingnya pendidikan karakter 

dalam kerangka pendidikan humanisme. Pendidikan bukan 

hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, 

tetapi juga untuk membentuk individu yang memiliki integritas 

moral, rasa empati, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai seperti 

keadilan, kejujuran, dan rasa hormat harus diajarkan secara 

eksplisit dalam proses pendidikan dan diintegrasikan ke dalam 

seluruh aspek kurikulum. 

Selain itu, pendidikan humanisme juga menekankan 

pentingnya pendekatan yang holistik dalam mendidik individu. Ini 

berarti bahwa aspek emosional, sosial, dan spiritual dari peserta 

didik harus mendapatkan perhatian yang sama besarnya dengan 

aspek intelektual. Lingkungan belajar yang mendukung 

perkembangan holistik ini akan membantu peserta didik 

mencapai keseimbangan yang sehat antara kebutuhan emosional 

dan intelektual mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk 

tumbuh menjadi individu yang utuh. 

Filsafat pendidikan humanisme memberikan landasan 

penting bagi pengembangan pendidikan yang berpusat pada 

peserta didik, menghargai kebebasan individu, dan mendorong 

pengembangan potensi manusia secara holistik. Melalui prinsip-

prinsip kebebasan, pengembangan karakter, dan tanggung jawab 
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moral, humanisme menawarkan pendekatan yang menekankan 

pentingnya pengalaman pribadi dan refleksi dalam proses 

pembelajaran. Dengan fitur-fitur seperti pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik, hubungan interpersonal yang positif, 

dan penghargaan terhadap pengalaman langsung, pendidikan 

humanisme menciptakan lingkungan yang mendukung 

perkembangan individu yang utuh dan bermoral. 
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BAB VIII 

MODEL FILSAFAT PENDIDIKAN  

DI INDONESIA 

 

A. Model Filsafat Modern 

Filsafat modern merujuk pada pemikiran filosofis yang 

berkembang sejak era Renaisans hingga era kontemporer. 

Berbeda dengan filsafat klasik yang sering berfokus pada 

metafisika dan kosmologi, filsafat modern lebih banyak 

mengeksplorasi masalah-masalah terkait epistemologi (teori 

pengetahuan), etika, politik, dan filsafat sosial. Model filsafat 

modern sering kali bersifat rasionalis, empiris, atau kritis, di 

mana para filsuf berusaha untuk memahami hakikat 

pengetahuan, moralitas, kebebasan individu, dan struktur sosial 

melalui pendekatan yang logis dan kritis. Beberapa model filsafat 

modern yang menonjol mencakup rasionalisme, empirisme, 

kritisisme, fenomenologi, dan eksistensialisme. 

1. Rasionalisme dan Empirisme dalam Filsafat Pendidikan 

Rasionalisme dan empirisme merupakan dua pendekatan 

filosofis utama yang telah membentuk fondasi pemikiran modern 

tentang sumber pengetahuan dan metode pembelajaran dalam 

pendidikan. Kedua pendekatan ini memberikan pandangan yang 

berbeda tentang bagaimana pengetahuan diperoleh dan 

divalidasi, yang secara signifikan memengaruhi cara-cara 

pengajaran di lembaga pendidikan. Rasionalisme, yang 

dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti René Descartes, Baruch 
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Spinoza, dan Gottfried Leibniz, menekankan bahwa 

pengetahuan sejati dapat diperoleh melalui pemikiran logis dan 

deduktif, sedangkan empirisme, yang dipelopori oleh John 

Locke, George Berkeley, dan David Hume, berpendapat bahwa 

semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. 

1.1. Rasionalisme: Penekanan pada Akal dan Logika 

Rasionalisme memandang akal sebagai sumber utama 

pengetahuan dan menekankan bahwa kebenaran dapat 

ditemukan melalui proses berpikir logis dan deduktif. René 

Descartes, dalam Meditations on First Philosophy (1641), 

menyatakan prinsip yang terkenal cogito ergo sum ("Aku berpikir, 

maka aku ada"), yang menekankan bahwa pemikiran rasional 

adalah fondasi dari semua pengetahuan. Menurut rasionalisme, 

beberapa pengetahuan bersifat bawaan dan dapat diperoleh 

tanpa harus melalui pengalaman indrawi. Ide-ide ini, seperti 

konsep-konsep matematika dan prinsip-prinsip logis, dianggap 

dapat dipahami melalui refleksi dan penalaran tanpa keterlibatan 

pengalaman langsung . 

Dalam konteks pendidikan, filsafat rasionalisme 

memengaruhi pendekatan pengajaran yang menekankan pada 

pengembangan kemampuan berpikir logis, kritis, dan abstrak. 

Pendekatan ini berfokus pada pengajaran teori-teori ilmiah, 

matematika, dan filsafat melalui deduksi logis. Misalnya, dalam 

pelajaran matematika, peserta didik dilatih untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir logis dan analitis dalam 

memecahkan masalah melalui proses deduktif, yang 

memungkinkan mereka mencapai kebenaran tanpa memerlukan 

eksperimen langsung. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa 
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kebenaran dapat diperoleh melalui penalaran murni, dan akal 

manusia mampu menemukan pengetahuan yang absolut. 

1.2. Empirisme: Penekanan pada Pengalaman dan Observasi 

Sebaliknya, empirisme menekankan bahwa semua 

pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi dan observasi 

terhadap dunia nyata. John Locke, dalam An Essay Concerning 

Human Understanding (1690), mengajukan gagasan bahwa pikiran 

manusia pada saat lahir adalah tabula rasa (halaman kosong) 

yang kemudian diisi oleh pengalaman-pengalaman yang 

diperoleh melalui interaksi dengan dunia fisik. Locke menolak 

ide bahwa manusia dilahirkan dengan pengetahuan bawaan, dan 

menegaskan bahwa pengetahuan yang sahih hanya dapat 

diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman indrawi . 

Dalam filsafat pendidikan, empirisme mendorong metode 

pembelajaran yang berbasis pada pengalaman langsung dan 

eksperimentasi. Misalnya, dalam pengajaran sains, metode 

empiris seperti eksperimen laboratorium, observasi alam, dan 

penelitian lapangan diterapkan untuk memberikan peserta didik 

pengalaman nyata yang memungkinkan mereka membangun 

pengetahuan dari hasil interaksi langsung dengan lingkungan 

mereka. David Hume juga memperkuat pandangan ini dengan 

menekankan bahwa semua gagasan dan konsep yang kita miliki 

berasal dari pengalaman empiris, dan tanpa pengalaman 

tersebut, pemahaman manusia akan menjadi sangat terbatas . 

Empirisme telah menjadi dasar bagi pendekatan 

pendidikan seperti inquiry-based learning dan problem-based 

learning, di mana peserta didik didorong untuk belajar melalui 
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eksplorasi dan eksperimen, serta untuk menyelidiki masalah 

nyata yang relevan dengan pengalaman hidup mereka. Dalam 

pendekatan ini, guru bertindak sebagai fasilitator yang 

membantu peserta didik menemukan pengetahuan melalui 

pengalaman aktif, bukan hanya melalui transfer informasi dari 

guru ke peserta didik. 

1.3. Perbandingan dan Integrasi Rasionalisme dan Empirisme 

dalam Pendidikan 

Kedua pendekatan ini sering dianggap sebagai dua kutub 

yang berlawanan dalam filsafat pengetahuan, tetapi dalam 

praktik pendidikan modern, keduanya dapat diintegrasikan 

untuk menciptakan metode pembelajaran yang lebih 

komprehensif. Rasionalisme menawarkan dasar yang kuat untuk 

pembelajaran konsep-konsep logis dan teoritis, sementara 

empirisme memberikan alat yang diperlukan untuk menguji dan 

memvalidasi konsep-konsep tersebut melalui pengalaman 

praktis. Dalam banyak kasus, kedua pendekatan ini digunakan 

secara bersamaan dalam pembelajaran sains, matematika, dan 

ilmu sosial. 

Sebagai contoh, dalam pembelajaran sains, peserta didik 

mungkin diajarkan teori-teori ilmiah melalui penalaran logis 

(rasionalisme), tetapi kemudian mereka diharapkan untuk 

melakukan eksperimen yang membuktikan atau menguji teori 

tersebut melalui pengalaman nyata (empirisme). Penggunaan 

kedua pendekatan ini secara bersamaan menciptakan lingkungan 

pembelajaran yang seimbang, di mana peserta didik tidak hanya 

diajarkan untuk berpikir kritis tetapi juga untuk berinteraksi 

secara aktif dengan dunia fisik. 
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Dalam ranah pendidikan modern, pentingnya integrasi 

rasionalisme dan empirisme juga diakui oleh para pendidik dan 

filsuf konstruktivis seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Piaget 

menekankan bahwa peserta didik membangun pengetahuan 

mereka melalui interaksi aktif dengan lingkungan mereka 

(pendekatan empiris), namun juga melalui pemikiran logis yang 

membantu mereka mengorganisir pengalaman-pengalaman 

tersebut ke dalam struktur yang lebih kompleks (pendekatan 

rasional). Demikian pula, Vygotsky menekankan pentingnya 

interaksi sosial dalam proses pembelajaran, yang 

menggabungkan elemen-elemen pengalaman langsung dan 

pemikiran rasional dalam membentuk pengetahuan . 

Rasionalisme dan empirisme menawarkan perspektif yang 

berbeda tentang sumber pengetahuan, tetapi keduanya memiliki 

kontribusi yang signifikan dalam pendidikan. Rasionalisme 

menekankan pentingnya pemikiran logis dan analitis, sedangkan 

empirisme memberikan dasar untuk metode pembelajaran 

berbasis pengalaman. Dalam pendidikan modern, pendekatan 

terbaik sering kali menggabungkan elemen-elemen dari kedua 

filosofi ini, memungkinkan peserta didik untuk memanfaatkan 

kekuatan akal dan pengalaman secara bersamaan dalam proses 

belajar mereka. 

2. Kritisisme Kantian: Integrasi antara Rasionalisme dan 

Empirisme 

Immanuel Kant memainkan peran penting dalam filsafat 

modern dengan upayanya untuk menyatukan dua tradisi besar, 

yaitu rasionalisme dan empirisme, melalui model filsafat yang 

dikenal sebagai kritisisme. Dalam karyanya Critique of Pure Reason 
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(1781), Kant mengajukan pandangan bahwa pengetahuan 

manusia tidak hanya berasal dari pengalaman empiris, 

sebagaimana yang diyakini oleh para empiris seperti John Locke 

dan David Hume, tetapi juga memerlukan struktur-struktur 

bawaan dari akal manusia, seperti yang diperdebatkan oleh para 

rasionalis seperti René Descartes. Dengan demikian, 

pengetahuan merupakan hasil dari interaksi antara pengalaman 

empiris dan kategori-kategori apriori yang ada dalam pikiran 

manusia. 

Kant mengklaim bahwa pengalaman empiris saja tidak 

cukup untuk menghasilkan pengetahuan yang sahih, karena 

pengalaman hanya menyediakan data mentah yang harus 

diorganisasikan oleh akal melalui kategori-kategori bawaan. 

Kategori-kategori ini, seperti waktu, ruang, dan kausalitas, 

adalah struktur apriori yang ada dalam pikiran manusia dan 

memungkinkannya untuk memproses dan memahami dunia 

empiris. Oleh karena itu, menurut Kant, kita tidak dapat 

memahami dunia secara langsung sebagaimana adanya (das Ding 

an sich), melainkan kita hanya dapat memahami dunia 

sebagaimana ia muncul kepada kita melalui struktur-struktur 

pikiran manusia (phenomena). Ini adalah salah satu inovasi 

penting dari kritisisme Kantian, di mana pengetahuan manusia 

dipandang sebagai gabungan antara bentuk-bentuk apriori akal 

dan konten empiris yang diperoleh melalui pengalaman. 

Dalam konteks pendidikan, kritisisme Kantian 

menawarkan perspektif menarik tentang bagaimana proses 

pembelajaran berlangsung. Kant menekankan pentingnya 

kemampuan bawaan manusia untuk mengorganisasi informasi 



 

285 
 

 

dan memberikan makna pada pengalaman, yang 

mengimplikasikan bahwa proses belajar tidak hanya bergantung 

pada observasi atau pengalaman langsung, tetapi juga pada 

kemampuan kognitif yang dimiliki individu sejak lahir. Dengan 

kata lain, pendidik harus membantu peserta didik 

mengembangkan cara berpikir yang lebih dalam dan logis, 

sehingga mereka dapat mengintegrasikan pengetahuan empiris 

dengan struktur mental yang lebih sistematis. Konsep ini 

memberikan dasar bagi perkembangan pendekatan pendidikan 

yang menggabungkan pembelajaran berbasis pengalaman 

dengan pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis. 

Lebih lanjut, kritisisme Kantian tidak hanya memengaruhi 

epistemologi, tetapi juga mempengaruhi bidang etika, khususnya 

melalui pengembangan etika deontologis. Dalam Groundwork of the 

Metaphysics of Morals (1785), Kant mengemukakan bahwa 

moralitas harus didasarkan pada prinsip-prinsip rasional yang 

bersifat universal dan tidak tergantung pada hasil atau 

konsekuensi tindakan. Menurut Kant, tindakan hanya dapat 

dianggap bermoral jika dilakukan berdasarkan categorical 

imperative—yaitu, prinsip bahwa kita harus bertindak sedemikian 

rupa sehingga tindakan kita dapat dijadikan hukum universal 

yang dapat diterapkan pada semua orang dalam keadaan yang 

serupa. Dalam konteks pendidikan, pandangan ini 

mengimplikasikan bahwa guru harus mendidik peserta didik 

untuk bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral yang rasional, 

dan bukan semata-mata karena dorongan emosi atau 

konsekuensi praktis. 
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Implikasi penting dari kritisisme Kantian dalam 

pendidikan adalah perlunya menggabungkan berbagai metode 

pengajaran yang mengedepankan pemikiran logis, refleksi kritis, 

dan pengalaman praktis. Metode-metode ini memungkinkan 

peserta didik untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, 

tetapi juga untuk secara aktif membangun pengetahuan mereka 

sendiri dengan menggunakan kategori-kategori mental yang 

telah ada sebelumnya. Dengan demikian, pendidikan 

berdasarkan kritisisme Kantian menekankan pentingnya 

membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis yang 

memungkinkan mereka untuk memahami dan menyusun 

pengetahuan secara logis berdasarkan pengalaman empiris. 

Lebih jauh lagi, pandangan Kant tentang moralitas 

memberikan panduan penting bagi pendidikan moral. Dalam 

mengajarkan etika, pendidik harus menekankan prinsip-prinsip 

moral yang rasional dan universal, bukan sekadar aturan sosial 

atau kebiasaan budaya. Etika deontologis Kant memberikan 

landasan yang kokoh bagi pendidikan yang menekankan 

pengembangan karakter dan tanggung jawab moral, di mana 

peserta didik diajarkan untuk menghargai keadilan, kebebasan, 

dan otonomi individu sebagai prinsip-prinsip moral yang 

mendasar. 

Secara keseluruhan, kritisisme Kantian menawarkan 

pandangan filosofis yang mendalam tentang pendidikan, baik 

dalam aspek epistemologi maupun etika. Dengan menekankan 

interaksi antara akal dan pengalaman, serta pentingnya prinsip-

prinsip moral yang rasional, Kant memberikan dasar bagi 

pendidikan yang menggabungkan pembelajaran intelektual 
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dengan pengembangan karakter moral. Pendidikan yang 

didasarkan pada kritisisme Kantian tidak hanya berfokus pada 

pencapaian pengetahuan kognitif, tetapi juga pada 

pengembangan pemikiran kritis dan tanggung jawab etis peserta 

didik. 

3. Fenomenologi dan Eksistensialisme dalam Pendidikan: 

Pemahaman dan Implikasi 

Fenomenologi, yang pertama kali dikembangkan oleh 

Edmund Husserl, merupakan pendekatan filsafat yang berfokus 

pada pengalaman subjektif manusia sebagai sumber utama untuk 

memahami realitas. Dalam karyanya Ideas Pertaining to a Pure 

Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy (1913), 

Husserl menekankan bahwa untuk memahami dunia secara 

mendalam, kita harus kembali pada hal-hal itu sendiri (zu den 

Sachen selbst), yaitu mengkaji fenomena sebagaimana yang 

tampak dalam kesadaran kita tanpa prasangka atau asumsi 

teoritis. Fenomenologi bertujuan untuk memahami bagaimana 

objek dan dunia luar dialami oleh individu melalui perspektif 

subjektif mereka. Dalam konteks pendidikan, fenomenologi 

membuka pintu bagi pendekatan yang lebih personal dan 

reflektif, di mana pengalaman subjektif peserta didik dihargai 

sebagai pusat dari proses pembelajaran. 

Fenomenologi memberikan pengaruh signifikan pada 

eksistensialisme, aliran filsafat yang berkembang di abad ke-20 

dengan fokus pada kebebasan individu, tanggung jawab pribadi, 

dan pencarian makna hidup. Filsuf seperti Jean-Paul Sartre dan 

Martin Heidegger mengambil konsep-konsep fenomenologis dan 
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mengembangkannya dalam ranah eksistensial. Sartre, dalam 

karyanya Being and Nothingness (1943), berpendapat bahwa 

manusia tidak memiliki esensi yang sudah ditentukan sejak lahir; 

manusia adalah makhluk yang "terkutuk untuk bebas." Dengan 

kebebasan ini, manusia harus menentukan sendiri makna 

hidupnya dan bertanggung jawab penuh atas pilihannya. 

Heidegger, dalam karyanya Being and Time (1927), juga 

menekankan pentingnya keberadaan manusia (Dasein) sebagai 

entitas yang selalu ada dalam relasi dengan dunia dan waktu, 

serta kesadaran bahwa manusia pada akhirnya harus 

menghadapi kematian, yang memotivasi pencarian makna hidup 

yang otentik. 

Dalam dunia pendidikan, fenomenologi dan 

eksistensialisme menawarkan pendekatan yang lebih humanistik 

dan reflektif. Pendekatan fenomenologis dalam pendidikan 

menuntut pendidik untuk memahami pengalaman belajar 

peserta didik dari sudut pandang subjektif mereka. Artinya, alih-

alih menganggap peserta didik sebagai objek pasif yang hanya 

menerima pengetahuan, pendidik diharapkan menghargai 

pengalaman dan persepsi unik setiap individu. Hal ini mencakup 

perhatian terhadap bagaimana peserta didik memahami konsep, 

nilai, dan fenomena yang mereka alami dalam kehidupan sehari-

hari. Dengan demikian, pendidikan menjadi lebih personal, di 

mana proses pembelajaran berpusat pada eksplorasi pengalaman 

dan makna yang dikonstruksi oleh peserta didik melalui interaksi 

mereka dengan dunia dan orang lain (Moran, 2000). 

Sementara itu, pengaruh eksistensialisme terhadap 

pendidikan lebih terfokus pada penghargaan terhadap kebebasan 
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individu, pengembangan otonomi, dan tanggung jawab moral 

peserta didik. Sartre menekankan bahwa kebebasan adalah inti 

dari keberadaan manusia, dan pendidikan harus menjadi sarana 

untuk membantu individu menyadari kebebasan ini. Dalam 

konteks pembelajaran, eksistensialisme mendorong pendidik 

untuk memberikan ruang bagi peserta didik untuk 

mengeksplorasi minat mereka sendiri, menentukan tujuan hidup 

mereka, dan mengembangkan pandangan dunia yang otentik. 

Pendidikan eksistensialis menolak pendekatan otoriter yang 

memaksakan nilai-nilai atau norma tertentu kepada peserta 

didik, dan lebih menekankan dialog terbuka, kebebasan berpikir, 

serta pemahaman kritis tentang diri dan dunia (Sartre, 1943). 

Implikasi dari fenomenologi dan eksistensialisme dalam 

pendidikan sangat luas. Pendekatan ini menuntut pendidik untuk 

menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan reflektif, di 

mana pengalaman individu dihargai dan kebebasan peserta didik 

dihormati. Sebagai contoh, metode pembelajaran yang 

terinspirasi oleh fenomenologi dapat melibatkan eksplorasi 

pengalaman personal melalui diskusi, refleksi tertulis, dan dialog 

antar peserta didik. Sementara itu, pendekatan eksistensialis 

dapat memanfaatkan metode pembelajaran yang memungkinkan 

peserta didik untuk memilih proyek mereka sendiri, 

mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang 

makna hidup, serta mengembangkan kesadaran tentang 

tanggung jawab pribadi mereka terhadap keputusan yang mereka 

buat. 

Kritik terhadap pendekatan fenomenologi dan 

eksistensialisme dalam pendidikan sering kali berkaitan dengan 
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kurangnya struktur atau arah yang jelas dalam proses 

pembelajaran. Karena pendekatan ini menekankan kebebasan 

individu dan pengalaman subjektif, ada kekhawatiran bahwa 

peserta didik mungkin tidak mendapatkan dasar-dasar 

pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan 

dunia nyata. Namun, para pendukung pendekatan ini 

berargumen bahwa pendidikan harus lebih dari sekadar transmisi 

pengetahuan; pendidikan harus berfungsi untuk membangun 

individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang diri 

mereka sendiri, tanggung jawab sosial, dan dunia di sekitar 

mereka. 

Secara keseluruhan, fenomenologi dan eksistensialisme 

menawarkan kerangka filosofis yang kuat untuk pendidikan yang 

berfokus pada pengalaman individu, kebebasan, dan tanggung 

jawab. Kedua pendekatan ini mendorong pendidik untuk 

memperhatikan kompleksitas pengalaman subjektif peserta didik 

dan mendukung pengembangan otonomi serta makna pribadi 

dalam proses belajar. 

4. Filsafat Analitik dalam Pendidikan: Peran dan Implikasi 

Filsafat analitik merupakan salah satu cabang filsafat 

modern yang berkembang pada abad ke-20, terutama di Inggris 

dan Amerika Serikat, dengan tokoh-tokoh utamanya seperti 

Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, dan G.E. Moore. 

Filsafat ini menekankan pentingnya analisis logis dan klarifikasi 

bahasa dalam memahami berbagai masalah filosofis. Dalam 

Tractatus Logico-Philosophicus (1921), Ludwig Wittgenstein 

berpendapat bahwa banyak masalah filosofis sebenarnya 

disebabkan oleh kebingungan linguistik, dan bahwa tugas utama 
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filsafat adalah memperjelas makna kata-kata dan konsep-konsep 

yang kita gunakan. Dengan demikian, filsafat analitik bertujuan 

untuk menghindari kesalahpahaman yang muncul dari 

penggunaan bahasa yang tidak tepat dengan melakukan analisis 

logika formal. 

Dalam konteks pendidikan, filsafat analitik memainkan 

peran penting dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis, 

logika, dan kemampuan analisis. Pendidikan modern yang 

dipengaruhi oleh pendekatan analitik ini bertujuan untuk 

membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir 

secara jelas, sistematis, dan rasional. Penekanan pada analisis 

logis dan klarifikasi konsep membantu peserta didik menghindari 

kesalahan dalam berpikir, terutama dalam penggunaan bahasa. 

Bertrand Russell, seorang tokoh utama filsafat analitik, 

berpendapat bahwa pendidikan harus melatih peserta didik 

untuk berpikir kritis dan menganalisis argumen-argumen secara 

logis agar mampu membedakan klaim yang valid dari yang tidak 

(Russell, 1912). 

Salah satu fitur utama dari filsafat analitik adalah 

penekanan pada penggunaan bahasa yang tepat dan logis dalam 

proses komunikasi, terutama dalam dunia pendidikan. Banyak 

masalah dalam komunikasi antara pendidik dan peserta didik 

dapat disebabkan oleh ketidakjelasan konsep atau ambiguitas 

bahasa. Oleh karena itu, filsafat analitik berusaha untuk 

menanamkan pentingnya penggunaan istilah yang jelas dan 

konsisten dalam proses pembelajaran, yang pada gilirannya 

dapat mengurangi kebingungan konseptual. Misalnya, dalam 

pembelajaran matematika dan sains, analisis logis diperlukan 
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untuk memahami struktur argumen, mengidentifikasi kesalahan 

berpikir, dan mengembangkan solusi yang tepat berdasarkan 

data empiris. 

Pentingnya filsafat analitik dalam pendidikan tidak hanya 

terbatas pada ranah akademis. Pemikiran logis yang jelas juga 

relevan dalam kehidupan sehari-hari, di mana individu 

diharapkan mampu berpikir secara kritis dalam menghadapi 

berbagai masalah sosial dan politik. G.E. Moore, seorang filsuf 

analitik terkemuka, juga menekankan pentingnya penilaian kritis 

terhadap nilai-nilai dan keputusan moral. Pendidikan, dalam 

konteks filsafat analitik, harus melatih peserta didik untuk tidak 

hanya menerima informasi secara pasif, tetapi untuk secara aktif 

menganalisis informasi tersebut dan mengambil keputusan 

berdasarkan prinsip-prinsip logika yang ketat (Moore, 1922). 

Meskipun filsafat analitik banyak diapresiasi karena 

kejernihannya dalam menyusun argumen dan pendekatan 

sistematis terhadap bahasa, ada juga kritik terhadap pendekatan 

ini, terutama karena cenderung mengabaikan aspek-aspek 

emosional dan sosial dari pembelajaran. Pendekatan yang terlalu 

logis dan rasional dapat mengurangi perhatian pada aspek afektif 

dan interpersonal yang juga penting dalam pendidikan. Namun, 

filsafat analitik tetap memiliki kontribusi yang sangat berharga 

dalam membangun fondasi berpikir kritis yang kuat bagi peserta 

didik. 

Dari perspektif pendidikan, pendekatan analitik dapat 

diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu untuk memperkuat 

kemampuan analisis peserta didik. Dalam pembelajaran bahasa, 

filsafat analitik membantu mengembangkan keterampilan 
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komunikasi yang efektif dengan menghindari ambiguitas dan 

kesalahan interpretasi. Di bidang sains dan matematika, filsafat 

ini berfungsi untuk memperkuat metode ilmiah dengan 

menekankan deduksi logis, analisis empiris, dan argumentasi 

yang koheren. Oleh karena itu, peran filsafat analitik dalam 

pendidikan adalah untuk membekali peserta didik dengan alat 

berpikir yang diperlukan untuk menghadapi kompleksitas 

informasi dan argumen yang sering kali mereka temui, baik 

dalam kehidupan akademis maupun di luar dunia pendidikan. 

Secara keseluruhan, filsafat analitik memberikan kontribusi 

yang signifikan dalam pengajaran berpikir kritis dan logis di 

dunia pendidikan. Dengan menekankan pentingnya klarifikasi 

bahasa dan analisis logika, pendekatan ini berperan penting 

dalam membentuk peserta didik yang mampu berpikir sistematis, 

mengevaluasi argumen dengan hati-hati, dan menggunakan 

bahasa secara efektif. Meskipun ada kritik terhadap keterbatasan 

filsafat analitik dalam memperhitungkan aspek afektif dan sosial, 

pendekatan ini tetap relevan sebagai alat yang penting untuk 

membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir 

yang mendalam dan rasional. 

5. Implikasi Filsafat Modern dalam Pendidikan 

Filsafat modern, dengan berbagai aliran dan pendekatan 

yang dikembangkannya, telah memberikan pengaruh yang 

signifikan dalam pembentukan pandangan dan praktik 

pendidikan. Masing-masing aliran filsafat modern menawarkan 

perspektif yang berbeda tentang bagaimana pengetahuan 

diperoleh dan bagaimana pendidikan seharusnya dilakukan, 

yang memiliki implikasi besar terhadap tujuan pendidikan, 
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metode pengajaran, serta peran pendidik dan peserta didik dalam 

proses pembelajaran. 

Rasionalisme mendorong pendidikan untuk menekankan 

pentingnya berpikir logis dan deduktif. Filsafat rasionalisme, 

yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti René Descartes dan 

Baruch Spinoza, berpendapat bahwa pengetahuan sejati hanya 

dapat diperoleh melalui akal dan logika, bukan pengalaman 

indrawi semata. Dalam konteks pendidikan, ini berarti bahwa 

peserta didik harus diajarkan untuk mengembangkan 

keterampilan berpikir analitis dan kritis. Pembelajaran dalam 

kerangka rasionalisme akan lebih berfokus pada pengembangan 

logika formal, matematika, dan penalaran deduktif sebagai cara 

untuk memahami konsep-konsep yang abstrak dan universal. 

Metode pengajaran berdasarkan rasionalisme menekankan 

diskusi filosofis, penyelidikan logis, dan analisis teoritis yang 

mendalam, yang bertujuan untuk mengembangkan 

intelektualisme peserta didik (Descartes, 1641). 

Sebaliknya, empirisme, yang dipelopori oleh John Locke 

dan David Hume, menekankan pentingnya pengalaman indrawi 

dan observasi dalam proses pembelajaran. Empirisme 

berpendapat bahwa semua pengetahuan berasal dari 

pengalaman, sehingga pendidikan harus berbasis pada 

eksperimen, pengamatan langsung, dan pengalaman nyata. 

Implikasi empirisme dalam pendidikan adalah penggunaan 

metode pembelajaran berbasis pengalaman, seperti eksperimen 

laboratorium, studi lapangan, dan pembelajaran berbasis proyek. 

Locke dalam An Essay Concerning Human Understanding (1690) 

mengemukakan bahwa pendidikan harus berfokus pada 
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pengembangan pengalaman konkret peserta didik untuk 

membantu mereka membangun pemahaman yang valid tentang 

dunia di sekitar mereka. Dalam pendekatan empiris, pendidik 

berperan sebagai fasilitator yang menyediakan lingkungan 

belajar yang kaya akan pengalaman dan observasi, sehingga 

peserta didik dapat membangun pengetahuan mereka secara 

aktif. 

Kritisisme Kantian, yang berusaha menjembatani 

rasionalisme dan empirisme, memberikan landasan bagi metode 

pengajaran yang menggabungkan logika dengan pengalaman 

empiris. Immanuel Kant dalam Critique of Pure Reason (1781) 

berpendapat bahwa pengetahuan merupakan hasil dari interaksi 

antara akal manusia yang memiliki kategori-kategori apriori 

dengan pengalaman indrawi. Dalam pendidikan, ini berarti 

bahwa pembelajaran harus mengembangkan kemampuan 

peserta didik untuk berpikir secara rasional sambil memperkaya 

pengalaman mereka dengan observasi dan eksperimen. Metode 

pengajaran yang berbasis pada kritisisme Kantian akan 

menekankan pentingnya dialog kritis antara teori dan praktik, di 

mana peserta didik didorong untuk menggabungkan penalaran 

logis dengan pengalaman nyata untuk mencapai pemahaman 

yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang diajarkan 

(Kant, 1998). 

Fenomenologi dan eksistensialisme memiliki implikasi 

signifikan dalam pendidikan, terutama dalam menghargai 

pengalaman subjektif peserta didik dan mendorong mereka 

untuk mencari makna dan kebebasan dalam pendidikan. 

Fenomenologi, yang dikembangkan oleh Edmund Husserl, 
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menekankan pentingnya kesadaran dan pengalaman subjektif 

dalam memahami dunia. Pendidikan dalam kerangka 

fenomenologi harus berpusat pada pengalaman pribadi peserta 

didik, di mana mereka diajak untuk merenungkan pengalaman-

pengalaman mereka dan membangun pemahaman dari 

perspektif mereka sendiri. Metode pengajaran fenomenologis 

cenderung lebih reflektif, mengutamakan diskusi personal dan 

introspektif yang mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi 

persepsi dan pengalaman mereka secara lebih mendalam 

(Husserl, 1913). 

Sementara itu, eksistensialisme yang dipopulerkan oleh 

Jean-Paul Sartre dan Martin Heidegger, menekankan kebebasan 

individu dan tanggung jawab personal. Dalam pendidikan, 

eksistensialisme mendorong peserta didik untuk 

mengembangkan otonomi mereka dan menemukan makna 

pribadi dalam proses belajar. Metode pembelajaran dalam 

konteks eksistensialisme berfokus pada pengembangan 

kesadaran diri dan kebebasan peserta didik untuk membuat 

pilihan yang otentik dalam hidup mereka. Pendidik dalam 

pandangan ini lebih berperan sebagai pendamping yang 

membantu peserta didik mengeksplorasi identitas dan nilai-nilai 

mereka sendiri, serta mendorong mereka untuk bertanggung 

jawab atas keputusan-keputusan yang mereka ambil (Sartre, 

1943). 

Secara keseluruhan, model-model filsafat modern seperti 

rasionalisme, empirisme, kritisisme Kantian, fenomenologi, dan 

eksistensialisme memberikan fondasi filosofis yang kuat bagi 

praktik pendidikan. Pendekatan-pendekatan ini mencerminkan 
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berbagai cara berpikir tentang bagaimana pengetahuan diperoleh 

dan bagaimana pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana untuk 

mengembangkan potensi manusia secara penuh. Implikasi dari 

masing-masing pendekatan ini membantu para pendidik 

merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

intelektual dan personal peserta didik, serta mendorong 

perkembangan kognitif, moral, dan eksistensial yang seimbang. 

B. Model Filsafat Pendidikan Islam 

Filsafat pendidikan Islam berakar pada prinsip-prinsip Al-

Qur'an dan Hadis, serta pemikiran para cendekiawan Muslim 

sepanjang sejarah. Model pendidikan ini menekankan 

pembentukan manusia yang memiliki keseimbangan antara 

kecerdasan intelektual, spiritual, dan akhlak yang mulia. Dengan 

dasar tauhid sebagai panduan utama, pendidikan Islam 

bertujuan untuk menciptakan individu yang mampu 

menjalankan peran sebagai khalifah di bumi dan bertanggung 

jawab kepada Allah SWT. Dalam kerangka ini, pendidikan tidak 

hanya dilihat sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga 

sebagai sarana pembentukan karakter yang sesuai dengan 

syariah. 

1.  Prinsip-Prinsip Filsafat Pendidikan Islam 

1.1. Tauhid sebagai Dasar Pendidikan 

Tauhid, atau kepercayaan akan keesaan Allah SWT, 

adalah fondasi dari seluruh kehidupan seorang Muslim, 

termasuk dalam pendidikan. Konsep ini memastikan bahwa 

semua pengetahuan berasal dari Allah dan harus mengarah pada 

penguatan iman serta hubungan dengan Tuhan. Dengan 
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demikian, pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk memperdalam 

pemahaman spiritual tentang penciptaan dan peran manusia 

sebagai khalifah Allah di bumi. Tauhid berfungsi sebagai 

panduan moral dan intelektual yang mengarahkan seluruh 

proses pendidikan dalam Islam (Al-Attas, 1993). 

1.2. Integrasi Ilmu Pengetahuan dan Agama 

Salah satu pilar penting dalam filsafat pendidikan Islam 

adalah integrasi ilmu pengetahuan dan agama. Pendidikan 

dalam Islam tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu 

duniawi. Al-Qur'an mengajak umat Muslim untuk menuntut 

ilmu, baik yang bersifat ukhrawi maupun duniawi, sebagai 

bagian dari kewajiban ibadah. Ilmu agama, seperti tafsir, hadits, 

dan fiqh, harus berjalan seiring dengan ilmu pengetahuan umum, 

seperti sains, teknologi, dan matematika. Integrasi ini bertujuan 

untuk menciptakan keseimbangan antara perkembangan 

spiritual dan intelektual individu (Al-Ghazali, 2001). 

1.3. Pendidikan Berbasis Akhlak dan Etika Islam 

Pendidikan dalam Islam sangat menekankan pembentukan 

akhlak dan etika. Menurut Al-Ghazali, pendidikan yang hanya 

menekankan aspek pengetahuan tanpa disertai dengan akhlak 

akan menghasilkan individu yang moralitasnya terancam. Oleh 

karena itu, pendidikan Islam dirancang untuk membentuk 

individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan luas, tetapi juga 

memiliki moralitas tinggi yang dapat membawa kebaikan kepada 

diri sendiri dan masyarakat. Pendidikan dalam konteks ini tidak 

hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada 
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pengembangan karakter yang kuat dan nilai-nilai moral Islam 

(Al-Ghazali, 2001). 

2. Fitur-Fitur Filsafat Pendidikan Islam 

2.1. Holistik dan Terpadu 

Model pendidikan Islam bersifat holistik dan terpadu, 

mencakup aspek-aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual 

manusia. Pendidikan diarahkan untuk membangun keseluruhan 

potensi individu agar sukses di dunia dan akhirat. Tidak ada 

pemisahan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, 

karena keduanya saling melengkapi dalam membentuk manusia 

yang utuh. 

2.2. Pendidikan sebagai Tanggung Jawab Sosial 

Fitur penting lainnya adalah bahwa pendidikan dalam 

Islam bertujuan tidak hanya untuk pengembangan individu, 

tetapi juga untuk kesejahteraan sosial. Peserta didik didorong 

untuk menggunakan pengetahuan mereka demi kemaslahatan 

umum. Pendidikan dalam Islam mendorong peserta didik untuk 

menjadi individu yang berkontribusi pada pembangunan 

masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdasarkan nilai-nilai 

Islam. Peserta didik diajarkan untuk memahami peran mereka 

dalam memajukan peradaban dengan integritas moral yang 

tinggi (Ramadan, 2007). 

2.3.  Peran Guru Sebagai Teladan Akhlak 

Guru dalam pendidikan Islam memiliki peran ganda, yakni 

sebagai penyampai pengetahuan dan sebagai teladan moral bagi 

peserta didik. Guru bertanggung jawab untuk membimbing siswa 
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tidak hanya dalam ranah akademis, tetapi juga dalam 

pembentukan karakter islami. Guru diharapkan menjadi figur 

yang menunjukkan teladan baik dalam sikap, perilaku, dan 

ibadah, sehingga peserta didik dapat mencontohnya dalam 

kehidupan sehari-hari (Dewantara, 1977). 

3.  Implikasi Filsafat Pendidikan Islam 

3.1. Tujuan Pendidikan Islam 

Pendidikan dalam Islam diarahkan untuk menciptakan 

individu yang berpengetahuan luas, beriman kuat, dan berakhlak 

mulia. Konsep ini berkaitan erat dengan tujuan penciptaan 

manusia dalam Islam: untuk menjadi hamba Allah (ibadah) dan 

khalifah di bumi (pemimpin yang bertanggung jawab). Oleh 

karena itu, tujuan pendidikan dalam Islam mencakup 

pembentukan individu yang berfungsi secara maksimal dalam 

masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dengan orientasi 

untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

3.2. Penyusunan Kurikulum 

Penyusunan kurikulum dalam pendidikan Islam harus 

mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu dunia. Kurikulum 

dirancang agar peserta didik dapat memahami prinsip-prinsip 

Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Mata pelajaran seperti 

tafsir Al-Qur'an, hadits, fiqh, serta ilmu-ilmu dunia seperti 

matematika, sains, dan teknologi, disusun dengan 

mempertimbangkan integrasi nilai-nilai Islam ke dalam seluruh 

proses belajar (Zarkasyi, 2019). 

3.3. Metode Pengajaran Berbasis Hikmah 
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Metode pengajaran dalam Islam harus didasarkan pada 

prinsip hikmah, atau kebijaksanaan. Guru diharapkan untuk 

mengajar dengan pendekatan kasih sayang dan pengertian, serta 

memfasilitasi dialog yang sehat antara guru dan peserta didik. 

Metode pengajaran ini bisa berupa ceramah, diskusi, atau 

pembelajaran kontekstual yang membantu siswa menerapkan 

pengetahuan yang mereka pelajari ke dalam kehidupan sehari-

hari (Halstead, 2004). 

Filsafat pendidikan Islam menekankan integrasi antara 

ilmu pengetahuan dan agama, pembentukan akhlak, dan 

tanggung jawab sosial. Dengan mengajarkan nilai-nilai moral 

yang kuat dan mempersiapkan peserta didik untuk berperan 

dalam masyarakat, pendidikan Islam berupaya menciptakan 

manusia yang berakhlak mulia dan mampu menjalankan 

perannya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Pendidikan 

yang holistik dan berbasis nilai ini menawarkan model yang tidak 

hanya menekankan pada pencapaian akademis, tetapi juga pada 

pembentukan moral dan spiritual yang seimbang. 

C. Model Filsafat Pendidikan Pancasila 

Filsafat pendidikan Pancasila berakar pada ideologi negara 

Indonesia, Pancasila, yang menjadi dasar fundamental dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Lima prinsip dasar 

Pancasila—Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil 

dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia—membentuk kerangka nilai-nilai yang harus 

tercermin dalam setiap aspek pendidikan di Indonesia. Pancasila, 
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dalam konteks pendidikan, memberikan orientasi yang holistik 

yang tidak hanya berfokus pada pengembangan intelektual 

peserta didik, tetapi juga pada pembentukan moral, spiritual, dan 

sosial yang kuat. Model filsafat pendidikan ini berusaha 

membentuk warga negara yang berakhlak mulia, berintegritas, 

dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. 

1. Prinsip-Prinsip Filsafat Pendidikan Pancasila 

1.1. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Landasan 

Pendidikan.  

Landasan utama dari pendidikan Pancasila adalah nilai 

spiritualitas yang tinggi. Prinsip Ketuhanan Yang Maha 

Esa menekankan bahwa pendidikan harus berfungsi untuk 

menumbuhkan iman dan takwa kepada Tuhan. Pendidikan 

tidak hanya memfokuskan pada pengembangan 

intelektual, tetapi juga pada pembentukan nilai-nilai 

spiritual dan religius dalam diri peserta didik. Hal ini 

bertujuan untuk menciptakan individu yang mampu 

menjalankan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-

hari, serta menghormati keragaman agama yang ada di 

Indonesia (Kaelan, 2010). Pendekatan ini mendukung 

pembelajaran yang tidak hanya berbasis pada pengetahuan 

kognitif, tetapi juga pada pengembangan karakter moral 

yang kuat. 

1.2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.  

Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan harus 

menghargai martabat manusia dan menanamkan sikap 

keadilan dalam interaksi sosial. Pendidikan Pancasila 
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mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan, toleransi, 

dan perlakuan yang adil terhadap semua peserta didik, 

tanpa memandang latar belakang sosial, etnis, atau agama. 

Prinsip ini menjadi dasar untuk membangun sistem 

pendidikan yang inklusif dan adil bagi semua warga 

negara. Pendidikan harus menciptakan manusia yang 

beradab, mampu bertindak secara etis, dan memiliki 

empati terhadap sesama (Nata, 2003). 

1.3. Persatuan Indonesia.  

Prinsip persatuan menekankan pentingnya menjaga 

integrasi nasional melalui pendidikan. Pendidikan 

Pancasila berperan dalam menanamkan semangat 

nasionalisme dan cinta tanah air, yang bertujuan untuk 

memperkuat persatuan bangsa dalam kerangka Bhinneka 

Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu). Pendidikan 

ini berupaya membangun rasa solidaritas sosial di antara 

peserta didik dan menekankan pentingnya gotong royong 

sebagai landasan interaksi sosial dalam masyarakat 

(Suyatno, 2006). 

1.4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan 

dalam Permusyawaratan/Perwakilan.  

Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam 

mengajarkan demokrasi dan pengambilan keputusan 

melalui musyawarah dan mufakat. Pendidikan harus 

mendorong peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif 

dalam proses pengambilan keputusan, menghargai 

pendapat orang lain, dan berpikir secara kritis. Pendidikan 
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Pancasila berusaha membentuk peserta didik yang dapat 

mengambil keputusan secara bijaksana, dengan 

mempertimbangkan kepentingan bersama, bukan hanya 

kepentingan pribadi (Kaelan, 2010). 

1.5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.  

Pendidikan Pancasila mengajarkan bahwa keadilan sosial 

harus menjadi tujuan utama dalam pendidikan. Pendidikan 

harus memastikan akses yang setara bagi semua peserta 

didik, serta berfokus pada penciptaan kesadaran sosial 

untuk mengatasi ketimpangan yang ada dalam masyarakat. 

Pendidikan yang berbasis keadilan sosial tidak hanya 

mempersiapkan individu untuk kehidupan pribadi mereka, 

tetapi juga mempersiapkan mereka untuk berperan aktif 

dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera 

(Sudarminta, 2007). 

2. Fitur-Fitur Filsafat Pendidikan Pancasila 

2.1. Pendidikan yang Holistik dan Multidimensional.  

Pendidikan Pancasila mengintegrasikan dimensi 

intelektual, emosional, moral, dan spiritual dalam proses 

pembelajaran. Pendidikan tidak hanya berfokus pada 

pencapaian akademis, tetapi juga pada pembentukan 

karakter peserta didik yang mencerminkan nilai-nilai 

Pancasila. Dengan pendekatan holistik ini, peserta didik 

diharapkan mampu berkontribusi secara positif dalam 

kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. 

 



 

305 
 

 

2.2. Pendidikan Berbasis Karakter.  

Pendidikan Pancasila menekankan pentingnya 

pengembangan karakter yang kuat. Fokusnya tidak hanya 

pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada 

pengembangan moralitas, integritas, dan tanggung jawab 

sosial. Pendidikan karakter menjadi pilar utama dalam 

proses pendidikan, dengan harapan bahwa peserta didik 

akan tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, 

jujur, dan adil dalam kehidupan bermasyarakat. 

2.3. Kontekstual dan Inklusif.  

Filsafat pendidikan Pancasila juga menekankan pentingnya 

relevansi sosial dan budaya dalam proses pendidikan. 

Pendidikan harus kontekstual, disesuaikan dengan kondisi 

sosial dan budaya masyarakat Indonesia, serta inklusif 

dalam menerima peserta didik dari berbagai latar belakang. 

Pendidikan berbasis Pancasila berupaya untuk menjaga 

keberagaman dan mendorong partisipasi yang setara bagi 

semua kelompok sosial. 

3. Implikasi Filsafat Pendidikan Pancasila 

3.1. Pengembangan Kurikulum yang Berbasis Pancasila.  

Kurikulum pendidikan yang berbasis Pancasila harus 

dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam 

setiap mata pelajaran. Mata pelajaran seperti Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Agama harus 

diprioritaskan untuk menanamkan kesadaran sosial dan 

moral yang tinggi pada peserta didik. Kurikulum juga harus 
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mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis, 

keterampilan komunikasi, serta partisipasi aktif dalam 

kehidupan demokratis. 

3.2. Metode Pengajaran yang Berorientasi pada Partisipasi 

dan Dialog.  

Pendidikan Pancasila menekankan pentingnya partisipasi 

aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru 

diharapkan berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi 

diskusi dan dialog kritis, serta mendorong peserta didik 

untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan 

kolektif. Metode pengajaran yang berbasis musyawarah 

dan mufakat menjadi ciri khas dalam pendidikan 

Pancasila. 

3.3. Pembentukan Lingkungan Sekolah yang Berbudaya 

Pancasila.  

Lingkungan sekolah harus mencerminkan nilai-nilai 

Pancasila melalui praktik sehari-hari. Sekolah harus 

menciptakan suasana yang kondusif untuk pengembangan 

karakter yang berbasis Pancasila, dengan menekankan 

pentingnya keadilan, toleransi, gotong royong, dan rasa 

kebersamaan. Pembentukan lingkungan sekolah yang 

inklusif dan demokratis akan membantu peserta didik 

menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 

mereka. 

Model filsafat pendidikan Pancasila menawarkan 

pendekatan yang holistik, multidimensional, dan berorientasi 

pada pengembangan karakter dan kesadaran sosial. Dengan 
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landasan spiritual yang kuat dan penekanan pada keadilan sosial, 

pendidikan Pancasila diharapkan mampu membentuk generasi 

yang berakhlak mulia, cerdas secara intelektual, serta 

bertanggung jawab dalam kehidupan sosial dan politik. Melalui 

pendidikan yang berbasis pada prinsip-prinsip Pancasila, 

diharapkan tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan 

demokratis. 

D.  Filsafat atas Kebudayaan Masyarakat dan Kehidupan 

Bernegara, Berbangsa, dan Bermasyarakat 

Filsafat kebudayaan masyarakat, kehidupan bernegara, 

dan berbangsa memiliki peran yang sangat penting dalam 

membentuk dasar-dasar konseptual yang mengarahkan interaksi 

sosial, kebijakan negara, dan pembentukan identitas kolektif 

dalam suatu bangsa. Melalui filsafat ini, konsep-konsep 

fundamental seperti moralitas, etika, keadilan, serta nilai-nilai 

bersama dapat dianalisis dan diintegrasikan dalam pembentukan 

norma sosial dan politik. Dalam konteks kebudayaan, filsafat 

kebudayaan menggali bagaimana makna dari tradisi, adat 

istiadat, seni, dan moral masyarakat dibentuk serta bagaimana 

hal ini berkaitan dengan identitas nasional dan keberlangsungan 

suatu bangsa. 

1. Kebudayaan dan Identitas Masyarakat 

Dalam filsafat kebudayaan, kebudayaan dipahami sebagai 

totalitas dari nilai-nilai, norma, kepercayaan, hukum, adat, dan 

pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang 

membentuk kehidupan sosial. Kebudayaan menjadi pengikat 

bagi individu dalam suatu masyarakat untuk membangun 
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identitas kolektif yang mengikat anggota masyarakat dalam 

interaksi sosial mereka. Edward B. Tylor (1871) berpendapat 

bahwa kebudayaan adalah "keseluruhan kompleks yang 

mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat-

istiadat, dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai 

anggota masyarakat." Dari perspektif ini, kebudayaan memiliki 

dimensi yang lebih luas dari sekedar pola kehidupan; ia 

mencerminkan realitas sosial yang menjadi dasar bagi identitas 

dan solidaritas sosial. 

Dalam konteks masyarakat Indonesia, nilai-nilai seperti 

gotong royong dan musyawarah merupakan cerminan dari 

filsafat kebudayaan lokal yang menekankan pada harmoni sosial. 

Filosofi gotong royong, misalnya, mencerminkan nilai 

solidaritas dan kebersamaan yang menonjol dalam kehidupan 

sosial. Sementara itu, musyawarah sebagai bentuk pengambilan 

keputusan kolektif adalah wujud dari filosofi kehidupan 

masyarakat yang menghargai dialog dan konsensus. 

Kebudayaan, dalam hal ini, berperan sebagai wadah yang 

membentuk karakter dan identitas kolektif masyarakat serta 

sebagai landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

2. Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 

Filsafat kehidupan berbangsa dan bernegara 

menggambarkan hubungan antara individu dan negara serta 

peran negara dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan 

sejahtera. Teori kontrak sosial, yang dikembangkan oleh filsuf 

seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Thomas 

Hobbes, memberikan landasan filosofis tentang legitimasi 

kekuasaan negara dan hak-hak individu. Rousseau (1762) 
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berpendapat bahwa negara terbentuk dari kontrak sosial di mana 

rakyat menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada negara 

dengan imbalan perlindungan dan ketertiban. Negara 

bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negara dan 

menjamin keadilan sosial dalam masyarakat. 

Di Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara merupakan 

refleksi dari filsafat politik yang menekankan pada pentingnya 

moralitas dan keadilan dalam kehidupan bernegara. Prinsip-

prinsip seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang 

Adil dan Beradab, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat 

Indonesia mencerminkan orientasi nilai-nilai moral dan sosial 

yang menjadi pedoman bagi kebijakan negara. Pancasila sebagai 

filsafat negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara 

hak-hak individu dan kepentingan kolektif, serta sebagai 

panduan dalam membangun tatanan masyarakat yang 

berkeadilan. 

3. Peran Masyarakat dalam Kehidupan Bernegara dan 

Bermasyarakat 

Filsafat masyarakat juga menyoroti peran aktif individu 

dalam membangun dan menjaga norma-norma sosial serta 

stabilitas dalam kehidupan bernegara. Paulo Freire (1970), 

dalam Pedagogy of the Oppressed, mengembangkan konsep 

conscientization atau kesadaran kritis yang berfokus pada 

pemberdayaan masyarakat untuk memahami struktur kekuasaan 

yang ada dan berperan dalam mengubah kondisi sosial. Filsafat 

kehidupan bermasyarakat menekankan bahwa warga negara 

tidak hanya tunduk pada otoritas negara, tetapi juga memiliki 
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tanggung jawab moral dan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam 

kehidupan politik dan sosial. 

Masyarakat memiliki peran aktif dalam mengawasi 

kebijakan negara dan berpartisipasi dalam proses politik melalui 

musyawarah, demokrasi, dan dialog sosial. Kebudayaan gotong 

royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, misalnya, 

mencerminkan pentingnya kolaborasi dan solidaritas dalam 

kehidupan sosial dan politik. Freire menekankan bahwa 

masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan 

keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang menjunjung 

tinggi musyawarah dan keadilan. 

Filsafat atas kebudayaan masyarakat, kehidupan 

berbangsa, dan bernegara memberikan kerangka konseptual 

yang mendalam untuk memahami hubungan antara negara, 

masyarakat, dan individu. Kebudayaan membentuk identitas 

kolektif dan solidaritas sosial, sementara negara bertanggung 

jawab untuk menciptakan keadilan sosial dan menjaga 

ketertiban. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal harus 

berdasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etis yang dipegang 

oleh masyarakat, serta melibatkan partisipasi aktif warga negara 

dalam menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Filsafat 

ini tidak hanya penting dalam membangun landasan teoritis bagi 

kebijakan negara, tetapi juga dalam memelihara tatanan sosial 

yang dinamis dan berkelanjutan. 
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E.  Model Pemikiran Saintifik Mengenai Manusia 

Seutuhnya 

Pemikiran saintifik tentang manusia seutuhnya 

menawarkan pendekatan yang holistik dalam memahami 

kompleksitas manusia dari berbagai dimensi. Pemikiran ini 

mencakup aspek pemikiran luhur, pemikiran lahir, pemikiran 

logika, dan pemikiran lateral, yang masing-masing memberikan 

kontribusi unik terhadap perkembangan manusia dalam konteks 

intelektual, moral, dan sosial. Melalui pendekatan ini, manusia 

dipandang sebagai entitas yang dinamis, yang pemikirannya 

tidak hanya dibatasi oleh aspek rasional, tetapi juga mencakup 

ranah intuitif, moral, dan kreatif. 

1. Pemikiran Luhur: Dimensi Moral, Etika, dan 

Spiritualitas dalam Pendidikan 

Pemikiran luhur adalah salah satu aspek fundamental dari 

kesadaran manusia yang mencakup dimensi moral, etika, dan 

spiritual. Ini adalah pandangan yang menempatkan nilai-nilai 

tertinggi seperti keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, dan kasih 

sayang sebagai landasan dalam setiap tindakan dan keputusan 

yang diambil. Dalam konteks pendidikan dan pengembangan 

diri, pemikiran luhur memainkan peran penting dalam 

membentuk karakter individu yang tidak hanya berorientasi pada 

pencapaian material, tetapi juga pada pengembangan moral dan 

spiritual yang lebih mendalam. 

Dalam kajian filsafat moral, Immanuel Kant melalui 

karyanya Critique of Practical Reason (1998) menegaskan bahwa 

manusia memiliki kewajiban moral untuk bertindak berdasarkan 
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prinsip-prinsip yang rasional dan universal. Kant 

mengemukakan bahwa tindakan moral yang benar bukanlah 

yang didasarkan pada dorongan emosional atau kepentingan 

pribadi, tetapi pada penghormatan terhadap hukum moral yang 

berlaku untuk semua orang. Ini dikenal dengan istilah imperatif 

kategoris, yang berarti bahwa manusia harus bertindak dengan 

cara yang dapat dijadikan sebagai hukum universal bagi semua 

orang, tanpa kecuali. Dalam konteks ini, pemikiran luhur tidak 

hanya berfungsi sebagai landasan etika, tetapi juga sebagai 

panduan dalam pengambilan keputusan yang rasional dan 

bermoral. 

Pemikiran luhur juga dapat dilihat dalam tradisi filsafat 

Aristotelian, di mana Aristoteles menekankan konsep 

eudaimonia atau kebahagiaan yang sejati, yang diperoleh 

melalui kehidupan yang dijalani dengan kebajikan. Dalam 

pandangan Aristoteles, tujuan akhir manusia bukanlah kepuasan 

material atau kesenangan jangka pendek, tetapi kehidupan yang 

bermoral dan berlandaskan kebajikan. Dalam bukunya 

Nicomachean Ethics, Aristoteles menggarisbawahi pentingnya 

pengembangan karakter dan kebajikan moral, yang hanya dapat 

dicapai melalui tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai etika 

yang luhur. Ini menunjukkan bahwa pemikiran luhur harus 

mencakup dimensi internal dan eksternal dalam kehidupan 

manusia, di mana seseorang tidak hanya memikirkan 

kesejahteraan diri sendiri tetapi juga kebaikan bagi orang lain dan 

masyarakat secara keseluruhan. 

Dalam pendidikan modern, pemikiran luhur mendapat 

perhatian khusus dalam program-program pendidikan karakter. 
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Nel Noddings, seorang ahli pendidikan moral, berpendapat 

bahwa pendidikan yang baik harus menekankan pada aspek 

kepedulian, perhatian, dan empati sebagai bagian dari 

pengembangan karakter peserta didik (Noddings, 2013). 

Menurut Noddings, pendidikan tidak boleh terbatas pada 

pengembangan intelektual semata, tetapi juga harus mencakup 

pengembangan nilai-nilai moral yang berorientasi pada 

penghargaan terhadap orang lain, rasa hormat, dan tanggung 

jawab sosial. Dengan demikian, pendidikan yang berorientasi 

pada pemikiran luhur bertujuan untuk membentuk individu yang 

tidak hanya kompeten secara intelektual, tetapi juga memiliki 

kepedulian sosial yang tinggi. 

Lebih jauh lagi, pemikiran luhur dalam pendidikan juga 

berkaitan dengan pencarian makna hidup dan tujuan yang lebih 

tinggi. Viktor Frankl, seorang psikolog eksistensial, dalam 

bukunya Man's Search for Meaning (1946), menjelaskan bahwa 

manusia pada dasarnya mencari makna dalam hidupnya, dan hal 

ini menjadi sumber motivasi yang kuat. Frankl berpendapat 

bahwa dalam menghadapi kesulitan atau tantangan hidup, 

manusia yang memiliki tujuan dan pemikiran luhur akan mampu 

menemukan kekuatan untuk bertahan dan berkontribusi secara 

positif kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pemikiran 

luhur berfungsi sebagai pendorong bagi manusia untuk mengejar 

tujuan yang lebih besar dari diri sendiri dan berkontribusi kepada 

kesejahteraan umum. 

Dalam konteks kebijakan pendidikan, pemikiran luhur 

dapat diintegrasikan melalui kurikulum yang menekankan pada 

pengembangan karakter, moral, dan etika. Hal ini dapat dilihat 
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dalam pendekatan pendidikan berbasis Pancasila di Indonesia, di 

mana lima prinsip dasar Pancasila mencakup nilai-nilai moral, 

spiritual, dan sosial yang harus ditanamkan kepada peserta didik. 

Tujuannya adalah untuk menciptakan individu yang tidak hanya 

cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki moralitas yang baik 

dan tanggung jawab sosial yang kuat. Pendidikan berbasis nilai-

nilai Pancasila menekankan bahwa pendidikan harus 

menghasilkan manusia yang beriman, berbudi pekerti luhur, 

serta mampu hidup harmonis dalam masyarakat yang pluralistik. 

Pemikiran luhur merupakan aspek yang sangat penting 

dalam pengembangan karakter manusia. Dalam filsafat moral, 

pemikiran ini membantu individu dalam membentuk perilaku 

yang etis dan bermakna. Dalam konteks pendidikan, pemikiran 

luhur tidak hanya membantu peserta didik mencapai kesuksesan 

intelektual, tetapi juga memberikan mereka fondasi moral yang 

kuat. Pendidikan yang berbasis pada pengembangan pemikiran 

luhur akan menciptakan individu yang memiliki komitmen 

terhadap keadilan, kebijaksanaan, dan kasih sayang, serta siap 

untuk berkontribusi secara positif kepada masyarakat. 

2. Pemikiran Lahir: Perspektif Empiris dalam 

Pengembangan Pengetahuan dan Pendidikan 

Pemikiran lahir berfokus pada dimensi empiris dari proses 

kognitif manusia, yang berkaitan dengan bagaimana individu 

merespons dunia fisik melalui indera dan pengalaman langsung. 

Aspek ini menyoroti peran persepsi, pengamatan, dan interaksi 

manusia dengan dunia nyata dalam membentuk pengetahuan. 

Dalam konteks pendidikan dan filsafat, pemikiran lahir sering 

dihubungkan dengan empirisme, suatu pandangan filsafat yang 
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menekankan bahwa semua pengetahuan diperoleh dari 

pengalaman indrawi. Pemikiran lahir menempatkan 

pengalaman sebagai fondasi utama dalam proses pembelajaran, 

di mana individu tidak hanya mengamati dunia, tetapi juga 

bereksperimen dan membangun pemahaman melalui interaksi 

langsung dengan lingkungan mereka. 

John Locke, seorang filsuf empiris terkemuka, dalam 

karyanya An Essay Concerning Human Understanding (1690), 

mengemukakan bahwa manusia dilahirkan sebagai "tabula rasa" 

(halaman kosong), dan semua pengetahuan diperoleh melalui 

pengalaman. Menurut Locke, tidak ada konsep atau ide bawaan 

yang dimiliki manusia sejak lahir. Sebaliknya, semua ide, baik 

yang sederhana maupun yang kompleks, terbentuk dari 

pengalaman indrawi atau refleksi. Locke menjelaskan bahwa 

proses ini dimulai dari pengamatan langsung terhadap dunia fisik 

melalui indera, seperti melihat, mendengar, atau merasakan 

sesuatu, yang kemudian diolah oleh pikiran menjadi konsep atau 

ide yang lebih rumit. Dalam konteks ini, pemikiran lahir 

menekankan peran penting dari lingkungan fisik dan 

pengalaman nyata dalam pembentukan pengetahuan. 

Empirisme Locke juga memiliki implikasi besar dalam teori 

pendidikan. Dalam pandangan ini, proses belajar terbaik terjadi 

melalui pengalaman langsung dan keterlibatan aktif dengan 

dunia. Pendidikan yang berlandaskan pada prinsip empirisme 

mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi, bereksperimen, 

dan belajar dari pengamatan langsung. Ini tercermin dalam 

metode pendidikan berbasis eksperimen, seperti inquiry-based 

learning dan problem-based learning, yang mengutamakan 
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pembelajaran melalui pengalaman nyata dan penyelesaian 

masalah. Peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan, 

mengamati fenomena, mengumpulkan data, dan menarik 

kesimpulan berdasarkan bukti empiris. 

Selain Locke, David Hume, filsuf lain yang 

mengembangkan empirisme lebih lanjut, berpendapat bahwa 

semua ide yang dimiliki manusia berasal dari "kesan" yang 

diperoleh melalui pengalaman indrawi. Dalam A Treatise of 

Human Nature (1739), Hume menyatakan bahwa pengetahuan 

manusia dibangun melalui keterlibatan langsung dengan dunia, 

dan bahwa pengalaman memainkan peran sentral dalam 

membentuk cara manusia memahami realitas. Hume juga 

menegaskan bahwa bahkan gagasan-gagasan yang tampaknya 

paling abstrak, seperti hukum alam atau prinsip moral, pada 

akhirnya bersumber dari pengalaman konkret dan pengamatan 

terhadap hubungan kausal di dunia fisik. 

Implikasi Pemikiran Lahir dalam Pendidikan Modern 

Dalam pendidikan modern, pendekatan empiris yang berakar 

pada pemikiran lahir diterapkan dalam banyak bentuk metode 

pembelajaran aktif. Salah satunya adalah pendekatan 

Montessori, yang dirancang oleh Maria Montessori dan berfokus 

pada pembelajaran yang didasarkan pada eksplorasi sensorik dan 

pengalaman langsung. Montessori menekankan bahwa anak-

anak belajar paling baik ketika mereka diberi kesempatan untuk 

berinteraksi secara langsung dengan objek dan lingkungan fisik 

mereka. Metode ini memberikan ruang bagi anak-anak untuk 

mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui 
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pengalaman tangan pertama, baik melalui bermain, eksperimen, 

maupun manipulasi objek. 

Selain itu, Jean Piaget, seorang psikolog perkembangan, 

mengembangkan teori konstruktivisme, yang sangat dipengaruhi 

oleh prinsip-prinsip empiris. Piaget berpendapat bahwa anak-

anak secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri 

melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Dalam pandangan 

Piaget, proses belajar bukanlah sekadar menerima informasi dari 

guru, tetapi melibatkan eksplorasi aktif di mana peserta didik 

menguji hipotesis, membuat kesalahan, dan belajar dari 

pengalaman langsung mereka sendiri. Ini selaras dengan konsep 

pemikiran lahir yang menekankan pentingnya keterlibatan fisik 

dan mental dengan dunia nyata dalam proses pembelajaran. 

Selain pendidikan anak-anak, pendekatan empiris juga 

diterapkan dalam pendidikan tinggi dan profesional. Eksperimen 

laboratorium dalam sains adalah contoh klasik bagaimana 

pemikiran lahir diintegrasikan dalam pendidikan. Peserta didik 

tidak hanya belajar tentang teori-teori ilmiah melalui buku, tetapi 

juga terlibat langsung dalam proses pengujian hipotesis, 

pengamatan terhadap fenomena alam, dan analisis hasil 

eksperimen. Melalui pengalaman langsung ini, peserta didik 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-

prinsip ilmiah dan keterkaitan kausal antara variabel-variabel 

yang diamati. 

Kritik terhadap Pemikiran Lahir dan Empirisme Meskipun 

pendekatan pemikiran lahir dan empirisme memiliki banyak 

keunggulan, kritik juga muncul dari kalangan filsafat dan 

pendidikan. Immanuel Kant, dalam Critique of Pure Reason 
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(1781), mengkritik empirisme murni dengan menyatakan bahwa 

pengalaman indrawi saja tidak cukup untuk memberikan 

pengetahuan yang sahih. Kant berpendapat bahwa akal manusia 

memiliki kategori-kategori bawaan yang membentuk cara kita 

memahami dunia, dan bahwa pengalaman empiris hanya dapat 

bermakna ketika diinterpretasikan melalui struktur kognitif ini. 

Dengan demikian, Kant menekankan perlunya kombinasi antara 

akal rasional dan pengalaman empiris dalam membangun 

pengetahuan. 

Kesimpulan Pemikiran lahir, yang berkaitan erat dengan 

empirisme, menekankan pentingnya pengalaman langsung 

dalam pembentukan pengetahuan dan pengembangan 

intelektual manusia. Melalui pengamatan, eksperimen, dan 

keterlibatan aktif dengan dunia fisik, manusia dapat membangun 

pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas. Dalam 

konteks pendidikan, pemikiran lahir diterapkan melalui 

pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman yang mendorong 

peserta didik untuk terlibat langsung dengan materi 

pembelajaran dan mengeksplorasi dunia di sekitar mereka. 

Namun, seperti yang dikritik oleh Kant, pentingnya pengalaman 

indrawi harus dilengkapi dengan kapasitas rasional manusia 

untuk memahami dan menginterpretasikan dunia secara lebih 

mendalam. 

3. Pemikiran Logika: Fondasi Rasional dalam Analisis dan 

Pendidikan 

Pemikiran logika merupakan salah satu aspek fundamental 

dari pemikiran manusia, yang berfokus pada penggunaan nalar 

dan analisis sistematis untuk memecahkan masalah dan 
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mencapai kesimpulan yang valid. Logika, sebagai disiplin 

filsafat, berfungsi untuk mengarahkan proses berpikir manusia 

dengan prinsip-prinsip deduktif dan induktif, serta membantu 

manusia dalam mengorganisir informasi, mengevaluasi 

argumen, dan membuat keputusan berdasarkan bukti yang kuat. 

Dalam konteks ini, logika tidak hanya sekadar aturan formal 

tentang bagaimana cara berpikir, tetapi juga merupakan alat 

yang memungkinkan manusia untuk mengatasi kompleksitas 

dunia dengan cara yang rasional dan koheren. 

René Descartes adalah salah satu tokoh utama yang 

memberikan sumbangsih penting dalam perkembangan 

pemikiran logika melalui metode skeptisnya. Dalam Meditations 

on First Philosophy (1641), Descartes mengemukakan konsep 

"keraguan metodis" (methodological doubt), yaitu metode di 

mana seseorang harus meragukan semua hal yang tidak dapat 

dijamin secara pasti melalui rasio. Descartes percaya bahwa 

hanya melalui proses meragukan segala sesuatu dan 

menganalisis bukti secara mendalam, manusia dapat mencapai 

kebenaran yang jelas dan pasti. Semboyannya yang terkenal, 

cogito ergo sum ("Aku berpikir, maka aku ada"), menjadi dasar 

pemikirannya bahwa pemikiran rasional adalah inti dari 

keberadaan manusia dan kebenaran harus diuji melalui logika 

dan akal budi. 

Pemikiran logika, terutama yang dikembangkan oleh 

Descartes, sangat relevan dalam pendidikan modern, terutama 

dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis. 

Pendidikan logika membantu peserta didik untuk memahami 

cara berpikir yang terstruktur, koheren, dan konsisten, serta 



 

320 
 

 

melatih mereka untuk mengevaluasi klaim dan argumen dengan 

cara yang objektif dan sistematis. Dalam pendidikan sains dan 

teknologi, misalnya, pemikiran logika menjadi dasar untuk 

menguji hipotesis, menganalisis data, dan merumuskan 

kesimpulan berdasarkan bukti empiris. Proses ini melibatkan 

logika deduktif dan induktif, di mana peserta didik diharapkan 

mampu menilai validitas suatu argumen atau proposisi 

berdasarkan prinsip-prinsip logika formal. 

Logika Deduktif dan Induktif adalah dua pendekatan utama 

dalam pemikiran logika. Logika deduktif bergerak dari premis 

yang lebih umum ke kesimpulan yang lebih spesifik. Jika premis-

premis yang diajukan benar, maka kesimpulan yang diambil 

melalui deduksi juga akan benar. Sebagai contoh, dalam 

silogisme klasik: "Semua manusia fana; Socrates adalah 

manusia; maka, Socrates fana," kesimpulan logis diambil dari 

dua premis umum dan spesifik. Di sisi lain, logika induktif 

bergerak dari pengamatan-pengamatan spesifik menuju 

kesimpulan umum. Dalam pendekatan ini, meskipun 

kesimpulan yang dicapai tidak selalu pasti, mereka memberikan 

dasar yang kuat berdasarkan bukti empiris yang dapat 

diandalkan. Induksi sering digunakan dalam metode ilmiah, di 

mana pengamatan spesifik dapat menghasilkan generalisasi atau 

teori. 

Pentingnya pemikiran logika dalam pendidikan juga terlihat 

dalam pengembangan berpikir kritis. Berpikir kritis melibatkan 

penggunaan logika untuk menganalisis informasi, menilai klaim, 

dan menentukan validitas argumen. John Dewey, seorang filsuf 

pendidikan, dalam How We Think (1910), menekankan bahwa 
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pendidikan harus melibatkan proses berpikir reflektif dan logis 

untuk menghadapi masalah yang kompleks dengan cara yang 

rasional. Menurut Dewey, tujuan pendidikan adalah melatih 

peserta didik untuk menggunakan logika dalam memecahkan 

masalah kehidupan nyata, di mana mereka mampu menganalisis 

situasi, mengidentifikasi solusi, dan mengevaluasi implikasi dari 

tindakan yang mereka pilih. 

Selain itu, Ludwig Wittgenstein, seorang filsuf analitik abad 

ke-20, juga memberikan kontribusi penting terhadap 

pemahaman tentang hubungan antara logika dan bahasa. Dalam 

karyanya Tractatus Logico-Philosophicus (1921), Wittgenstein 

berpendapat bahwa banyak masalah filosofis dan bahkan 

masalah sosial yang muncul karena kebingungan dalam 

penggunaan bahasa. Menurutnya, logika adalah alat yang 

digunakan untuk mengklarifikasi makna bahasa, yang pada 

akhirnya membantu manusia berpikir dengan cara yang lebih 

jelas dan sistematis. Dalam konteks pendidikan, pandangan 

Wittgenstein menekankan pentingnya logika sebagai alat untuk 

memperjelas komunikasi dan menghindari kesalahpahaman 

yang dapat muncul dari ambiguitas bahasa. 

Implikasi Pemikiran Logika dalam Pendidikan Modern 

Pendidikan logika tidak hanya terbatas pada pelajaran formal 

seperti matematika atau filsafat, tetapi juga diterapkan dalam 

berbagai bidang ilmu lain, termasuk sains, teknologi, hukum, dan 

humaniora. Dalam pendidikan STEM (Science, Technology, 

Engineering, and Mathematics), misalnya, logika deduktif dan 

induktif digunakan dalam metode ilmiah untuk menguji teori 

dan melakukan eksperimen. Para peserta didik diajarkan untuk 
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menggunakan logika formal dalam mengidentifikasi masalah, 

membuat hipotesis, mengumpulkan bukti, dan menarik 

kesimpulan berdasarkan data yang tersedia. 

Dalam pendidikan hukum, logika berperan penting dalam 

analisis kasus dan penyusunan argumen hukum. Pengacara dan 

hakim harus mampu mengevaluasi bukti dan argumen 

berdasarkan prinsip-prinsip logika formal dan aturan-aturan 

deduktif untuk mencapai keputusan yang adil dan konsisten. 

Selain itu, dalam bidang humaniora, keterampilan berpikir logis 

digunakan untuk mengevaluasi argumentasi filosofis, literatur, 

dan karya seni secara kritis dan reflektif. 

Namun, logika tidak hanya memiliki nilai praktis dalam 

memecahkan masalah akademis atau profesional, tetapi juga 

berperan penting dalam pengambilan keputusan etis dan moral. 

Menurut Immanuel Kant, dalam Critique of Practical Reason 

(1788), manusia harus menggunakan rasio untuk membuat 

keputusan moral berdasarkan prinsip-prinsip universal yang 

dapat diterima oleh akal rasional. Logika moral membantu 

individu untuk mengevaluasi tindakan mereka dengan cara yang 

objektif dan rasional, sehingga mereka dapat bertindak dengan 

integritas moral yang kuat. 

Pemikiran logika, sebagai aspek rasional dari pikiran 

manusia, memberikan fondasi penting bagi pengembangan 

keterampilan berpikir kritis dan analitis dalam pendidikan. Dari 

pandangan Descartes tentang keraguan metodis hingga 

penggunaan logika dalam berbagai disiplin ilmu modern, 

pemikiran logika memainkan peran sentral dalam membentuk 

cara manusia berpikir, belajar, dan membuat keputusan. Dalam 
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konteks pendidikan, pemikiran logika membantu peserta didik 

untuk mengevaluasi informasi secara rasional, mengembangkan 

keterampilan analitis, dan memecahkan masalah dengan cara 

yang efektif dan koheren. Dengan demikian, pendidikan logika 

tidak hanya membekali peserta didik dengan kemampuan 

intelektual, tetapi juga membantu mereka menjadi individu yang 

mampu membuat keputusan yang etis dan bijaksana dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4. Pemikiran Lateral: Mendorong Kreativitas dan Inovasi 

dalam Pendidikan 

Pemikiran lateral, yang pertama kali dipopulerkan oleh 

Edward de Bono dalam bukunya Lateral Thinking (1970), 

merujuk pada pendekatan berpikir yang berfokus pada 

menemukan solusi kreatif dan inovatif terhadap masalah dengan 

cara-cara yang tidak konvensional. Berbeda dengan pemikiran 

vertikal atau logis yang mengikuti jalur linear dan sistematis, 

pemikiran lateral melibatkan lompatan ide, penggabungan 

perspektif berbeda, dan keterbukaan terhadap kemungkinan-

kemungkinan baru yang di luar batas-batas berpikir tradisional. 

Pemikiran lateral adalah kemampuan untuk melihat masalah 

dari sudut pandang yang baru, sehingga dapat menghasilkan 

solusi orisinal yang mungkin tidak muncul dari pemikiran logika 

tradisional. 

Prinsip-Prinsip Pemikiran Lateral Salah satu prinsip utama 

dalam pemikiran lateral adalah mengganggu pola berpikir biasa. 

Edward de Bono berpendapat bahwa banyak dari pola pikir kita 

terbentuk dari kebiasaan atau pengalaman sebelumnya yang 

cenderung membatasi kreativitas. Pemikiran lateral berusaha 
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melawan kecenderungan alami otak untuk mengikuti jalur 

pemikiran yang sudah dikenalnya, dan sebaliknya, mendorong 

individu untuk mematahkan pola-pola mental tersebut guna 

menciptakan solusi baru. Dalam buku Lateral Thinking, de Bono 

memberikan berbagai teknik untuk memfasilitasi pemikiran 

lateral, seperti teknik provokasi, di mana seseorang diminta 

untuk sengaja mempertanyakan asumsi dasar dari suatu masalah 

dan membayangkan skenario yang tidak mungkin untuk 

membuka perspektif baru. 

Prinsip lain dari pemikiran lateral adalah divergensiasi ide. 

Pemikiran lateral mendorong individu untuk menghasilkan 

berbagai ide dan kemungkinan tanpa terlalu cepat menilai atau 

mengevaluasi ide-ide tersebut. Dalam proses ini, semua gagasan 

dianggap valid pada tahap awal eksplorasi, bahkan ide-ide yang 

tampak tidak masuk akal sekalipun, karena ide-ide tersebut 

sering kali dapat memicu kreativitas lebih lanjut. Hanya setelah 

berbagai kemungkinan diidentifikasi, pemikiran vertikal atau 

logis dapat digunakan untuk menyaring dan menguji ide-ide 

tersebut. 

Peran Pemikiran Lateral dalam Pendidikan Dalam konteks 

pendidikan, pemikiran lateral memiliki peran penting dalam 

mengembangkan kreativitas dan inovasi di kalangan peserta 

didik. Di dunia yang semakin kompleks dan berubah dengan 

cepat, pendidikan yang hanya berfokus pada hafalan dan 

pengulangan fakta-fakta tidak lagi cukup untuk mempersiapkan 

peserta didik menghadapi tantangan masa depan. Pemikiran 

lateral memungkinkan peserta didik untuk belajar beradaptasi 
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dengan situasi baru dan berinovasi dalam menghadapi masalah 

yang belum pernah mereka temui sebelumnya. 

Edward de Bono menekankan bahwa pemikiran lateral 

sangat relevan dalam pendidikan modern karena melatih peserta 

didik untuk tidak hanya fokus pada cara-cara tradisional dalam 

menyelesaikan masalah, tetapi juga untuk mengeksplorasi 

pendekatan-pendekatan baru. Dengan demikian, peserta didik 

diajarkan untuk lebih fleksibel dalam berpikir, terbuka terhadap 

ide-ide yang tidak biasa, dan mampu melihat masalah dari 

berbagai sudut pandang. 

Penerapan pemikiran lateral dalam pendidikan dapat 

dilakukan melalui berbagai metode dan pendekatan, seperti 

pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) dan 

pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning). Kedua 

metode ini mendorong peserta didik untuk bekerja secara 

kolaboratif, mengeksplorasi berbagai solusi untuk masalah 

nyata, dan merancang inovasi yang melibatkan proses kreatif. 

Sebagai contoh, dalam pembelajaran berbasis proyek, peserta 

didik mungkin diminta untuk menemukan solusi inovatif untuk 

masalah lingkungan di komunitas mereka. Dalam proses ini, 

mereka akan didorong untuk berpikir di luar solusi-solusi 

konvensional dan mengeksplorasi pendekatan yang belum 

pernah dicoba sebelumnya. 

Pemikiran Lateral dan Dunia Kerja Selain dalam 

pendidikan formal, pemikiran lateral juga memiliki aplikasi yang 

sangat penting dalam dunia kerja, terutama di era industri 4.0 

yang ditandai oleh teknologi yang berubah dengan cepat dan 

kebutuhan untuk inovasi yang terus-menerus. Pemikiran lateral 
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memberikan keterampilan yang diperlukan bagi individu untuk 

menjadi inovator dalam bidang apa pun yang mereka pilih. Di 

dunia bisnis, misalnya, kemampuan untuk berpikir secara lateral 

dapat membantu perusahaan menciptakan produk atau layanan 

baru yang unik dan lebih kompetitif di pasar. Dalam dunia 

teknologi, pemikiran lateral mendorong inovator untuk 

memecahkan masalah teknis yang kompleks dengan pendekatan 

yang tidak terduga. 

Edward de Bono berargumen bahwa perusahaan dan 

organisasi yang mendorong pemikiran lateral akan lebih mampu 

berinovasi dan bertahan dalam lingkungan yang kompetitif, 

dibandingkan dengan organisasi yang hanya mengandalkan 

pemikiran linear dan tradisional. Pemikiran lateral membantu 

menciptakan inovasi disruptif, di mana solusi baru sering kali 

menantang norma-norma industri yang ada dan menciptakan 

perubahan besar dalam cara produk atau layanan dihasilkan dan 

dikonsumsi. Contoh klasik dari inovasi disruptif yang dipicu oleh 

pemikiran lateral adalah revolusi digital, yang mengubah secara 

mendasar cara industri media, musik, dan ritel beroperasi 

melalui solusi teknologi baru yang mengganggu model bisnis 

tradisional. 

Kritik terhadap Pemikiran Lateral Meskipun pemikiran 

lateral banyak dipuji karena kemampuannya untuk mendorong 

kreativitas dan inovasi, pendekatan ini juga tidak terlepas dari 

kritik. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pemikiran lateral, 

meskipun penting dalam tahap eksplorasi ide, tidak selalu 

menghasilkan solusi yang praktis atau dapat diterapkan secara 

langsung. Selain itu, tanpa pemikiran logis yang mendukung, 
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ide-ide yang dihasilkan melalui pemikiran lateral dapat menjadi 

terlalu abstrak atau sulit diwujudkan dalam kenyataan. Oleh 

karena itu, pemikiran lateral harus diimbangi dengan pemikiran 

logis dan analitis agar ide-ide kreatif dapat diterapkan secara 

efektif dalam memecahkan masalah nyata. 

Dalam konteks pendidikan, penting untuk 

menyeimbangkan antara pemikiran lateral dan keterampilan 

berpikir kritis yang lebih sistematis. Peserta didik yang diajarkan 

pemikiran lateral tanpa fondasi pemikiran logis yang kuat 

mungkin akan kesulitan dalam mengevaluasi ide-ide mereka dan 

membedakan antara solusi yang inovatif dan solusi yang tidak 

realistis. Karena itu, pendekatan pendidikan yang baik harus 

mengintegrasikan pemikiran lateral dan logis, memungkinkan 

peserta didik untuk berpikir kreatif sekaligus mempertahankan 

ketepatan analisis. 

Pemikiran lateral adalah elemen kunci dalam 

pengembangan kreativitas dan inovasi, baik dalam pendidikan 

maupun di dunia kerja. Dengan mendorong individu untuk 

berpikir di luar batas-batas tradisional, pemikiran lateral 

membuka peluang bagi penemuan solusi baru yang orisinal dan 

tidak konvensional. Dalam pendidikan, penerapan pemikiran 

lateral melalui metode pembelajaran berbasis proyek dan 

masalah membantu mempersiapkan peserta didik untuk 

menghadapi tantangan masa depan yang kompleks dan dinamis. 

Namun, pemikiran lateral harus didukung oleh keterampilan 

berpikir logis dan analitis agar solusi yang dihasilkan dapat 

diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, penggabungan antara 

pemikiran lateral dan pemikiran kritis adalah kunci untuk 
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menciptakan individu yang kreatif dan adaptif dalam dunia yang 

terus berkembang. 

Model pemikiran saintifik mengenai manusia seutuhnya 

mencakup empat aspek utama: pemikiran luhur, pemikiran lahir, 

pemikiran logika, dan pemikiran lateral. Masing-masing aspek 

ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif 

tentang bagaimana manusia berpikir, bertindak, dan berinteraksi 

dengan dunia. Pendidikan yang efektif harus mengintegrasikan 

semua dimensi ini untuk menciptakan individu yang tidak hanya 

cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran moral 

yang tinggi, kemampuan untuk berpikir secara rasional, dan 

kreativitas untuk berinovasi. 

F. Satuan Pendidikan sebagai Sistem Pendukung 

Perwujudan Filsafat Pendidikan 

1. Satuan Pendidikan sebagai Sistem Pendukung Filsafat 

Pendidikan: Analisis Konseptual 

Satuan pendidikan memiliki peran yang esensial sebagai 

sistem pendukung utama dalam penerapan filsafat pendidikan. 

Satuan pendidikan, seperti sekolah, universitas, dan lembaga 

nonformal, menjadi institusi konkret di mana kebijakan, metode 

pengajaran, dan tujuan pendidikan yang bersumber dari berbagai 

aliran filsafat diterapkan secara langsung. Setiap filsafat 

pendidikan memiliki pendekatan yang berbeda mengenai 

bagaimana pendidikan harus dijalankan, dan satuan pendidikan 

berfungsi untuk mewujudkan pendekatan-pendekatan ini dalam 

praktik sehari-hari. Melalui kurikulum, metode pengajaran, 

lingkungan belajar, dan sistem evaluasi, satuan pendidikan tidak 
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hanya mengajarkan pengetahuan akademis tetapi juga 

menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual. 

2. Kurikulum sebagai Cerminan Nilai-Nilai Filosofis 

Kurikulum merupakan salah satu aspek terpenting dari 

satuan pendidikan yang menjadi alat utama dalam mewujudkan 

nilai-nilai yang diusung oleh filsafat pendidikan. Filsafat 

pendidikan, seperti Pancasila di Indonesia, menekankan 

pentingnya membentuk manusia yang tidak hanya unggul secara 

intelektual, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan kebangsaan 

yang kuat. Dalam konteks ini, kurikulum disusun untuk 

mengintegrasikan pengetahuan akademis dengan nilai-nilai 

kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan. Kurikulum 

Pancasila bertujuan untuk menciptakan warga negara yang 

berkarakter kuat, yang mampu berkontribusi secara positif 

terhadap masyarakat dan negara (Kaelan, 2010). 

Sebaliknya, dalam filsafat pragmatisme yang diusung oleh 

John Dewey, kurikulum dirancang untuk relevan dengan 

kehidupan nyata peserta didik. Dewey berargumen bahwa 

pendidikan harus menekankan pengembangan keterampilan 

yang bermanfaat secara praktis, baik untuk individu maupun 

masyarakat. Kurikulum dalam pendidikan pragmatis 

menekankan pada pengajaran berbasis proyek dan pembelajaran 

kontekstual, di mana peserta didik aktif dalam memecahkan 

masalah dunia nyata melalui pengalaman langsung (Dewey, 

1916). Kurikulum ini menekankan fleksibilitas, adaptabilitas, 

dan keterkaitan antara pengetahuan akademis dan kehidupan 

sehari-hari, yang memungkinkan peserta didik untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. 
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3. Metode Pengajaran sebagai Implementasi Filosofis 

Setiap filsafat pendidikan juga memengaruhi metode 

pengajaran yang diterapkan dalam satuan pendidikan. Filsafat 

idealisme, misalnya, menekankan pentingnya pendidikan moral 

dan intelektual yang bersifat filosofis. Dalam konteks ini, metode 

pengajaran lebih bersifat teoritis, di mana pendidik berperan 

sebagai figur otoritatif yang membantu peserta didik mencapai 

pemahaman yang mendalam tentang kebenaran universal, 

seperti keadilan dan kebijaksanaan. Guru mengajarkan dengan 

cara yang lebih banyak menggunakan refleksi, diskusi filosofis, 

dan pembelajaran berbasis teori (Ozmon & Craver, 2008). 

Sebaliknya, dalam pendidikan konstruktivisme, yang 

dipelopori oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky, metode 

pengajaran bersifat partisipatif dan interaktif. Peserta didik tidak 

hanya menerima informasi secara pasif, melainkan mereka 

membangun pengetahuan melalui interaksi sosial dan 

pengalaman langsung. Dalam konteks ini, guru berperan sebagai 

fasilitator yang membantu peserta didik mengembangkan 

pemahaman melalui eksplorasi dan eksperimen (Piaget, 1952; 

Vygotsky, 1978). Metode pengajaran yang selaras dengan filosofi 

konstruktivisme memungkinkan peserta didik untuk aktif dalam 

proses belajar, yang pada akhirnya memperkuat pemahaman 

mereka terhadap materi pelajaran. 

4. Lingkungan Belajar yang Mencerminkan Nilai-Nilai 

Filosofis 

Satuan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat 

belajar, tetapi juga sebagai lingkungan sosial yang mendukung 
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pengembangan moral dan nilai-nilai sosial peserta didik. Dalam 

pendidikan yang berlandaskan filsafat eksistensialisme, 

lingkungan belajar harus mendorong kebebasan individu dan 

memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengeksplorasi 

identitas dan nilai-nilai pribadi mereka. Jean-Paul Sartre 

menekankan pentingnya kebebasan dan tanggung jawab dalam 

pendidikan, di mana peserta didik diberi kebebasan untuk 

menentukan pilihan mereka sendiri dalam suasana yang 

mendukung kreativitas dan otonomi (Sartre, 1943). Dalam 

lingkungan seperti ini, peserta didik didorong untuk 

mengeksplorasi minat pribadi mereka tanpa merasa terbebani 

oleh norma-norma sosial yang membatasi. 

Sebaliknya, dalam pendidikan yang berbasis filsafat 

humanisme, lingkungan belajar dibentuk untuk mencerminkan 

empati, kepedulian, dan hubungan yang mendukung antara guru 

dan peserta didik. Carl Rogers menekankan bahwa pendidikan 

harus menciptakan suasana yang hangat dan suportif, di mana 

setiap peserta didik merasa dihargai dan didukung dalam proses 

belajar mereka (Rogers, 1961). Lingkungan yang humanistik ini 

bertujuan untuk menciptakan individu yang peka terhadap 

kebutuhan orang lain, sehingga interaksi di kelas menjadi sarana 

untuk menumbuhkan sikap empati dan kerja sama. 

5. Evaluasi dan Penilaian dalam Satuan Pendidikan 

Satuan pendidikan juga mencerminkan filsafat pendidikan 

melalui pendekatan dalam evaluasi dan penilaian. Dalam sistem 

pendidikan yang berorientasi pada filsafat esensialisme, evaluasi 

sering kali berbasis pada standar yang ditetapkan, dengan fokus 

pada penguasaan keterampilan dasar dan pengetahuan inti. Tes-
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tes formal digunakan untuk menilai sejauh mana peserta didik 

telah menguasai materi yang diajarkan, dan hasil evaluasi 

digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan dalam 

mencapai tujuan akademis yang jelas. 

Namun, dalam pendekatan yang lebih progresif dan 

berbasis pada filsafat pragmatisme, penilaian lebih bersifat 

formatif daripada sumatif. John Dewey berpendapat bahwa 

evaluasi harus menilai proses belajar itu sendiri, termasuk 

kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, bekerja sama, 

dan menerapkan pengetahuan dalam situasi praktis (Dewey, 

1938). Dalam pendekatan ini, penilaian berbasis proyek dan 

umpan balik formatif digunakan untuk membantu peserta didik 

berkembang secara holistik, bukan hanya untuk mengukur hasil 

akhir belajar mereka. 

Satuan pendidikan memegang peran kunci dalam 

perwujudan filsafat pendidikan. Melalui kurikulum, metode 

pengajaran, lingkungan belajar, dan evaluasi yang 

mencerminkan nilai-nilai filosofis, satuan pendidikan 

menciptakan ruang di mana peserta didik tidak hanya 

mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga karakter 

moral, sosial, dan spiritual. Penerapan filsafat pendidikan dalam 

satuan pendidikan memastikan bahwa setiap aspek dari proses 

belajar mengajar mendukung perkembangan peserta didik 

menjadi individu yang seimbang, bertanggung jawab, dan 

mampu berkontribusi secara positif kepada masyarakat. 
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BAB IX 

IMPLIKASI ETIS DALAM FILSAFAT 

PENDIDIKAN 

 

A. Peran Guru sebagai Figur Moral: Sebuah Kajian 

Mendalam 

Guru memiliki peran yang sangat vital dalam pendidikan, 

tidak hanya sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai 

figur moral yang harus memberikan teladan bagi peserta didik. 

Peran guru sebagai figur moral mencakup tanggung jawab untuk 

menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang mendasari 

perilaku baik dan karakter yang kokoh. Guru tidak hanya 

mendidik peserta didik dalam aspek intelektual, tetapi juga 

membimbing mereka dalam mengembangkan kejujuran, 

keadilan, empati, tanggung jawab, serta nilai-nilai kebajikan 

lainnya. Dalam pandangan ini, guru berperan sebagai penjaga 

moralitas yang memengaruhi tidak hanya peserta didik, tetapi 

juga tatanan sosial yang lebih luas. Pendidikan menjadi tidak 

sekadar proses transfer pengetahuan, tetapi juga transformasi etis 

dan moral. 

1. Tanggung Jawab Etis Guru dalam Pendidikan 

Peran guru sebagai figur moral menempatkan mereka 

dalam posisi yang memerlukan tanggung jawab etis yang sangat 

besar. Nel Noddings (2013) dalam konsep pedagogi peduli (caring 

pedagogy) menekankan bahwa guru harus menunjukkan 

perhatian dan rasa hormat yang tulus kepada peserta didik, tidak 

hanya dalam aspek akademis, tetapi juga dalam perkembangan 
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moral dan emosional mereka. Tanggung jawab etis ini menuntut 

guru untuk tidak hanya mengajarkan norma-norma moral secara 

teoretis, tetapi juga mencontohkan perilaku yang sesuai dengan 

nilai-nilai tersebut. Guru harus berperilaku sesuai dengan standar 

moral yang mereka ajarkan, menjadi teladan bagi peserta didik 

dalam berbagai aspek kehidupan mereka. 

Lingkungan kelas yang diciptakan guru juga 

mencerminkan tanggung jawab etis ini. Guru harus menciptakan 

suasana belajar yang aman, inklusif, dan mendukung 

pertumbuhan karakter. Peserta didik harus merasa dihargai dan 

didorong untuk mengembangkan moralitas dan integritas 

pribadi. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menekankan 

pentingnya konsep "Ing ngarso sung tulodo", yang 

mengharuskan guru menjadi teladan di depan, memberikan 

contoh langsung melalui tindakan dan perilaku mereka 

(Dewantara, 1977). Dengan cara ini, guru bukan hanya berperan 

sebagai pengajar, tetapi juga sebagai figur moral yang 

membentuk karakter peserta didik melalui contoh nyata. 

2. Guru sebagai Pembimbing Moral dan Pembentuk 

Karakter 

Selain berperan sebagai teladan, guru juga bertindak 

sebagai pembimbing moral yang membantu peserta didik 

mengembangkan kapasitas untuk membuat keputusan yang etis. 

Dalam pandangan Immanuel Kant, pendidikan seharusnya 

membimbing individu untuk bertindak berdasarkan prinsip-

prinsip moral yang rasional dan universal, seperti keadilan dan 

kebebasan (Kant, 1998). Guru harus membantu peserta didik 

memahami konsep moral dan bagaimana menerapkannya dalam 
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kehidupan sehari-hari, memastikan bahwa peserta didik tidak 

hanya memahami nilai-nilai tersebut secara teoretis, tetapi juga 

mampu menginternalisasinya dalam perilaku mereka. 

Guru dapat menyediakan ruang bagi diskusi etika di kelas, 

di mana peserta didik dapat belajar untuk berpikir kritis tentang 

berbagai keputusan moral yang mereka hadapi. Diskusi 

semacam ini memungkinkan peserta didik untuk 

mempertimbangkan berbagai perspektif, menimbang 

konsekuensi moral dari tindakan mereka, dan mengembangkan 

empati terhadap orang lain. Lawrence Kohlberg juga 

mengemukakan bahwa melalui pendidikan moral yang tepat, 

individu dapat mencapai tingkat perkembangan moral yang lebih 

tinggi, di mana mereka tidak hanya mengikuti aturan sosial, 

tetapi juga bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral yang 

lebih mendalam (Kohlberg, 1981). Dalam konteks ini, guru 

memainkan peran kunci dalam membantu peserta didik 

membentuk karakter moral yang kokoh. 

3. Guru sebagai Agen Perubahan Sosial 

Peran guru sebagai figur moral tidak terbatas pada 

pengajaran di dalam kelas, tetapi juga meluas ke peran mereka 

sebagai agen perubahan sosial. Paulo Freire, dalam Pedagogy of 

the Oppressed (2000), berpendapat bahwa pendidikan harus 

berperan dalam membebaskan individu dari struktur sosial yang 

menindas dan membantu mereka mengembangkan kesadaran 

kritis (conscientization) tentang ketidakadilan yang ada di sekitar 

mereka. Dalam pandangan ini, guru tidak hanya mendidik 

individu, tetapi juga membekali mereka dengan kesadaran sosial 
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dan moral yang kritis, sehingga mereka dapat berperan dalam 

menciptakan masyarakat yang lebih adil dan bermoral. 

Sebagai agen perubahan sosial, guru memiliki tanggung 

jawab moral untuk mengajar peserta didik tentang pentingnya 

memperjuangkan keadilan sosial dan menghormati hak-hak 

asasi manusia. Guru harus mendorong peserta didik untuk 

menjadi individu yang aktif dalam memperjuangkan nilai-nilai 

moral yang mereka pelajari, baik dalam konteks pribadi maupun 

sosial. Pendidikan moral dalam konteks ini bukan hanya tentang 

pembentukan individu yang baik, tetapi juga pembentukan 

warga negara yang bertanggung jawab, yang siap untuk 

berkontribusi pada perbaikan masyarakat. Guru, sebagai figur 

moral, harus memfasilitasi proses ini dengan menunjukkan 

komitmen mereka sendiri terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan 

etika. 

Peran guru sebagai figur moral sangat penting dalam 

pendidikan. Guru tidak hanya bertanggung jawab untuk 

memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga untuk 

menanamkan nilai-nilai moral yang membentuk karakter peserta 

didik. Sebagai teladan, pembimbing moral, dan agen perubahan 

sosial, guru memainkan peran krusial dalam membentuk 

generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga 

berintegritas moral dan sosial. Pendidikan yang efektif harus 

mencakup komitmen terhadap pengembangan moral, dan guru 

adalah pilar utama dalam mewujudkan komitmen tersebut. 

Melalui tanggung jawab moral ini, guru memberikan kontribusi 

yang sangat signifikan dalam membentuk individu dan 

masyarakat yang beradab dan beretika. 
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B. Etika Penilaian dalam Pendidikan 

1. Rasionalisasi 

Etika penilaian dalam pendidikan tidak hanya berkaitan 

dengan pemberian nilai semata, tetapi juga dengan cara penilaian 

tersebut dilakukan dan dampaknya terhadap perkembangan 

peserta didik. Etika dalam proses penilaian mencakup tanggung 

jawab moral pendidik dalam memastikan bahwa setiap peserta 

didik dievaluasi secara adil, tanpa bias, dan dengan 

mempertimbangkan perkembangan intelektual serta emosional 

mereka. Aristoteles dalam Nicomachean Ethics menekankan 

pentingnya "keadilan sebagai kebajikan" dalam interaksi 

manusia, termasuk dalam konteks pendidikan. Penilaian yang 

etis mencerminkan integritas profesional pendidik dan 

merupakan cerminan dari upaya kolektif untuk membentuk 

individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga 

memiliki karakter yang kuat. 

2. Prinsip-Prinsip Etika Penilaian dalam Pendidikan 

2.1. Keadilan dan Kesetaraan  

Keadilan dalam penilaian berarti memberikan kesempatan 

yang setara kepada setiap peserta didik untuk menunjukkan 

potensi terbaik mereka. John Rawls dalam A Theory of 

Justice (1971) menguraikan bahwa prinsip keadilan harus 

mendasari setiap institusi, termasuk pendidikan. Dalam 

konteks ini, penilaian harus dilakukan tanpa diskriminasi 

berdasarkan latar belakang sosial, budaya, atau ekonomi. 

Pendidik harus memastikan bahwa standar evaluasi 

diterapkan secara konsisten, tanpa memihak peserta didik 
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tertentu. Ketidakadilan dalam penilaian dapat 

menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem 

pendidikan dan merusak tujuan utama dari pendidikan itu 

sendiri, yaitu memberikan kesempatan yang setara bagi 

setiap individu untuk berkembang. 

2.2. Transparansi dan Kejelasan  

Penilaian yang transparan dan jelas penting untuk menjaga 

kepercayaan peserta didik terhadap sistem evaluasi. 

Stiggins (2005) menunjukkan bahwa transparansi dalam 

penilaian membantu peserta didik memahami tujuan dan 

harapan yang diukur dalam proses pembelajaran. Kriteria 

dan metode evaluasi harus dikomunikasikan dengan jelas 

sejak awal proses pembelajaran. Hal ini memungkinkan 

peserta didik untuk mengetahui standar yang digunakan 

dalam evaluasi dan bagaimana mereka dapat 

meningkatkan kinerja akademis mereka. Transparansi juga 

membantu meminimalkan kecemasan terkait penilaian dan 

menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. 

2.3. Kerahasiaan dan Privasi  

Menjaga kerahasiaan hasil penilaian merupakan aspek 

penting dalam etika penilaian. Nel Noddings (2013) 

menekankan pentingnya menghormati privasi peserta didik 

sebagai bagian dari tanggung jawab moral pendidik. Hasil 

penilaian adalah data pribadi yang tidak boleh 

disebarluaskan tanpa persetujuan. Pendidik harus 

memastikan bahwa hasil penilaian digunakan untuk tujuan 

pengembangan peserta didik dan tidak digunakan untuk 
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mempermalukan atau menurunkan harga diri mereka. 

Pelanggaran terhadap privasi peserta didik tidak hanya 

merusak kepercayaan mereka, tetapi juga menciptakan 

ketidaknyamanan emosional yang dapat berdampak 

negatif pada proses pembelajaran. 

2.4. Umpan Balik yang Membangun  

Penilaian yang etis tidak hanya memberikan nilai, tetapi 

juga mencakup pemberian umpan balik yang membantu 

peserta didik memperbaiki diri. Black and Wiliam (1998) 

menekankan pentingnya umpan balik formatif yang 

spesifik dan konstruktif untuk mendukung pembelajaran. 

Umpan balik yang diberikan harus fokus pada cara peserta 

didik dapat meningkatkan keterampilan dan pemahaman 

mereka, bukan sekadar mengkritik kelemahan. Hal ini 

membantu peserta didik mengembangkan keterampilan 

metakognitif untuk mengevaluasi kinerja mereka sendiri 

dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka. 

2.5. Objektivitas dan Penghindaran Bias  

Objektivitas dalam penilaian adalah prinsip yang sangat 

penting untuk menjaga integritas sistem pendidikan. 

Popham (2000) menyatakan bahwa penilaian yang bias, 

baik karena preferensi pribadi atau stereotip, akan 

menghasilkan ketidakadilan yang serius. Bias ini bisa 

disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk preferensi 

terhadap peserta didik tertentu atau asumsi berdasarkan 

latar belakang mereka. Penggunaan rubrik penilaian yang 

konsisten dan standar evaluasi yang terukur dapat 
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membantu menghindari bias subjektif dalam penilaian. 

Dengan demikian, penilaian menjadi alat yang adil untuk 

mengevaluasi kemampuan dan pencapaian peserta didik. 

3. Tantangan dalam Penerapan Etika Penilaian 

Walaupun prinsip-prinsip etika dalam penilaian sudah 

jelas, pelaksanaannya sering kali dihadapkan pada berbagai 

tantangan. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah 

tekanan eksternal, seperti standar tes nasional dan evaluasi 

kinerja guru yang didasarkan pada hasil tes peserta didik. Kohn 

(1999) mengkritik bahwa pendekatan yang berorientasi pada 

angka dan kompetisi sering kali mengurangi fokus pada 

pembelajaran sejati. Pendidik terkadang merasa terdorong untuk 

memanipulasi hasil penilaian demi memenuhi target atau 

mendapatkan pengakuan yang lebih tinggi. Hal ini merusak 

prinsip keadilan dan objektivitas dalam penilaian. 

Selain itu, perbedaan akses peserta didik terhadap sumber 

daya pendidikan juga menjadi tantangan besar dalam penerapan 

etika penilaian. Sebagian peserta didik mungkin tidak memiliki 

akses yang memadai terhadap teknologi atau bimbingan 

tambahan, yang dapat memengaruhi hasil penilaian mereka. 

Dalam hal ini, Sadler (1989) menyarankan pendekatan yang 

lebih inklusif dan berkeadilan, di mana pendidik harus 

menyesuaikan metode penilaian agar relevan dengan kondisi dan 

kebutuhan individu peserta didik. 

4. Implikasi Etika Penilaian dalam Pendidikan 

Etika penilaian memiliki implikasi yang luas dalam 

pembentukan sistem pendidikan yang adil dan efektif. Penilaian 
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yang etis dapat meningkatkan kepercayaan peserta didik 

terhadap sistem pendidikan dan mendorong mereka untuk 

belajar dengan motivasi intrinsik. Sebaliknya, penilaian yang 

tidak etis akan merusak hubungan antara pendidik dan peserta 

didik, serta menciptakan lingkungan yang penuh kecemasan dan 

ketidakpercayaan. 

Penilaian juga memiliki dampak jangka panjang terhadap 

pembentukan karakter peserta didik. Ketika penilaian dilakukan 

dengan adil dan etis, peserta didik akan belajar untuk 

bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri dan 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta reflektif. Etika 

penilaian yang kuat juga membangun integritas profesional 

pendidik, yang akan meningkatkan kualitas pendidikan secara 

keseluruhan. 

Etika penilaian dalam pendidikan adalah fondasi penting 

untuk memastikan bahwa proses evaluasi mendukung 

perkembangan peserta didik baik secara akademis maupun 

moral. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, 

kerahasiaan, umpan balik yang membangun, dan objektivitas 

harus menjadi pedoman utama bagi setiap pendidik dalam 

melakukan penilaian. Dalam praktiknya, penerapan etika 

penilaian sering kali menghadapi tantangan, tetapi dengan 

komitmen terhadap prinsip-prinsip etika, pendidik dapat 

menciptakan sistem penilaian yang adil, inklusif, dan 

berintegritas. 
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C. Tantangan Etis dalam Pendidikan Multikultural: Sebuah 

Analisis Akademis yang Lebih Mendalam 

Pendidikan multikultural tidak hanya berfungsi untuk 

mengakui keberagaman, tetapi juga bertujuan menciptakan 

ruang di mana setiap peserta didik dapat merasa diakui, dihargai, 

dan diperlakukan secara adil. Namun, realisasi tujuan tersebut 

dihadapkan pada tantangan etis yang signifikan, terutama dalam 

konteks bagaimana sistem pendidikan beradaptasi terhadap 

keberagaman tanpa mereduksi nilai-nilai yang lebih universal 

atau memperkuat stereotip yang berbahaya. Tantangan-

tantangan ini menyentuh isu-isu mendasar seperti keadilan, 

kesetaraan, bias, dan dilema antara nilai-nilai universal dan 

relativisme budaya. 

1. Keadilan dan Kesetaraan dalam Pendidikan 

Multikultural: Melawan Ketidakadilan Sistemik 

Pendidikan multikultural dihadapkan pada masalah 

keadilan dan kesetaraan, yang menuntut adanya perubahan 

struktural dalam sistem pendidikan yang sering kali masih 

diskriminatif terhadap kelompok-kelompok minoritas. Banks 

(2009) dalam Multicultural Education: Issues and Perspectives 

menekankan pentingnya menghapus ketidakadilan sistemik yang 

terstruktur dalam kebijakan pendidikan, distribusi sumber daya, 

serta kesempatan belajar. Kelompok minoritas seringkali 

memiliki akses yang lebih terbatas terhadap guru berkualitas, 

sarana pendidikan, dan kurikulum yang relevan dengan latar 

belakang budaya mereka. 
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Dari perspektif etika, tantangan keadilan ini mengharuskan 

pendidik dan pembuat kebijakan untuk merancang sistem 

pendidikan yang inklusif dan memberikan akses yang adil 

kepada semua peserta didik. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya 

berarti memberikan perlakuan yang sama, tetapi juga 

memperhitungkan latar belakang peserta didik sehingga setiap 

individu memiliki kesempatan yang setara untuk berhasil. Rawls 

(1971) dalam A Theory of Justice menegaskan pentingnya 

distribusi sumber daya yang adil, terutama dalam institusi-

institusi publik seperti pendidikan, agar dapat menjembatani 

kesenjangan sosial dan memastikan setiap orang memiliki 

kesempatan yang sama untuk berkembang. 

2. Bias dan Stereotip dalam Pengajaran: Tantangan dalam 

Praktik Sehari-Hari 

Bias budaya yang tidak disadari dalam praktik sehari-hari 

di kelas seringkali menjadi hambatan besar dalam pendidikan 

multikultural. Nel Noddings (2013) menekankan bahwa 

pendidik harus menyadari adanya stereotip dan prasangka dalam 

proses pengajaran yang bisa memengaruhi harapan guru 

terhadap peserta didik dari latar belakang minoritas. Harapan 

yang rendah terhadap kelompok tertentu dapat mengakibatkan 

sikap diskriminatif yang, secara tidak langsung, membatasi 

potensi peserta didik. Penelitian oleh Gorski (2009) 

menunjukkan bahwa kurikulum yang kurang inklusif sering kali 

memperkuat stereotip dengan memberikan gambaran yang 

dangkal tentang budaya lain. 

Dari segi etika, guru memiliki tanggung jawab untuk 

memastikan bahwa materi pelajaran tidak hanya mengakui 
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keberagaman, tetapi juga mendalam dalam penggambaran dan 

analisis budaya. Materi yang dangkal dan tidak kritis terhadap 

perbedaan budaya dapat berpotensi memperkuat stereotip. 

Dalam hal ini, guru perlu mengembangkan metode pengajaran 

yang tidak hanya menambah informasi tentang berbagai budaya, 

tetapi juga mendorong peserta didik untuk memahami secara 

kritis nilai-nilai dan tradisi dari berbagai perspektif budaya yang 

berbeda. 

3. Relativisme Budaya dan Nilai-Nilai Universal: 

Menyeimbangkan Penghormatan dan Prinsip Moral 

Salah satu tantangan etis terbesar dalam pendidikan 

multikultural adalah menyeimbangkan penghormatan terhadap 

keunikan budaya peserta didik dengan nilai-nilai universal 

seperti hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan. Kymlicka 

(1995) dalam Multicultural Citizenship menyatakan bahwa 

beberapa nilai budaya mungkin bertentangan dengan prinsip-

prinsip moral yang dianggap universal, seperti diskriminasi 

gender atau praktik-praktik sosial yang mengabaikan hak-hak 

individu. 

Dari sudut pandang etika, dilema ini menuntut adanya 

pendekatan yang kritis terhadap relativisme budaya. Pendekatan 

ini tidak berarti mengabaikan nilai-nilai universal demi 

menghormati keunikan budaya, tetapi sebaliknya, 

mengintegrasikan nilai-nilai universal dengan cara yang sensitif 

terhadap konteks budaya tertentu. Guru berperan sebagai 

fasilitator yang membantu peserta didik memahami pentingnya 

hak asasi manusia dalam konteks keberagaman budaya, serta 
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bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dapat 

diterapkan dalam budaya yang berbeda. 

4. Pengajaran yang Inklusif: Merancang Kurikulum yang 

Responsif 

Tantangan etis lainnya adalah bagaimana merancang 

kurikulum yang inklusif tanpa meminggirkan kelompok-

kelompok budaya tertentu. Sleeter dan Grant (2007) dalam 

Making Choices for Multicultural Education menyebutkan 

pentingnya menciptakan kurikulum yang responsif terhadap 

keragaman budaya, di mana setiap kelompok dapat melihat 

dirinya diwakili secara adil. Kurikulum tradisional cenderung 

lebih mengutamakan budaya mayoritas dan sering kali 

mengabaikan kontribusi kelompok minoritas. 

Dalam perspektif etika, guru dan pendidik harus 

memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan tidak hanya 

berfokus pada narasi-narasi dominan, tetapi juga mencerminkan 

pengalaman, pengetahuan, dan perspektif kelompok minoritas. 

Kurikulum yang tidak inklusif dapat memperkuat perasaan 

marginalisasi di kalangan peserta didik minoritas dan berpotensi 

mengurangi rasa keterlibatan mereka dalam proses belajar. Oleh 

karena itu, penting untuk menciptakan kurikulum yang adaptif 

dan dinamis yang dapat merangkul keragaman budaya dalam 

ruang kelas. 

5. Guru sebagai Model Toleransi: Tantangan Praktis dalam 

Implementasi 

Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga 

sebagai model yang menunjukkan sikap toleransi dan 
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inklusivitas. Paulo Freire (2000) dalam Pedagogy of the Oppressed 

menyatakan bahwa pendidikan adalah proses pembebasan, di 

mana guru harus membantu peserta didik mengembangkan 

kesadaran kritis tentang ketidakadilan sosial dan mengajak 

mereka untuk terlibat dalam transformasi sosial. Dalam konteks 

ini, guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan 

lingkungan belajar yang inklusif, di mana perbedaan budaya 

dihargai dan peserta didik merasa diterima tanpa diskriminasi. 

Namun, guru sering kali menghadapi dilema etis ketika 

berhadapan dengan norma-norma budaya yang mungkin 

bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. 

Misalnya, beberapa norma budaya mungkin mengajarkan 

diskriminasi gender, yang bertentangan dengan prinsip 

kesetaraan gender yang diajarkan di ruang kelas. Guru harus 

bijaksana dalam menangani situasi seperti ini, di mana mereka 

harus menghormati latar belakang budaya peserta didik sambil 

tetap mempromosikan nilai-nilai yang adil dan inklusif. Ini 

menuntut sensitivitas budaya yang tinggi serta kemampuan 

untuk membangun dialog yang konstruktif antara nilai-nilai yang 

berbeda. 

Pendidikan multikultural merupakan alat penting untuk 

menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Namun, 

implementasinya menghadapi berbagai tantangan etis, termasuk 

masalah keadilan, bias, stereotip, dan bagaimana 

menyeimbangkan antara penghormatan terhadap budaya 

dengan nilai-nilai universal. Untuk menghadapi tantangan ini, 

pendidikan harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, 

kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 
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Selain itu, pendidik harus berperan aktif dalam merancang 

kurikulum yang inklusif, mendalam, dan dinamis, serta berfungsi 

sebagai model moral yang menunjukkan sikap toleransi dan 

empati dalam setiap aspek pengajaran. Dengan cara ini, 

pendidikan multikultural dapat berfungsi sebagai wahana untuk 

membentuk generasi yang lebih peka terhadap perbedaan budaya 

dan lebih berkomitmen pada prinsip-prinsip keadilan sosial. 

D.  Etika Pendidikan: Interaksi Guru dan Murid dalam 

Konteks Keragaman Budaya dan Individu 

Etika pendidikan berperan sentral dalam menentukan 

bagaimana guru berinteraksi dengan murid, khususnya dalam 

konteks menghormati keragaman budaya dan keunikan 

individu. Dalam pendidikan modern yang semakin multikultural 

dan beragam, guru dihadapkan pada tantangan etis untuk tidak 

hanya menyampaikan materi akademis, tetapi juga menghormati 

perbedaan latar belakang budaya, etnis, agama, dan preferensi 

pribadi peserta didik. Interaksi etis antara guru dan murid, yang 

didasarkan pada rasa hormat dan penghargaan terhadap 

martabat individu, menjadi fondasi penting dalam menciptakan 

lingkungan belajar yang inklusif dan adil. 

1. Etika Interaksi Guru-Murid 

Salah satu aspek utama dari etika pendidikan adalah 

bagaimana guru berinteraksi dengan murid, khususnya dalam 

hal keadilan dan penghargaan terhadap hak-hak murid. Nel 

Noddings (2013) dalam bukunya Caring: A Relational Approach to 

Ethics and Moral Education menekankan pentingnya pendekatan 

peduli dalam pendidikan, di mana guru harus berinteraksi 
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dengan murid dengan penuh perhatian dan penghormatan 

terhadap kebutuhan emosional serta perkembangan moral 

mereka. Interaksi yang etis mencakup sikap empati, keadilan 

dalam perlakuan, dan penghormatan terhadap suara serta 

perspektif murid. Guru yang menerapkan prinsip etika dalam 

interaksi mereka akan membantu murid merasa dihargai dan 

diterima, sehingga mendorong proses belajar yang lebih 

bermakna. 

Selain itu, etika interaksi juga menuntut bahwa guru harus 

bersikap adil dan tidak menunjukkan preferensi atau bias 

terhadap murid tertentu. John Dewey (1916) dalam Democracy 

and Education berpendapat bahwa pendidikan harus bersifat 

demokratis dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap 

murid. Hal ini berarti bahwa guru harus menghindari 

diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau 

budaya murid. Penekanan pada kesetaraan ini menjadi aspek 

kunci dalam memastikan bahwa setiap murid mendapatkan 

perhatian yang sama dalam proses pendidikan. 

2. Menghormati Keragaman Budaya dan Individu dalam 

Pendidikan 

Etika pendidikan juga mencakup penghormatan terhadap 

keragaman budaya dan individu. Dalam masyarakat yang 

multikultural, guru harus memiliki sensitivitas terhadap latar 

belakang budaya murid dan memastikan bahwa kurikulum serta 

metode pengajaran yang digunakan tidak memperkuat stereotip 

atau prasangka. Banks (2009) dalam Multicultural Education: Issues 

and Perspectives menekankan bahwa pendidikan harus merangkul 
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keragaman budaya sebagai kekayaan yang memperkaya proses 

belajar, bukan sebagai hambatan. Dalam konteks ini, guru harus 

berperan sebagai mediator yang memastikan bahwa budaya dan 

tradisi murid dihormati dan diintegrasikan dalam pengalaman 

belajar mereka. 

Namun, menghormati keragaman budaya tidak berarti 

meminggirkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, 

dan hak asasi manusia. Kymlicka (1995) dalam Multicultural 

Citizenship menekankan bahwa pendidikan harus mengajarkan 

murid untuk menghargai perbedaan budaya, tetapi juga harus 

mempertahankan prinsip-prinsip moral yang mendukung hak 

individu dan keadilan sosial. Dengan demikian, etika pendidikan 

berfungsi sebagai jembatan antara penghormatan terhadap 

keragaman budaya dan perlindungan terhadap nilai-nilai 

universal yang berlaku di seluruh dunia. 

Penghormatan terhadap individu juga mencakup 

pengakuan terhadap kebutuhan khusus atau kemampuan murid 

yang berbeda-beda. Guru memiliki tanggung jawab untuk 

memastikan bahwa metode pengajaran dan penilaian yang 

digunakan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan 

setiap murid, sehingga semua peserta didik memiliki kesempatan 

yang sama untuk berhasil. Tomlinson (2001) dalam How to 

Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms menekankan 

bahwa pendidikan yang etis harus responsif terhadap perbedaan 

individu, termasuk kemampuan kognitif, gaya belajar, dan 

kebutuhan khusus. Dalam hal ini, guru harus berusaha 

menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana setiap 
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murid dapat merasa diterima dan mampu berkembang sesuai 

potensi masing-masing. 

3. Tantangan Etis dalam Pendidikan Multikultural 

Dalam menghadapi keragaman budaya dan individu, guru 

sering kali dihadapkan pada dilema etis. Misalnya, bagaimana 

guru dapat menghormati praktik budaya tertentu tanpa 

mengabaikan nilai-nilai moral yang berlaku secara universal? 

Paulo Freire (2000) dalam Pedagogy of the Oppressed menekankan 

bahwa guru harus membantu murid mengembangkan kesadaran 

kritis tentang nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, sambil 

tetap menghormati identitas budaya mereka. Guru harus bijak 

dalam menghadapi perbedaan budaya dan tidak memaksakan 

pandangan atau nilai-nilai tertentu kepada murid, tetapi juga 

harus menjaga keseimbangan dengan mengajarkan prinsip-

prinsip dasar keadilan dan hak asasi manusia. 

Salah satu tantangan etis lainnya dalam pendidikan 

multikultural adalah bagaimana guru dapat memastikan bahwa 

semua murid merasa dihargai tanpa memperkuat stereotip 

budaya. Gorski (2009) menekankan bahwa pendidikan 

multikultural tidak hanya tentang penambahan informasi 

tentang berbagai budaya, tetapi juga tentang pembongkaran 

stereotip yang ada. Ini berarti bahwa guru harus berperan dalam 

menciptakan kurikulum yang tidak hanya menyoroti keragaman, 

tetapi juga menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang 

budaya dan sejarah murid, tanpa mempersempit pandangan 

mereka tentang dunia. 
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Etika pendidikan menuntut agar guru tidak hanya menjadi 

pengajar yang efektif dalam hal akademis, tetapi juga menjadi 

panutan moral yang dapat menghormati keragaman budaya dan 

keunikan individu. Dengan menciptakan lingkungan belajar 

yang inklusif, adil, dan menghormati martabat setiap murid, 

guru berperan penting dalam membentuk generasi yang lebih 

peka terhadap perbedaan dan lebih siap untuk hidup dalam 

masyarakat yang plural. Interaksi etis antara guru dan murid, 

yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan 

penghargaan terhadap keragaman, akan memastikan bahwa 

pendidikan berfungsi sebagai alat yang efektif dalam 

menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. 
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BAB X 

PENDIDIKAN DAN TEORI KRITIS 

 

A. Transformasi Struktural dalam Pendidikan: Perspektif 

Herbert Marcuse dan Antonio Gramsci 

Teori transformasi struktural dalam pendidikan menantang 

pendekatan tradisional yang cenderung memposisikan 

pendidikan sebagai alat reproduksi status quo, di mana sistem 

sosial dan ekonomi yang ada dipertahankan tanpa kritik. Filsafat 

pendidikan kritis, yang dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti 

Herbert Marcuse dan Antonio Gramsci, mendukung pendekatan 

yang lebih transformatif terhadap pendidikan. Mereka melihat 

pendidikan sebagai salah satu kunci untuk menciptakan 

masyarakat yang lebih adil dengan mengkritik struktur sosial 

yang menindas dan memberdayakan individu untuk mengubah 

tatanan tersebut. Teori ini memandang pendidikan bukan 

sekadar sebagai proses transmisi pengetahuan, melainkan 

sebagai alat emansipasi dan kesadaran kritis yang berfungsi 

untuk menciptakan perubahan sosial. 

1. Herbert Marcuse: Pendidikan sebagai Alat Pembebasan 

dan Represi Sosial 

Herbert Marcuse, seorang filsuf dari Mazhab Frankfurt, 

terkenal dengan gagasannya mengenai kritik terhadap 

masyarakat industri maju yang cenderung mengarahkan 

manusia pada konformitas dan represi. Dalam karyanya One-

Dimensional Man (1964), Marcuse berargumen bahwa 

masyarakat kapitalis modern menekan potensi kritis individu 
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dan menciptakan manusia satu dimensi yang terikat pada norma-

norma dan kepentingan kelas penguasa. Pendidikan, dalam 

pandangan Marcuse, sering kali menjadi alat yang digunakan 

untuk memperkuat struktur sosial yang ada dengan mendorong 

peserta didik untuk mematuhi sistem ekonomi dan politik yang 

dominan, alih-alih mempertanyakan dan mengubahnya. 

Marcuse melihat pendidikan sebagai sarana potensial 

untuk pembebasan manusia dari kondisi represi ini. Dia 

menekankan pentingnya pendidikan yang menumbuhkan 

kesadaran kritis dan pemikiran dialektis, yang memungkinkan 

individu untuk mengidentifikasi ketidakadilan dalam struktur 

sosial dan memobilisasi perubahan. Dalam hal ini, pendidikan 

transformatif tidak hanya memberikan pengetahuan teknis atau 

keterampilan kerja, tetapi juga membantu peserta didik 

memahami dan mengkritik tatanan sosial yang mengekang 

kebebasan manusia. Dengan mendorong pembelajaran yang 

berbasis pada refleksi kritis, Marcuse menekankan bahwa 

pendidikan harus mendorong individu untuk membayangkan 

alternatif sosial dan politik yang lebih adil. 

2. Antonio Gramsci: Pendidikan sebagai Alat Hegemoni 

dan Kontra-Hegemoni 

Antonio Gramsci, seorang pemikir Marxis asal Italia, 

menawarkan konsep "hegemoni" yang sangat relevan dalam 

diskusi tentang peran pendidikan dalam menciptakan atau 

mengubah tatanan sosial. Dalam Prison Notebooks (1971), 

Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan kelas penguasa tidak 

hanya dipertahankan melalui dominasi fisik atau politik, tetapi 

juga melalui hegemoni budaya, di mana nilai-nilai, norma-
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norma, dan ideologi kelas penguasa diterima sebagai "alami" 

oleh seluruh masyarakat. Pendidikan, dalam konteks ini, 

berperan penting dalam menyebarkan dan mempertahankan 

hegemoni budaya tersebut. 

Namun, Gramsci juga melihat pendidikan sebagai potensi 

alat "kontra-hegemoni," di mana individu atau kelompok yang 

tertindas dapat mengembangkan kesadaran kritis untuk 

menantang hegemoni budaya yang menindas. Menurut 

Gramsci, pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada kurikulum 

formal yang ditetapkan oleh negara atau kelas penguasa, tetapi 

juga harus menjadi arena perjuangan ideologis di mana berbagai 

pandangan dunia dan kepentingan diperdebatkan. Pendidikan 

harus menjadi alat untuk menciptakan "organik intellectuals," 

atau intelektual-intelektual dari kalangan pekerja dan kelas 

tertindas yang mampu mengorganisir perubahan sosial. 

Gramsci menekankan bahwa pendidikan transformatif 

harus membantu peserta didik memahami hubungan antara 

kekuasaan, ideologi, dan struktur ekonomi, sehingga mereka 

dapat berperan aktif dalam perjuangan untuk mengubah 

masyarakat. Dalam pandangannya, pendidikan tidak hanya 

bersifat individual, tetapi juga merupakan proyek kolektif yang 

harus melibatkan seluruh kelas sosial dalam upaya untuk 

menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan setara. 

3. Kritik terhadap Pendidikan Tradisional 

Pendekatan Marcuse dan Gramsci menantang model 

pendidikan tradisional yang sering kali berfokus pada 

penyesuaian individu dengan norma sosial yang sudah ada, alih-
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alih mendorong mereka untuk mengkritik dan mengubah 

struktur tersebut. Paulo Freire, seorang filsuf pendidikan yang 

terinspirasi oleh gagasan-gagasan Marcuse dan Gramsci, dalam 

bukunya Pedagogy of the Oppressed (1970), mengkritik apa yang 

disebutnya sebagai "pendidikan gaya bank," di mana guru hanya 

mengisi pikiran murid dengan informasi tanpa mendorong dialog 

kritis. Dalam model ini, peserta didik diposisikan sebagai 

penerima pasif pengetahuan yang diatur oleh struktur kekuasaan, 

bukan sebagai subjek aktif yang mampu membentuk dan 

mengubah realitas sosial mereka. 

Freire mengusulkan pendekatan pendidikan yang lebih 

dialogis dan partisipatif, di mana peserta didik diajak untuk 

secara kritis menganalisis pengalaman mereka sendiri dan sistem 

sosial yang ada. Pendidikan, dalam pandangan Freire, harus 

bersifat emansipatoris, membantu individu dan komunitas yang 

tertindas untuk mengembangkan kesadaran kritis dan 

kemampuan untuk bertindak dalam menghadapi ketidakadilan. 

4. Implikasi Pendidikan Transformatif dalam Konteks 

Sosial Politik 

Pendidikan transformatif yang diusung oleh Marcuse, 

Gramsci, dan Freire memiliki implikasi yang signifikan dalam 

konteks sosial dan politik modern. Pendidikan tidak lagi dilihat 

sebagai proses netral yang semata-mata bertujuan untuk 

mempersiapkan individu memasuki pasar kerja atau masyarakat, 

tetapi sebagai arena perjuangan ideologis yang dapat 

mengarahkan peserta didik untuk mempertanyakan dan 

menantang sistem yang ada. 
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Dalam konteks ini, pendidikan transformatif berupaya 

menciptakan individu-individu yang mampu melihat dan 

memahami ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang ada 

di sekitar mereka, serta memobilisasi perubahan. Pendidikan 

semacam ini memiliki dampak pada berbagai aspek masyarakat, 

mulai dari penciptaan kebijakan yang lebih adil hingga 

partisipasi yang lebih aktif dalam proses demokrasi. Henry 

Giroux (1988), dalam karyanya Teachers as Intellectuals: Toward a 

Critical Pedagogy of Learning, mengembangkan gagasan bahwa 

guru harus dilihat sebagai "intelektual publik" yang berperan 

dalam menginspirasi peserta didik untuk bertindak sebagai agen 

perubahan sosial. 

Pendidikan kritis dan transformatif juga memiliki implikasi 

praktis dalam desain kurikulum, di mana penekanan lebih besar 

ditempatkan pada keterlibatan aktif peserta didik dalam analisis 

dan kritik terhadap realitas sosial mereka. Ini termasuk 

pengenalan program-program yang berfokus pada keadilan 

sosial, hak asasi manusia, dan pemahaman kritis tentang sejarah 

dan politik, serta mendorong partisipasi aktif dalam komunitas 

dan gerakan sosial. 

Secara keseluruhan, filsafat pendidikan kritis yang diusung 

oleh Herbert Marcuse dan Antonio Gramsci menantang 

pendekatan tradisional terhadap pendidikan dan menempatkan 

pendidikan sebagai alat transformasi struktural dalam 

masyarakat. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai alat untuk 

reproduksi tatanan sosial yang ada, tetapi sebagai arena untuk 

perubahan sosial yang lebih adil. Dengan mengembangkan 

kesadaran kritis dan mengajarkan peserta didik untuk 
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mempertanyakan hegemoni budaya dan ideologi dominan, 

pendidikan dapat menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat 

yang lebih setara dan demokratis. 

B. Pendidikan sebagai Sarana Kesetaraan dan Pembebasan: 

Perspektif Kritis Paulo Freire 

Pendidikan telah lama dipandang sebagai instrumen 

fundamental untuk menciptakan perubahan sosial, terutama 

dalam mempromosikan kesetaraan dan mengatasi ketidakadilan 

yang ada di dalam masyarakat. Gagasan ini berakar kuat pada 

pemikiran para tokoh pendidikan kritis, salah satunya adalah 

Paulo Freire, yang memperkenalkan konsep pedagogy of the 

oppressed atau pendidikan kaum tertindas. Freire menekankan 

bahwa pendidikan tidak boleh hanya berfungsi sebagai sarana 

untuk mentransfer pengetahuan secara pasif, tetapi lebih jauh 

harus menjadi alat pembebasan bagi individu, khususnya mereka 

yang berada dalam posisi terpinggirkan atau tertindas oleh 

struktur sosial yang tidak adil. 

Freire mengemukakan bahwa sistem pendidikan 

tradisional, yang ia sebut sebagai "pendidikan gaya bank" 

(banking model of education), cenderung memperkuat struktur-

struktur penindasan. Dalam model ini, guru dipandang sebagai 

otoritas mutlak yang menguasai pengetahuan, sementara siswa 

hanya dianggap sebagai wadah kosong yang perlu diisi dengan 

informasi. Model pendidikan ini bersifat pasif dan 

unidireksional, di mana siswa tidak memiliki kesempatan untuk 

terlibat secara aktif dalam proses belajar-mengajar. Menurut 

Freire, pendidikan semacam ini mengesahkan ketidakadilan 
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sosial dan memperkuat status quo, terutama karena siswa dari 

kelompok marjinal tetap terperangkap dalam siklus 

ketidaktahuan dan ketidakberdayaan. Pendidikan, dalam model 

ini, gagal menjalankan fungsi transformatifnya yang seharusnya 

memberdayakan dan membebaskan. 

Sebagai respons terhadap model pendidikan gaya bank, 

Freire mengusulkan konsep pendidikan kritis yang menekankan 

pentingnya dialog antara guru dan siswa. Proses belajar dalam 

pendidikan kritis tidak hanya melibatkan penguasaan materi 

akademis, tetapi juga mendorong siswa untuk meningkatkan 

kesadaran kritis mereka (conscientization), yaitu kesadaran akan 

realitas sosial dan kondisi penindasan yang ada di sekitar 

mereka. Pendidikan kritis memungkinkan siswa untuk 

memahami secara mendalam struktur kekuasaan yang menindas 

dan, pada akhirnya, memampukan mereka untuk melawan 

struktur-struktur tersebut. Di sini, Freire menekankan bahwa 

hubungan antara guru dan siswa harus setara, di mana keduanya 

terlibat dalam proses dialogis yang saling belajar dan berbagi 

pengetahuan. 

Penting untuk dicatat bahwa meskipun pemikiran Freire 

awalnya berkembang dalam konteks negara-negara berkembang, 

pendidikan kritis relevan dalam berbagai konteks sosial, 

termasuk di negara-negara maju. Ketidakadilan sosial, ekonomi, 

dan politik tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, 

tetapi juga di negara-negara dengan ekonomi yang lebih maju, di 

mana kapitalisme sering kali mengedepankan kepentingan kelas 

atas dan meminggirkan kelompok-kelompok tertentu. Dalam 

masyarakat kapitalis yang berorientasi pada pasar tenaga kerja, 
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pendidikan sering kali hanya difokuskan pada pengembangan 

keterampilan teknis yang diperlukan oleh pasar, tanpa 

memberikan ruang bagi nilai-nilai kritis dan etika sosial yang 

justru penting dalam menciptakan masyarakat yang adil. 

Pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan kritis kemudian 

diadopsi dan dikembangkan oleh pemikir-pemikir lain, salah 

satunya Henry A. Giroux. Giroux memperluas teori Freire 

dalam konteks pendidikan Amerika Serikat dengan menekankan 

bahwa pendidikan harus menjadi ruang di mana siswa dapat 

mengembangkan kapasitas mereka sebagai agen perubahan 

sosial. Menurut Giroux, pendidikan tidak boleh sekadar 

berfungsi untuk mempersiapkan siswa masuk ke dalam dunia 

kerja yang didominasi oleh sistem kapitalis, tetapi harus menjadi 

alat untuk mengkritisi dan menantang ketidakadilan sosial. 

Giroux menyebut gagasan ini sebagai "pendidikan kritis radikal," 

di mana pendidikan berperan penting dalam menciptakan ruang 

bagi pembelajaran kritis yang dapat mengubah struktur sosial 

yang tidak adil. 

Selain Giroux, Ivan Illich, dalam bukunya Deschooling 

Society, juga mengkritik sistem pendidikan formal sebagai alat 

yang memperkuat ketidakadilan sosial. Illich berpendapat bahwa 

pendidikan formal sering kali memperkuat hierarki sosial dan 

merampas potensi individu untuk belajar secara mandiri. Bagi 

Illich, pendidikan formal membatasi individu dalam kerangka 

institusional yang tidak egaliter, sehingga mengurangi partisipasi 

sosial yang lebih luas dan fleksibel. Ia mengusulkan agar 

pendidikan lebih terbuka dan tidak terikat pada struktur formal 

yang hierarkis, sehingga setiap individu memiliki kesempatan 
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untuk belajar sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-

masing. 

Di Indonesia, konsep pendidikan kritis juga mendapatkan 

tempat penting dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial dan 

ekonomi yang masih sangat terasa. Sistem pendidikan di 

Indonesia, meskipun telah mengalami banyak reformasi, masih 

berjuang untuk memberdayakan kelompok-kelompok marjinal 

dan menciptakan kesetaraan pendidikan. Pendidikan diharapkan 

dapat menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat kelas 

bawah dan mengatasi kemiskinan yang masih menjadi isu besar 

di berbagai daerah. Konsep pendidikan kritis Freire sangat 

relevan untuk diterapkan dalam konteks pendidikan Indonesia, 

di mana dialog dan kesadaran kritis perlu lebih diberdayakan 

agar siswa mampu memahami dan melawan struktur-struktur 

yang menindas mereka. 

Dalam praktiknya, penerapan pendidikan kritis di 

Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama karena 

sistem pendidikan yang berorientasi pada hasil ujian dan prestasi 

akademik. Namun, berbagai inisiatif pendidikan alternatif dan 

gerakan masyarakat telah mulai mengadopsi pendekatan 

pendidikan kritis dalam berbagai program pemberdayaan 

masyarakat, terutama di daerah-daerah yang tertinggal dan 

terpinggirkan. Penerapan pendidikan kritis ini berperan penting 

dalam membangun kesadaran sosial dan politik siswa, sehingga 

mereka mampu menjadi agen perubahan di masyarakat. 

Pendidikan kritis seperti yang diusulkan oleh Paulo Freire 

menawarkan paradigma baru dalam melihat pendidikan sebagai 

sarana pembebasan dari penindasan sosial. Pendidikan yang 



 

362 
 

 

berbasis pada kesadaran kritis memberikan kesempatan kepada 

individu, terutama mereka yang berasal dari kelompok marjinal, 

untuk memahami dan melawan struktur-struktur penindasan 

yang ada di dalam masyarakat. Dalam konteks global yang 

semakin kompleks dan terpolarisasi oleh ketidaksetaraan sosial 

dan ekonomi, pendidikan kritis menjadi semakin relevan sebagai 

alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. 
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BAB XI 

PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF 

POSMODERNISME 

 

A. Rasionalisasi Konsep 

Pendidikan dalam perspektif posmodernisme berangkat 

dari penolakan terhadap pandangan modernis yang menekankan 

pada universalitas, rasionalitas, dan objektivitas. 

Posmodernisme menolak adanya klaim-klaim kebenaran tunggal 

dan mutlak, dan lebih memilih pandangan yang mengakui 

relativitas, keberagaman, dan fragmentasi dalam segala aspek 

kehidupan, termasuk pendidikan. Dalam konteks pendidikan, 

pemikiran posmodernisme menawarkan kritik mendasar 

terhadap sistem pendidikan tradisional yang dianggap homogen, 

hierarkis, dan terlalu berorientasi pada penguasaan pengetahuan 

teknis. Sebaliknya, pendidikan dalam kerangka posmodernisme 

difokuskan pada pluralitas pengetahuan, subjektivitas, serta 

penghargaan terhadap keberagaman pengalaman individu dan 

kelompok. 

Salah satu rasionalisasi dasar dari pendidikan dalam 

perspektif posmodernisme adalah penolakannya terhadap 

konsep pendidikan sebagai sarana homogenisasi. Dalam tradisi 

modernisme, pendidikan sering dilihat sebagai alat untuk 

membentuk individu yang sesuai dengan norma dan standar 

tertentu yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Pendidikan 

bertujuan untuk menanamkan pengetahuan yang dianggap 

objektif dan universal, dengan guru sebagai otoritas tunggal yang 
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mentransmisikan pengetahuan kepada siswa. Namun, 

posmodernisme mengkritik pendekatan ini dengan menekankan 

bahwa pengetahuan tidak pernah netral, melainkan selalu 

dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya yang 

melingkupinya. Jean-François Lyotard, salah satu pemikir 

posmodernis terkemuka, mengemukakan dalam bukunya The 

Postmodern Condition (1984) bahwa narasi-narasi besar yang 

berusaha memonopoli kebenaran dalam pendidikan harus 

ditantang dan didiversifikasi. 

Posmodernisme juga merasionalisasi bahwa pendidikan 

harus mengakui dan merayakan keberagaman, baik dari segi 

metode pengajaran maupun isi kurikulum. Dalam kerangka 

posmodernisme, tidak ada satu metode pendidikan yang superior 

atau dianggap paling benar. Setiap pendekatan harus disesuaikan 

dengan kebutuhan individu dan konteks sosial yang spesifik. Hal 

ini juga berkaitan dengan penghargaan terhadap identitas dan 

subjektivitas, di mana siswa tidak lagi dilihat sebagai entitas yang 

homogen, melainkan individu dengan latar belakang, 

pengalaman, dan perspektif yang beragam. Michel Foucault 

dalam karya-karyanya mengenai kekuasaan dan pengetahuan 

menunjukkan bagaimana institusi pendidikan sering kali 

digunakan untuk mendisiplinkan dan mengontrol siswa sesuai 

dengan norma-norma tertentu yang dipaksakan oleh masyarakat. 

Foucault menyatakan bahwa pendidikan tidak boleh hanya 

menjadi sarana reproduksi sosial yang memperkuat struktur 

kekuasaan, tetapi harus memungkinkan kebebasan individu 

untuk berkembang. 
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Dalam perspektif posmodernisme, pendidikan juga 

difokuskan pada proses dekonstruksi. Dekonstruksi, yang 

banyak dipopulerkan oleh Jacques Derrida, merupakan upaya 

untuk membongkar struktur-struktur makna yang selama ini 

dianggap sebagai kebenaran yang tidak dapat dipertanyakan. 

Dalam konteks pendidikan, ini berarti membongkar asumsi-

asumsi tentang pengetahuan, metode pengajaran, dan hierarki 

dalam proses belajar-mengajar. Guru, dalam pandangan 

posmodernis, tidak lagi dilihat sebagai satu-satunya sumber 

pengetahuan, tetapi lebih sebagai fasilitator yang membantu 

siswa mengeksplorasi pengetahuan dari berbagai sudut pandang. 

Proses pembelajaran bersifat dialogis dan interaktif, di mana 

siswa didorong untuk secara kritis mempertanyakan dan 

menganalisis informasi yang mereka terima. 

Hakekat dasar pendidikan dalam posmodernisme juga 

menekankan pentingnya subjektivitas dan pengalaman 

individual dalam proses belajar. Posmodernisme menolak 

gagasan bahwa pendidikan harus mengikuti satu jalur yang linier 

dan seragam. Sebaliknya, proses pendidikan harus beragam dan 

adaptif, memperhatikan perbedaan kultural, gender, ekonomi, 

dan sosial. Hal ini sejalan dengan pemikiran Henry A. Giroux 

tentang "pendidikan kritis," di mana pendidikan tidak hanya 

berfungsi untuk mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga untuk 

membangkitkan kesadaran kritis siswa terhadap realitas sosial di 

sekitar mereka. Dengan kata lain, pendidikan harus membantu 

siswa memahami dinamika kekuasaan, penindasan, dan 

ketidakadilan yang mereka hadapi di masyarakat. 
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Lebih jauh lagi, pendidikan dalam perspektif 

posmodernisme tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana untuk 

mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja atau memenuhi 

tuntutan pasar global, seperti yang sering ditekankan dalam 

pendidikan modernis. Pendidikan posmodernis lebih 

menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, 

refleksi diri, kreativitas, dan kesadaran sosial. Fokusnya adalah 

pada penciptaan individu yang mampu berpikir secara mandiri 

dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan masyarakat yang 

lebih inklusif dan adil. 

Di Indonesia, penerapan pendidikan dalam perspektif 

posmodernisme terlihat dalam upaya untuk memperbarui sistem 

pendidikan yang selama ini terlalu berorientasi pada hasil ujian 

dan prestasi akademik. Kurikulum Merdeka yang diperkenalkan 

beberapa tahun terakhir merupakan salah satu bentuk penerapan 

prinsip-prinsip posmodernis dalam pendidikan. Kurikulum ini 

memberikan lebih banyak kebebasan bagi siswa untuk 

mengeksplorasi minat mereka, dengan pendekatan yang lebih 

fleksibel dan berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir 

kritis dan kreatif. Penerapan ini sejalan dengan gagasan 

posmodernis bahwa pendidikan tidak boleh dikendalikan oleh 

narasi tunggal atau standar homogen, melainkan harus mampu 

menyesuaikan dengan konteks lokal dan keberagaman siswa. 

Pendidikan dalam perspektif posmodernisme menawarkan 

kritik mendasar terhadap konsep pendidikan modernis yang 

terlalu mengedepankan homogenisasi, otoritas tunggal, dan 

pengetahuan objektif. Pendidikan harus menjadi ruang yang 

inklusif dan dialogis, di mana berbagai pandangan dan 
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pengalaman dihargai. Dalam kerangka ini, pendidikan tidak 

hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesuksesan 

ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan 

kesadaran kritis dan memberdayakan individu untuk 

menciptakan masyarakat yang lebih adil dan plural. 

B. Implementasi Pendidikan Dalam Perspektif 

Posmodernisme 

Implementasi pendidikan dalam perspektif posmodernisme 

menawarkan perubahan mendasar dalam cara pendidikan 

diorganisasikan, dilaksanakan, dan dinilai. Pendidikan dalam 

kerangka posmodernisme menolak konsep bahwa ada satu 

kebenaran tunggal atau metode universal yang dapat diterapkan 

di semua konteks. Sebaliknya, pendekatan ini menekankan 

pentingnya fleksibilitas, keberagaman, dan pluralitas dalam 

praktik pendidikan. Posmodernisme melihat pendidikan bukan 

hanya sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai 

proses pembentukan identitas, budaya, dan pemahaman kritis 

terhadap dunia di sekitar kita. Dalam konteks ini, pendidikan 

harus terbuka terhadap berbagai interpretasi pengetahuan, 

pengalaman siswa, dan latar belakang sosial-budaya mereka. 

Salah satu transformasi penting dalam implementasi 

pendidikan posmodernis adalah perubahan peran guru dari 

otoritas pengetahuan menjadi fasilitator proses belajar. Dalam 

model tradisional, guru diposisikan sebagai pusat pembelajaran 

dan satu-satunya sumber pengetahuan yang sah. Namun, dalam 

pendekatan posmodernisme, guru tidak lagi dipandang sebagai 

sumber otoritas absolut, melainkan sebagai pendamping dalam 

proses pembelajaran yang kolaboratif. Proses ini mengutamakan 
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dialog antara guru dan siswa, yang saling berbagi perspektif dan 

pengetahuan. Dialog ini menciptakan ruang bagi siswa untuk 

mengembangkan kesadaran kritis (conscientization), di mana 

mereka tidak hanya belajar untuk memahami, tetapi juga untuk 

mengkritisi kondisi sosial, politik, dan ekonomi di sekitar mereka 

(Freire, 2005). Pendidikan posmodernis berusaha 

memberdayakan siswa untuk menjadi agen perubahan dalam 

masyarakat, daripada sekadar penerima informasi. 

Selain itu, kurikulum dalam perspektif posmodernisme 

didesain untuk lebih responsif terhadap keragaman dan 

kebutuhan lokal. Dalam kerangka posmodern, kurikulum tidak 

lagi berfokus pada standar-standar akademis yang homogen dan 

didikte secara sentralistik, melainkan lebih adaptif dan fleksibel, 

memberikan ruang bagi berbagai perspektif dan suara yang 

berbeda. Kurikulum posmodernis merayakan keragaman 

budaya, etnis, bahasa, dan pengalaman hidup siswa. Pendekatan 

ini sangat penting dalam masyarakat multikultural, di mana 

berbagai latar belakang sosial harus diakomodasi dalam 

pendidikan agar siswa dapat melihat dunia dari sudut pandang 

yang beragam. Jean-François Lyotard, dalam The Postmodern 

Condition (1984), menekankan bahwa narasi-narasi besar yang 

dominan harus digantikan dengan "narasi-narasi kecil" yang 

lebih representatif terhadap pengalaman dan realitas yang 

beragam. 

Implementasi pendidikan dalam kerangka posmodernisme 

juga menuntut dekonstruksi hierarki pengetahuan yang selama 

ini mendominasi sistem pendidikan. Dalam model pendidikan 

modernis, pengetahuan akademis sering dianggap lebih tinggi 
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dibandingkan dengan pengetahuan praktis atau kultural. 

Pengetahuan yang bersumber dari budaya lokal atau pengalaman 

hidup sering kali dipinggirkan dalam sistem pendidikan formal. 

Posmodernisme menolak hirarki ini dan mengakui bahwa semua 

bentuk pengetahuan memiliki nilai yang setara dan relevan 

dalam konteks tertentu. Dekonstruksi hierarki pengetahuan ini 

penting karena memungkinkan siswa untuk menghubungkan 

pembelajaran akademis dengan pengalaman hidup mereka 

sendiri, sehingga menciptakan pembelajaran yang lebih relevan 

dan bermakna (Giroux, 2011). Misalnya, pengetahuan 

tradisional atau kearifan lokal diintegrasikan dengan teori-teori 

akademik, memperkaya proses pembelajaran dan memperkuat 

relevansi pendidikan dengan realitas sosial. 

Evaluasi dalam pendidikan posmodernisme juga 

mengalami pergeseran penting. Pendekatan tradisional yang 

berfokus pada hasil tes standar sering kali mengabaikan dimensi 

kritis dan kontekstual dari pembelajaran siswa. Tes standar 

cenderung mengukur kemampuan kognitif secara sempit, tanpa 

memperhatikan proses berpikir kritis atau refleksi diri. Dalam 

pendidikan posmodernis, evaluasi harus mencerminkan 

perkembangan siswa dalam berpikir kritis, kreativitas, dan 

pemahaman mereka terhadap konteks sosial yang lebih luas. 

Evaluasi berbasis proyek, portofolio, dan refleksi diri dianggap 

lebih sesuai untuk menilai kemampuan siswa dalam perspektif 

posmodern. Metode ini memungkinkan siswa untuk terlibat 

secara aktif dalam menilai perkembangan diri mereka, sehingga 

mereka tidak hanya berfokus pada nilai akhir, tetapi juga pada 

proses pembelajaran yang mereka jalani (Derrida, 1978). 
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Isu identitas dan inklusivitas juga sangat ditekankan dalam 

pendidikan posmodernis. Posmodernisme menolak konsep 

identitas yang tetap dan seragam, serta mengakui bahwa 

identitas dibentuk oleh interaksi sosial dan pengalaman hidup 

yang dinamis. Dalam pendidikan, hal ini berarti bahwa siswa 

harus diajak untuk menghargai dan merayakan perbedaan, baik 

dalam hal budaya, gender, etnis, agama, maupun latar belakang 

sosial-ekonomi. Implementasi pendidikan posmodernis berusaha 

menciptakan ruang belajar yang inklusif, di mana siswa dari 

berbagai latar belakang merasa dihargai dan diakomodasi dalam 

proses pembelajaran. Pendidikan yang inklusif ini tidak hanya 

penting dalam membangun kesadaran sosial di kalangan siswa, 

tetapi juga dalam mencegah terjadinya eksklusi sosial dan 

diskriminasi (Foucault, 1980). 

Di Indonesia, penerapan perspektif posmodernisme dalam 

pendidikan dapat dilihat dalam berbagai inisiatif, salah satunya 

adalah Kurikulum Merdeka yang memberikan fleksibilitas lebih 

besar bagi sekolah dan guru untuk menyesuaikan kurikulum 

dengan kebutuhan lokal. Kurikulum ini memungkinkan integrasi 

antara pengetahuan akademis dan kearifan lokal, serta 

mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir 

kritis dan kreativitas. Selain itu, pendidikan berbasis komunitas 

yang menghargai kearifan lokal dan pengetahuan praktis juga 

menunjukkan adanya upaya untuk mengimplementasikan 

prinsip-prinsip posmodernisme dalam pendidikan Indonesia 

(Wahyudi, 2021). Proyek-proyek berbasis komunitas ini sering 

kali melibatkan kolaborasi antara institusi pendidikan dan 
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masyarakat setempat, sehingga menciptakan pembelajaran yang 

lebih kontekstual dan relevan. 

Implementasi pendidikan dalam perspektif posmodernisme 

menawarkan pendekatan yang lebih inklusif, fleksibel, dan 

responsif terhadap keberagaman. Pendidikan tidak lagi 

dipandang sebagai proses yang bersifat top-down dan homogen, 

melainkan sebagai ruang di mana berbagai pengetahuan, 

pengalaman, dan identitas dihargai. Dengan mendorong dialog, 

dekonstruksi hierarki pengetahuan, serta evaluasi yang lebih 

holistik, pendidikan posmodernis berusaha mempersiapkan 

siswa untuk menghadapi dunia yang lebih plural dan kompleks, 

sambil membangun kesadaran kritis dan kemampuan berpikir 

independen. 

C. Implikasi Pendidikan Dalam Perspektif  Posmodernisme. 

Implikasi pendidikan dalam perspektif posmodernisme 

mencakup transformasi yang signifikan dalam cara kita 

memandang proses pendidikan, baik dari segi metode, tujuan, 

maupun interaksi antara aktor-aktor pendidikan. 

Posmodernisme menantang asumsi-asumsi dasar yang 

menganggap pendidikan sebagai sarana tunggal untuk mencapai 

objektivitas dan kebenaran universal. Sebaliknya, 

posmodernisme memandang pendidikan sebagai sebuah arena 

yang terbuka bagi pluralitas, keragaman, dan subyektivitas. 

Pemahaman ini membawa implikasi luas terhadap pendekatan 

pengajaran, peran guru, kurikulum, serta hubungan antara 

pengetahuan dan kekuasaan. 
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Salah satu implikasi utama pendidikan dalam perspektif 

posmodernisme adalah penekanan pada decentralization of 

authority. Dalam pendidikan modernis, otoritas pengetahuan dan 

kebenaran biasanya terkonsentrasi pada institusi pendidikan dan 

guru. Guru sering kali diposisikan sebagai sumber pengetahuan 

yang tidak dapat dipertanyakan, sementara siswa dianggap 

sebagai penerima pasif. Namun, posmodernisme menolak 

hierarki semacam itu, dengan menempatkan siswa sebagai 

subjek yang aktif dan kritis dalam proses pembelajaran. 

Pendidikan dalam kerangka posmodernisme melibatkan 

pembongkaran konsep otoritas mutlak guru dan institusi, serta 

mempromosikan dialog dan kolaborasi antara guru dan siswa. 

Proses pendidikan tidak lagi menjadi satu arah, tetapi interaktif, 

di mana siswa memiliki peran yang lebih besar dalam 

menciptakan dan mendefinisikan pengetahuan (Freire, 2005). 

Implikasi lainnya adalah perubahan dalam cara kita 

memahami kurikulum. Posmodernisme mengimplikasikan 

kurikulum yang tidak bersifat sentralistik atau homogen. Dalam 

pendidikan tradisional, kurikulum sering kali dikendalikan oleh 

otoritas pusat yang mendikte standar-standar pendidikan yang 

harus diikuti oleh semua sekolah. Namun, perspektif 

posmodernis menekankan bahwa kurikulum harus terbuka 

terhadap berbagai perspektif yang berbeda, baik dalam konteks 

sosial, budaya, maupun ekonomi. Kurikulum harus 

mencerminkan pluralitas realitas sosial yang dihadapi siswa dan 

mengakomodasi perbedaan identitas mereka. Ini berarti bahwa 

kurikulum tidak hanya harus fleksibel dan responsif terhadap 

kebutuhan lokal, tetapi juga harus mencakup berbagai sudut 
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pandang yang sering kali diabaikan oleh pendidikan tradisional, 

seperti budaya lokal, praktik-praktik kultural, serta pengalaman 

hidup sehari-hari (Lyotard, 1984). 

Selanjutnya, posmodernisme mengimplikasikan 

pergeseran fokus dari pendidikan berbasis kompetisi ke 

pendidikan berbasis kolaborasi. Pendidikan tradisional sering 

kali mendorong siswa untuk bersaing demi mendapatkan nilai 

tertinggi atau prestasi akademis. Namun, posmodernisme 

mendorong pendidikan yang lebih kolaboratif, di mana siswa 

bekerja sama untuk mengeksplorasi dan menciptakan 

pengetahuan. Proses ini memfasilitasi dialog yang lebih 

mendalam dan memungkinkan siswa untuk belajar dari 

perspektif satu sama lain. Kolaborasi juga mengajarkan 

pentingnya menghargai perbedaan dan keragaman, yang 

merupakan salah satu nilai utama dalam posmodernisme. 

Pendekatan ini mengubah pandangan tentang kesuksesan 

akademis dari sekadar pencapaian individu menjadi pengakuan 

terhadap kontribusi kolektif dalam memahami dan memecahkan 

masalah yang kompleks (Giroux, 2011). 

Implikasi penting lainnya dari pendidikan posmodernisme 

adalah pengakuan atas keragaman identitas siswa dan 

pentingnya inklusivitas dalam sistem pendidikan. 

Posmodernisme menekankan bahwa identitas adalah sesuatu 

yang dinamis dan terus berubah, dipengaruhi oleh berbagai 

faktor sosial, politik, dan budaya. Dalam pendidikan, implikasi 

dari pandangan ini adalah bahwa sistem pendidikan harus 

menciptakan ruang yang inklusif dan aman bagi semua siswa, 

terlepas dari latar belakang sosial, budaya, atau ekonomi mereka. 
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Kurikulum dan metode pengajaran harus disesuaikan untuk 

mengakomodasi berbagai pengalaman dan perspektif siswa. 

Dalam konteks ini, pendidikan tidak lagi berfungsi untuk 

mendisiplinkan atau menyeragamkan individu, melainkan untuk 

merayakan perbedaan dan mendukung perkembangan identitas 

yang beragam (Foucault, 1980). 

Posmodernisme juga mengimplikasikan pendekatan yang 

lebih kritis terhadap pengetahuan itu sendiri. Dalam pendidikan 

tradisional, pengetahuan sering kali diperlakukan sebagai 

sesuatu yang statis dan objektif, yang dapat dipelajari dan 

diterapkan tanpa perubahan. Namun, posmodernisme 

menegaskan bahwa pengetahuan bersifat relatif, terbuka 

terhadap interpretasi, dan dipengaruhi oleh kekuasaan. Michel 

Foucault, salah satu pemikir kunci dalam posmodernisme, 

menunjukkan bahwa pengetahuan selalu terkait erat dengan 

kekuasaan, dan pendidikan adalah salah satu mekanisme yang 

digunakan untuk mempertahankan struktur kekuasaan dalam 

masyarakat. Dengan demikian, implikasinya adalah bahwa 

siswa harus didorong untuk mempertanyakan dan mengkritisi 

pengetahuan yang mereka terima, serta memahami bagaimana 

pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk mendukung atau 

melawan kekuasaan (Foucault, 1980). Pendidikan posmodernis 

berusaha membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis 

untuk mendekonstruksi narasi-narasi dominan dan 

mengidentifikasi struktur penindasan yang ada di sekitar mereka. 

Selain itu, implikasi pendidikan posmodernisme mencakup 

perubahan dalam metode evaluasi. Dalam pendidikan 

tradisional, evaluasi sering kali berfokus pada tes standar yang 
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mengukur kemampuan kognitif dan prestasi akademis siswa 

secara kuantitatif. Namun, pendekatan posmodernisme 

mendorong penggunaan metode evaluasi yang lebih kualitatif 

dan holistik, yang memperhitungkan perkembangan kritis siswa, 

kemampuan refleksi diri, dan kontribusi mereka dalam 

lingkungan belajar. Evaluasi dalam pendidikan posmodernis 

tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga proses pembelajaran, 

interaksi, serta pemahaman siswa terhadap dunia di sekitar 

mereka. Metode ini memungkinkan siswa untuk berkembang 

secara lebih utuh, di mana mereka tidak hanya dinilai 

berdasarkan pencapaian akademis, tetapi juga berdasarkan 

bagaimana mereka terlibat secara kritis dalam proses 

pembelajaran (Derrida, 1978). 

Di Indonesia, implikasi pendidikan posmodernisme 

terlihat dalam upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang 

lebih fleksibel, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan lokal. 

Pengenalan Kurikulum Merdeka mencerminkan perubahan 

paradigma yang mengakui pentingnya memberikan kebebasan 

kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan kurikulum dengan 

konteks lokal. Ini juga mencerminkan upaya untuk memperluas 

ruang bagi keberagaman dan mengurangi dominasi standar 

akademik yang homogen. Implementasi pendekatan berbasis 

proyek dan pembelajaran kontekstual di berbagai sekolah juga 

menunjukkan penerapan prinsip-prinsip posmodernisme dalam 

praktik pendidikan Indonesia (Wahyudi, 2021). 

Pendidikan dalam perspektif posmodernisme memiliki 

implikasi yang luas dan mendalam bagi proses pembelajaran, 

pengajaran, dan penilaian. Posmodernisme menantang konsep-
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konsep tradisional tentang otoritas, pengetahuan, dan identitas, 

serta mendorong pendidikan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan 

kritis. Dalam kerangka ini, pendidikan tidak lagi hanya tentang 

mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga tentang 

mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir secara kritis, 

mempertanyakan struktur kekuasaan, dan menghargai 

keberagaman identitas. Implikasi ini menuntut perubahan 

signifikan dalam cara kita merancang kurikulum, mengajar, dan 

mengevaluasi siswa, serta mempersiapkan mereka untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang lebih plural 

dan dinamis. 
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BAB XII 

PENDIDIKAN UNTUK PENGEMBANGAN 

MANUSIA HOLISTIK 

 

A. Pendidikan untuk Pengembangan Manusia Holistik: 

Sebuah Pendekatan Seimbang dan Integratif. 

Pendidikan untuk pengembangan manusia holistik 

menekankan pendekatan yang tidak hanya fokus pada aspek 

intelektual dan akademis tetapi juga mengintegrasikan dimensi 

fisik, moral, emosional, dan spiritual. Konsep ini bertujuan untuk 

menciptakan individu yang utuh, seimbang, dan mampu 

menghadapi kompleksitas dunia modern. Dalam pendekatan 

holistik, semua aspek perkembangan manusia saling terkait, dan 

keberhasilan dalam satu bidang akan mendukung pencapaian di 

bidang lainnya. Hal ini tidak hanya menekankan pentingnya 

pengetahuan akademis tetapi juga pengembangan kesadaran 

sosial dan emosional, yang membuat individu lebih peka 

terhadap kebutuhan dirinya, masyarakat, dan lingkungan 

sekitarnya. 

Dalam konteks ini, pendidikan intelektual tetap memegang 

peranan penting, tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Pengembangan 

intelektual yang hanya menekankan pada pencapaian akademis 

dan penguasaan keterampilan teknis dapat menghasilkan 

individu yang berpengetahuan luas tetapi kurang memiliki 

kepekaan sosial dan moral. Pendidikan intelektual yang terpisah 

dari dimensi etis berisiko menciptakan individu yang unggul 

secara akademis namun tidak mampu menghadapi tantangan 
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moral dalam kehidupan sehari-hari. Howard Gardner, dengan 

teorinya tentang kecerdasan majemuk, menunjukkan bahwa 

kecerdasan intelektual (IQ) bukan satu-satunya ukuran 

kesuksesan seseorang. Ia memperkenalkan konsep kecerdasan 

emosional, sosial, dan spiritual sebagai dimensi penting dalam 

perkembangan individu (Gardner, 1983). Pendidikan holistik 

memandang bahwa seluruh dimensi ini perlu diintegrasikan 

dalam kurikulum agar siswa dapat berkembang secara 

menyeluruh. 

Aspek fisik juga tidak dapat diabaikan dalam pendidikan 

holistik. Kesehatan fisik memiliki dampak langsung terhadap 

kemampuan belajar dan produktivitas individu. Program 

olahraga dan pendidikan fisik yang terintegrasi dalam kurikulum 

tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kesehatan tubuh 

tetapi juga memainkan peran penting dalam pembentukan 

disiplin diri, kerja sama tim, dan pengelolaan stres. Seperti yang 

diungkapkan oleh Gurung (2019), perkembangan fisik yang 

sehat memberikan fondasi kuat untuk perkembangan kognitif 

dan emosional. Oleh karena itu, pendidikan holistik memandang 

bahwa perhatian pada kesejahteraan fisik sama pentingnya 

dengan pengembangan aspek-aspek lain, dan ini menjadi elemen 

kunci dalam menciptakan keseimbangan antara tubuh dan 

pikiran. 

Dimensi moral dan spiritual dalam pendidikan holistik 

memainkan peran sentral dalam membentuk karakter siswa. 

Pendidikan moral melibatkan pengajaran tentang nilai-nilai etis, 

tanggung jawab sosial, serta kemampuan membuat keputusan 

yang tepat. Ini adalah bagian dari pendidikan karakter yang 
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bertujuan untuk mengembangkan individu yang mampu 

bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dalam menghadapi 

berbagai dilema sosial. Pendidikan spiritual, di sisi lain, tidak 

selalu berkaitan dengan agama, tetapi lebih pada pengembangan 

kesadaran diri dan hubungan individu dengan dunia di 

sekitarnya. Seperti yang dijelaskan oleh Miller (2000), 

pendidikan spiritual bertujuan untuk membantu siswa 

memahami tujuan hidup mereka, serta menciptakan makna dan 

pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan 

lingkungan. Dalam konteks ini, pendidikan holistik bertujuan 

untuk menciptakan individu yang memiliki integritas, empati, 

dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan. 

Pendidikan holistik juga mendorong terciptanya 

lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap siswa dihargai 

sebagai individu yang unik dengan potensi yang berbeda. Ini 

berarti bahwa pendidikan tidak boleh bersifat homogen atau 

seragam, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kemampuan setiap siswa. Guru dalam konteks pendidikan 

holistik berperan sebagai fasilitator, bukan otoritas tunggal yang 

mentransmisikan pengetahuan. Guru membantu siswa 

mengeksplorasi potensi diri mereka dan memahami hubungan 

mereka dengan masyarakat serta lingkungan. Pendidikan 

berbasis pengalaman, proyek kolaboratif, dan refleksi diri 

menjadi metode utama dalam pendekatan holistik ini. Forbes 

(2003) mengemukakan bahwa pembelajaran holistik mendorong 

siswa untuk menjadi pembelajar aktif yang mampu 

mengintegrasikan berbagai aspek perkembangan dalam 
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kehidupan sehari-hari mereka, termasuk aspek fisik, intelektual, 

moral, dan spiritual. 

Di Indonesia, penerapan pendidikan holistik semakin 

berkembang, terutama dalam konteks reformasi pendidikan 

seperti yang terlihat dalam Kurikulum Merdeka. Kebijakan ini 

menawarkan fleksibilitas bagi guru dan sekolah untuk 

menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal, memberikan 

ruang untuk pendekatan holistik yang mengintegrasikan 

berbagai dimensi perkembangan manusia. Kurikulum ini tidak 

hanya berfokus pada hasil akademis tetapi juga mencakup 

pendidikan karakter, spiritualitas, dan pengembangan 

keterampilan non-akademis seperti seni, olahraga, dan 

kewirausahaan. Program seperti pendidikan karakter berbasis 

Pancasila sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan holistik, 

yang menekankan pentingnya pengembangan moral dan etika 

dalam keseluruhan proses pendidikan (Rahardjo, 2020). Ini 

merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem 

pendidikan yang seimbang dan integratif, yang mengakui 

pentingnya berbagai aspek perkembangan manusia. 

Pendidikan untuk pengembangan manusia holistik 

menawarkan paradigma baru dalam sistem pendidikan yang 

lebih seimbang dan integratif. Pendekatan ini menekankan 

pentingnya pengembangan intelektual, fisik, moral, dan spiritual 

secara bersamaan untuk menciptakan individu yang utuh dan 

seimbang. Pendidikan holistik mengakui bahwa setiap individu 

memiliki potensi unik yang harus dikembangkan secara 

menyeluruh, dan bahwa pendidikan yang efektif harus 

mencakup berbagai dimensi perkembangan manusia. Dalam 
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konteks global yang semakin kompleks dan penuh tantangan, 

pendidikan holistik memberikan kerangka yang relevan untuk 

mempersiapkan individu agar mampu menghadapi dinamika 

global sambil tetap menjaga keseimbangan dalam kehidupan 

pribadi dan sosial mereka. 

B. Penguatan Profil Pelajar Pancasila: Sebuah Pendekatan 

Holistik dalam Pendidikan Karakter 

Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan bagian 

penting dari reformasi pendidikan di Indonesia yang berupaya 

menciptakan generasi penerus bangsa yang berintegritas, 

berkarakter, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. 

Profil Pelajar Pancasila ini menekankan pada enam dimensi 

utama yang mencerminkan karakter yang diharapkan dari siswa 

Indonesia, yaitu: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, dan berakhlak mulia; berkebinekaan global; bergotong 

royong; mandiri; bernalar kritis; dan kreatif. Implementasi 

konsep ini bertujuan untuk membangun manusia Indonesia yang 

utuh, tidak hanya unggul dalam aspek akademis, tetapi juga 

dalam aspek moral, sosial, dan spiritual. 

Dimensi pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, menekankan pentingnya 

pembentukan karakter moral yang kuat dan berlandaskan nilai-

nilai spiritual. Dalam konteks ini, pendidikan di Indonesia tidak 

hanya berperan sebagai sarana untuk mengembangkan 

intelektualitas siswa, tetapi juga sebagai tempat untuk 

menanamkan nilai-nilai agama dan etika. Penguatan dimensi ini 

dilakukan melalui pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-
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nilai agama dan etika ke dalam berbagai disiplin ilmu, sehingga 

siswa tidak hanya memahami aspek-aspek keilmuan, tetapi juga 

mampu mengaitkannya dengan prinsip-prinsip moral dan 

spiritual yang lebih luas (Hamidah, 2021). 

Dimensi kedua, berkebinekaan global, mencerminkan 

komitmen terhadap penerimaan dan pengakuan terhadap 

keberagaman di tingkat nasional maupun internasional. Konsep 

ini menuntut siswa untuk memahami dan menghargai perbedaan 

budaya, suku, agama, dan ras, serta mampu berinteraksi dengan 

masyarakat global. Dalam konteks pendidikan, penguatan 

dimensi ini dapat dilakukan melalui kurikulum yang 

memperkenalkan siswa pada budaya-budaya lain serta 

memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek 

lintas budaya. Pendidikan multikultural menjadi landasan 

penting dalam mengembangkan siswa yang memiliki sikap 

toleran, terbuka, dan inklusif terhadap perbedaan (Ananda & 

Setiawan, 2020). 

Dimensi ketiga adalah bergotong royong, yang 

mencerminkan nilai-nilai kolaborasi dan solidaritas sosial. 

Gotong royong merupakan salah satu pilar utama dalam 

masyarakat Indonesia yang diharapkan dapat diterapkan dalam 

lingkungan pendidikan. Penguatan dimensi ini berfokus pada 

pembelajaran yang mengutamakan kerja sama tim dan 

kolaborasi di antara siswa, baik dalam kegiatan akademik 

maupun non-akademik. Melalui aktivitas kelompok, proyek 

kolaboratif, dan kegiatan sosial di sekolah, siswa diajarkan untuk 

saling membantu dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan 

bersama. Dimensi ini membantu menumbuhkan empati dan rasa 
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kepedulian terhadap sesama, yang sangat penting dalam 

membangun masyarakat yang harmonis (Rahmawati, 2019). 

Dimensi keempat adalah mandiri, yang bertujuan untuk 

mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab pribadi 

siswa. Kemandirian mencakup kemampuan untuk mengambil 

keputusan yang baik, mengelola waktu, serta memecahkan 

masalah tanpa bergantung pada orang lain. Pendidikan yang 

mendukung dimensi ini memberi kesempatan kepada siswa 

untuk belajar secara mandiri melalui pendekatan berbasis proyek 

dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam proses ini, 

siswa didorong untuk berani mengeksplorasi minat dan bakat 

mereka serta mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap 

pembelajaran mereka sendiri. Hal ini juga diharapkan dapat 

meningkatkan rasa percaya diri dan inisiatif pribadi siswa 

(Mulyadi, 2021). 

Dimensi kelima, bernalar kritis, menekankan pentingnya 

kemampuan berpikir analitis dan kritis dalam menghadapi 

informasi dan masalah. Kemampuan bernalar kritis sangat 

diperlukan dalam era digital saat ini, di mana siswa dihadapkan 

pada arus informasi yang sangat besar, termasuk berita palsu dan 

hoaks. Pendidikan dalam dimensi ini berfokus pada 

pengembangan keterampilan berpikir kritis yang membantu 

siswa untuk menganalisis informasi, mengevaluasi validitas 

argumen, dan membuat keputusan berdasarkan bukti dan logika. 

Dengan kemampuan ini, siswa diharapkan dapat menjadi 

individu yang cerdas dalam berpikir dan bijaksana dalam 

mengambil keputusan (Wijayanti, 2020). 
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Dimensi keenam adalah kreatif, yang mendorong 

pengembangan kreativitas dalam berbagai aspek kehidupan. 

Kreativitas bukan hanya terbatas pada bidang seni, tetapi juga 

mencakup kemampuan untuk berpikir inovatif, menemukan 

solusi baru, dan menerapkan ide-ide segar dalam konteks yang 

berbeda. Pendidikan yang mendukung kreativitas harus 

memberikan ruang bagi siswa untuk bereksperimen, mencoba 

hal-hal baru, dan tidak takut untuk membuat kesalahan. Melalui 

pendekatan ini, siswa diajak untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir out of the box yang sangat dibutuhkan 

dalam menghadapi tantangan masa depan yang dinamis dan 

kompleks (Munandar, 2020). 

Implementasi penguatan Profil Pelajar Pancasila melalui 

Kurikulum Merdeka merupakan upaya komprehensif yang 

mengedepankan fleksibilitas pendidikan untuk memenuhi 

kebutuhan individu siswa. Kurikulum Merdeka memungkinkan 

sekolah dan guru memiliki otonomi lebih besar dalam 

merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan konteks 

lokal serta potensi dan minat siswa. Pendekatan ini menekankan 

pada pembelajaran yang lebih personal dan kontekstual, yang 

diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan karakter berbasis 

Pancasila secara lebih mendalam dan relevan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Kurikulum Merdeka mendorong inovasi dalam metode 

pengajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai Profil Pelajar 

Pancasila ke dalam berbagai aktivitas belajar. Salah satu 

kekuatan utama dari Kurikulum Merdeka adalah penerapan 

pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), yang 
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memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja pada 

proyek-proyek nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. 

Proyek ini tidak hanya berfokus pada penguasaan materi 

akademis tetapi juga pada pengembangan karakter melalui kerja 

sama, pemecahan masalah, dan tanggung jawab sosial. Dalam 

proses ini, nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong dan 

berpikir kritis, dapat diinternalisasi melalui pengalaman 

langsung, bukan hanya sebagai konsep teoritis (Mulyasa, 2020). 

Dengan adanya fleksibilitas ini, sekolah-sekolah di berbagai 

daerah dapat menyesuaikan kurikulum dengan kearifan lokal 

dan budaya setempat, sehingga Profil Pelajar Pancasila tidak 

hanya menjadi abstraksi tetapi terwujud dalam konteks sosial-

budaya yang beragam di Indonesia. Misalnya, di daerah 

pedesaan, penguatan gotong royong dapat dilakukan melalui 

proyek-proyek berbasis komunitas, di mana siswa belajar secara 

langsung bagaimana bekerja sama untuk kepentingan bersama, 

sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini memungkinkan 

pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana akademis, 

tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat ikatan sosial dan 

budaya dalam masyarakat lokal. 

Selain itu, dimensi “mandiri” dalam Profil Pelajar 

Pancasila juga mendapat tempat yang lebih besar dalam 

Kurikulum Merdeka melalui pendekatan pembelajaran yang 

menekankan kemandirian siswa dalam mengelola proses belajar 

mereka sendiri. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan 

pelajar yang mampu mengambil inisiatif, mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis, dan bertanggung jawab atas 

pembelajaran mereka. Dengan demikian, siswa tidak hanya 
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belajar berdasarkan instruksi guru tetapi juga didorong untuk 

menjadi pembelajar seumur hidup yang mandiri. Pengembangan 

karakter ini sangat penting dalam konteks era globalisasi yang 

menuntut individu yang mampu beradaptasi dan terus belajar 

dalam menghadapi tantangan yang dinamis (Surya, 2021). 

Penguatan karakter siswa yang berlandaskan Pancasila 

juga didorong oleh penerapan pendidikan berbasis nilai moral 

dan etika, yang mencakup dimensi keagamaan dan sosial-

budaya. Dalam hal ini, Kurikulum Merdeka memberikan ruang 

bagi integrasi nilai-nilai agama dan budaya ke dalam proses 

pembelajaran. Hal ini relevan mengingat pluralitas Indonesia 

yang kaya akan berbagai kepercayaan dan budaya. Siswa 

diajarkan untuk menghormati perbedaan dan menjalankan nilai-

nilai moral yang berakar dari agama dan kearifan lokal mereka. 

Nilai-nilai ini diperkuat melalui pembelajaran yang bersifat 

reflektif dan kolaboratif, di mana siswa diajak untuk memahami 

makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dalam 

interaksi mereka dengan orang lain di masyarakat (Hidayat, 

2021). 

Selain itu, dimensi berkebinekaan global dalam Profil Pelajar 

Pancasila mendapat perhatian lebih melalui pendekatan 

Kurikulum Merdeka. Di era globalisasi, penting bagi siswa untuk 

tidak hanya memahami budaya dan nilai-nilai lokal, tetapi juga 

mampu berinteraksi dan bekerja sama dengan masyarakat dari 

berbagai latar belakang budaya, baik di tingkat nasional maupun 

internasional. Kurikulum Merdeka mendukung pembelajaran 

lintas budaya dan pengenalan terhadap isu-isu global yang 

relevan, seperti perubahan iklim, keadilan sosial, dan teknologi. 
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Ini memungkinkan siswa untuk memiliki wawasan global yang 

seimbang dengan akar budaya mereka, yang penting untuk 

menjadi warga dunia yang bertanggung jawab dan memiliki 

perspektif global yang inklusif (Susilo & Nugroho, 2020). 

Implementasi penguatan Profil Pelajar Pancasila melalui 

Kurikulum Merdeka memberikan landasan yang kuat bagi 

terciptanya generasi yang tidak hanya unggul dalam bidang 

akademis, tetapi juga berkarakter kuat dan mampu menghadapi 

tantangan global dan lokal. Fleksibilitas dalam metode 

pengajaran memungkinkan nilai-nilai Pancasila diinternalisasi 

secara kontekstual dan relevan dengan kondisi lokal, sehingga 

siswa dapat mengembangkan kompetensi dan karakter yang 

dibutuhkan untuk berperan aktif dalam masyarakat. Dengan 

integrasi yang baik antara pendidikan karakter dan pembelajaran 

akademis, Kurikulum Merdeka menjadi alat penting dalam 

mewujudkan pendidikan yang holistik, seimbang, dan inklusif, 

yang sejalan dengan tujuan nasional menciptakan generasi 

penerus bangsa yang unggul dan berkarakter. 

Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan upaya 

strategis dalam menciptakan generasi yang tidak hanya 

kompeten secara akademis tetapi juga berkarakter, beretika, dan 

siap berkontribusi dalam kehidupan sosial. Enam dimensi utama 

dalam Profil Pelajar Pancasila mencerminkan kebutuhan untuk 

menciptakan sistem pendidikan yang holistik, yang tidak hanya 

berfokus pada pencapaian intelektual tetapi juga pengembangan 

moral, sosial, dan emosional siswa. Dalam jangka panjang, 

penguatan nilai-nilai ini akan membentuk masyarakat Indonesia 
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yang lebih harmonis, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan 

global. 

C. Filsafat Pendidikan dan Penguatan Profil Pelajar 

Pancasila: Sebuah Pendekatan Teoretis yang Kuat dalam 

Pembentukan Karakter Bangsa 

Filsafat pendidikan memiliki peran yang sangat penting 

dalam memberikan arah dan tujuan bagi setiap sistem 

pendidikan di dunia. Di Indonesia, filsafat pendidikan berakar 

kuat pada nilai-nilai Pancasila, yang mencerminkan pandangan 

bangsa tentang kehidupan yang adil, makmur, dan berkeadaban. 

Sebagai dasar ideologis, Pancasila tidak hanya menjadi panduan 

dalam kehidupan bermasyarakat tetapi juga dalam pembentukan 

sistem pendidikan nasional. Pancasila memberikan kerangka 

moral dan etis yang bertujuan untuk menciptakan warga negara 

yang memiliki integritas, bertanggung jawab, serta mampu 

menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas 

nasional. 

Filsafat pendidikan berperan dalam merumuskan 

pandangan mengenai tujuan akhir pendidikan, yang dalam 

konteks Indonesia, tujuan ini adalah mewujudkan Pelajar 

Pancasila. Profil Pelajar Pancasila menekankan pada 

pengembangan manusia yang utuh, yaitu individu yang tidak 

hanya unggul dalam aspek kognitif tetapi juga memiliki karakter 

yang kuat sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Profil ini 

mencakup enam dimensi utama: beriman, bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia; berkebinekaan 

global; bergotong royong; mandiri; bernalar kritis; dan kreatif. 
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Melalui pandangan ini, filsafat pendidikan memberikan landasan 

teoretis bagi implementasi pendidikan yang berbasis pada 

pembentukan karakter dan nilai-nilai kebangsaan. 

Secara mendalam, filsafat pendidikan Pancasila 

menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana 

pembentukan moral dan akhlak. Pendidikan bukan hanya 

berfokus pada kemampuan akademis, tetapi juga berfungsi 

sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai etika yang penting 

bagi kehidupan sosial. Dalam dimensi pertama Profil Pelajar 

Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

dan berakhlak mulia, kita melihat bagaimana filsafat pendidikan 

Pancasila mengutamakan pembentukan manusia yang memiliki 

hubungan yang erat dengan nilai-nilai spiritual dan moral. 

Dalam konteks ini, pendidikan diharapkan menjadi instrumen 

untuk menginternalisasi nilai-nilai ini, sehingga siswa tidak 

hanya berpengetahuan, tetapi juga memiliki integritas dan 

kesadaran moral yang mendalam (Kaelan, 2005). 

Konsep gotong royong, yang merupakan bagian integral dari 

Profil Pelajar Pancasila, juga memiliki landasan kuat dalam 

filsafat pendidikan Pancasila. Gotong royong mencerminkan 

prinsip kebersamaan, solidaritas, dan kerja sama sosial yang 

tinggi, yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Filsafat 

pendidikan Pancasila menekankan pentingnya kehidupan 

bermasyarakat yang harmonis dan inklusif, di mana setiap 

individu bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. 

Dalam konteks pendidikan, prinsip gotong royong ini diterapkan 

melalui pembelajaran yang bersifat kolaboratif, di mana siswa 

didorong untuk bekerja sama, saling menghormati, dan 
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membantu satu sama lain. Hal ini mencerminkan nilai-nilai 

humanisme dalam pendidikan, yang menempatkan manusia 

sebagai makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain 

untuk mencapai kemajuan bersama (Zubaedi, 2011). 

Aspek mandiri dan bernalar kritis juga menjadi pilar penting 

dalam Profil Pelajar Pancasila, yang diilhami oleh filsafat 

pendidikan progresif. Tokoh seperti John Dewey, yang 

merupakan pendukung utama filsafat pendidikan progresif, 

menekankan bahwa pendidikan harus memungkinkan siswa 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan otonomi 

pribadi. Dewey berpendapat bahwa pendidikan tidak hanya 

tentang penguasaan pengetahuan tetapi juga tentang 

pengalaman hidup yang mendukung pengembangan 

kemampuan berpikir analitis, pengambilan keputusan, dan 

pemecahan masalah (Dewey, 1916). Dalam hal ini, Profil Pelajar 

Pancasila yang menekankan kemandirian dan kemampuan 

berpikir kritis mencerminkan pentingnya pendidikan yang 

berfokus pada pengembangan individu yang mandiri, mampu 

berpikir secara rasional, dan bertanggung jawab dalam 

pengambilan keputusan. 

Di samping itu, dimensi berkebinekaan global dalam Profil 

Pelajar Pancasila juga memiliki hubungan erat dengan filsafat 

pendidikan yang menekankan pada pluralitas dan keterbukaan 

terhadap perbedaan. Filsafat pendidikan Pancasila menekankan 

bahwa keberagaman bukanlah suatu hambatan, melainkan 

kekuatan yang memperkaya kehidupan bangsa. Dalam era 

globalisasi, pendidikan harus mengajarkan siswa untuk tidak 

hanya memahami dan menghargai budaya lokal, tetapi juga 
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mampu berinteraksi dengan masyarakat global yang semakin 

terhubung. Konsep ini sangat penting dalam membentuk siswa 

yang tidak hanya memiliki identitas nasional yang kuat, tetapi 

juga mampu beradaptasi dengan perbedaan dan tantangan yang 

ada di dunia internasional (Mulyasa, 2020). 

Sementara itu, dimensi kreatif dalam Profil Pelajar 

Pancasila mencerminkan nilai-nilai pendidikan pragmatis dan 

progresif, yang mendorong siswa untuk berpikir inovatif dan 

menciptakan solusi baru untuk masalah-masalah yang mereka 

hadapi. Filsafat pendidikan pragmatis, yang dipelopori oleh 

Dewey, menekankan pada pembelajaran berbasis pengalaman 

dan pentingnya aplikasi praktis dari pengetahuan. Dalam 

konteks ini, siswa didorong untuk mengeksplorasi kreativitas 

mereka, tidak hanya di bidang seni, tetapi juga dalam pemecahan 

masalah yang kompleks dan pengembangan inovasi. Hal ini 

sejalan dengan tujuan pendidikan Pancasila yang menginginkan 

generasi yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap 

perubahan zaman dan mampu memberikan kontribusi nyata 

dalam perkembangan masyarakat (Munandar, 2020). 

Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, filsafat 

pendidikan Pancasila memberikan dasar yang kokoh bagi 

penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka 

memungkinkan guru dan sekolah untuk lebih fleksibel dalam 

mengembangkan metode pengajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa, sambil tetap menjaga nilai-nilai Pancasila 

sebagai fondasi utama. Melalui pembelajaran berbasis proyek, 

refleksi, dan kolaborasi, siswa diajak untuk menginternalisasi 

nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 
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demikian, hubungan antara filsafat pendidikan dan penguatan 

Profil Pelajar Pancasila menjadi semakin nyata, di mana filsafat 

pendidikan tidak hanya menjadi landasan teoretis, tetapi juga 

panduan praktis dalam membentuk karakter generasi muda 

Indonesia. 
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BAB XIII 

PENUTUP 

 

A. Filsafat Pendidikan: Landasan Teoretis Pendidikan 

Filsafat pendidikan merupakan disiplin yang menyediakan 

landasan filosofis bagi arah dan tujuan pendidikan, baik di 

tingkat individu maupun masyarakat. Filsafat pendidikan 

menjawab pertanyaan mendasar tentang apa yang harus 

diajarkan, bagaimana proses pembelajaran seharusnya terjadi, 

serta tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri. Di Indonesia, 

filsafat pendidikan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila, 

yang berfungsi sebagai dasar ideologis dan moral negara. Filsafat 

pendidikan berbasis Pancasila menekankan pada pengembangan 

manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta 

memiliki kecerdasan intelektual, moral, emosional, dan sosial 

yang seimbang. Tujuan utamanya adalah menciptakan warga 

negara yang mampu hidup dalam masyarakat yang demokratis, 

adil, dan makmur, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

Filsafat pendidikan juga mengarahkan bagaimana 

kurikulum dan metode pembelajaran dikembangkan. Dalam 

konteks pendidikan modern, filsafat pendidikan progresif yang 

dipelopori oleh John Dewey, yang menekankan pada pendidikan 

berbasis pengalaman dan keterlibatan aktif siswa dalam proses 

belajar, telah memberikan kontribusi signifikan dalam 

pengembangan kurikulum. Pendekatan ini sejalan dengan 

prinsip Pancasila yang menghargai keberagaman dan interaksi 

sosial, di mana siswa tidak hanya dipersiapkan secara akademis 
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tetapi juga diajarkan untuk memiliki kesadaran sosial dan etis 

(Dewey, 1916). 

B. Tujuan Pendidikan Nasional: Mengintegrasikan Nilai-

Nilai Pancasila 

Tujuan pendidikan nasional Indonesia secara resmi 

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa 

pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. Tujuan ini mencerminkan idealisme 

pendidikan yang berakar pada filsafat Pancasila, di mana 

pendidikan dilihat sebagai sarana untuk membentuk manusia 

Indonesia yang utuh, baik dari aspek intelektual, moral, sosial, 

maupun spiritual. 

Dalam perspektif ini, pendidikan nasional bukan hanya 

bertujuan untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja, 

tetapi juga untuk menciptakan individu yang berkontribusi pada 

kesejahteraan sosial dan demokrasi. Pendidikan yang 

berlandaskan Pancasila bertujuan untuk mencetak generasi yang 

mampu menjunjung tinggi keadilan sosial, menghormati 

keberagaman, dan memiliki komitmen terhadap perdamaian dan 

kemanusiaan. Nilai-nilai ini tercermin dalam Profil Pelajar 

Pancasila, yang menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi 

pendidikan melalui Kurikulum Merdeka (Kaelan, 2005). 
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C. Kurikulum Merdeka: Inovasi dalam Pendidikan Berbasis 

Kontekstual 

Kurikulum Merdeka merupakan salah satu wujud 

reformasi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan 

fleksibilitas kepada sekolah dan guru dalam merancang proses 

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik 

siswa. Kurikulum ini didesain agar lebih adaptif terhadap 

perubahan zaman, terutama dalam menghadapi perkembangan 

teknologi, dinamika sosial, dan tantangan global yang semakin 

kompleks. Salah satu ciri khas Kurikulum Merdeka adalah 

penekanan pada pembelajaran berbasis proyek (project-based 

learning), yang memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman 

nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. 

Kurikulum Merdeka juga memberikan ruang bagi 

penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang terdiri dari enam 

dimensi utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, dan berakhlak mulia; berkebinekaan global; bergotong 

royong; mandiri; bernalar kritis; dan kreatif. Melalui fleksibilitas 

dalam desain pembelajaran, guru dapat menyesuaikan metode 

pengajaran dengan potensi dan kebutuhan masing-masing siswa, 

sehingga nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasi secara lebih 

kontekstual dan relevan. Kurikulum ini juga mendorong 

pendekatan lintas disiplin, di mana pembelajaran tidak hanya 

berfokus pada satu bidang studi tetapi juga mengintegrasikan 

berbagai dimensi kehidupan seperti sosial, budaya, dan 

lingkungan (Mulyasa, 2020). 
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Pendekatan dalam Kurikulum Merdeka sejalan dengan 

filsafat pendidikan progresif yang menekankan pada 

pembelajaran aktif dan partisipatif. Siswa tidak hanya dipandang 

sebagai objek yang harus menerima pengetahuan, tetapi sebagai 

subjek yang aktif dalam proses belajar. Mereka didorong untuk 

berpikir kritis, mandiri, dan kreatif dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi. Hal ini menciptakan ekosistem pendidikan yang 

lebih inklusif, di mana setiap siswa memiliki kesempatan untuk 

mengembangkan potensinya secara maksimal sesuai dengan 

kemampuan dan minat masing-masing (Susilo & Nugroho, 

2020). 

D.  Penguatan Profil Pelajar Pancasila: Karakter Bangsa 

yang Berbasis Nilai-Nilai Pancasila 

Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan bagian 

integral dari reformasi pendidikan di Indonesia yang bertujuan 

untuk menciptakan generasi yang berkarakter kuat sesuai dengan 

nilai-nilai Pancasila. Enam dimensi dalam Profil Pelajar 

Pancasila mencerminkan kualitas yang diharapkan dari setiap 

siswa Indonesia, yaitu: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, dan berakhlak mulia; berkebinekaan global; bergotong 

royong; mandiri; bernalar kritis; dan kreatif. Melalui penguatan 

profil ini, pendidikan diharapkan tidak hanya berfungsi untuk 

mengembangkan keterampilan akademis tetapi juga membentuk 

karakter yang berlandaskan etika, spiritualitas, dan 

kemanusiaan. 

Dimensi seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, dan berakhlak mulia mencerminkan pentingnya pendidikan 
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moral dan spiritual dalam membentuk individu yang 

berintegritas. Nilai-nilai ini sangat ditekankan dalam filsafat 

pendidikan Pancasila, di mana pendidikan tidak hanya berfungsi 

untuk mentransfer pengetahuan tetapi juga untuk membangun 

fondasi moral yang kuat. Hal ini penting dalam menciptakan 

generasi yang memiliki komitmen terhadap keadilan sosial, 

perdamaian, dan keharmonisan masyarakat (Rahmawati, 2019). 

Selain itu, dimensi berkebinekaan global menunjukkan 

relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan globalisasi. 

Pendidikan harus mampu membentuk individu yang tidak hanya 

memahami identitas nasionalnya tetapi juga menghargai 

keberagaman budaya, agama, dan pandangan dunia. Profil 

Pelajar Pancasila menekankan pentingnya keterampilan 

antarbudaya dan kesadaran global dalam menghadapi dunia 

yang semakin terhubung (Ananda & Setiawan, 2020). 

Hubungan antara filsafat pendidikan, tujuan pendidikan 

nasional, Kurikulum Merdeka, dan penguatan Profil Pelajar 

Pancasila adalah saling terintegrasi dalam membentuk sistem 

pendidikan yang komprehensif dan holistik. Filsafat pendidikan 

memberikan landasan teoretis bagi pengembangan visi dan misi 

pendidikan nasional, yang bertujuan untuk menciptakan 

generasi penerus yang tidak hanya unggul dalam akademis tetapi 

juga memiliki karakter kuat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 

Kurikulum Merdeka, sebagai implementasi dari filsafat 

pendidikan ini, memberikan fleksibilitas dan inovasi dalam 

proses pembelajaran yang memungkinkan nilai-nilai Pancasila 

diinternalisasi dengan lebih relevan dalam kehidupan sehari-hari 

siswa. 
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GLOSSARIUM 

 

Aksiologi adalah bidang filsafat yang berhubungan dengan nilai-

nilai, termasuk etika (moralitas) dan estetika 

(keindahan). Aksiologi mempertimbangkan 

pertanyaan seperti "Apa yang baik dan buruk?" 

dan "Apa itu keindahan?" 

Dekonstruksi pengetahuan adalah pendekatan kritis yang 

berusaha mengurai dan mempertanyakan 

struktur dan asumsi yang mendasari 

pengetahuan, untuk mengungkap bias, 

kekuasaan, dan ideologi yang tersembunyi 

dalam wacana dominan. 

Demokrasi dalam pendidikan adalah prinsip yang 

mengutamakan partisipasi aktif semua anggota 

komunitas pendidikan, termasuk siswa, guru, 

dan orang tua, dalam pengambilan keputusan, 

menciptakan lingkungan yang setara, terbuka, 

dan dialogis. 

Desentralisasi otoritas adalah proses pemindahan wewenang dan 

tanggung jawab dari pusat ke unit-unit lokal, 

termasuk sekolah, yang memungkinkan 

otonomi lebih besar dalam pengambilan 

keputusan terkait pendidikan, seperti 

pengelolaan kurikulum, sumber daya, dan 

kebijakan pendidikan. 
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Deschooling adalah konsep yang dikemukakan oleh Ivan Illich 

yang mengusulkan penghapusan sistem sekolah 

formal, dengan pandangan bahwa pendidikan 

dapat berlangsung di luar institusi sekolah 

melalui pembelajaran yang lebih bebas dan 

alami. 

Epistemologi adalah bidang filsafat yang mempelajari 

pengetahuan, sumbernya, batasannya, dan 

justifikasi keyakinan. Epistemologi menjawab 

pertanyaan seperti "Bagaimana kita tahu 

sesuatu?" dan "Apa yang membedakan 

pengetahuan dari keyakinan?" 

Essentialism adalah bidang filsafat pendidikan yang menekankan 

pentingnya mengajarkan pengetahuan dan 

keterampilan dasar yang dianggap esensial 

untuk kehidupan bermasyarakat. Fokus 

utamanya adalah penguasaan materi akademis 

yang terstruktur. 

Existentialism adalah bidang filsafat pendidikan yang 

mendorong individu untuk menemukan makna 

dan tujuan hidupnya sendiri melalui 

pendidikan. Aliran ini menekankan kebebasan, 

otonomi, dan tanggung jawab personal dalam 

proses pembelajaran. 

Experiential learning adalah pendekatan pembelajaran yang 

menekankan pengalaman langsung sebagai 

sarana utama untuk memperoleh pengetahuan 
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dan keterampilan, di mana peserta didik belajar 

melalui percobaan, refleksi, dan penerapan 

pengalaman praktis. 

Filsafat adalah disiplin ilmu yang berupaya memahami hakikat 

realitas, pengetahuan, dan nilai-nilai melalui 

refleksi kritis dan analisis rasional. Filsafat 

mengeksplorasi pertanyaan mendasar tentang 

eksistensi, kebenaran, moralitas, dan makna 

hidup. 

Filsafat analitik adalah tradisi filsafat yang menekankan analisis 

bahasa, logika, dan argumen dalam 

memecahkan masalah-masalah filosofis. 

Pendekatan ini berfokus pada kejelasan konsep, 

struktur penalaran, dan penguraian masalah 

melalui analisis bahasa yang digunakan untuk 

mendeskripsikan realitas. Filsafat analitik 

berkembang terutama di dunia Anglo-Saxon 

dan cenderung menolak spekulasi metafisik 

yang tidak terukur. Beberapa tokoh penting 

dalam tradisi ini adalah Bertrand Russell, 

Ludwig Wittgenstein, dan Willard Van Orman 

Quine. 

Filsafat kontinental merujuk pada tradisi pemikiran yang 

berkembang di daratan Eropa, khususnya di 

Jerman dan Prancis, yang melibatkan 

pendekatan spekulatif terhadap tema-tema 

metafisika, eksistensialisme, fenomenologi, 

hermeneutika, dan kritik sosial. Filsafat 
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kontinental menekankan pemahaman 

komprehensif terhadap eksistensi manusia, 

sejarah, dan kebudayaan, serta sering 

berhubungan dengan kritik terhadap struktur 

sosial dan politik. Tokoh-tokoh penting 

termasuk Friedrich Nietzsche, Martin 

Heidegger, Jean-Paul Sartre, dan Jacques 

Derrida. 

Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mempelajari 

prinsip-prinsip dasar mengenai tujuan, proses, 

dan nilai-nilai dalam pendidikan. Ini 

melibatkan refleksi kritis terhadap tujuan 

pendidikan, metode pengajaran, dan hubungan 

antara pendidikan dengan pengembangan 

manusia secara holistik. 

Filsafat sosial dan politik adalah cabang filsafat yang 

mempelajari konsep-konsep seperti kekuasaan, 

keadilan, kebebasan, hak asasi, negara, dan 

legitimasi pemerintah. Bidang ini menyelidiki 

bagaimana masyarakat seharusnya diatur, 

hubungan antara individu dan negara, serta 

prinsip-prinsip keadilan sosial dan distribusi 

sumber daya. Filsafat sosial dan politik 

melibatkan analisis etis dan normatif terkait 

dengan tatanan sosial dan permasalahan politik, 

serta peran institusi dalam masyarakat. Tokoh-

tokoh kunci di bidang ini mencakup John 
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Locke, Karl Marx, John Rawls, dan Hannah 

Arendt. 

Humanisme adalah pandangan filosofis yang menekankan 

pentingnya nilai, martabat, dan potensi 

manusia, serta peran pendidikan dalam 

mengembangkan individu secara utuh, 

termasuk aspek emosional, moral, dan sosial, 

untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan 

bermakna. 

Idealism adalah bidang filsafat pendidikan yang menekankan 

pendidikan sebagai proses pengembangan jiwa 

dan intelektual melalui penanaman nilai-nilai 

ideal dan kebenaran universal. Fokusnya pada 

pengembangan karakter dan pemikiran 

rasional. 

Ing madya mangun karsa berarti "di tengah membangun 

semangat," yang menunjukkan bahwa seorang 

pemimpin atau pendidik harus mampu berada 

di tengah-tengah kelompoknya, mendorong, 

dan memotivasi mereka untuk maju. 

Ing ngarsa sung tuladha adalah prinsip kepemimpinan dari Ki 

Hadjar Dewantara yang berarti "di depan 

memberi teladan," menekankan peran seorang 

pemimpin atau pendidik untuk memberikan 

contoh baik kepada yang dipimpin atau diajar. 

Kecerdasan majemuk adalah teori yang dikemukakan oleh 

Howard Gardner yang menyatakan bahwa 
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manusia memiliki berbagai jenis kecerdasan, 

seperti linguistik, logika-matematis, spasial, 

kinestetik, musikal, interpersonal, 

intrapersonal, dan naturalis, yang semuanya 

penting dalam proses belajar. 

Kesadaran kritis adalah kemampuan untuk memahami dan 

menganalisis struktur kekuasaan dan 

ketidakadilan sosial, serta mengembangkan 

kesadaran diri dan kesadaran sosial untuk 

memberdayakan diri dalam menghadapi 

ketidakadilan. 

Kesetaraan dalam pendidikan adalah prinsip yang menjamin 

bahwa setiap individu memiliki kesempatan 

yang sama untuk mengakses pendidikan 

berkualitas tanpa diskriminasi berdasarkan latar 

belakang sosial, ekonomi, budaya, gender, atau 

lainnya. 

Kurikulum adalah rancangan sistematis yang mencakup tujuan, 

materi, metode, dan evaluasi pendidikan yang 

digunakan sebagai pedoman dalam proses 

pembelajaran di lembaga pendidikan. 

Kurikulum Merdeka adalah kebijakan pendidikan di Indonesia 

yang memberikan fleksibilitas kepada sekolah 

dan guru untuk menyusun pembelajaran yang 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik, 

berfokus pada pengembangan kompetensi dan 

karakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. 
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Kurikulum transformatif adalah pendekatan kurikulum yang 

dirancang untuk mengubah cara berpikir, sikap, 

dan tindakan peserta didik, melalui pendidikan 

yang berfokus pada pengembangan kesadaran 

kritis, tanggung jawab sosial, dan kemampuan 

untuk terlibat dalam perubahan sosial yang 

positif. 

Lingkungan belajar adalah kondisi fisik, sosial, dan psikologis di 

sekitar peserta didik yang mempengaruhi proses 

dan hasil pembelajaran, termasuk ruang kelas, 

interaksi sosial, budaya sekolah, serta dukungan 

dari guru dan teman sebaya. 

Metafisika adalah bidang filsafat yang mempelajari hakikat 

realitas, eksistensi, dan entitas di luar dunia 

fisik. Metafisika berfokus pada pertanyaan 

seperti apa itu realitas, apa yang ada, dan 

bagaimana keberadaan sesuatu dapat 

dijelaskan. 

Pengelolaan pendidikan adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan sumber daya pendidikan secara 

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang optimal, seperti peningkatan 

kualitas pembelajaran, pengembangan 

kurikulum, dan manajemen sekolah. 

Perennialism adalah bidang filsafat pendidikan yang 

berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah 
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untuk mengajarkan prinsip-prinsip abadi dan 

kebenaran yang tidak berubah, dengan 

menekankan studi karya-karya klasik dan 

pembentukan akal. 

Pendidikan berbasis pengalaman adalah pendekatan pendidikan 

yang menekankan pembelajaran melalui 

pengalaman langsung, di mana peserta didik 

belajar dengan berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan-kegiatan yang relevan dan bermakna 

bagi kehidupan nyata. 

Pendidikan karakter adalah proses pendidikan yang bertujuan 

untuk membentuk dan mengembangkan nilai-

nilai moral, etika, dan integritas pada peserta 

didik agar menjadi individu yang berperilaku 

baik, bertanggung jawab, dan memiliki 

kepribadian yang kuat. 

Pendidikan dialogis adalah pendekatan pendidikan yang 

didasarkan pada dialog terbuka antara pendidik 

dan peserta didik, di mana kedua pihak 

berperan aktif dalam proses belajar, saling 

berbagi pengalaman, dan menciptakan 

pemahaman bersama. 

Pendidikan gaya bank adalah istilah yang dikemukakan oleh 

Paulo Freire untuk menggambarkan model 

pendidikan di mana siswa diperlakukan sebagai 

wadah kosong yang diisi dengan pengetahuan 
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oleh guru, tanpa interaksi atau partisipasi aktif 

dari siswa. 

Pendidikan holistik adalah pendekatan pendidikan yang 

berfokus pada pengembangan seluruh aspek 

manusia secara menyeluruh, termasuk aspek 

fisik, emosional, intelektual, moral, dan 

spiritual, untuk membentuk individu yang 

seimbang dan harmonis. 

Pendidikan kolaboratif adalah model pembelajaran di mana 

peserta didik bekerja sama dalam kelompok 

untuk mencapai tujuan belajar, berbagi 

pengetahuan, dan memecahkan masalah secara 

kolektif, sehingga mendorong keterlibatan aktif 

dan interaksi sosial. 

Pendidikan moral adalah proses pendidikan yang bertujuan 

membentuk peserta didik untuk memiliki 

moralitas dan etika yang baik, serta kesadaran 

akan nilai-nilai yang membimbing mereka 

untuk bertindak sesuai dengan norma sosial dan 

hukum. 

Pendidikan spiritual adalah pendidikan yang berfokus pada 

pengembangan dimensi spiritual individu, 

seperti pemahaman tentang makna hidup, 

hubungan dengan yang transendental, dan 

pencarian nilai-nilai batin yang memandu 

perilaku yang lebih tinggi. 
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Postmodernisme adalah aliran filsafat yang menolak narasi besar 

(grand narratives) dan otoritas tunggal dalam 

pengetahuan, mendorong pluralitas perspektif, 

relativisme, dan dekonstruksi konsep-konsep 

yang dianggap mutlak dalam masyarakat 

modern. 

Pragmatism adalah bidang filsafat pendidikan yang menganggap 

pendidikan sebagai proses yang dinamis dan 

eksperimental, di mana pengetahuan bersifat 

sementara dan harus diuji melalui pengalaman. 

Pendidikan berfokus pada pemecahan masalah 

dan relevansi praktis dalam kehidupan nyata. 

Profil Pelajar Pancasila adalah gambaran ideal pelajar Indonesia 

yang memiliki karakter berdasarkan nilai-nilai 

Pancasila, meliputi keimanan, ketaqwaan, 

kebinekaan global, kemandirian, gotong 

royong, nalar kritis, dan kreativitas. 

Progressivism adalah bidang filsafat pendidikan yang 

memandang pendidikan sebagai proses 

perkembangan yang berpusat pada peserta 

didik. Aliran ini mendukung pembelajaran yang 

aktif dan pengalaman langsung, dengan tujuan 

mengembangkan potensi individu secara 

penuh. 

Project-based learning adalah metode pembelajaran yang 

melibatkan peserta didik dalam proyek nyata 

dan kompleks untuk menyelesaikan masalah 
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atau menghasilkan produk, sehingga mereka 

dapat belajar melalui pengalaman langsung dan 

penerapan pengetahuan dalam konteks dunia 

nyata. 

Proses pembelajaran adalah interaksi antara pendidik dan peserta 

didik yang melibatkan kegiatan belajar dan 

mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan, 

yang dapat meliputi penyampaian materi, 

pengembangan keterampilan, dan evaluasi hasil 

belajar. 

Realism adalah bidang filsafat pendidikan yang berpendapat 

bahwa pendidikan harus berdasarkan 

kenyataan objektif dan dunia fisik. Tujuan 

utamanya adalah membekali peserta didik 

dengan pengetahuan yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara empiris. 

Reconstructionism adalah bidang filsafat pendidikan yang 

berupaya mengarahkan pendidikan sebagai 

sarana untuk merekonstruksi dan mengubah 

masyarakat, dengan menanamkan kesadaran 

sosial, tanggung jawab, dan keadilan. 

Represi sosial adalah proses penindasan atau pengendalian 

terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam 

masyarakat melalui cara-cara yang halus atau 

kasar, sehingga membatasi kebebasan, hak, dan 

kesetaraan mereka. 
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Tabula rasa adalah teori filsafat yang menyatakan bahwa 

manusia lahir tanpa pengetahuan atau gagasan 

bawaan, dan pikiran mereka pada awalnya 

kosong seperti "papan tulis kosong," yang 

kemudian diisi oleh pengalaman dan 

pengamatan. Teori ini sering dikaitkan dengan 

filsuf John Locke. 

Teori kritis adalah pendekatan pemikiran yang berfokus pada 

analisis dan kritik terhadap struktur sosial dan 

ekonomi yang menghasilkan ketidakadilan, 

serta mendorong tindakan untuk mengubah 

kondisi-kondisi tersebut melalui pemberdayaan 

sosial dan politik. 

Transformasi struktural adalah perubahan mendasar dalam 

struktur sosial, ekonomi, atau institusi yang 

bertujuan mengatasi ketidakadilan dan 

menciptakan kondisi yang lebih adil, setara, dan 

inklusif bagi semua anggota masyarakat. 

Tujuan pendidikan adalah arah dan hasil akhir yang ingin 

dicapai dalam proses pendidikan, yaitu 

pengembangan potensi individu secara holistik, 

mencakup aspek intelektual, moral, fisik, dan 

sosial, untuk mempersiapkan mereka menjadi 

anggota masyarakat yang berdaya guna. 

Tut wuri handayani berarti "di belakang memberikan dorongan," 

mengajarkan bahwa seorang pemimpin atau 

pendidik, saat berada di belakang, harus 
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memberikan dukungan dan dorongan kepada 

yang dipimpin atau diajar, agar mereka dapat 

berkembang dengan kemandirian. 
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